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Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Terjaganya lingkungan hidup yang baik merupakan pancang utama pembangunan
berkelanjutan

Kelerangn:
Raja Ampar. Cukup menjaga dan mesawatyva, selanjutova tinggal memetik hasil berupa nilal ckoromi dari pariwisata,
kelestarian ragam hayati, air dan udara yang beesih vatuk kelidupan
Foto olch: Nurlatla Arumsart Sthombing
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuban
Yang Maha Lsa, karena dengan rahmat dan
ridha-Nya, Kementerian Lingkungan Hidup'
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah
berhasil menelurkan dokumen penting sebagai
acuan lima tahun Kkedepan berupa Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian  Lingkungan
ITidup/Badan Pengendalian Lingkungan Ilidup
Tahun 2025-2029. Dokumen ini dirumuskan
sebagai respons strategis terhadap tantangan dan
pelvang pembangunan berkelanjutan di tingkat
nasional maupun global.

Renstra ini disusun selaras dengan Visi Presiden
dan  Wakil TPresiden dalam  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029, yaitu; Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Cmas 2045, Kementerian
LH/BPLH telah merumuskan sebuah visi yang
jelas yaitu “Lingkungan Hidup yang Lestari
untuk Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".
Kami juga memastikan penyvusunan kebijakan mi
terintegrasi dan mengacu pada arahan Yth Bapak
Presiden dalam mempercepat implementasi
strategi lingkungan seperti pengendalian sampah,
konservasi, dan transisi epergi bersih.

Dalam Renstra Tahun 2025-2029, Kementerian
LIIBPLII menetapkan empat misi strategis:

1) Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup
vang Tangguh dan Tenaga

2) Mewujudkan  Ekonomi  Hijau
Pengendalian  Lingkungan Hidup vang
Inklusif dan Partisipatf;

melalui

3) Mewujudkan Penegakan Hukum
Lingkungan ITidup vang Kuat dan Adil;

4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup yang Baik.

Kami berkomitnen untuk mewujudkan
lingkungan yang lestan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masvarakat Indonesia. Dalam
konteks pembangunan berkelanjutan, tantangan
global seperti  krisis  iklim, kehilangan
keanekaragaman hayati, dan pencemaran
semakin nyata. Oleh karena itu, pendekatan yang
holistik dan sinergis menjadi kunci, melalui
kolaborasi lintas sektor, pemerintah pusat dan
daerahy, akademisi, masyarakart sipil. dan sektor
swasta,

Saya mengajak seluruh Pemangku Kepentingan
untuk bersama-sama menjadikan dokumen ini
sebagal acuan strategis wvang nyata, bukan
sekadar rencana. Melalui  implementasi.
pemantauan, evaluasi, dan  partisipasi  akufl
publik, kita wujudkan pembangunan yang
berwawasan lingkungan yang adil, inklusif, dan
berdampak.

Akhir kata tentunya ucapan terima kasih sava
haturkan kepads  scluruh pihak  yang  telsh
berkontnbusi, baik secara teknis, akademik,
maupun  pendanaan.  Semoga  Rensira
Kementerian EH/BPLH Tahun 2025-2029 it
menjadi pijakan menuju Indonesia Emas, dengan
lingkungan hidup vang lestari dan generasi yang

scjahtera

Jakarta, Seprember 2025

Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Hanif Faisol Nurofiq

—
I



-17 -

Pendahuluan

BAB 1 Pendahuluan

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045,
Indonesia harus meningkatkan pendapatan
per kapita untuk keluar dari jebakan negara
berpendapatan menengah (middle income
trap)., menurunkan  tingkat  Kemiskinan,
menurunkan tingkat pengangguran,
meningkatkan  angka  harapan  hidup.
meningkatkan angka rata-rala lama sckolah,
meningkatkan tingkat ekspor dibanding
impor, menngkatkan produk nasional dari
sektor industri, jasa, dan perdagangan, serta
meningkatkan kemajuan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Memulai  lahap awal untuk mencapai
kategori  negara  maju,  diperlukan
pertumbuban ekonomi berkelanjutan yang
linggi  disertai  slabilitas  eckonomu.
Pertumbuhan ini didukung dengan penguatan
peran pemerintah dalam reda ekonomi dan
pembangunan bangsa. Hal im1 harus
dilakukan di tengah Ketidakpastian global
vang semakin kompleks disebabkan oleh
banyaknya risiko dari  sisi  ekonomi,
kKeuangan, geopolitik, dan lingkungan,

Pemerintah  berusaha  mewujudkannya
melalui  pembangunan vang terstruktur,
sistematis. dan berkelanjutan yang efektif.
efisien, dan bersasaran yang hanya dapat
dicapal melalui perencanaan vang baik sesual
dengan mandat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
Perencanaan pembangunan nasional terdiri
atas perencanaan pembangunan yang disusun
dan dilaksanakan secara terpadu oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakal di
tingkat Pusat dan Daerah, meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

dengan periode 20 (dua puluh) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIM) dengan periode 3 (lima) tahun, dan
rencana pembangunan tahunan.

RPIPN Tahun 2025-2045 memuat Visi
indonesia l‘mas 2045 “Negara Nusantara
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan™ dan
strategi besar mencapar Visi tersebut melalui
delapan Misi Agenda Pembangunan yang
terdiri dari tiga Transformasi Indonesia, dua
Landasan Transformasi, dan tiga Kerangka
Implementasi ‘I'ransformasi, sebagai berikut:

1) Transformas: Sosial

2) ‘I'ransformasi I'konomi

3) Transformasi Tata Kelola

4) Supremast Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia

5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

6) Mewujudkan Pembangunan
Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan

7)  Mewujudkan Sarana dan Prasarana
vang Berkualilas dan Ramah
Lingkungan

8) Mewujudkan Kesinambungan
Pembangunan

Misi pembangunan tersebut diturunkan
menjadi 17 arah (lujuan) pembangunan
(Indonesia  Emas (IE)) yang diukur
keberhasilannya dengan 45 indikator utama.
Selain itu, dalam upaya unluk mewujudkan
Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya
transformatif super prioritas atau Game
Changer.

Pada periode pertama menuju Visi Indonesia
Emas 2045 “Ncgara Nusanlara Berdaulal,
Maju, dan Berkelanjutan™, Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029
dilerjernahkan ke dalam 8 (delapan) Misi
Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas,

. -
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Pendahuluan

dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC), yang didasari oleh prinsip-prinsip
ckonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945,
keberlanjutan pembangunan menghadapi
tantangan strategis bangsa Indonesia, dan
fondasi yang telah dicapai pada Kabinet
Indonesia Maju. Kedelapan Misi tersebut
sclanjutnya  discbut  dengan  Priontas
Nasional (PN) vang dijabarkan ke dalam
Program Prioritas (PP). Kegiatan Prioritas
(KP), dan Proyck Prionitas (Pro PN). Peniode
pertama ini merupakan tahap “Penguatan
Transformasi™.

Dari 8 PN, Kementerian LIFBPLII
mendukung pada dua PN utama, yaitu:

PN 2: Memantapkan sistem pertahanan

keamanan  negara  dan  mendorong
kemandirian bangsa melalu swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah,

ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi
biru; dan PN 8: Memperkuat penyelarasan
kehidupan yvang harmonis dengan lingkungan
alam dan budaya, peningkatan toleransi antar
umat beragama untuk mencapal masyarakat
vang adil dan makmur.

Selain kedua PN tersebut, Kementerian LH/
BPLIT juga mendukung PN 5: Melanjutkan
Hilirisasi dan Mengembangkan Industri
Berbasis  Sumber Daya  Alam  untuk
Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam
Negeri, dalam rangka memastikan proses
hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara
berkelanjulan  dan  ramah  lingkungan.
Melalui  penguatan  regulasi, penerapan
industri hijau, serta pemulihan ekosistem,
Kementerian  LH/BPLH  berkomitmen
menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi dan kelestarian linglkungan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan
untuk penerapan sistem pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja yang jelas, leratur,
dan efektif melalui Sistem Akuntabilitas

Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Sistem
manajemen  pemerintahan  diharapkan
berfokus pada  peningkatan  akunlabilitas
serta sekaligus peningkatan kinerja yang
berorientast pada hasil (owtcome). Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian 1.11/3P1.11
Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian
dart upava pemenuhan SAKIP, Renstra
merupakan dokumen rencana pelaksanaan
pembangunan sektoral jangka menengah
vang dikonstruksikan scbagal panduan arah
dan fujuan suatm organisasi pemerintahan
dalam periode lima tahunan. yang mengacn
dan berpedoman pada RPIM Nasional 2025-
2029 dan bersifat indikatif. Dokumen
Renstra i adalah gambaran hasil proses
konsensus para pihak dalam kerangka
reformasi birokrasi.

Renstra Kementerian  TH/BPLH  Tahun
2025-2029 merupakan penjabaran kebijakan
sektor dalam RPIMN 2025-2029 di mana
pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian LH/BPLH. Beberapa
poin penting yang mewarnai dokumen ini di
antaranya terbitnya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup, dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove,

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang
Kementerian Lingkungan IHidup, Peraturan
Presiden Nomor 183 Tahun 2024 lentang
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,
serta Peraturan Menteri Lingkungan Iidup
Nomor | Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan
-
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Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup, bahwa dalam menyelenggarakan
urusan pemerinlahan di bidang lingkungan
hidup dan bidang pengendalian lingkungan
hidup  untuk  membantu  Presiden,
Kementerian LIFBPLIT menyelenggarakan
fungsi:

a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penataan lingkungan
hidup dan sumber daya alam
berkelanjutan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengelolaan sampah, limbah dan bahan
berbahaya dan beracun, pengendalian
perubahan iklim dan tata kelola nilai
ckonomi karbon, dan penegakan hukum
linglkungan hidup;

b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kcebyakan teknis di bidang penataan
lingkungan hidup dan sumber daya alam
berkelanjutan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengelolaan sampah, limbah dan bahan
berbahaya dan beracun, pengendalian
perubahan iklim dan tata kelola nilai
ekonomi karbon, dan penegakan hukum

lingkungan hidup:

¢) koordinasi pelaksanaan fugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan
admimstrasi  kepada  scluruh  unsur

organisasi di lingkungan Kementerian
[LH/BPLH :

d) pengelolaan  barang milik‘kekayaan
negara yang menjadi tanggung jawab
Kermenterian LH/BPLH;

e) pengawasan atas pelaksanaan mgas di
lingkungan Kementerian LH /BPLH ;

{) pelaksanaan bimbingan (ckms dan
supervisi - atas  pelaksanaan  urusan
Kementerian LH/BPLH;

g) pelaksanaan dukungan yang bersifat
substantif ~ kepada  sefuruh  unsur
organisasi di lingkungan Kementerian
LH/BPLH.

Pada periode ini, berbagai program
Kementerian LH /BPLH akan diarahkan
melanjutkan  kerja-kerja dan
collective actions, mendorong kemudahan
berusaha untuk meningkatkan scrapan lenaga
kerja dengan mendorong inveslasi, serla
akselerast  ekonomi  sirkular  untuk
mentransformasikan pengelolaan lingkungan
hidup dan menciptakan wirausahawan
kreatif. Hal vang tidak kalah penting dalam

corrective

mencapai  dampak  eksternalitas  yang
diharapkan melalui intervens: program
Kementertan  LH/BPLH  adalah  aspek

reformasi struktural dan penguatan internal
manajemen.

. -
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1.1 Kondisi Umum

Sub-bab i menguraikan beberapa polret
capaian target sasaran strategis yang menjadi
lingkup Kementerian LH/BPLH pada tahun
2024, Uraan-urazan benkul scecsra umum
bersumber  dari Laporan Kinerja
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan Tahun 2024.

1.1.1 Sasaran Strategis 1: MeningKkatnya
Kualitas I.LH

Di tengah berlangsung Triple Planetary
pencemaran  lingkungan  hidup
menjadi salah salu ancaman utama yang
dapat mempengaruhi kualitas  hingkungan
hidup di masa depan. Jika tidak ditangani
dengan  serius, penurunan  kualitas
lingkungan akan berdampak luas  akibat
terganggunya fungsi ekosistem. Padahal
kualitas lingkungan hidup vyang baik
merpakan fondasi bagi daya dukung
lingkungan vang optimal dalam menjaga
keberlanjutan hidup manusia dan makhluk
hidup lainnya. Oleh karena itu, memperkuat
ketahanan lingkungan menjadi isu strategi
vang berdampak besar terhadap peningkatan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Crisis,

Pemahaman terhadap kualitas lingkungan
hidup berperan penting dalam mendorong
berbagai pemangku kepentingan
(stakeholder) merancang dan melaksanakan
aksi nyata pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup. Unwk memiasilitasi

pemahaman tersebut, Kementerian
Lingkungan  1lidup dan  Kehutanan
mengembangkan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) scbagai salah
salu mslrumen cvaluatil yang
menggambarkan kondisi kualitas lingkungan
hidup pada periode tertentu. Selain itu, IKI.H
juga berfungsi scbagai alal unluk menilai
kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang

menjadi bagian darl Prioritas Nasional (PN)
6, yaim meningkatnya kualitas lingkungan
hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri LIIK Nomor
27 Tahun 2021, IKLH didapatkan dari hasil
mlegrasi berbagal indikator hingkungan yang
dirangkum dalam satu nilai  komposit
meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks
Kualitas Udara (IKU). Indcks Kualitas Lahan
(IKL), serta Indeks Kualitas Air Laut
(IKAL). Penilaian dari masing-masing
indeks tersebut bersumber dari pemantauan
kualitas lingkungan dengan terbagi menjadi
IKLH Nasional, IKLH sectiap provinsi dan
IKLIT  setiap Kabupaten/Kota. Dalam
pembahasan ini, capaian IKLH merujuk pada
IKLH Nasional vang merupakan generalisasi
dart kondisi umum lingkungan hidup di
setiap provinsi dan berfungsi sebagai dasar
dalam proses perumusan kebijakan yang
berkatan  dengan  perlindungan  serta
pengelolaan lingkungan.

A. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLII) Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKLH
Nasional tahun 2024 mencapai 73.33 poin
vang mclampaui target scbesar 69.74 poin
dengan capaian persentase sebesar 1054
persen. IKLII Nasional berada di kategori
“Baik”. Apabila dilihal dari komponennya,
terhhat dua indeks tidak mencapar target
vang ditetapkan mencakup IKA dengan
capalan persentase sebesar 98,70 persen dan
IKL sebesar 94,58 persen. Sementara dua
indeks lainnya melebihi target yang
ditetapkan mencakup IKU dengan capaian
persentase sebesar 106,67 persen dan IKAL
sebesar 134.9 persen.

[
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‘Tren peningkatan kualitas lingkungan hidup
secara nasional mulai terjadi pada saat
pandemi COVID-19  scbagaimana  lerjadi
peningkatan sebesar 1.18 poin antara tahun
2020 dengan 2021, Hal m terjadi pada
sebagian besar provinsi karena adanya
pembatasan aktivitas masyarakat.

Namun seiring dengan penurunan status

pandemi  lersebut  pada  tahun-lahun
berikutnya  masvarakat mular  kembali
beraktivitas sehingga tekanan terhadap

lingkungan kembali meningkat. Peningkatan

dengan kepadatan penduduk vang tinggi dan
kota-kota dengan tingkat pertumbuhan
ckonomi yang sangat berganlung pada scklor
jasa, industri dan pertambangan. Pada tahun
2024, semua provinsi di Ekoregion Jawa
kecuali Provinsi Jawa Timur mendapatkan
nilai IKLH dengan kategori sedang.
Sementara 33 provinsi lamnya memliki mlai
IKLI dengan kategori “Baik™. Adapun
provinsi dengan nilai IKLH di kategori
sedang meliputi meliputi Provins: Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan
Jawa Timur.

ferutama  tegadi  pada  provinsi-provinsi
73.53
2 V
71.45 -
70.27
° n
- N s di £9.74
8.74 63.96
2020 2021 2022 2023 2024
e Capaian IKLH & Target IKLH

Gambar 1-1 Capaian dan Target IKLH Tahva 2020-2024

Sumber: Lapovan fanena KLHK 2024

Secara umum, hasil penilaian  [IKLII
menunjukkan  adanya tren  peningkatan
capatan dari tahun ke tahun, Dalam Kurun
waklu lima tahun lerakhir, capaian IKLH di
tahun 2024 meningkat sekitar 3,26 poin
dibandingkan tahun 2020 (lihat Gambar 1-1).
Peningkalan lertinggil berada pada periode
tahun  2020-2021 sebesar 1,18 poin
sementara tahun lainnya peningkatan tidak
Iebih darmn | poin. Hal in1 mencerminkan
komitmen vang  konsisten dalam
memperbaiki kualitas lingkungan hidup
secara nasional. Tren capalan IKLH Provinsi
tahun 2020-2024 menunjukkan hanva ada 1

provinsi yang mengalami penurunan, yaitu
Provinsi Bangka Belitung, meskipun masth
dalam Kategor: nilar vang sama (Baik).
Scdangkan yang mengalami  peningkatan
indeks signifikan terjadi pada Provinsi
Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Jawa
Baral, Kalimanlan Sclatan, dan Lampung.
Selain itu, capaian IKLH Provinsi ini dinilai
baik karena beberapa provinsi mengalami
peningkatan dari  kalegori “Sedang” ke
kategori “Baik”. Hal mi didukung dari
peningkatan beherapa komponen indikator
pembentuk IKLH seperti IKU dan IKAL.
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Sementara itu, target IKLH yvang ditetapkan
setiap tahunnya juga mengalami peningkatan
meskipun milainya Icbih rendah
dibandingkan capaian aktual. Target IKLH di
tahun 2024 meningkat sekitar 1,03 pomn
dibandingkan pada tahun 2020 (lihat Gambar
1-1). Tren capaian IKLH Provinsi pada tahun
2024 menunjukkan bahwa 94,40% dar total
provinsi berhasil mencapai target IKLH
masing-masing. Meskipun begitu, capaian
IKLH dalam kurun waktu hima tahun terakhir
tetap melebihi target IKLH vang ditetapkan.
Nilai IKLH setiap tahunnya mampu
melampaui targel dengan capalan persenlasce

Tahun 2020
Tahun 2024
Karwgor nis KL
[ R
B <vuGs5se <
Secerg S0 x v M
R (1) < u < 90
Bl oo 0 s 00

sebesar 102-103 persen di mana tertinggi di
tahun 2024 dan terendah di tahun 2020.

Peningkatan capaian 1KLII yang selah
melampaui target ini menunjukkan bahwa
upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup di Indonesia semakin
efektif dan membuahkan hasil yang positif.
Ial ini tidak terlepas dari keterlibatan para
pemangku kepentingan dan masyarakal baik
d1 tingkat kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat
dalam mendukung keberlanjutan
pembangunan dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.

Gambar 1-2 Capaian TKLIT Setiap Provinsi Tabun 2020 dan 2024

Sumber: Laporan Rnerja KLFHK 2024

A. Perkembangan Kualitas Air

IKA  merupakan nilai  yang dapat
menggambarkan kondisi kualitas air dari
berbagai sungai di Indonesia dan tahun ke
tahun. IKA didapatkan dari hasil pemantanan
air sungai yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dan

dikompositkan dari parameter kualitas air
vang lelah ditetapkan. Pada lahun 2024, nilai
IKA Nasional mencapai 54,78 poin namun
tidak mencapai target nasional sebesar 55.5
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poin dengan capaian persentase sebesar
98,70 persen (lthat Gambar 1-3).

Nilai 1KA Nasional berada di kategori
“Sedang”. Berdasarkan capaian IKA
Provinsi, terdapal 4 provinsi yang berada di
kategori kurang sementara 34 provinsi
lainnya berada di kategori “Sedang”. Adapun
provinsi yang dimaksud meliputi Provinsi
DKI Jakarta, Jawa Baral, DI Yogyakarta dan
Nusa Tenggara Barat. Provinsi dengan
kategori  kurang ini  lebih  banyak
dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada
d1 Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (lthat
Gambar 1-4).

Secara umum, hasil penilaian IKA Nasional
pada tahun 2020-2024 tidak mengalami
peningkatan dengan selalu berada di kategori
“Sedang”, Dalam periode waktu tersebut,
capaian IKA Nasional di tahun 2024
meningkal sekitar 1,25 poin dibandingkan
taun 2020. Penurunan mlai IKA Nasional

= 52.82

2020 2021

2022

-0 Capaian IKA

hanya terjadi pada periode tahun 2020-2021
sebesar 0,71 poin sementara tahun lainnya
mengalami peningkatan tidak lebith dan |
poin. Tren capaian IKA Provinsi tahun 2020-
2024 menunjukkan 5 provinst mengalami
penurunan lebih tinggi, yaitu Provinsi 1]
Yogyakarta. Bangka Belitung, Kalimantan
Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Sedangkan peningkatan signifikan terjadi
pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Papua
Baral, Maluku Ulara, Sumatcra Ulara dan
Sulawesi Utara. Selain i, capaian KA
Provinsi ini dinilai sangat kurang karena
lerjadi peningkatan jumlah provinsi yang
mengalami perubahan IKA Provinsi dari
kategori sedang menjadi kurang, Provinsi-
provinsi yang masuk pada kategori “Kurang”
umumnya merupakan provinst  dengan
kepadatan penduduk vang tinggi dan kota-
kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
vang sangat bergantung pada sektor jasa dan
industri,

2023 2024

o Target IKA

Gamber 1-3 Capaian dan Target IKA Tahun 2020-2024

Sumber: Topovan Riverja KILTTK 2024

Target IKA Nasional vang ditetapkan sctiap
tahunnya mengalami peningkatan dengan
nilai yang lebih tinggi dibandingkan capaian
aktual., Target IKA Nasional di tahun 2024
meningkat sekitar 0,4 poin dibandingkan
tahun 2020 (lihat Gambar 1-3). Tren capaian

IKA Provinsi pada tahun 2024 menunjukkan
bahwa 18 provinsi berhasil mencapai target,
sementara 20 provinsi belum mencapai target
IKA masing-masing. Nilai IKA yang tidak
mencapai target ini Sebagian besar karena
faktor BOD (Biochemical Oxvgen Demand)
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vang mengindikasikan limbah ramah tangga
belum terkelola dengan baik. Meskipun
Kementerian LHK (elah melakukan upaya
untuk mengajak pemerintah  provinsi,
kabupaten/kota dan sektor industri untuk

Tahun 2020

Tahun 2024

Kanegor ollai IKA:

B oot Krsne 0z a 2 I
- Kurung 125 € x < 500 A,

Sadang {50 1 x < 70|
Bak 170 < x < 50
- Sengat Bark (90 < » £ 100)

membangun instalasi pengolahan air limbah
telah mulai menunjukkan hasil yang positif,
hal tersebul lentu saja harus dimngi dengan
pengawasan yang ketat oleh seluruh pihak.

Gambar 1-4 Capaian IKA Setiap Provinsi Tahua 2020 dan 2024
Sumber: Lapovon Ranenya KLHK 2024

Sepanjang 2024, pemantanan KLHK secara
konsisten dilakukan di 837 titik ditambah
dengan data pantauan pemerintah daerah di
6.447 ttik. Pemantauan sepanjang tahun
2020-2024 menungukkan 34 persen ik
pemantanan mengalami perbaikan, 43 persen
tidak mengalami perubahan, serta 3 persen
mengalam penurvnan Kualitas aw, Dalam
konteks ini, beberapa wilayah vyang
mengalami perbaikan kualitas air termasuk
beberapa titik pemantanan di Sungai Dangin
d1 Bali, Sungai Bener di Jawa Tengah, serta
sejumlah titik di Sungai Citarum dan Sungai
Ciliwung yang berada di Jawa Barat.
Sementara litik pemantauvan yang mengalami
peningkatan kualitas ekstrem dari cemar

berat menjadi kategort memenuhi baku mutu
antara lain Sungai Talang Scbaris di
Bengkuhi, Sungai Pikatan di Jawa Timur,
Sungai Kepoh dan Ulim di Kepulauan
Bangka Belitung, dan Sungai Nipa-Nipa di
Sulawesi Selatan.

Adapun upaya vang dilakukan untuk
mengendalikan pencemaran air di tahun 2024
meliputi: (1) Pengawasan terhadap effluent
IPAL, IPLT, dan Leachate TPA di 40
kabupaten/kota; (2) Upaya pengendalian
pencemaran air di 514 kabupaten'kota; (3)
Pembangunan fasilitas pengendalian
pencemaran air sebanyak 225 unit; serta (4)
Pembangunan sebanyak 153 unit onlimo dan

Fog
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perawatan pada 94 unit onlimo. Selain iy,
pengawasan juga dilakukan pada industri
dengan sclidaknya 3.235 usaha  dan/atau

Penurunan Beban Lingkungan

Beban lingkungan adalah dampak dan
aktivitas manusia terhadap lingkungan yang
dapat menurunkan daya dukung lingkungan,
Penurunan beban lingkungan dalam kualitas
air dapat menggunakan beberapa parameter,
vaitu Konsentrasi Biological Oxyaen Demand
{BOD), Chemical Oxygen Demand (COD),
dan fecal coliform (e. Coli) dalam Air
Sungal. Keliga paramcter terscbul  dapat
menunjukkan pencemaran di badan air.
Setiap parameter kualitas air memiliki batu
mutu yang sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Iingkungan
Hidup. Baku mutu air adalah ukuran batas
atau kadar unsur pencemar, zat, encrgl, atau
makhluk hidup wang diperbolehkan ada
dalam suatu sumber daya air.

o Konsentrasi Biological Oxygen Demand
(BOD) dalam Air Sungai
BOD adalah jumlah oksigen yang
dibutuhkan aleh mikroorganisme untuk
mengural bahan organik dalam air. BOD
yang tnggr mengindikasikan adanya
banyak bahan organik dalam air, seperti

kegiatan yang memenuhi baku mutu air
limbah dan 16 usaha dan‘atau kegiatan yang
melakukan pemanlaatan air limbah,

limbah  domestik, industri, atan
pertanian. BOD menunjukkan potensi
dampak pencemaran biologis, vaitu
jumlah  oksigen yang dibutuhkan
mikroorganisme untuk mengoksidasi
senyvawa Kimia,

o Konsentrasi Chemical Oxvgen Demand
(COD) dalam Air Sungai
COD adalah jumlah oksigen yang
dibutuhkan untuk memecah bahan
organik melalui oksidasi. Peningkatan
COD dapat menyehabkan penurunan
kualitas air karena: memerlukan lebih
banvak oksigen untuk mengoksidasi
bahan  organik  dan  anorganik,
menurunkan  konsentrasi  oksigen
terlarut dalam air, Sumber COD dapat
berasal dari limbah domestik dan
industri.

e Konsentrasi fecal coliform (e. Coli)
dalam Air Sungai
Fecal coliform adalah bakteri coliform
yang berasal dart tinja dan menjadi
indikator pencemaran air. Keberadaan
bakteri ini dalam air menunjukkan
bahwa air terscebut erkontaminasi olch
feses manusia atau hewan lain.

‘Tabel 1-1 Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya

Komponen

Kualitas Air Kelas 1
1. pH 6-9
2. BOD (mglL) 2
3. COD{mgL) 1o
4. TSS(mgT) 40
5. DO{mgTL) 6
6. T phospat 0,2
7 Feeal Colitorm 100
T (MPN/IOD mT)

Buku Mutu
Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4

6-9 6-9 6-9
3 6 12
25 40 s0
50 100 400
4 3 I
0.2 1

1.000 2.000 2.000

Swummber! Pevaturan Pemertitah Republik indonesta Nomor 22 Tahon 2021 femang Penvelenggaraan Peviindungaon
dan Pergelolaon Linghmegan Hdup

&
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Adapun peruntukan bagi masing-masing
kelas pada tabel di atas adalah sebagai
berikul,

I. Kelas Satu merupakan air yang
peruntukannya dapat digunakan untuk air
baku air minum, dan/atau perantukan lain
yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.

2. Kelas Dua merupakan air yang
peruntukannya dapat digunakan untuk
prasarana/sarana relkreasi air,
pembudidayaan  ikan  air  tawar
pefernakan,  air  untuk  mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain

B. Perkembangan Kualitas Udara

Secara umum, hasil penilaian Indeks Kualitas
Udara (IKU) menunjukkan adanva ftren
peningkatan capaian dari tabun ke tahun.
Selama 5 tabhun terakhir Indonesia
mengalami kenaikan IKU meningkat dari
84,74 poin pada tahun 2020 menjadi 90.13
poin pada tahun 2024. Membaiknva nilai
IKU Indonesia pada beherapa provinsi
disebabkan oleh berbagai upaya kolaborasi
vang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan
masyarakat, seperti pengembangan
transportasi umum, penggunaan energi
terbarukan, pengendalian pencemaran udara,
penanaman pohon. dan pengawasan emisi
industri. Capaian IKU provinsi pada periode
pembangunan 2020-2024 menunjukkan tren
yvang sama dengan IKU nasional yang juga
mengalami peningkatan, Secara umum IKU
provinsi  selama kumun waktu tersebut,
kualitas udara di tungkal provinsi secara
agregat menunjukkan perbaikan, ditandai
dengan pergeseran dari kategori “Baik”
menuju kategori “Sangat Baik™. Pada tahun
2024, hampir selurvh provinsi di Indonesia

yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.

3. Kelas Tiga mcerupakan air  yang
peruntukannya dapat digunakan untuk
pembudidayaan  ikan  air  tawar,
peternakan, air untuk mengairi tanaman,
dan‘atau  peruntukan  lain  yang
mempersyaralkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut.

4. Kelas Empat merupakan air yang
perunlukannya dapat digunakan untuk
mengairi pertanaman dan/atau peruntukan
lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan (erscbul,

tercatat berada dalam kategori “Baik" dan
“Sangal Baik”, dengan hanya satu provinsi,
vakni Banten, vang tercatat dalam kategori
“Sedang”.

Namun demikian, penting untuk dipahami
bahwa capaian IKU di tingkat provinsi
mencerminkan nilar rata-rata yang bersifat
makro dan tidak selaln merepresentasikan
kondisi kualitas udara secara merata hingga
ke tingkat tapak atau lokal. Dalam hal ini,
perbedaan karakleristik geogralis, kepadatan
penduduk, serta aktivitas sektor industri dan
transportasi  di  wilayah tertentu dapat
menycbabkan kualitas udara aktual di lingkat
kabupaten/kota, atau bahkan di kawasan
spesifik dalam satu provinsi, berbeda dari
nilai indeks provinsinya. Oleh karena itu,
meskipun nilail IKU provinsi menunjukkan
tren positif, upaya pemantauan dan
pengendalian kualitas udara di tingkat lokal
tetap perlu dioptimalkan secara
berkelanjutan.
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2020 2021 2022 2023 2024
e Capaian IKU o~ Target IKU
Giunbar [-5 Capaian dan Targel TKTT Tahun 2020-2024
Sumber; Lapovan Kmernja KLHK 2024
Nilai TKU Nasional tahun 2020-2024  peningkatan efektivitas dalam pencapaian

berkisar antara 87,21-90,13 poin dengan
kecenderungan naik dan dapal memenuhi
target RPJMN. Kecenderungan Kkenaikan
IKU Nasional dalam waktu empat tahun
lerakhir inmi tidak terjadi pada seluruh
provinsi.

Target KU yang ditetapkan setiap tahun
relatif stabil, hanya mengalami peningkatan
keeil dan 84,1 pomn pada tahun 2020 menjadi
84,5 poin pada tahun 2024, Kenaikan capaian
vang melampaur target secara konsisten ini
mencerminkan kinerja vang baik dan

lujuan strategis yang telah direncanakan.

Provinsi Riau dan Banten menunjukkan
kecenderungan menurun dalam lima tahun,
Sedangkan provinsi  lainnya  memiliki
kecenderungan  tetap.  Provinsi  yang
mengalami penurunan IKU pada Tahun 2024
perln mendapatkan pendampingan dalam
penyusunan rencana kerja dan target
pengendalian  pencemaran  kualitas  udara,
Pendampingan mi juga diperlukan oleh 3
provinsi yang mengalami penurunan IKU

mﬂ
il

Rencana Strategis

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025- 2329



-028 -

Pendahuluan

Tahun 2020

Tahun 2024
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Ganbar 1-6 Capaian TKTU Seliap Provins: Tabun 2020 dan 2024

Sumber: Lapovan Ranerja KLHK 2024

Penurunan Beban Lingkungan

Kualilas udara merupakan kondisi udara di
snatu  lokasi vang mencakup berbagai
parameter, vaitu fisik, kimia, dan biologis.
Faktor-laklor yang mempengaruhi kualilas
udara seperti jumlah penduduk, pertumbuhan
ekonomi dan industri, serta peningkatan
kendaraan bermolor. Kualilas udara yang
buruk  dapat menyebabkan  masalah
kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernafasan
Akut (ISPA) bagi masyarakat. Salah satu
langkah untuk melakukan pemantavan dan
pengendalian  pencemaran udara adalah
dengan mengakses data terbaru mengenai
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Tujuan ISPU adalah unluk menyediakan
informasi vang konsisten mengenai kualitas

udara di suatu lokasi dan waklu lerlentu
kepada masyarakat, serta sebagai dasar
pertimbangan dalam upaya pengendalian
pencemaran udara, baik oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah,

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
adalah angka yang tidak mempunyai satuan
vang menggambarkan Kondisi mutu udara
ambicn di lokasi lertentu, yang didasarkan
kepada dampak terhadap kesehatan manusia,
nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
Indeks in1 berfujuan antara lain untuk: a).
Menyediakan informasi mutu udara secara
seragam dan mudah dipahami, b).
Menerapkan sistem  peringatan dini bagi
masyarakat, terutama di dacrah rawan polusi

o
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udara akibat kebakaran hutan dan lahan, c).
Mendukung kebijakan  pengendalian
pencemaran  udara, bailk di lingkal pusat
maupun daerah, dan d). Meningkatkan
kesadaran  publik  tentang  pentingnya
menjaga kualitas udara dan mengurangi
emisi pencemar. ISPU memiliki lima
kategori, yailu “Baik™. “Sedang”, “Tidak
Sehat”, “Sangat Tidak Sehat”, dan
“Berbahaya”. Semakin tinggi nilai indeks
pada ISPU maka scmakin berbahava bagi
kesehatan manusia.

Polutan seperti PM:s dan PMp dapat
menyebabkan iritasi saluran pernapasan,
memperburuk

asma. dan meningkatkan

risiko  penvakit paru  obstruktif  kronis
(PPOK). Paparan jangka panjang terhadap
polust udara juga dapat meningkatkan risiko
penyakit jantung dan stroke akibat
peradangan serta gangguan fungsi pembuluh
darah.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun
2020, parameter [SPU meliputi: 1). Partikulat
(PMyc); 2). Partikulat (PM:s); 3). Karbon
monoksida (CO): 4), Nitrogen dioksida
(NO:): 5). Sulfur dioksida (SO»); 6). Ozon
{Oz): dan 7). Hidrokarbon (HC). Parameter
vang digunakan untuk penentuan Kualitas
udara di Kementerian LIFBPLIL vaitn
Partikulat (PM: 5) dan Sulfur dioksida {SO3).

Tabel 1-2 Kategori Indeks Standar Pencemar Udara {ISPU)

wori | Penjelasan B

Tingkal mutu udara yane sungal baik, Udek memberkan «[ek negatil terhadap
manusia, hewan. dan tumbuhan

51-100 | Sedang Tingkat mum udara masth dapat diterima pada keschatan

101-200 | Tidak Sehat Tingkat mutu udara yang bersifat merugken pada manusia, hewan, dan
tumbuhan

201.300 Sangat Tidak [ Tingkat mutu ndara yang dapat meningkatkan risiko Keschatan pada sejumlah

Schat segmen populasi yang terpapar

3014 Beroatiaya Tingkat mmm udara yang dapat merugikan Keschatan serius pada populasi dan

perlu penanganan cepat

Sumber: Permen LHK Nowor 14 Yahwn 2020

Particulate Matter 2,5 (PM;5) dalam Udara
Ambien

Particulate Marter (PM::) adalah partikel
udara vang berukuran lebih kecil darn atau
sama dengan 235 pm  (mikrometer).
Pengukuran konsentrasi PM: s menggunakan
metode  penyinaran  sinar  bela  (Beta
Altenuation  Mownitoring) dengan satan
mikrogram per meter kubik (pg/m®). PM:s
dapat masuk ke dalam alveoli paru-paru dan

aliran darah manusia. Sumber buatan
manusia antara lain hasil pembakaran bahan
bakar kendaraan bermotor, pembangkit
Listrik, proses industri, pembakaran Kayu,
merokok. Sumber alami meliputi debu,
kotoran, spora tanaman, serbuk sari. asap dari
kebakaran lahan, PM:: diukur sctiap jam
selama 24 jam. Dari hasil pemantauan
didapatkan rata-rata konsentrasi PM: s tahun
2024 sebesar 20,89 pg/m’.

Tabel 1-3 Kategori Konseotrasi PM:

Raik

15.6-554

Sedang

55.5-150.4

Tidak Schat

uﬁ
wm 7
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Gambar [-7 Rata-Rata Tahuran Konsearasi PM: « pada Udara Ambiea Tahun 2024

Sumber: KLH/BILH 2023

Konsentrasi Sulfur dioksida (SO;) dalam
Udara Ambien

Gas SO:; merupakan gas tidak berwarna
dengan bau yang tajam. Berbentuk cair
dalam tekanan rendah dan sangat mudah lant
dalam air. SO; dapat berasal dari pembakaran
bahan bakar fosil seperti minvak, gas,
balubara. Gas ini juga dapal dihasilkan dan
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)
vang diproses dengan open dumping.
Konsentrasi SO diukur paling sedikil 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) hari, Ambang batas SO;

di udara menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 adalah:

= 150 ug/m’ per jam

= 75 ug/m’ per 24 jam

= 45 ug/m?® per tahun
Dari hasil pemantauan didapatkan rata-rata
konsentrast SO: tahun 2024 scbesar 41,19
pg/m®. Adapun rala-rata tahunan konscnlrasi
SO: pada udara ambien tahun 2024 (data
termutakhir yang tersedia) adalah sebagai
berikut.
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Roterrota Tatwean Koresntras: SO2 pots Udara Ambien Tahun 2024

Konsentraai ratn rata tahusan lug'sd)

Rata-rara sorwentras S02 sahun 2024 sebeas 47,18 ug/md

STASUN

Gambar 1-8 Rata-Rata Tahunan Konseotrasi SO pada Udara Ambien Tabun 2024

Sumber: KLHBILH 202

C. Perkembangan Kualitas Lahan

Perkembangan kualitas lahan sejak tahun
2020 sampai dengan 2024 vang dilandai
dengan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)
vang meningkat menunjukkan bahwa upaya-
upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di
tingkat kabupaten'kota, provinsi. dan pusat
berangsur-angsur, Pada tahun pembangunan
sampai dengan 2024, 9 provinsi masuk
kategori “Kurang” yaitu Kepulauan Bangka
Belilung, Sumalera  Sclatan, Lampung,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Bali; 13 provinsi
masuk kategor sedang yailu Sumatera Ulara,
Sumatera Barat, Riau, Kepulavan Riau,
Jambi, Bengkulu, DI Yogyakarta, Nusa
Tenggara Baral, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, Kalinantan Selatan,
Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara; 8
provinsi masuk kategori “Baik™ yaitm Aceh,
Kalimantan Tengah., Kalimantan Timur,
Goronlalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara,
serta § provinsi masuk kategori sangat baik
vaitu Maluku, scluruh Provinsi di Papua dan
Kalimantan Utara. Dari  hal tersebut

menmunjukkan [KI. terbaik tetap herada di
Ekoregion Papua karena tutupan lahan
berupa hutan primer dan sekunder masth
mendominasi sehingga mendapati nilai
sangat tinggi dalam penilaian IKL.
Kemudian, kecenderungan nilai IKL. yang
kurang lerdapal di Ekoregion Sumatera dan
Jawa karena aktivitas manusia seperti
pertanian intensif, pembukaan lahan, atan
keglalan pertambangan sudah masil pada
kedua pulau tersebut.

Capaian naik dan 59,54 poin menjadi 61,95
poin. Meskipun terus meningkat, capaian
IKL. masih berada di bawah target nasional
vang ditctapkan, yang naik dari 61,6 poin
pada 2020 menjadi 65,5 poin di 2024,
Kenaikan  yang  relatif  stabil  ini
mencerminkan arah pengelolaan lingkungan
vang positf, meski stagnasi di tahun 2022
dan  selisih  capaian dengan  target
menunjukkan masih adanya lantangan dalam
konservasi tanah dan pengelolaan lahan
berkelanjutan masih cukup besar, lerulama di
wilayah-wilayah dengan tekanan lahan yang
tinggi. Berikut adalah nilai capaian IKL. dan
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target IKL untuk tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024 yang bersumber dari Laporan

Kincrja KLHK tahun 2024,
65.5
845 ®
63.5 s
823
616 o
. i :
= 61.79 61.95
Pr—— 80,72
59.54
2020 2021 2022 2023 2024
e Capaian KL o Target IKL

Gambar 1-¢ Capaian dan Target IKL Tahun 2020-2024

Sumnber: Topovan Kinevja KILTTK 2628

Berdasarkan peta nilai IKL Indonesia tahun
2020 dan 2024, secara umum, kondisi lahan
di Indonesia mengalami perkembangan yang
bervariasi. Provinsi Maluku menunjukkan
peningkatan IK1. dari baik mejadi sangat baik
dan juga Provinsi Yogyakarta peningkatan
IKL dari kurang memadi sedang, Penurunan
hanya terjadi pada [KI. di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dari IKL yang

baik menjadi kurang. Dari perubahan ini
dapat disimpulkan bahwa wilayah timur

Indonesia mengalami  perbaikan dalam
pengelolaan dan konservasi lahan, sedangkan
beberapa  wilayah  barat,  khususnya

Sumatera, Jawa dan Bali-Nusra, menghadapi
tantangan serius dalam menjaga  Kualitas
lahannya. Berikut adalah peta dari IKL di
tahun 2020 dan 2024.
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Tahun 2020

Tahun 2024
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Gambar 1-10 Capalan dan Target IKL Talun 2020-2024

Sumnber: Lapovan fonena KLAK 2024

D. Perkembangan Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) merupakan
nilai yang mencerminkan kondist air laut
berdasarkan parameter fisika, kimia, dan
biologi. Faktor utama yang memengaruhi
kualitas air laut meliputi aktivitas manusia
dan perubahan iklim. Kualitas air laut
nasional menunjukkan perkembangan yang
positil, Pada tahun 2024, hasil perhitungan
menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air
Laut berada pada angka 81.67 poin dengan
kategori “Baik™. Angka ini menunjukkan
peningkatan yang signilikan ketimbang
capaian IKAL pada tahun 2020 yang hanya
mencapai angka 6894 poin. Capaian ini
sangat bergantung pada kualitas air laut di
setiap provinsi serta letak geografisnyva,

Selama lima tahun terakhir, kualitas air laut
di berbagai ekoregion  Indonesia

menunjukkan dinamika yang dipengaruhi
oleh fakror lingkungan dan akiivitas manusia.
i Sumatera, kondisi air laut bervariasi

dengan beberapa wilayah mengalami
penurunan  akibat  limbah industri  dan
pencemaran.  Kalimantan  menghadapi

tantangan serupa. tetapi upaya pemantauan
dan pengendalian telah memberikan dampak
positif, terutama di wilayah pesisir. Sulawesi
menunjukkan pengaruh yang signifikan dari
perubahan iklim dan intrusi air laut, yang
perlu mendapal perhatian dalam pengelolaan
perairan mendatang. Jawa menghadapi
tantangan pencemaran air lant. tetapi
beberapa provinsi menunjukkan hasil yang
cukup baik meskipun urbanisasi dan aktivitas
industri tetap menjadi faktor risiko.
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Bali dan Nusa Tenggara mengalami
perubahan kualitas air laut akibat aktivitas
manusia dan perubahan suhu muka laul,
dengan potensi budidaya ramput laut di Nusa
Penida yang memerlukan  pemantavan
berkelanjutan. Di Papua, variasi kondisi air
laut terlihat dengan beberapa wilayah
menunjukkan Kualitas vang sangal baik,
meskipun ada dampak negatif dari aktivitas

pertambangan dan pencemaran lokal yang
perhu penanganan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas air
laut tercermin dalam capaian IKAL, di mana
pada tahun 2020 masth (erdapat 1S provinsi
dengan kategori sedang, sementara pada
tahun 2024 seluruh provinsi mencapai
kategori baik, kecuali Papua Pegunungan

vang tidak memiliki laut.
a1.04 g2 = 8187
6B.54 e D e e —)
: o
SE.50 58,00 48.50 60,00 60.50
2020 2021 2022 2023 2024

=@ Capaian IKAL  —e—Target IKAL

Gawbar 1-11 Capaian dan Target IKAL Tahup 2020-2024

Sumber: Lapovan Kmerja KLHK 2024
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Gambar 1-12 Capaian IKAL Sctiap Provins: Talua 2020 dan 2024
Sumber; Lapovan Kiverja KLIIK 2024
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E. Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

Bahan Berbahaya dan Beracun  yang
selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi,
dan/atau komponen lain yang karena sifat,
konscntrasi, danatau jumlahnyva, baik sceara
langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan‘atau merusak lingkungan
hidup, danfatau membahayakan lingkungan
hidup, keschatan, serta kelangsungan hidup
manusia  dan  makhluk  hidup  lam.
Pengelolaan limbah B33 adalah kegiatan yang
meliputi  pengurangan,  penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan‘atau penimbunan (Peraturan
Menter1i LHK Nomor 6 Tahun 2021).
Pengeloloan  lunbah B3 menunjukkan
kecenderungan meningkat dengan limbah
B3 yang dikelola pada tahun 2024 mencapai

2008
s
Xt 32 264 man
T :
Em:-0E
= n .
MI XA A M X M2 3wl 2o
Gambar 1-13 Grafik Peagelolaan Limbah B3 Tahun

2017-2024 (dalam juta ton)
Sumber: Laporan Kinegja Ditjen PSTR3 KLITK 2024

I. Environmental Performance Index (E.P1)

Selain IKLH sebagai alat ukur yang
digunakan untuk mengevaluasi  Kinerja
pengelolaan lingkungan hidup dalam negeri,
perlu memperhatikan bagaimana perspektif
global atau luar ncgeri melihal Indonesia
dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun indikator yang diterapkan secara
global  tersebut  adalah
Performance Index (EPI) yang merupakan
metode Kuantitatif untuk menilal Kinerja
lingkungan suat negara, dengan menvoroti
kerusakan sistem pendukung kehidupan di

Invironmenial

90,98 juta ton. Limbah Non-B3 adalah
limbah vang tidak memiliki sifat berbahaya
atau beracun dan umumnya berasal dari
rumah langga atau ndusin yang ldak
menggunakan bahan beracun. Contohnya
adalah sisa makanan, kertas, plastik. dan
barang-barang mmah tangga lainnya yang
tidak mengandung bahan berbahaya. Limbah
non-B3 vang dikelola di tahun 2024
mencapai 1057 juta ton. Atau justru
menurun dibanding dengan tahun 2023 yang
sebesar 34,81 juta ton. Namun jika dilihat
dari rentang 2017-2024 pengelolaam limbah
non B3 cenderung meningkat. Hal tersebut
menunjukkan pengelolaan limbah non B3
semakin baik dengan semakin banyaknya
limbah yang dikelola.

11,25 s 1044 10,57
. 0 sm OB
Elam i
a7 K08 e 250 2021 52 bbb | o4
Gambar 1-14 Grafik Pengelolaan Limbah Nea-B3 Tahun
2016-2024 (Data Ternmitakhir)
Sumber: Laporan Knerja KLITK 2024

bumi akibat aktivitas manusia. EPI
dikembangkan oleh World Economic Forum
bersama Yale University dan Colimbia
University.

Dengan menggunakan 38 indikator kinerja
vang tersebar dalam 11 kategon isu. EPI
menilal dan membert peringkat kepada 180
negara berdasarkan kinerja mereka dalam
perubahan iklim, kesehatan lingkungan, dan
vitalitas ckosistem. Indikator-mdikator ini
membantu mengukur seberapa dekat setiap
negara dengan target kebijakan lingkungan
= -
31
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vang telah ditetapkan. Dalam lima tahun
terakhir, Indonesia dan beberapa negara
lainnya mengalami  {lukluasi skor dan
peringkat EPL Sejumlah negara
menunjukkan penurunan capaian dari 2020
hingga 2022, kemudian mengalami sedikit
peningkatan pada 2024. Pada tahun terakhir,
Indonesia mencmpali peringkat 162 dengan
skor 33.6. Capaian ini tidak terlalu jauh
berbeda dengan Filipina yang berada pada
peringkat 169 dengan skor EPI 32,1 dan
Tiongkok vang berada pada peringkat 156
dengan skor 35 4. Malaysia memiliki capaian
vang lebih baik ketimbang Indoncesia dengan
menempati peringkat 118 dan skor EPT 41,

Peningkatan capalan peringkal dan skor EPI
Indonesia beberapa tahun rterakhir patut

80

70 .--..---‘--nn---.—_
60

a0

40 _\

diapresiasi. Meskipun begitu, perlu upaya
lebih maksimal mengingat capaian EPI
Indoncsia masih relatif rendah dibanding
negara-negara lain. Berdasarkan laporan EPI
terakhir, skor EPI Indonesia  perlu
meningkatkan performanya dalam vitalitas
ckosistem (peringkat 147, skor 389),
keschatan lingkungan hidup (peringkat 147,
skor 25.8), dan perubahan iklim (peringkat
143, skor 32.1). Untuk meningkatkan
performa lerscbut, perlu terobosan inovatil
dalam menyelesaikan persoalan terkait
pengelolaan sampah perkotaan, penurunan
cmisi  GRK, peorlindungan  ckosistem
mangrove dan gambut, dan berbagai upaya
lainnya,

30
20
10
0
2020

w—lndonesia =———Malaysia

2022

2024

Filiping e==Tiongkok Jepang

Gambir 1-15 Skor Tnviromnental Perlormancs Tndex (TPT) Tahen 2020-2024 Tndonesin dm Rebecpa Negan Tainnya.
Angka tebal dalam grafik menunjukkan skor EPI Indonesia.

Sumber: Yale University https://epi vale edu/

Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan
bahwa Sasaran Strategis 1 telah mencapai
largel yang sclaras  dengan  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
2030. Capaian ini juga menunjukkan upaya-
upaya yang dilakukan KLHK terlebih pada

tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup.
Bertkut adalah ringkasan upaya dan capaian

Sasaran Strategis 1 dalam rangka tercapainya
SDGs 2030.

w~
s
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TPR!SDGs 2030

6 — Alr Bersih dan
Sanitasi Layak (Clean

Watey sl Sanilalion)

-37-

Tabeal 1-4 Capaian Sazaran Steategis 1 terhadap TPB/SDGs 2030

Kode TPB/SDGs 2030 dan
Indikatornya

6.3.1.(8) — Persentaze limbah cair
industri cair yang diolah secars aman

6.3.2.0a) - Kualitas air permukasn
sebagal alr baku

6.6.1* - Perubithan tingkal sumber daya
alr terikait exosistem dari wakmu ke
wakhn

Toliun 2024

Dari 4.495 perusahaan industui yang dicvahuasi,
sebanyak 3.235 perusahaan atau 71.96% di
antaranya telah memeouhi baku mutu air limbah.

Wilai Tndeks Kualitas Air (TKA) Nasional
mencapal 54,78 atau beckaregon sedang.

¢ Nilai Indcks Kualitas Lahan (1KL) Nasional
mencapai 65,5 alau berkalegori sedang,

s Persentase kualitas air sungai: memenuhi
dan ceastr ringan ~ £8,7%. Cemar sedang =~
10.6%. Comar berat — 0.7%

11 - Kota dan
Permukiman yvang
Dedeelanjutan
(Sustainoble Cities and
Commuiities)

12 — Konsuasi dan
Produksi vang
Reranygung Tawab
(Responsibie
Consumphion and
Provluction)

11.6.2.(a) — Rata-rata tabunan mater
partikular halus PM 10

11.6.2.(b) - Indeks Kualitas Udara

12.4.1% - Peran akrif dalam meagikuti
kescpakatan multilatesal internasional
tentang bahan kimia dan limbah
berhabaya

Rara-rata tahonan parameter PM 10 vang divkur
oleh SPKUA di 65 kota menunjukkan angka
f.:.toug."m’ atan berkategori baik

Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional metcapal
©0.13 atau berkategon sangat baik

Tndtonesia berpartisipasi didien Fase Kedua
Sidang COP-5 Konvensi Minamata pada
November 2023 di Jenewa. Indonesia juga turut
berpartisipasi dalam pertenman Konveasi BRS
COPs (Konvensi Basel ke-17, Konvensi
Rotterdam ke-12. dan Konversi Stockholm ke-
12) pads April-Met 2025 di Terewa.

12.4.1.(2) — Persenrase pengurangan
dan penghapusan meckuri dari baseline
50 too peaggunaan merkuri

12.4.2% - (a) Tambah B3 yang
dihasillkan per kapita; dan (b} Proporsi
limbal B3 yang ditangani'diolal
berdasarkan jenis
penanganannya/pengelolemnyi

Peagurangan merdun davi baseline 50 ton telah
meacapai angka 47,48 ton atau 94,94%3 (2023)

Jumlzh Limbah B3 yang teckelola mencapal
©0.983,916,35 ton

Sumber: Laporan Kinevja KLHK 2024 dan Indikotor Target SDGs 2030
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33

Rencana Strategis

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Kidup

Tahun 2025-2029




- 38 -

Pendahuluan

Boks 1. Ekoriparian Keharmonisan Antara Alam, Manusia, dan Budaya

Salah salu upaya Kementerian LH/BPLH dalam rangka pemulihan kualitas air di DAS Cilarum
adalah pembangunan ekoriparian, Pembangunan ekoriparian melibatkan komunitas setempat,
pemerintah daerah setempat dan dapat juga melibatkan swasta dalam kegiatannya. Salah
satunya adalah ekoriparian di Perumahan Bintang Alam, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk
Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Ekoriparian ini dilakukan dengan membangun [PAL dan
fasilitas pendukung meliputi kale, jembatan pejalan kaki untuk menghubungkan arca taman
dan IPAL, serta penanaman vegetasi yvang terdiri dari Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan
tanaman organik. Tanaman vegetasi ini terintegrasi dengan program bank sampah yang sudah
ada yailu pupuk organik vang digunaskan mcerupakan hasil dari bank sampah. Ekoriparian
Perumahan Bintang Alam mampu mengolah air limbah sebesar 2000 KK sehingga mampu
menurunkan beban pencemar BOD setara dengan 27,78 BOI/Ton/Tahun.

Pengelolaan ekoriparian dilakukan oleh masyarakat setempat melalui komunitas sedwlur
hanyu. Dengan pelibatan masyarakat. diharapkan program ini akan berkelanjutan dalam
perbaikan kualitas lingkungan. Pclaksanaan keglatan i dibarapkan dapat sceara bertahap
meningkatkan kualitas air sungai dalam hal ini Sungai Citarum dan menyejahterakan
masyarakat.

Thonpsrian leluk Jambe Kiarawany
Sumber: PPKL, 2023

1.1.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya
Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Membaik, Mendorong
Sirkular E :
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

lentang  Pengelolaan  Sampah  telah
memberikan arah kebijakan penyelenggaraan

pengelolaan sampah untuk sampah rumah
tangga, Sampah sejenis rumah tangga, dan
sampah spesifik yang dilaksanakan oleh
pemerintah bak pusal, provinsi, maupun
kabupaten/kota  sesuai  kewenangannya,
Pengelolaan  sampah  diselenggarakan
berdasarkan asas langgung jawab. asas
berkelanjutan, asas manfaat, asas Keadilan,

<
L
_
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asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ckonomi.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan
sampah rumah langga dan sampah scjenis
mmah tangga (SRT dan SSRT) dilakukan
melalui  pengurangan  sampah  dan
penanganan  sampah.  lebih  lanjut,
pengurangan sampah meliputi pembatasan
timbulan sampah, pendauran vulang sampah,
dan‘atau pemanfaatan kembali sampah:
sedangkan penanganan sampah meliputi
kegiatan  pemilahan  dalam  bentuk
pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuail dengan jems. jumlah, dan/atau sifat
sampal;  pengumpulan  dalam  bentuk
pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumber  sampah ke  tempat-tempat
penampungan  sementara atau lempal
pengolahan sampah terpadu; pengangkutan
dalam bentuk membawa sampah dar1 sumber
dan‘atau dari tempat penampungan sampah

Arahon Kebijaken

Pengurangan hmp-ll

Longhkab-langluk

sementara atau dari tempat pengolahan
sampah terpadu menuju ke tempat
pemroscsan akhir; pengolahan dalam bentuk
mengubah karakteristik, komposisi, dan
jumlah sampah; dan/atan pemrosesan akhir
sampah dalam benmk pengembalian sampah
dan‘atau residu hasil pengolahan sebelumnya
ke media lingkungan secard aman.,

Undang-Undang  lentang  Pengelolaan
Sampah (termasuk pengelolaan SRT dan
SSR'T) kemudian diimplementasikan secara
normatif melalui  peraturan turunannya.
sepertt Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2012. Selain itn, adapun Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
mengamanatkan  Kebijakan  dan strategi
nasional pengelolaan SRI" dan SSRT 2017-
2025, dengan target pengurangan sampah
nasional pada tohun 2025 scbesar 30%
sedangkan targel penanganan  sampah
nasional sebesar 70%.

30% pada tahun 2025 dari

P

Gambar 1-16 Arah Kebijakan Langkah-langkaly, dan Target Pengelolaan Sampah berdasarkan UU L8 Tabua 2008

Lebih lanjut dalam pengelolaan sampah
dikenal  istilah  “hierarki”.  Hierarki
pengelolaan  sampah adalah pendekatan
bertingkat dalam mengelola sampah yang
bertujuan  untuk  mengurangi  dampak
lingkungan dan memaksimalkan efisiensi
penggunaan sumber daya dalam rangka
mencapal  keberlanjutan,  Urutan  dalam

hierarki ini  terdiri dari  pencegahan,
pengurangan, pakai ulang, daur ulang materi,
daur ulang energi, dan pemrosesan akhir.
Saal ini hierarki pengelolaan sampah sudah
mengalami pergeseran. Jika dahulu praktik
pengelolaan sampah menitik beratkan pada
pemrosesan akhir di Tempal Pemrosesan
Akhir (TPA), sckarang pencegahan dan

-«
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pengurangan sampah menempati puncak
sedangkan pemrosesan akhir menjadi posisi
paling bawah, Scdangkan sampah anorganik
dapat dikumpulkan dan disetor ke bank
sampah terdekat scbagar unit pengelola
sampah terkecil di tingkat masyarakat dan
berbagai platform digital untuk

mengumpulkan sampah lavak daur nlang. Di
bank sampah, sampah anorganik dapat
diguna ulang, didaur ulang, atau dijual
kepada pihak-pihak yang selanjutnya akan
melakukan pemanfaatan dan/atau

pengolahan sampah.

°omroi'_nﬁ; okhir
v

Gonmbar |-17 Perubabam Tlierarki Pengelolsan Sarnpah

Dengan adanya  perubahan  hicrarki
pengelolaan sampah tersebut, perlu ada
kolaborasi elemen masyarakat. Semua orang
penghasil sampah harus mencrapkan gaya
hidup minim sampah yang dimulai dari
lingkungan terkecil yaitu rumah, misalnya
dengan  menolak  dan  mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai dengan
membawa plastiik guna ulang jika akan
berbelanja, menyiapkan wadah makan dan
minum sendiri, atau isi ulang produk rumah
langga dengan wadah yang dibawa dari
mmah. Selain itu, masyarakat juga didorong
menerapkan gerakan pemilahan sampah dari
rumah, vailu sampah organik dan sampah
anorganik. Sampah organik dapat dijadikan
pupuk dengan menggunakan teknologi
sederhana pengomposan skala mamah tangga,
dijadikan eco enzyme. dsb.

Perbaikan kelola sampah ditandar dengan
meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah atau [KPS. Perhitungan indeks ini

lerdinn dant komponen  penilalan  indeks
pengelolaan  (governance) dan  indeks
efektivitas dan efisiensi, dengan beberapa
indikator lerintegrasi yailu kebijakan, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana
{pengangkutan), anggaran, sosialisasi dan
pemahaman, acceiability dan implementasi,
rasio capaian terhadap target dan kapasitas,
¢lisicnsi anggaran (rasio mkremental capalan
dan target per kelas anggaran), Kota Bersih
(peserta dan penghargaan Adipura), dan
IKA.

Indikator IKPS digunakan sebagai indikator
kinerja pada periode pembangunan 2020-
2024 di mana perhitungannya didasarkan
pada isian pemerintah daerah kabupaten/kota
sesual dengan kewenangan penyclenggaraan
pengelolaan sampah di  dalam  Sistem
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
(SIPSN). Berdasarkan Pceraluran Menteri
LHK Nomor 6 Tahun 2022, data dan
informasi yang diperlukan dalam pengisian
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SIPSN yaitu sumber sampah, timbulan
sampah, komposisi sampah, karakteristik
sampah, lasilitas pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga, serta informasi lam  ferkan
pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga yang
diperlukan  dalam  rangka pengelolaan
sampah. Data dan informasi ini sesnai arah
kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 serta peraturan perundang-
undangan turunannya.

SIPSN  memuar data dan  informasi
pengelolaan sampah setiap semester di tahun
berjalan yailu PL (periode Januan s.d Juni)
dan P2 (periode Juli s.d Desember). sesuai
dengan tata wakiu peloksanaan pentlalan
program Adipura. Waktu pengisian data dan
informasi dalam SIPSN dilakukan dua kali
vaitu 31 Agustus pada tahun berjalan (T) dan
31 Jamuari pada 11 1. Terdapat empar klaster
jenis kota dalam pengisian SIPSN yaitu
klaster kota metropolitan, kota besar, kota
sedang, dan kota kecil.

54.70
5284
80.70
50.06
) . I
2020 20 2022 2023 2024

Gambar 1-18 Nilai Indeks Kinerja Peogelolaan Sampah Tabun 2020-2024

Sumber: Laporan fanena KLHK 2024

Pengukuran kinerja pengelolaan  sampah
dapat digunakan sebagai dasar dalam
pemberian insentif {reward) dan disinsentif
(punishment), schagai [ungsi Kontrol, dan
mendorong proses perbaikan berkelanjutan.
Nilai IKPS juga menjadi  bentuk
pertanggungjawaban kepada publik tentang
penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sejak
tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai IKPS
nasional scmakin meningkal. Pada lahun

2024, capaian nilai IKPS nasional adalah
sebesar 78,14% atau 54,70 poin dari target 70
poin. Meski belum dapat mencapai target
kinerja yvang telah ditetapkan, capalan ini
naik dari capaian tahun 2023 sebesar 52,64
poin, naik sebesar 2,06 poin atau 3.9%.
Meski belum dapal mencapal targel IKPS
setiap tahunnya, namun memperhatikan tren
kenaikan IKPS menunjukkan hasil kinerja
vang konsisten meningkal,

S

@
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8 Kab/keta yang belum terimtegrasi SIPSN

Kabrkets yan mengizi SIPSN tetap invalid

B ¥Xabikesn yang mengisl SIPSN dan vahid

Gambar 1-19 Peran Pemerintah Dacrah KabvKota dalam SIPSN

Sumnber: Topovan Kierjo KLTTK 2024

Nilai IKPS belum dapat mencapai target
vang ditetapkan karcna adanya kendala pada
tingkat keterisian SIPSN vang sangat
bergantung  pada  proses  pengisian
pemennlah dacrah kKabupatlen/kota, KLHK
telah memberikan akun SIPSN untuk diakses
dan diisi kepada semua pemerintah daerah

kabupaten/kota. Dani  keseluruhan jumlah
kabupaten/kota  vang  lennfegrast  pada
SIPSN, jumlah kabupaten/kota yang mengisi
dan yang datanya tervalidasi dan terverifikasi
jauh dari kata idcal. Validasi dan verifikas:
penting dilakukan untuk menjaga kualitas
data.

83.29 €0.02
55.25 a0.24
mn 1/
D i [iabas)
Kota Metrapolitan Kota Besar Kata Sedang Kota Kezil

m— Klnster

s Nilat 1KPS Tahun 2024

Gambar 1.20 Nila: rata-rata IKPS Talun 2024 pada setiap Klaster Kota

Sumber: Laporan Kincgja KLHK 2024

Berdasarkan jenis kota, ada empat kategon
kota yakni Kota Metropolitan (= 1.000.000
jiwa), Kota Besar (500.000-1.000.000 jiwa),
Kota Sedang (100.000-5300.000 jiwa), dan

Kota Kecil (50.000-100.000 jiwa). Tiap
kategori kota memiliki skala permasalahan
vang berbeda. Semakin besar kawasan
perkotaannya, semakin  banyak jumlah

<>
o
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penduduk yang tinggal, semakin banyak
sampah yang dihasilkan dan perlu dikelola.
Perbedann kelas 11 memperjelas bagaimana
pengelolaan sampah di tingkatan jenis kota,
di mana timbulan sampah pada Kota
Metropolitan tentu berbeda dengan Kota
Kecil. Dari total 514 kabupatenkota,
scbanyak 14 kota masuk Kklaster Kota
Metropolitan dengan nilai [KPS 63,29; 17
kota masuk klaster Kota Besar dengan nilai
IKPS 60,02; 72 kabupalcn/kola masuk
klaster Kota Sedang, dan 411 kabupaten/kota
masuk klaster Kota Kecil dengan nilai IKPS
40,24, Nilai IKPS pada Kklaster Kota
Metropolitan lebih besar dibandingkan Kota
Kecil, Hal ini karena di Kota Metropolitan
komponen nilai IKPS pada Kebijakan,
Sarpras,  Anggaran.  Acceptability &
Implementasi, dan Outcome lebih besar,

Dari tahun ke tahun kelerisian data dan
informasi dalam SIPSN oleh kabupaten/kota
semakin meningkat. Pada tahun 2023,
persentase jumlah kabupaten/kota yang tidak

3] Volume Tmbedan Sampah Nasional
Tanun 2020-2024 |juta ton)

43,18

38,54
3308
28 5
27,59 28,59 I
2020 20 N22 ~N23 2004

mengisi  SIPSN  mengalami  penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. dari 14% di
lahun 2022 menjadi 13% di lahun 2023, Pada
tahun 2023, klaster kota metropolitan
memiliki nilai rata-rata IKPS sebesar 62,51
poin, klaster kota besar sebesar 58.44 poin,
klaster kota sedang sebesar 52,82 poin, dan
klaster kota kecil sebesar 36,78 poin. Hal im
mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan
sampah di klaster kota metropolitan dan kota
besar cenderung lebih baik dibandingkan
kota sedang dan kota kecil. Kota kecil masih
sangat memerlukan dukungan berbagai pihak
dalam mengelola sampah rumah langga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga berupa
dukungan fisik, non fisik maupun pendanaan,

Memperhatikan  data  timbulan  dan
pengelolaan sampah tahunan pada rentang
waklu 2019 sampai deogan 2023, dapal
lerlihat bahwa telah dilakukan upaya
pengelolaan sampah vang sejalan dengan

timbulan sampah oleh semua elemen
masyarakal.
{2 Velume Timbulan Sampah Nos onel yeng dikelols

Tk 2020-2024 {jutas ton)]

14,98
14,24
15,56
10,78
! 567
2020 pavis | 2022 2023 2024

Peagurongan Sampah 8 Pesanganan Saxpah

Samguh yune tdak terkelula

Gambar 1-21(1) Volume Timbulan Sampah 1abuaan (Juta Lon): (2) Volume Pengclolaan Sampah T'ahunan (Juta Ton)

Sumiher: SIPSN (Diokies pada ¢ Juli 2025)

Dala yang diakses melalui STIPSN pada 3 Juli
2025, timbulan sampah nasional pada tahun

2024 scbesar 33,98 jula lon alau menurun
sebesar 21,40% dari tabhun 2023 sebesar
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43,23 juta ton. Sebanyak 20,33 juta ton atau
sebesar 59,83% dari total timbulan sampah di
lahun 2024 dilakukan pengelolaan sampah,
vang terdii dari pengurangan sampah
sebesar 4,49 juta ton atau 22,09% dari total
sampah vang terkelola dan penanganan
sampah sebesar 15,84 juta ton atau 77.91%
dart total sampah vyang terkelola, Nilai
persentase tidak banvak berubah dari tahun-
tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, dari
timbulan sampah 27.59 jula ton, dilakukan
pengelolaan sampah sebesar 16,81 juta ton
atau 60,93% dari total timbulan sampah,
vang lerdinn dan pengurangan sampah dan
pengelolaan sampah masing-masing sebesar
3,52 dan 13,29 juta ton atau 20,94% dan
79,06% dari sampah yang terkelola. I’ada
tahun 202, dari timbulan sampah 28.59 juta
ton, dilakukan pengelolaan sampah scbesar
17,9 juta ton atan 62.61% dari total timbulan

sampah, vyang terdiri dari pengurangan
sampah dan pengelolaan sampah masing-
masing scbesar 4,39 dan 13,51 jula lon atau
24,53% dan 75.47% dar1 sampah yang
terkelola. Pada tabun 2022, dan tmbulan
sampah 3871 juta ton, dilakukan
pengelolaan sampah sebesar 24,47 juta ton
alau 63,21% dan total timbulan sampah,
vang terdiri dari pengurangan sampah dan
pengelolaan sampah masing-masing sebesar
5,66 dan 18,81 juta ton atau 23,13% dan
76,87% dari sampah vang terkelola. Pada
tahun 2023, dari timbulan sampah 43.23 juta
lon, dilakukan pengelolaan sampah scbesar
20,33 juta ton atau 59.84% dari total
tunbulan  sampah, vyang terdin  dari
pengurangan  sampah dan  pengelolaan
sampah masing-masing sebesar 5,67 dan
20,2 juta ton atau 21,92% dan 78,08% dari
sampah vang terkelola.

Tabel | -5 Persenlase Pengelolaan Saopah Tabunan 2020 - 2024

CAPAIAN

2021

Persentase sampah vang terkelola dari
total imbulan sampah (%)

60,93

62.61 63,21 59.84 X9.83

Persentase pengurangan sampah dari total
sapal yang terkelola (%)

Persentase penanganan sampah dari total
sampah yang terkelola (%)

20,94

79,06

24,53 23,13 21,92 22,09

7547 76,87 78.08 77.91

Sumber: Laporan Knenya KLHK 2024

Terdapat dua jenis bank sampah yaitu Bank
Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk
(BSI). BSU adalah bank sampah yang arca
pelayanannya mencakup wilayah
administratif setingkat rukun tetangga, rukun
warny, kelurahan atau desa‘scbutan lainnya.
Sedangkan BSI adalah bank sampah yang
area pelayanannya mencakup wilayah
administratil kabupaten‘kota, dan
mengelolanyva melalul industri daur ulang
dan/atau pemanfaatan lainnva.

Sejak tahun 2019 jumlah bank sampah terus
mengalami pertumbuhan positif. Jumlah

bank sampah di tahun 2024 jumlah bank
sampah mencapai 20.587 bank sampah di
311 kabupaten’kola di Indonesia, berlambah
12.133 unit dalam lima tahun. Peningkatan
pengelolaan sampah melalui bank sampah
menunjukkan semakin baiknya  kesadaran
masyarakat dalam upaya pengurangan dan
penanganan sampah. Hal ini terlihat dari
peningkatan jumlah bank sampah dengan
rata-rata kenaikan sebesar 20% pada tahun
2019-2024.

Praktik pengelolaan sampah yang baik
melalui bank sampah telah mendorong

- -
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ekonomi sirkular bank sampah yang semakin
tumbuh. Jika dibandingkan dengan tahun
2023, nilai ckonomi di bank sampah sccara
nasional turun dari 11.26 miliar rupiah pada
tahun 2023 menjadi 10,09 miliar rupiah
(turun 10,35%) di tahun 2024. Perbedaan
harga dunia dan restriksi dari kebijakan luar
negeri mengakibalkan nilan ckonomi yang

11,350 11,552

2020 2021

8,434

2019

turun, meskipun jumlah  sampah vang
terkelola di bank sampah mengalami
kenaikan. Harga jual yang (urun membuatl
pasar lesu, tidak ada peningkatan nilai omset,
dan perputaran nilai ckonom bank sampah
tidak optimal. T'ren rata-rata kenaikan omset
bank sampah dari tahun ke tahun cenderung
positil mencapa sckitar 57% per tahun.

20,587
16,981
14,457 I
2022 2023 2024

Gambar 1-22 Jumlah Bank Sampah di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumnber: Lapovan fanena KLHK 2024

3185655343

2018 2019 2020

4,200,046

W

2021

11,253,331.323 ¢

?\L)

10,007 667 644

(
§,196, 444,657

" 2.008,211,386

2022 20 024

Gambar 1-23 Tren Omset atau Nilai Ekonomi vang dihasilkan dari Bank Sampah Tahun 2018-2024

Sumber: Laporan Kinegja KLITK 2024

Penurunan omset bank sampah pada tahun
2020 dan 2021 kemungkinan besar Karena
adanya pandemi COVID- 19 dan pembalasan
aktivitas masyarakat di Indonesia, Berbagai
penjelasan di atas mengindikasikan bahwa
Sasaran Strategis 2 lelah mencapal largel
vang selaras dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPR/SDGs) 2030. Capaian
ini juga menunjukkan upaya-upaya yang

dilakukan pada tahun 2024  untuk
meningkatkan  optimalisast  pengelolaan
sampah. Dalam hal ini, capalan Kementerian
LH/BPLH sebagaimana tercermin dalam
SDGs Target 11, 12 dan 14, Berikut adalah
ringkasan upaya dan capalan Sasaran
Strategis 2 dalam rangka tercapainya SDGs
2030.

QB
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Tabel 1-6 Capaian Sazaran Stategis 2 terhadap TPB/SDGs 2030

KODE TPB/SDGs 2030
2 CAPATAN TAHIN 2024

DAN INDIKATORNYA

11.6.1.(a) Persentase ramah Pengurangan 13,24%
11 — Kota dan tangga = Pepanganan 46,51%
Pemukiman yang di perkotaan vang terlayani *  Berupa persentase data untuk thukota
Berkelanjutan pengelolaan sampahnya kabupaten dan kota
(Sustainable Cities and 11.6.1.(b) — Persentase
Communities) sampah 59,74% sampah nasional vang terkelola
pasional yang terkelola

* Dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia
Tahun 2020 s.d 2030

*  Dokumen Pedoman Menu Aksi SCP

* Dokumen Rencana Aksi Ekonomi sirkular

12.1.1* — Rencana dan 2025-2045
12 Konsumsi dan implementas = Inisiast dukungan sistem standardisasi dalam
Produksi vang strategi pelaksanaan tatanan kebijakan pengelolaan limbah
Bertanggung Jawab sasaran pola konsumsi dan elektronik (e-waste) yang bersumber dari
(Responzsible produksi beckelanjutan Barang Milik Negara (BMN) melalui : Surat
Consumplion and FEdaran BSIT.HK Nomeor /2023 tentang
Production) Ujicoba Penerapan Rancangan Standar

Pengelolaan Sampah Spesifik (E-Waste)
Bersumber dari BMN lingkup BSTT.HK

12.5.1(a) — Jumlah 4.08 juta ton atau 19,96% sampah didaur ulang
timbulan sampalh yang dari sampah terkelola secara
didaur ulang nusional sebanyak 2044 juta fon

Upaya pengelolaan timbulan sampah di daral
(land-based) bersamaan dengan kampanye
peningkatan bahaya sampah plastik dilakukan
unluk mengurangi beban penanganan sampah di
hulir dan mencegah sampah plastik ke laut.
Jumdab sampah plasuk di laut Indonesia
menunjukkan penurunan dard lhun 2018-2023
sebesar 41.68%.

Sumber: Capaian Indikator Nastonol Metadote SDGs KLFK 2023

14.1.1.(a) — Persentase
penurunan sampah
terbuang ke laut.

14 — Lkesistem Laul
(Life Below Water)

-
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Boks 2. Kemandirian Desa dalam Pengelolaan Sampah

Kemandirian desa dalam pengelolaan sampah mempakan langkah penting menuju
pembangunan berkelanjulan, di mana masyarakal desa berdaya unluk mengelola sampah
secara mandiri melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan vang terintegrast.
Sehingga, diharapkan upaya pengelolaan sampah sudah dapat terlaksana bahkan dari tingkat
desa.

Salah satu bentuk kemandirian desa dalam pengelolaan sampah dicontohkan oleh Desa
Punggul, Kabupalen Badung, Provinsi Bali, yang berhasil mengelola sampah sccara lunlas
dan tidak ada sampah yang keluar dari desa, Bermula dari keprihatinan masyarakat desa akan
ketidakbersihan pintu masuk desa, desa ini kemudian menerapkan prinsip “"Sampah Desa
Tuntas di Desa™, menjadikan Desa Punggul menjadi desa lerbersih di lingkal nasional, Lebih
lanjut, Semua sampah yang ada hari itu diproses tuntas hari itu juga di TPS 3R, Proses
pengolahan sampah kemudian menghasilkan produk ekonomi sirkular seperti suvenir, benda
kerajinan, ukiran, dan lain sebagainya.

Rencana Strategis :1;
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1.1.3 Sasaran Strategis 3: Menurunnya
Emisi GRK dari Sektor Limbah yang
Mendukung Pembangunan Rendah
Karbon

Peningkatan ¢misi GRK discbabkan adanya
peningkatan konsentrasi gas rumah kaca
seperti karbon dioksida (CO;), metana (CH.),
dan dinitrogen oksida (N-O) di atmosfer. [lal
ini  berdampak  terhadap lingkungan,
termasuk pemanasan global, Efek rumah
kaca menvebabkan pemanasan global dengan
efek pantulan dan penyerapan gelombang
panjang yang bersifat panas. Isu im telah
menjadi masalah dalam beberapa dekade
terakhir { Abdollahbeigi & Salehi, 2020). Gas
karbon 1tu terakumulasi di lapisan atmosfer
karena tak terserap tumbuhan atau kawasan
hutan di darat dan padang lamun serta ramput
laut di perairan vang luassnnya menciul.
Semenlara paparan panas matahari, lerutama
radiast inframerah, tak bisa terpantul keluar
atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah
kaca (GRK) yang menebal di lapisan udara
atas.

Persetujuan Paris atau yang dikenal dengan
Paris Agreement merupakan perjanjian
internasional terkait perubahan iklim yang
mengikat secara hukum dan diterapkan oleh
semua negara vang meratifikasi (legally
hinding and applicable 1o alf). Namun dalam
perjanjian inl menjunjung prinsip tanggung
Jawab bersama vang dibedakan berdasarkan
kemampuan masing-masing (comenon  bul
differentiated responsibilities and respective
capabilities). Perjanjian 1 telah diratifikasi
oleh 196 negara termasuk Indonesia pada
penyvelenggaraan United Nation Climate
Change Confervence ke 21 di Paris (COP21).

Secara umum perjanjian ini bertujuan untuk
menahan Kenaikan suhu rata-rata global di
bawah 2°C di atas tingkat pra-industrialisasi
dan melanjutkan upaya untuk menekan

kenaikan subu ke 1,5°C di atas tingkat pra-
industrialisasi. Oleh sebab itu, Persetujuan
Paris memberikan kewajiban kepada scliap
negara untuk menyampaikan Kontribusi
vang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally
Determined Contribution/NDC). Berkaitan
dengan hal tersebut, Indonesia telah
menelapkan Enhanced NDC (ENDC) pada
tahun 2022. Dokumen tersebut merupakan
pembaruan  komitmen Indonesia pada
pengendalian perubahan iklim global melalui
target penurunan emisi GRK sebanyak
31,89% dengan kemampuan sendiri dan
43,2% dengan dukungan intemasional,

Peningkatan target pada ENDC didasarkan
adanya kebpakan-kebijakan nasional terkait
perubahan iklim seperti kebijakan sektoral
terkait seperti FOLU Net-Sink 2030 dan
kebrjakan lainnya, seperti penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk
menghitung penurunan emist GRK, perlu
dihitung inventarisasi GRK untuk lima sektor
NDC (Energi, Industrial Process and
Product Use (IPPU), Pertanian, Kehutanan,
dan l.imbah) setiap tabunnya vang akan
dibandingkan dengan angka Baseline as
Usual (BaU), Mctodologi penyelenggaraan
inventarisasi GRK mengacu pada pedoman
vang ditetapkan oleh Intergovermmeral Panel
on Climate Change (IPCC) yang diadopsi ke
dalam Peraturan Menteri LIIK Nomor 73

Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Inventarisasi GRK
Nasional vyang akan direvisi dalam

Rancangan Peraturan Menteni LHK tentang
Penyelenggaraan Kontribusi yang ditetapkan
secara nasional.

Pelaporan inventarisasi emisi GRK yang
dikelvarkan olech  Dircktorat  Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim  terakhir
pencatatan berada di tahun 2023. [lasil
inventarisasi emisi GRK nasional tahun 2023
sebesar 1,360,353 juta ton CO2e, emisi yang

-
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meningkat sebesar 133,44 juta ton CO2e
dibandingkan emisi tahun 2022 serta
meningkal scbesar 41436 juta ton CO2¢
dibandingkan emisi tahun 2010 sebagai
tahun dasar perhitungan emisi GRK pada
NDC. Imisi GRK nasional tahun 2023
mencapai 36,85% atau sebesar 793.73 juta
3500
3000
2500
2000

1800

1000

Q

ton COze di bawah BalU dan sebesar 17,47%
atau 287,99 juta ton CO2e di bawah CM-1.
Perhitungan ini diperolch dan sclhisih antara
BaU dengan hasil inventory sebesar dan
dibandingkan kembali dengan BaU, Begitu
juga dengan perhitungan perbandingan
terhadap CM-1.

2000 2001 2012 2013 2014 2015 2016 217 2D18 2018 2000 2021 2022 2073 2024 2025 2026 2027 2028 202% 2030

Hasil Inventory -Jute tCO2e

e Bazaling (BAU) -JutatCOZe

e G -Juta tCO26e

Gambar 1-24 Grafik Pecbandingan Hasil Inventory dengan BaU daa CM-1

Sumber: Laporan Kinesja KLHK 2024

Adapun hasil inventarisasi emisi GRK

nasional dari tahun 2010 hingga 2023 adalah

schagai berikut,

s Baseline atau Business as Usual (BalU)
adalah kondisi emisi aktual GRK pada
saal scbelum dilaksanakan aksi’kegiatan

mitigasi.

= Counter Measure | (CM-1) adalah
kondisi  skenario  mitigasi  dengan
mempertimbangkan target pembangunan
sckioral  dengan upaya sendiri
(unconditional).

s Jonission Reduction (ER) adalah total
pengurangan emisi yang diharapkan/
sclhisih antara BalU dengan CM 1,

= Hasil /mventory adalah hasil perhitungan
emisi  berdasarkan  metode  yang
ditctapkan olch fnrercovernmental Panel
on Climate Change Guidelines dalam
IPCC Guidelines 2000.

= ER (%) didapalkan dari sclisih antara BaU
dengan Hasil Inventory/capaian
penurunan emisi GRK.

Penurunan emisi GRK nasional dari seluruh
sektor tahun 2023 mencapai 36,85% atau

-«
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sebesar 793,73 Juta Ton CO2e. Perhitungan
penurunan diperoleh dari pengurangan BaU
scbesar 2,154,08 Juta Ton CO2¢ dengan hasil
inventory sebesar 1.360.35 Juta Ton CO2e
dan dibandingkan Kembali dengan BaU
('l'abel 1-7).

Pada tahun 2023, sektor FOLU memberikan
kontribusi sebesar 73,59% terhadap total
capalan pengurangan emisi GRK nasional,
dikuti oleh sektor energi (23,29%). pertanian
(2,36%], 1PPU (0,45%) dan limbah (0,31%).
Tabel 1-8 menunjukkan capaian
pengurangan emist GRK tahun 2023 secara
nasional dari aksi mitigasi lima sektor yang
meningkat sebesar 186,19 Juta Ton CO2e
dibandingkan tahun 2022,

Hasil inventarisasi tahun 2023 menunjukkan
terjadi  peningkatan terhadap capaian
pengurangan cmisi GRK unluk scklor energl,
FOLU, pertanian dan limbah dibandingkan
tahun 2022, Sementara pada scktor IPPU,
pengurangan emisi GRK menurun jika
dibandingkan dengan pengurangan emisi
GRK tahun 2022, Kementerian LHK yang
bertanggung jawab terhadap emisi dari
FOLU dan sampah terindikasi mampu
meningkatkan pengurangan cmist dar Kedua
sektor tersebut. Keberhasilan FOLU ini
karena mitigasi kebakaran sementara sektor
limbah karcna paiknya pelaporan mitigasi
industri,

Tabel 1-7 Pechitungan Gas Rumah Kaca Nasional 2010-2023

Tonre kVANY
sziw

1 v 20w
AT e
£miy

LT > -

Mowrey bos
€75

Capa A M - n “w -

Sumber: Laporan Kanena KLHK 2024

Tabel J-8 Capainn Pengurangan Emisi GRK Tahun 2022 dan 2023

Capanian Penguwrangen Emisi GRK

Penurmman/

Sektor (Juta Ton CO2¢) Peningkatan Capaian
2022 2023 (Jufa Ton COpe)
Linergt 123,22 143,16 Al618
IPPU 461 2,78 ¥39.70
roLu 285,34 45228 AS5851
Pertanian 13,55 14.53 AT723
Limbah 1,69 1.88 All24
Total 428,43 614.62 Ad4346
Sumber: Laporan fanerja KLHK 2024
Sektor limbah terutama sampah memberikan  Karbondioksida (CO2). Pertumbuhan
kontribusi besar terhadap emisi GRK dalam  penduduk yang tinggi dengan pola konsumsi
bentuk  emisi metana (CH:) dan  masyarakat tdak ramah lingkungan
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menyebabkan jumlah timbulan sampah dan
limbah domestik akan terus meningkat
hingga wakiu ke depan, Terlebih masyarakal
masih sangat bergantung pada penggunaan
komposis: material vang sulit diural secara
alami sehingga membahavakan kesehatan
lingkungan dan masyarakat. Sebagaimana
sumber utama crmist GRK dan sektor limbah
adalah pada kegiatan pengelolaannya
meliputi: (a) Pengelolaan limbah padat

300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

K

~ X
S S

'L'l«’)'l«'b

\“:

. inventory (Jton CO2¢e)

o

"
,1’0

domestik  (sampah) di  TPA/andfill,
pengelolaan secara biologi atau komposting,
pembakaran lerbuka (open burning) dan
insinerasi, (b) pengelolaan limbah cair
domestik (baik pengelolaan terpusat di IPAL
maupun pengelolaan dengan septik tank.
cubluk, dan lainnya). (¢) pengelolaan limbah
carr mdustri dan (d) pengelolaan sampah
padat industri.

170.05

13634

o
A

N D
2 o g
Il

no’” of
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N
,19

e Baseline {Jton CO2¢}

Gambar 1-25 Perbandingan Hasll Inverrory GRK Sekror Limbah dengan Baseline dart Tahun 2010-2023

Sumber: Lapoven Kinerja KILTIK 2024

Namun penurunan emisi dari sektor limbah
dinilai belum optimal dengan semenjak tahun
2011 hingga 2023 masih selalu di bawah
baseline (BaU)., Meskipun tren emisinya
menmunjukkan  terus  meningkat  setiap
tahunnya. Total emisi dari sektor limbah di
tahun 2023 sebesar 136,34 Juta Ton CO2e di
bawah 13alJ sebesar 170,03 Juta Ton CO2e
dan meningkat sebesar 6,15 Juta Ton CO2e,
Data inventarisasi emisi GRK sektor limbah
dihasilkan dan peningkatan tngkal cmisi
GRK dari tumpukan sampah di TPA,
pengolahan limbah padat secara biologi,
insinerasi limbah dan pembakaran lerbuka
{open burning) dan Kegiatan pengolahan/
pembuangan limbah cair.

Dengan demikian, dibutuhkan perencanaan
pengelolaan limbah yang optimal sehingga
dalam  jangka panjang dapal  turul
berkontribusi memperbaiki kualitas air dan
udara. Salah satunya dapat melalui
rekomendasi  kebijjakan  seperti:  (a)
Penurunan sampah domesuk sebesar 30%
vang perlu dilakukan sampai dengan tahun
2025, (b) Menurunkan faktor emisi pada
Industrial  Processes and Product Use
(IPPU) scbesar 50% pada tahun 2045, (c)
Penurunan penggunaan plastik sekali pakai,
(d) Menjalankan pengelolaan sampah dan
limbah terintegrasi  dan  berkelanjutan,
diiringi dengan penerapan teknologi tepat

guna vang rendah emisi, serta (e)
menerapkan sirkular ekonomi.
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Transformasi Program Kampung IKlim
menjadi Program Komunitas untuk Iklim

Kontribusi aksi iklim pada skala lokal telah
dilakukan melalui Program Kampung Iklim
(Proklim). Proklim adalah Kkegialan yang
memadukan upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim pada tingkat tapak dengan
melibatkan peran serta aktif masyarakat dan
berbagai  pihak  pendukung.  Upaya
peningkatan Ketahanan terhadap dampak
negatif  perubahan  iklim  sekaligus
pengurangan emisi GRK di tingkat tapak
olch masyarakat dimular s¢jak tahun 2012
dan menjadi gerakan nasional sejak 2015.
Pada tahun 2023, penerapan Proklim
dirckonseptualisas: kcrmbali untuk
mempetrinas cakupan pelaksanaan program
dan mengoptimalkan  partisipasi semua
pihak dalam mcendorong adaplast  dan
miligasi perubahan iklim sebagai bagian dari
gaya hidup berkelanjutan,

Proklim vyang semula dikenal sebagai
Program Kampung Iklim bertransformasi
menjadi Program Komunitas untuk Iklim,
Transformasi ini  menjadikan  Proklim
dimaknai sebagal program inklusil nasional
vang memberikan pengakuan dan apresiasi
terhadap upaya aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan 1klim. Komunitas yang dimaksud
bukan  hanya  berdasarkan  wilayah
administrasi, melainkan juga komunitas yang
tlerorgamsir  berdasarkan  lanskap,  umil
pengelolaan, atau aktivitas tertentu. Dengan
demikian. Proklim semakin meluas dalam
membuka peluang  scluruh  pihak  untuk
memberikan kontribusinya seperti komunitas
sekolah, Komunitas kampus, komumtas
pesantren, komunitas penggiat lingkungan,
dan lainnya. Rekonseptualiasi Proklim
diharapkan mampu mempercepal pencapaian
target pembentukan 20.000 lokasi Proklim
pada tahun 2024,

5,004
B Jumlsh Regstasi
Juniluh Verifikyxi
2493
1,082
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Gambar 1-26 Jumlah Proklim vang Temregistrasi dan Terverifikasi dard Tahun 2015-2024

Swanber: Lapovan ianerja KLHK 2024 da SRN-Menl 5K, data oy vdvh Jure 2625

Gambar 1-26, menunjukkan jumlah Proklim
dari tahun 2015-2024 di mana saat ini
Proklim telah dilaksanakan pada 12.688

lokasi dan  3.295 di antaranya telah
terverifikasi.  Jumlah  lokasi  Proklim

teregistrasi dalam SRN-PPI tahun 2024
meningkat sebesar 2.511 lokasi atau
100,72% dibandingkan tahun 2023, Namun,
berbeda dengan jumlah lokasi Proklim yang
terverifikasi di mana mengalami penurunan

-
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sebesar 45 Lokasi atau 7,52% dari tahun
sebelumnya.

Dengan tren yang terus meningkat, Proklim
akan semakin mampu menjembatani
komunikas: dan kolaborasi mulupihak di
seluruh  tingkat dalam  mengendalikan
dampak perubahan iklim. Sebagaimana
Presiden Republik Indonesia menyampaikan
Komitmen  Pemerintah  pada  acara
pembukaan Climate Adaptation  Summit
{CAS) 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa:
“Seluruh  potensi  masyarakat  harus
digerakkan™. Indonesia melibatkan
masyarakat untuk mengendalikan perubahan
iklim melalui Program Kampung Iklim yang
mencakup 20.000 desa di tahun 2024,

Dalam upaya mengurangi emisi GRK. maka
Proklim dapat dilakukan berbagar gabungan
aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
seperti: (1) Pengendalian kekeringan, banjir,
dan longsor; (2) Peningkatan Kketahanan
pangan; (3) Pengendalian penyakit terkait
iklim; (4) Penanganan atau antisipasi
kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut,
abrasi, ablasi atau erosi akibat angin,
gelombang tinggi; (5) Pengelolaan sampah,
limbah padat dan cair; (6) Pengolahan dan
pemanfaalan air limbah: (7) Penggunaan
energl baru terbarukan, konservasi dan
penghematan energi; (8) Budidaya pertanian;
(9) Peningkatan tutupan vegetasi; dan (10)
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan lahan.

Penurunan Ancaman Kebakaran Hutan
dan lL.ahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
Indonesia memiliki keterkaitan dengan
perubahan iklim, baik scbagal akibal maupun
penyebab perubahan iklim. El Nino sebagai
salah satu fenomena perubahan iklim
menjadikan kondisi kondusil bagi terjadinya
kebakaran hutan dan lahan, Selain sebagai

salah satu penyebab perubahan iklim,
karhutla menyebabkan kerugian baik secara
malerial maupun non-malerial dalam konleks
lingkungan dan ekonomi. Misalnya saja
karhutla berdampak terhadap penurunan
fungsi hutan sebagai pelindung
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
produktivitas tanah, tata ar dan mila
ekonomi hutan; aspek sosial-ekonomi
masyarakat, seperti terganggunya kesehatan
masyarakat (khususnya gangguan
pernapasan) dan transportasi darat, air
maupun udara, dan terganggunya hubungan
politik dengan negara-negara ASEAN akibat
asap lintas batas negara.

Karhutla mungkin saja bisa lerjadi Karena
faktor alam, seperti sambaran petir yang
mengenai pohon kemudian apinya menyebar
menimbulkan kebakaran, Namun, Karhutla
seringkali juga lerjadi akibat ulah manusia.
Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
melakukan pembakaran hutan demi tujuan
dan kepentingan pribadi lanpa memikirkan
dampaknya bagi sckitar,

‘T'ren karhutla pada tahun 2018-2024 apabila
dilihat dari cakupan luasannya cenderung
fluktuatif dengan penurunan scbesar 29%
dengan puncak lerbesar berada di tahun 2019
dan 2023, Terdapat tren fenomena El-Nimno
setiap 4-3 tahun, vaitu pada tahun 2019 dan
2023 tersebut di mana terjadinya anomali
kenaikan subu dan curabh hujan menurun
vang memicu musim kemarau ekstrem panas
dan kering dibandingkan musim kemarau
biasanya.  Schingga memicu  kondisi
kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan
lahan meningkat,

Karhutla tahun 2024 berhasil ditekan lebih
kecil sebesar 376,81 ribu ha. Tren karhutla
tahun 2024  menunjukkan  penurunan
signifikan mencapai seluas 1.272.49 ribu ha
atau sekitar 77% pada tahun 2019 dan seluas

D -
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784,38 ribu ha atau sekitar 67% pada tahun
2023. Karhutla tahun 2024 terbesar
luasannya berada di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat. Papua Selatan,
Kalimantan Baral, Kalimantan Timur dan
Jawa Timur. Sementara terkecil lnasannya
berada di Provinsi DKI Jakarta. Papua Barat
Daya, DI Yogyakarta, Maluku Utara, Papua
‘I'engah dan Papua Barat. Apabila dilihat

seluas 2969 rbu ha. Keberhasilan
pengelolaan karhutla di tahun 2024 tidak
lepas dari anfisipasi melalul berbagal upaya
pencegahan karhutla sejak awal tahun.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2019,
provinsi  yang rawan karhutla  juga
mengalami penurunan luas karhutla seperti
Riau, Kalimantan Baral, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur mengalami penumnan

selama beberapa tahun terakhir, kasus  luas karhutla di tahun 2024 yang signifikan
karhutla terkecil luasannya terjadi pada tahun dibandingkan tahun 2019,
2022 selunas 2049 ribu ha dan tahun 2020
1.6493
1.161,2

5093
3157

2569 3539
Hi=BN

2018 2009 2020 2021 2022 2023 2024
® Luas Korhutle |Ribu Ha)
Gambar 1-27 Grafik Perbandingan Luas Karutla Talun 2018-2024
Sunber: Topovan Kierja KTTTR 2024
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Gambar 1-28 Perbandingan Luas Karbutia di Provinsi Tahua 2024
Sumber: Topovan Rverja KTLTTK 2623

Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan — Capaian i juga menunjukkan upayva-upaya

bahwa Sasaran Strategis 3 telah mencapai  vang dilakukan Kementerian [II/BPLII
target yang selaras dengan SDGs 2030. terlebih pada tahun 2023  untuk
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meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Dalam hal ini, capaian Kementerian [LH/
BPLH dalam penurunan cmisi GRK
merupakan bagian dari strategi nasional
penanganan perubahan iklim sebagaimana

tercermin dalam TPB/SDGs Target 13
dengan lintas sektor dari TPB/SDGs Target
6, 11, 12, dan 15, Berikul adalah ringkasan
upaya dan capalan Sasaran Strategis 3 dalam
rangka tercapamya TPB/SDGs 2030,

IPBISDGs 2030

Tabe] 1-© Capaian Sasamn Strategis 3 terbadap TPB/SDGs 2030

Kode TPB/SDCGs 2030 dan

Capaian T'ahun 2024

Lndikatormya
13.2.1 -~ Terwujudnya penyclenggaraan
inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
serta Monitoring, Pelaporan dan

Penurunan emisi GRK dilakukan lintas
scktor dan wilayah dengan dukungan

413 - Penanganan
Perubaban Iklim

(Climate Action) (C0.e)

13.2.2 - Jumlah emist GRK per tahun

Verifikasi emisi GRK yang dilaporkan mgulafu Imsigui Cam kmm s ‘#m
R pemerintah dacrah. serta integrasi
dalam dokumen Bicnnial Update Report dalam RPIMN dazt NDC
(BUR) dan National Communications Y
Tingkat emisi aktual GRK di tahun

2023 (data termutakhir) adalah sebhesar
1 360,35 juta ton CO,c. Fmisi GRK
nasional tahun 2023 mnn sebesar
36.85% dari bascline Ball. Scktor
kchutanan dan penggunaan lahan
(FOLT) berkontribusi terbesar
(73,59%). ditkuti oleh sektor energi.
pertanian, TPPT. dan limbah.

13.3.1 - Tingkat kesadaran dan
pendidikan tentang perubahan iklim

KILHK memfasilitasi 12.688 Tokasi
Program Kampung IXlim (Proklim)
hingga tahun 2024. Program ini
mencakup aksi adaptasi dan mitigasi
berbasis komunitas.

Sumber: Capman Indikator Nasional Metadats SDGs KLHK 2023

1.1.4 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya
Ekonomi sirkular dari Sampah dan
L.imbah

Sektor lingkungan hidup memberikan

kontrbusi terhadap perckonomian nasional.

Lingkungan hidup menyediakan sumber

daya yang mendukung berbagai sektor

ckonomi dan memberikan jasa ckosislem.

Nilai PDB sektor LH tercermin dari PDB

sektor pengadaan air, pengelolaan sampah,

limbah, dan daur ulang. Noemenklatur dalam

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI) menjelaskan  cntitas  pengukuran

DB sektor ini, yaitu:

* KILBI 36: Pengelolaan Air

e KILBI37: Pengelolaan Air Limbah

» KIBI 38: Pengumpulan, Pengelolaan, dan
Pembuangan Limbah dan Sampah serta
Aktivitas Material

e KIBI 39: Akuvilas Remediasi dan
Pengelolaan  Limbah dan  Sampah
Lainnya.

Capaian PDB scklor LH tahun 2020-2024
menunjukkan adanya tren peningkatan setiap
tahunnya. D1 tahun 2024, capaian PDB dari
sektor [.11 mencapai angka sekitar 14,22
triliun rupiah, atau berkontribusi sekitar 0,06
dart total PDB Nasional. Peningkatan im

terjadi  mencerminkan adanya bentuk
Rencana Strategis gf"

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025- 2329



- 56 -

Pendahuluan

kebijakan dan strategi vang lebih efektif
dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup.

007

007

2020 2021

— Copoinn POB Sektor L

2023 2024

s Dyt ribu s POB

Gambar 1-29 Capaian PDI3 Nasional Sckror Lingkungan Hidup (dalam triliun rupiah) dan
koatribusi sektor LH techadap PDB Nasional (persentase) tahun 2020-2024

Surnber: Laporan Kinerja KLITK 2024

Dari  tahun 2020 hingga 2024, laju
pertumbuhan  PDB  Nasional di  sektor
lingkungan  hidup  bervariasi.  Laju

pertumbuhan di sektor imi lebih cepar pada
tahun-tabun awal, tetapi mulai melambat
pada 2022 dan mengalami penurunan yang
laju

signifikan pada 2024, Penurunan

& Dty 67|

2020 2021

2022

pertumbuhan di tahun 2024 menunjukkan
bahwa sektor lingkungan hidup
membulubkan  bentuk-benluk  baru  dan
inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan
menjaga pertumbuhannya dalam jangka
panjang.

2023

2024

— PO Nasioralsekiorn LH berdassrkan horgis kenslsn 2010

e | gl portLAOBURAN o ON-Y

Gambar [-30 Nilai PDB Nasional sektor Lingkungan Hidup terhadap Jaju pertumbuban (y-on-v} Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kincgja KLHK 2024

Pengelolaan sampah dan limbah menjadi
upayd ulama dalam berkoniribusi dalam
sektor lingkungan hidup. Nilai ekonomi dari
pemanfaatan limbah B3 pada tahun 2024
berdasarkan  aplikasi  SPEED  (Sistem
Pelaporan dan Evaluasi Digital) Kementerian

[LHK mencapai nilai sebesar 24,99 triliun
rupiah, alau sckilar 114,2 1% dan targel akhir
Renstra KLHK tahun 2020-2024. Total
omset bank sampah di tahun 2024
berdasarkan  aplikasi  SIMBA  (Sislem
Informasi Manajemen Bank Sampah)

-
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mencapai nilat sebesar 10 triliun rupiah yang
sejalan dengan peningkatan jumlah bank
sampah dan jumlah nasabah bank sampah.

pemanfaatan limbah dan omset bank sampah,
KLHK di tahun 2024 sudah berkontribusi
scbesar 34,99 (riliun rupiah pada PDB

Melihat kedua nilai ekonomi, dari  nasional sektor Lingkungan Hidup.
21 88
18.5 19.65 2054
18
2020 2021 2022 2023 2024
—_— Copaan nilei skonomi perran’eatyn mbah 53 Terpiol Fmpeire 2020-2022

Gambar 1-31 Capaian Nilai Ekopomi Pemanfaatan Limbah B3 Talum 2020-2024 (Triliun Rupiab)

Sumber: Lapovan Kanevja KTTIR 2073

Pemanlvatan Limbah B3 sendin merupakan
salah satu kegiatan dalam pengelolaan
Limbah B3. Berdasarkan Peraturan
Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 (entang
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pemanfaatan  lLimbah 133  merupakan
kegiatan penggunaan kembali, daur ulang,
dan/atau perolchan kembali yang bertujuan
untuk mengubah 1.imbah 33 menjadi produk
vang dapat digunakan sebagai substitusi
bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan
bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup. Pendekatan ekonomi
sirkular mendorong praktik 3R limbah B3
serta konservasi sumber daya. Melalu
ckonomi sirkular, komponen penting dari
material limbah B3 dapat diekstraksi dan
digunakan kembali ke dalam siklus proses
produksi, schingga penggunaan bahan baku
bar berkurang  secara
signifikan. Ekonomi sirkular bermanfaat

(revw  material)

untuk melindung: dan mengawcelkan bahan
baku dibandingkan dengan  terus
mengekstraksi lebih banyak bahan baku yang
lerbatas,

1.1.5 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya
Penerimaan Negara dari
Lingkungan Hidup

Selama periode 2017-2024, sektor LHK
berkontribusi terhadap Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Fungsional scbesar Rp
46,44  iliun,  Sementara  rala-rata
pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir
sebesar 9%. Capaian PNBP [Tungsional
Tahun 2024 sebesar 8,12 Triliun Rupiah.

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
perorangan alau badan usaha untuk negara
atas manfaat langsung maupun tidak
langsung vang diperoleh dari pemanfaatan
sumber daya KLHK sebagai lembaga negara
vang memberikan pelayanan  kepada

e
3,
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masyarakat terkait dengan pemanfaatan
hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan
pungulan PNBP scsual dengan kelenluan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.
PNBP Fungsional adalah PNBP yang
tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan
dapat dipergunakan setelah ~mendapat
1zin/persetujuan . Menternn Keuangan  yang
merupakan penerimaan vang berasal dari
hasil pungutan Kementerian/Lembaga (K/L)
alas jasa vang diberikan schubungan dengan

517
4.62 I
2017

5.67

I ]
2019 2020

tugas pokok dan fungsinya (Renstra 2019-
2024). Nilai PNBP fungsional KLHK
cenderung meningkal pada periode lahun
2017-2024, Meskipun begitu, kontribusi
nilai capaian PNBP di tahun 2024 dari sektor
lingkungan hidup di kategori PNBP lainnya
hanya berada di angka 17%. Artinya
kontribusi PNBP dan sckior lingkungan
hidup masih kecil dibandingkan dengan
6.28 8.20

PNBP dari sektor kehutanan.
8.12
557 I I I
20 2022

2022 2024

Gambar 1-32 Koatribusi Sektor LHK terhadap PNBP Fungsional (dalam saman Rp Trilian)
Sumber: Lapotan Kineja KLHK

2018
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai
PNBP fungsional KLHK adalah tingkat
produktivitas dari  kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam yang dapat berupa hasil
hutan, jasa lingkungan, serta Tumbuhan dan
Satwa Liar (TSL). Realisasi PNBP per-bulan
di tahun 2024 bahwa terdapat fluktuasi
bulanan yang cukup besar, dengan beberapa
bulan mengalami penurunan dan lainnya

mengalami peningkatan signifikan. Puncak
penerimaan terjadi pada bulan November
sebesar 1.12 Iriliun mpiah. Puncak PNBP
pada Bulan November ini dikarenakan
adanya penerapan PP Nomor 36 Tahun 2024
vang mulai elcklif pada bulan lerscbut. PP 36
Tahun 2024 i memiliki perubahan jenis dan
tarif PNBP yang meningkat dibandingkan
dengan PP 12 Tahun 2024,

o
o
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Gambar 1-33 Realisasi PNBP Fungsional KLHK Per Bulan TA 2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Laporan Kinesjs KILHK 2023

1.1.6 Sasaran Strategis 6: Meningkatnya
Sumber Daya Manusia Lingkungan
Hidup yang Berkualitas

Indcks Produktivilas dan Dava Saing Sumber
Daya  Manusia  Lingkungan  Hidup
(sebelumnya Lingkungan Hidup dan
Kchutanan) (IPSDM LH) menunjukkan nilai

9es 2083 8993 9,06
- m &
w | H I I
N an ™2 Hi¥a) iz

penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber
daya manusia untuk mendukung
pembangunan Lingkungan Hidup, Tata
kelola sumber daya manusia Lingkungan
Hidup semakin baik ditunjukkan dengan nilai
IPSDM vang semakin meningkat dari tahun
2020 hingga tlahun 2024, scrla berhasil
melampaui target yang diharapkan.

93,06

" Targer @ flmsl e

Gambar 1-34 Perbandingan Targel dan Realisasi dari Tndeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LITK

Tabel |-10 Kornponen dalun Pepilaian Tndeks Produktivilas dan T Saing SDM TITK

Indeks Bobot  Nilal
Indcks Dimensi SDM S0 | 40,06
Indeks Kelembagaan Usaha 25| 25,00
Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup 25| 25,00
IPSDM 100 | 90,06

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2023

vy
iy
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1.1.7 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya
Birokrasi dan Peclayanan Publik
yang Agile, Efektif, dan Efisien

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dar tahun
2015-2024 menunjukkan peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2024 nilai reformasi
birokrasi adalah 80,93 poimn dengan kategori
“A-7 (memuaskan dengan catatan). Jlika
dibandingkan dengan target tahun terakhir
periode Renstra 2020-2024 sebesar 85 pom,
telah tercapai sebesar 95,2%.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa KLHK
telah berupaya untuk mewujndkan tata kelola
pemerintahan  yang lebith baik melalui
perbaikan  berkelanjutan.  Hasil  evaluast
tersebut menunjukkan bahwa KLIIK telah
berupaya untuk mewujudkan tata kelola

e N0 RS e Tar gt Renaty o
35
-
< 83
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| _34’-4?:.51?;6 f-"\' ANl
P NS
- -~ |72,05
\4|: B \ v “ s~
v " (o
6,.21) Sl
/‘ - *
A
el
o 2m n 2019 0 200 0 4

pemerintahan  vang  lebih  baik  melalui
perbaikan  berkelanjutan yang ditandai
dengan meningkatnya nilai pada aspek
pemenuhan dan reform.

Terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil
antara, vaitu Kualitas Pengelolaan Aset,
Sistem Pemerintahan Berbasis Iilektronik
(SPBE). Kualitas Pengelolaan Anggaran,
Kualitas  Pelavanan  Publik, Kepatuhan
‘Terhadap Standar Pelayanan Publik, dan
Kualitas Pengelolaan Arsip. Namun, ASN
Prolesional dan Kualitas Pengelolaan Barang
dan Jasa mengalami penurunan dari hasil
penilaian tahun 2021. Penilaian hasil antara
vang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitn
reformasi hukum yang menunjukkan hasil
buruk, schingga secara Keseluruhan hasil
antara tahun 2022 mengalami penurunan.

O Deri Qutcoms Ke Brokrasi Berdampok

SAKIP tdsk cukup hanya mendorong beronentas haosil
(outcome) tape harus berdsmpak, manyelsssikan masalah

nyata di masyarakat.

o}

Kinarja yang Inlina dargan largat “riaritas Presican

KL sibuk masing - masing tidek bersinergi  untuk

menyelesaikan target prioritas presiden
Integrasi Aplitkasi Digral

Moratorium penerbitan aplikasi yang tidek saling terkonaks|
satu dangan Lainrya

Gambar 1-35 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LK

Sumber: Laporan Kinegja KLHK, 2024

Pencapaian Opini Kementerian LHK
KLHK mcencerima Opimmi Wajar Tanpa

Pengecualian  (WTP) atas  Laporan
Kevangan KLHK Tahun 2023, Ini
meripakan  kali  kemjuh  KLIIK

mendapatkan opini WTP dart  Badan

Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). KLHK
telah mendapatkan opinn WTP atas laporan
keuangan dari BPK-RI, karena tidak ada
kesalahan saji material atas seluruh
kKomponen dan  cntitas  dalam  laporan
keuangan yang disajikan oleh KLHK.

¥

Rencana Strategis 56

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025-2229



-61 -

Pendahuluan

Predikat WTP yang telah diraih oleh KLHK
selama ini adalah wujud pengakuan bagi
jajaran birokrasi lingkup KLHK terkail
dengan tata kelola keuangannya. Perolehan
WTP dari BPK RI tersebut menandakan
bahwa tidak adanya pelanggaran hukum
atas  pengelolaan  keuangan  dan
membuktikan pula bahwa anggaran KLHK
telah  berjalan sesuai dengan tertib
administrasi yang berlaku. Jadi, dengan
ditermmanya WTP atas laporan Kcuangan
KLHK berarti semua persoalan terkait
dengan keuangan sudah diungkapkan
dengan bukti malerial yang cukup dan
sudah memenuhi semua ketentuan yang
berlaku serta mendapatkan opim WTP
berarti tidak terdapat pelanggaran atas

mm
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undang-undang  pengelolaan
negara yang berlaku.

kevangan

KLHK sebagai salah samu Kementerian
yang mengelola APBN. akan selalu
berkomitmen untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara melalui pertanggung-
jawaban APBN yang berkualitas baik dan
atas opini WTP vang telah rath, KLHK
akan  terus  dipertahankan  melalui
penerapan langkah dan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan yang baik, meliputi:
Pemantapan  komitmen Pimpinan  atas
terlaksananya tata pemerintahan yang baik.
Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Tata
Kelola BMN, dan Percepatan penyelesalan
tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI.
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Gambar 1-36 Peckembangan Peperimaan Opini WP di Lingkup Kemeaterian LHK
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Berikut adalah tabel rekap dari pencapaian
pada setiap sasaran strategis yang diukur

dari perbandingan antara target dan

pencapaian di 2024.

Tabel 1-11 Peacapaian Target Indikator Kementerian LH/BPLH Tahun 2024

INDIKATOR

Sasaran Strategis 1:

Indeks Kunalitas Lingknngan Hiduop (TKILH)
- Indeks Kualitas Air (IKA)

- Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Sasaran Strategis 2: Indeks Kinerja
Pengelolsun Sampah (IKPS)

Sasaran Strategis 3: Persentase Penurunan
3 FEmist GRK dari Scktor Limbah dan

Kehutunan

5 Sasaran Strategis 5; Kontribusi Sektor
Lingkungan Hidup tehadap PDB Nastonal

3 Sasaran Strategis 6: Nilai Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK

- Sasaran Strategis 7: Tndeks Produksivitas dan
Daya Saing SDM LHK

3 Sasaran Strategis 8: Nilai Kinerja Reformasi

Birokrast

1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi

A. Regulasi Baru Keberadaan
Kementerian LH/BPLH

Dengan adanya  regulast  baru yang

memisahkan  kewenangan  kehutanan,

Kementerian LH /BPLH kini lebih fokus
dalam mcenangan isu-isu lingkungan hidup
non-kehutanan yang semakin kompleks dan
mendesak., Mitigasi dan adaptas: perubahan
iklim menjadi salah satu prioritas utama,
mengingat dampak perubahan iklim yang

FERSENTASE
CAPAIAN
TERHADAP
TARGET

CAPAIAN

2024

69.74 73,53 10543
- 5550 5478 - 98,70
- 6560 6195 9444
- 84,50 9013 - 106.66
- 60,50 8167 - 13499
70,0 547 78.14
17.47% 20,93% 119,81
Rp 15T Rp 14.2T 94,67
Rp TAST Rp 8.12T 108,56
80,00 93,06 116,33
85.00 80,93 95.21
scmakin - nyala  (crhadap  kelahanan

lingkungan dan sosial ekonomi. Kementerian
LH/BPLH juga memiliki peran strategis
dalam pengelolaan limbah dan persampahan,
termasuk penerapan ekonomi sirkular untuk
mengurangi dampak pencemaran. Selain itu,
kemenlerian ini berlanggung jawab  alas
perlindungan dan pengelolaan
keanekaragaman hayati, ekosistem gambut,
mangrove, dan perairan  daral,  yang
merupakan  ekosistem  penting  dalam
menjaga keseimbangan lingkungan dan
mencegah bencana ekologis.

-
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Di sist lain, Kementerian LH/BPLH juga
memiliki peran dalam pengendalian mutu
lingkungan, mcencakup kualilas udara, air,
lahan, hingga perairan laut. Hal ini menuntut

penguatan  sistern pemantavan dan
pengendalian, serta penegakan hukum
lingkungan vyang lebih tegas untuk

memastikan kepatuhan industrn dan pelaku
usaha terhadap regulasi wang berlaku.
Penegakan hukum tidak hanya sebatas sanksi
administraul  dan  pidana, telapt  juga
mendorong penerapan teknologi ramah
lingkungan dan insentif bagi perusahaan
vang mencrapkan prinsip keberlanjutan.

Salah satu kewenangan baru yang menjadi
lantangan sckaligus peluang bagi
Kementerian LIFBPLII adalah tata kelola
Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk

B. Jasa Lingkungan Hidup

Menurnt PP 46 Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, jasa
lingkungan hidup adalah manfaat dari
ekosistem dan lingkungan hidup bagi
manusia dan  keberlangsungan kehidupan
vang di anfaranya mencakup penvediaan
sumber daya alam, pengaturan alam dan
lingkungan hidup, penyokong proses alam,
dan pelestarian nilai budayva, Jasa lingkungan
hidup berasal dari komponen biotik dan
abiottk vang membentuk ekosistem dan
saling  terhubung  antar  Komponen.
Komponen biotik ini berupa tipe vegelasi dan
struktur  keanekaragaman hayati  yang
menggambarkan proses kehidupan yang
aktif. Sedangkan komponen abiotik berupa
bentang alam (tanah, geomorfologi ataupun
iklim) yang menciptakan kondisi kehidupan
bagi makhluk hidup.

Kesamaan karakteristik antara komponen
biolik dan abiotik tersebul akan membentuk
suatu ekoregion vang memadi penentu dari

pengelolaan  bursa  karbon.  Dengan
meningkatnya tren perdagangan karbon
global, kemenlenian i berperan dalam
mengatur mekanisme pasar karbon nasional
vang dapat menjadi sumber pendanaan baru
bagi proyek-provek hijan. 11al ini membuka
peluang bagi Indonesia untuk menarik
mvestast dalam skema dekarbomsast dan
transisi energi, sekaligus memastikan bahwa
penerapan NEK berjalan secara transparan
dan adil bagi scrmua pihak. Kcberhasilan
Kementerian LH/BPLH dalam mengelola
sektor lingkungan hidup non-kehutanan ini
akan sungal bergantung pada  cleklivilas
regulasi, koordinasi antar lembaga, serta
partisipasi  aktif masyarakat dan sektor
swasta dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan.

fungsi dan jasa lingkungan hidup suatu
wilayah  berdasarkan  karakleristiknya.
Dengan demikian, secara eksplisit jasa
lingkungan hidup dimodelkan sebagai snatu
hasil perpaduan antara proses alami dengan
faktor manusia, sosial, dan ekonom.
Sehingga dapat menjembatani antara modal
alam  dengan  kesejahteraan  manusia.
Sebagaimana manusia  scbagai  makhluk
berbudaya  tems  berkembang  dan
mewujudkan  pembangunan,  sehingga
keberadaannya terus bergantung dengan jasa-
jasa vang dihasilkan oleh ckosislem baik
untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar
hingga memenuhi kebutuhan pembangunan
(IBSAP 2025-2045, 2024).

Berdasarkan Milleniwm Ecosystem
Assessment (MEA), lingkup jasa lingkungan
hidup dikategorikan dalam bentuk jasa
penyedia (provisioning). pengatur
(reguiaring)., budaya (cwitural)  dan
pendukung (supporting). Beberapa literatur

D -
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membagi  masing-masing jasa tersebut
menjadi berbagai jenis layanan yang dapat
berdasarkan pada sumber daya alam yang
dapat diperbaharui. Terdapat empat sumber
dayva alam yang dapat diperbaharui yang
telah  dilakukan  inventarisasi  oleh
Kementerian LH/BPLH hingga tahun 2023
mehputi  air, udara, lahan, dan  Kkchati,
Sementara untuk laut saat ini belum mampu
diidentifikasi gambaran jasa lingkungan
hidup dikarcnakan belum  lerpelakannya
ekoregion laut, melainkan baru sebatas pada

pembagian wilayah berdasarkan WPP
(Wilayah Pengelolaan Perikanan).

Pengelolaan sumber daya alam
mempengaruln - fungsi  ckosistem  dan

ketersediaan Jasa Lingkungan [idup. Dalam
hal ini kegiatan pengelolaan dan restorasi
ckosistem menjadi sangal penting Karena
kegialan ini merupakan usaha pemulihan
stok ekosistem yang menjadi sumber utama
jasa lingkungan. Semakin tinggi
pemanfaatan Lingkungan Hidup yang tidak
ramah, akan memberikan tekanan terhadap
Jasa Lingkungan 11idup.

Air

Air merupakan sumber daya alam yang
menunjang kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya schingga perlu dipelibara
keberlanjutannya. Selain i, air dapat
mempengaruht  kondist  ketersediaan dan
keberlamputan sumber dayva alam lainnya.
Sumber daya air pada dasarnya dapat
menyokong dua jenis jasa lingkungan hidup,
vaitu jasa lingkungan hidup penyedia air dan
jasa lingkungan hidup pengatur air. Sumber
daya air vang dimaksud dalam konteks im

adalah air tawar yang berperan bagi
ekosistem daratan serta kebutuhan manusia.

Jasa lingkungan penyedia air didefinisikan
sebagai fungsi alam dalam menyediakan
sumber air untuk baban baku, perikanan
hingga energi. Indikator keadaannya berupa
jumlah total air dan indikator kinerjanya
berupa mumlah maksimum ekstraksi air
secara berkelanjutan. Pada (ahun 2023,
kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di
Indonesia didominasi oleh kelas rendah dan
sedang yang menandakan kemampuan
lingkungan untuk menvediakan air perlu
peningkatan  pengelolaan  lingkungan.
Kategori kelas ini berada di hampir setengah
wilayah dan scluruh pulau dengan terkecil
berada di Pulau Papua serta Kepulanan Bali
dan Nusa Tenggara apabila dibandingkan
dengan luas masing-masing pulaunya.

Sementara jasa lingkungan hidup pengatur
air didelinisikan sebagar peran hingkungan
dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara
berkala. Indikator keadaannya berupa
kapasitas mfiltrasi dan relenst ar  dan
indikator kinerja berupa kuantitas infiltrasi
dan retensi air serta pengaruhnya terhadap
wilayah hidrologis. Pada tahun 2023, kinenja
jasa lingkungan hidup pengatur air di
Indonesia didominasi oleh kelas sedang dan
tinggi yang menandakan fungsi lingkungan
dalam mengatur siklus hidrologi masth
berjalan  dengan  baik. Dalam  hal 1m,
lingkungan masih terjaga keseimbangan
airnya dengan kapasitas resapan dan
pelepasan ar vang optimal, Kategon kelas
ini berada di hampir seluruh wilayah dari
seluruh pulau dengan terbesar Pulaun
Sumatera dan Papua apabila dibandingkan
dengan luas masing-masing pulaunya.
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Gambar 1-37 Peta Jasa Lingkuogan Hidup Penyedia Air Tahun 2023

==

Sambrer: Invenlavisast Linghvungan TTidup, PDIEKWS, 2623

Kepulavan Bali dan Nusa Tenggara serta
Pulan Jawa yang perlu diperbatikan karena
semakin menurun jasa lingkungan pengatur
airnya. Dan  kedua peta di atas
menunjukkan  bahwa  meskipun  jasa
lingkungan hidup pengatur tinggi yang
berarti berperan baik dalam menjaga
kescimbangan  siklus  hidrologi. Namun
tidak selalu berbanding lurus dengan

ketersediaan air akibat adanyva faktor
klimatologi  seperti curah hujan dan
evaporasi. Meskipun lingkungan masth
mampu mengatur aliran dan penyimpanan
air, jumlah air yang lersedia  untuk
pemanfaatan langsung tetap dapat terbatas.
Keberlanjutan penyediaan air ke depannya
sangal bergantung pada jasa lingkungan
pengatur.

Gambar 1-38 Pcta J;sa Lingkungan l-udl.p Peagatar Alrlalv.m 2023 ‘
Somber: Inventansast Lingkagan Hidup, PDLEWS, 2623
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Lahan

Lahan merupakan entitas dari terestrial yang
memiliki berbagai fungsi penting. Secara
global, lahan dijelaskan sebagai bagian dari
permukaan bumi  vang digunakan olch
manusia dalam konteks untuk berbagai
keperluan. Dalam undang-undang, lahan
sering kali diatur dalam berbagai peraturan
vang menentukan bagaimana lahan dapat
dimanfaatkan ~ dan  dilestarikan  untuk
kepentingan bersama. Menurut /U7 Nomor
37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan
air menjelaskan, lahan adalah bagian daratan

dari  permukaan bumi sebagai suam
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta
segenap  faklor  yang  mempengaruhi

penggunaannya seperti iklim, relief, aspek
geologi. dan hidrologi yang terbentuk secara
alami maupun akibat pengeruh manusia.

Definisi Jasa Lingkungan Hidup sebagai
penyedia pangan menurut KLHK (2021)
adalah ketersedinan tanaman (screalia dan
non serealia) serta hewan yang dapat
dikonsumsi dengan indikator keadaan berupa
stok total dan rata-rata dalam kg/ha dan
indikator kinerja berupa produktivitas bersih.
Jasa penyedia pangan merupakan hasil dari
fungsi produksi primer tumbuhan dan hewan
vang dapat ditentukan dari kualitas dan
kuantilas keanckaragaman hayatl. Jasa ini
dipengaruhi faktor alami lain seperti sifat
fisik dan kimiawi tanah, ketersediaan dan
siklus hara scrla proscs biologis scperl
dekomposisi, penyerbukan, pengendalian
hama, suksesi alam, stok karbon, stabilitas
ekosistem. Penurunan salah satn parameter
alami akan berpotensi menurunkan kualitas
lahan dalam menghasilkan jasa pangan.

Crunbar 1.39 Pela Jaia Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tialwn 2023

Sumber: Invenranisast Lmghwngan Hidup, POLKWS, 2623

l.aut

Jasa lingkungan hidup air laut adalah
berbagai manfaat yang diperoleh manusia
dari ckosistem laul, contohnya adalah
sebagar siklus nutrist (menverap karbon

dioksida dari atmosfer dan menyimpan
karbon dalam sedimen laut), pengaturan
iklim global, pengendalian kualitas air (filter
alami yang membantu menyerap polutan,
serta menjaga kualitas air laut), sumber daya
pangan (ikan, kerang, ramput laut), sumber
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daya  obat-obatan,  pariwisata,  dan
transportasi. Pengelolaan pariwisata dengan
mengembangkan dan memantaatkan objck
wisata, bailk alam maupun buatan, yang
terdapat di pesisir dan lautan, Objek tersebut
antara lain berupa kekayaan alam yang indah,
keragaman flora dan fauna seperti terumbu

Udara

Udara dan atmosfer merupakan SDA yang
saling berkaitan dalam keberlangsungan
perikehidupan makhluk hidup. Keberadaan
oksigen (();) dalam udara penting bagi
perikehidupan manusia dan hewan untuk
bernafas/respiras: dan menghasilkan karbon
dioksida (C0,), dan gas CO ini dibutuhkan
oleh tumbuhan dan vegetasi untuk

karang dan tkan hias, bangunan dan struktur
pantai, serta sosial budaya masyarakat
pesisir. Polensi lainnya yang masith perlu
dimanfaatkan secara optimal adalah jasa
transportasi  atau  perhubungan  laut,
penanaman kabel bawah laut, serta bangunan
dan konstruksi laut.

melakukan fotosintesis untuk  kembali
menghasilkan O; dan seterusnya, Contoh
jasa lingkungan hidup udara, yaitu produksi
oksigen, pengaturan kualitas udara, regulasi
ikhim, penverap radiasy, dan pengaturan
kelembaban udara. Apabila ekosistem
(kualitas udara) dapat dijaga dengan baik,
manusia  dapat menikmati udara
bersih setiap saal.

Gambar 1-40 Peta Jasa Lingkuagan Hidup Pengatur Kuoalitas Udara Tabun 2023

Soumber: Invenlavisast Lingkungan Fidup, PDILEKWS, 2623

Karbon

Jasa Lingkungan Hidup Penyerapan Karbon
adalah Konsep dasar dari penilaian tersebut
adalah pengintegrasian jasa lingkungan
(kcanckaragaman hayali, air dan keindahan
alam) ke dalam stok Kkarbon berbasis

ekosistem. Dengan demikian, nilai stok
karbon di hutan konservasi tidak cukup
hanya didekati dengan mengukur kuantitas
stok karbon yang mengindikasikan besamya
karbon vang tersimpan atau dapat diserap
vang jika tidak dijaga berpolensi sebagai
sumber emisi ke atmosfer, namun juga perlu
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mempromosikan pendekatan “kualitas™ stok
karbon yang dapat merepresentasikan kinerja
pemanfaalan  jasa  lingkungan  sceara
terintegrasi (Muttagin et al., 2018). Penilaian
jasa  lingkungan berbasis  Karbon im
dikembangkan sebagai pendekatan untuk
mengaktualisasikan peran konservasi (role of

conservation) dalam kerangka Indonesia’s
FOLU Net Sink 2030. Kualitas stok karbon
lerscbul, baik dalam unil saluan Rp per ton C
maupun Rp per ton CO2e; dapat
menunjukkan  kualitas  dari kegiatan
penurunan emisi vang telah dilakukan.

Gambar 1.2 Pela Jast Tingkungan TTidup Penverp Karbon Tahien 2023

Sumber: Inventavisasi Lingkwngan Hidip, PDLEWS, 2623

C. Lahan Gambut dan Mangrove

Indonesia merupakan negara yang kava akan
ckosislem  gambul dan mangrove, dua
ekosistem penting vang berperan dalam
menjaga keseimbangan lingkungan dan
keberlanjutan ckosistem Ppesisir.
Berdasarkan  SK.129/MENLHK/SETJEN/
PKI.02/2017  tentang Penetapan Peta
Kesatuan  Hidrologis Gambul Nasional,
Indonesia memiliki 865 Kesatuan Hidrologis
Gambut (KIIG) dengan Inas total 24.6 juta
hektar; sementara luas mangrove di
Indonesia  berdasarkan Peta Mangrove
Nasional tahun 2021 scluas 3,3 jula hektar,
Ekosistem gambut dan mangrove memiliki
peran kunci dalam isu nasional maupun
inlernasional  yaitu  isu  perubahan iklim
karena keduanya berfungsi sebagai penyerap

dan penyimpan karbon alami, serla dapat
mempengaruhi siklus air dan cuaca,

Pelestarian dan reslorasi ckosisiem ini dapat
membanm mengurangi risiko bencana alam
seperti banjir dan badai, serta membantu
mengurangi emisi gas rumah kaca dengan
menyimpan lebih banyak karbon dalam tanah
gambut dan biomassa mangrove.

Ekosistem  Gambut  tersebar  luas
keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia.
Ekosislem Gambul yang relatif luas erscbar
pada empat region pulau-pulau besar di
Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Papua. Ekosistem Gambul
mampu mengatur tata air dan penyveimbang
iklim ( penyimpan karbon). Menurut Rencana
Perlindungan Ekosistem Gambul (RPPEG),
perkiraan total karbon yang tersimpan pada
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tanah gambut di Indonesia adalah sekitar 27-
36 Gton, sementara potensinya menyimpan
air scbesar 358,3-403,1 milyar m® Polensi
jasa lingkungan lain yang penting yaitu jasa
pengaturan populasi, baik flora dan fauna di
llkosistem  Gambut.  Gangguan  atan
ketidakseimbangan jumlah populasi flora dan
fauna akan berimplikasi  sclain  pada
ekosistem gambut itu sendiri juga pada
ekosistem lain di sekitarmnya dan fungsi-
fungst  sostal, ckonomi, dan lungsi
lingkungan lainnya.

Hutan mangrove Indonesia merupakan hutan
mangrove terbesar di dunia dengan Inas 23%

EXKOSISTEM GAMBUT

ang Ve secanaan Pardindungan

D. Ketersediaan Informasi terkait Daya
Dukung dan  Daya Tampung
Lingkungan Ilidup Nasional

Daya Dukung dan Dayva Tampung
Lingkungan [Iidup (D3TLII) merupakan
aspek penting yang perlu diperhatikan dalam
pengelolaan  lingkungan  hidup  dan
pemanfaatan sumber daya alam yang
berkelanjutan. Mengacu pada UU Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Ilidup, Daya
Dukung Lingkungan Hidup  adalah
kemampuan  limgkungan hidup  untuk
mendukung perikehidupan manusia,
makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar

dari  luas mangrove di dunia. Hutan
mangrove di Indonesia rata-rata mampu
menyerap 52,85 won CO; per heklar per lahun
vang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan
dengan estimasi global (26,42 ton CO:z per
hektar per tahun). Selain itu, mangrove
memiliki potensi penyerapan karbon 170,18
Mt CO: per tahun dan sckitar 3,3 juta hektar
luas mangrove di Indonesia.

Upaya perlindungan  dan  pengelolaan
ekosistem gambut dan mangrove telah
memiliki landasan hukum, antara lain
meliputi:

EKOSISTEM MANGROVE

UL No. 32 Tawun 2003 tamnrg Perdisdungan dan Pangsloann
Linghungan Hidup

PP Nn. 22 Tahun 2001 tentany Pecynlengmume Pacbodungen
dan Pengaiolron Lingeungan Hidup

PP No, 26 Tabun 2025 tenr ang Perencansan Pedindungan dan
Purgeiolum Linghurgen Hidup

FF No. 77 Tnhus 2000 tantans Padindurgan dan Panpainistn
Ekosistem Morg: ove

Parpres No. 73 Tahen 2012, Strateg Nexcnw! Prrgeiolass
Ebcostem Mang ove

Prassgn) SK NO. 27 Tohwn 2022 toviang Tots Lukoune Ferndsapan Nle)
Shonaare Kartar (NEX) can datern Prrmmmes LHE Ne, 7 Tusun J023
tertang Tia Corm Ihodugargen Kascn Scex Kefuleras

keduanya. Sedangkan Daya Tampung
Lmgkungan Hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap 7at,
energl. dan/atau komponen lain yang masuk
atau dimasukkan ke dalamnya.

Kajian termutakhir untuk mengukur D3TLH
secara nasional dilakukan pada tahun 2024,
Kajian tersebut mengukur D3T1.11 melaki
perhitungan indeks yang mencakup lima
sumber daya alam berpotens: terbarukan
vakni air, lahan, keanekaragaman hayati,
udara, dan laut. Dengan mengintegrasikan
kelima sumber daya berpotenst terbarukan
ini, maka pemanfaatan lahan ke depan dapat
lebih  terkendali agar tetap tercapai

5
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keseimbangan antara supply dan demand-
nya. Metode vyang digunakan dalam
penyusunan D3TLH saal i1 adalah dengan
metode kinerja jasa lingkungan yang melihat
hubungan antara fungsi lingkungan hidup
vang  memberikan  ketersediaan  jasa
lingkungan hidup (supplys dan memberikan
manlaat bagi manusia dalam produk alam
vang dapat diolah (demand) pada sistem
sosial ekonomi. Informasi dalam D3TLH
menjadt pedoman  dalam  perencanaan

E. Kebijakan RPPLH Nasional

RPPLH Nasional disusun sebagai salah satu
mandat yang terdapat dalam Undang-undang
322009 tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak tahun
2009, belum ada dokumen perencanaan
lingkungan hidup nasional yang menjadi
pavung dan  landasan  perencanaan
pembangunan  khususnya pembangunan
lingkungan hidup di Indonesia. Saal ini
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan [lidup (RPPLII) Nasional
lengah dalam tahapan penetapan dalam
Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan
Hidup (PP PPPLH). RPPLH Nasional
disusun secara bertahap, sistematis, dan
terstruktur dengan mengkaji masalah dan
tantangan PPLH pada wilayah ekoregion
vang harus diperbaiki atau  disclesaikan
sccara  ckologis, serta kemudian dapat
ditransformast menjadi modal sosial dan
ekonomi. Sasaran vang ingin dicapai melalui
RPPLH  nasional adalah  menjaga
keberlanjutan D3TLH pada seluruh pulau di
Indonesia, dan memperbaiki pola konsumsi
terhadap sumber daya alam.

pembangunan baik di nasional dan daerah,
khususnya pada pemanfaatan sumber daya
alam yang berkelanjulan  dan untuk
mengurangi dampak kerusakan lingkungan
hidup. Informasi vang termuat dalam D3TLH
adalah berupa status terlampaui atau belum
terlampaui dalam suvatu wilayah, yang
didefmisikan scbagar perbandingan antara
ambang batas jumlah penduduk yang dapat
didukung oleh D3TLH dengan jumlah
penduduk saal ini.

RPPLH memiliki peran scbagar enabling
enviromment terhadap agenda pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
2030, NDC 2030, Indonesia’s FOILLU Net
Sink 2030, dan target Kunming-Montreal
Global Biodiversity Framework. Sebagal
landasan bagi agenda Indonesia Long-Term
Strategy for Low Carbon and Climate
Change Resilience (LTS-LCCR) 2050 dan
Net Zero I'mission 2060. 1Ji samping itu juga
mendukung dan mewarnai agenda strategis
pembangunan  nasional jangka panjang
(RPIPN) dan Indonesia Emas 2045.
Kemudian berperan sebagai referensi
penyusunan dokumen perencanaan dacrah
dan penyelenggaraan PPLH di  daerah,
hingga menmmngkainya sistem tata kelola
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup termasuk perizinan berusaha berbasis
risiko. Berikut adalah arahan dalam muatan
RIPPLII Nasional hingga 30 tahun ke depan.
Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI)
RPPLH Nasional di tahun 2030 terscbut
menjadi salah satu acuan dalam penyusunan
Rencana Strategis Kementerian LH/BPLH.
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Gambar 1-42 Capalan Target RPPLH Nasional Tahun 2030-2055

Sumber: Miteri Teknis RPPLIT Nasivaal, 2024

F. Potensi Ekonomi sirkular

Potensi ckonomi sirkular di berbagai sektor,
antara lamn pengurangan limbah dan efisiens
sumber daya, penciptaan lapangan kerja
baru, penghematan biaya dan  bemilai
ekonomi, pengurangan emisi karbon dan
dampak lingkungan, serta peningkatan
kemandirian ckonomi. Tanlangan yang
dihadapi menuju ekonomi sirkular, antara
lain kurangnya infrastruktur daur ulang,
pendidikan dan kesadaran masyarakal,
desamn produk eksisting vang kurang sirkular
(produk yang dirancang unluk ckonomi
linear {gunakan dan buang). Salah satu
contoh potensi ekonomi sirkular adalah pada
scktor sampah.

Ekonomi sirkular sampah memfokuskan
pengelolaan sampah sceara berkelanjutan.
Berdasarkan data dari SIPSN, total timbulan
sampah tahun 2024 sebesar 33,98 juta
lon/tshun, Dan Umbunan sampah lerscbul,

59,83 % atau 20,33 juta ton /tahun sampah
vang berhasil di kelola.

Ekonomi sirkular dalam kaitannya dengan
pengelolaan  sampah memiliki  potensi
manlaal yang besar seiring dengan targel
pencapaian Zero Waste 2050. Pada tahun
tersebut pula populasi dunia diperkirakan
akan mengalami lonjakan yang tinggi yakni
mencapal sekitar 10 muliar, Dar tingginya
jumlah populasi yang ada, keberadaan
sumber daya di bumi yang terbatas, seperti
minyak bumi, akan sangat ferancam,
Ekonomi sirkular dapal memberikan cara
baru untuk memitigasi risiko agar bahan
produk dapat memiliki siklus masa pakai
vang lebih lama, schingga dapal digunakan
secara berkelanjutan. Pertumbuban nilai
ekonomi  pemanfaatan sampah  dapat
meningkal  melalui bank  sampah.
Pertumbuhan bank sampah tahun 2015-2023
sebesar 13.906 unit.
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Kegiatan Bank Sampah juga menerapkan
prinsip ekonomi sirkular. Keberadaannya
membenkan  manlaat  ckonomi  kepada
masyarakal, karena adanya nilai
tambah‘added value pada sampah yang
dikoleksi, dipilah, dibersihkan, dan siap jual.
Di tahun 2024 perputaran nilai ekonomi dart
bank sampah scbesar Rpl0,09 muliar, jika
dibagi dengan jumlah nasabah, maka nilai
ekonominya adalah Rp15.600 per nasabah.
Berdasarkan  aplikasi  SIMBA  (Sistem
Informasi Manajemen Bank Sampah), omset
bank sampah tahun 2024 sebesar 10 triliun
rupiah.

Pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh
industri dilaporkan melalur aplikasi SPEED
(Sistem Pelaporan dan Iivaluasi Digital),
dengan nilai ekonomi pemanfaatan limbah
B3 pada tahun 2024 scbesar 24,99 (nliun
rupiah. Pendckatan  ckonomi  sirkular
mendorong  prakik reduce, rewse dan
recovery limbah 133  serta konservasi
sumberdaya. Melalui pendekatan ini, kita
dapat mengekstraks: komponen penting dari
material limbah B3, dan menggunakannya
kembali ke dalam siklus proses produksi,
schingga penggunaan bahan baku baru (raw

G. Perkembangan Pasar Karbon

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian ‘l'arget Kontribusi
vang Dilelapkan Secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional menjadi landasan
pembangunan infrastruktur dan kerangka
pelaksanaan pasar karbon di Indonesia.
Beberapa instrumen yang ditawarkan dalam
peraturan ini, terdiri dari perdagangan
karbon, pembayaran berbasis hasil, dan pajak
karbon, yang lelah dua kali tertunda dan
diperkirakan akan diluncurkan pada tahun

material)-berkurang  secara  signifikan,
disamping mendapat nilai tambah. baik
lerhadap cnergi yvang digunakan dan produk
vang dihasilkan. Dengan pengelolaan
sampah berbasis ekonomi sirkular, Indonesia
dapat mengurangi dampak lingkungan dari
limbah, mengurangi tekanan pada sumber
daya alam, dan menciptakan ckonomi yang
lebih berkelanjutan.

Saat 1, Kementennan LH/BPLH gencar
dalam mengakselerasi target nasional
pengurangan sampah, vyang didalamnya
termasuk juga pada Kkeglatan ckonomi
sickular di tingkat tapak. Salah sam
contohnya di Jakarta Utara pemanfaatan
lahan scempit di Kawasan padat penduduk
mengintegrasikan  urban  farming, dan
pengomposan sampah organik. Dengan
lcknolog: Biopond Maggor dan Central
Maggot, sampah organik dari dapur rumah
tangga diolah menggunakan larva black
soldier flv untuk menghasilkan pakan ternak
berkualitas. Inovasi tersebut selain mampu
mengurangi volume sampah vang dibuang ke
TPA, juga dapat meningkatkan pendapatan
warga dan penguatan ketahanan pangan
keluarga.

2025. D1 antara semua instrumen lersebut,
perdagangan karbon diidentifikasi sebagai
instrumen yang matang dengan mekanisme
cap-and-trade yvang memungkinkan institusi
unfuk mengklaim emisi  inlensif (inggi
mereka dengan membeli Kredit dari aktivitas
lain yang menyediakan stok karbon.

Poin penting lainnya yang menandakan
perkembangan pasar karbon di Indonesia
adalah pcluncuran Bursa Karbon Indonesia
(IDXCarbon). Sejak diluncurkan pada tahun
2023, IDXCarbon telah menjadi platform
utama unluk perdagangan karbon di
Indonesia. Hingga Maret 2025, perdagangan

-
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karbon internasional melalui  platform
IDXCarbon telah mencapai 1.5 juta ton
karbondioksida ckuivalen (1CO2¢).
Indonesia juga aktif dalam perdagangan
karbon internasional, scjalan  dengan
komitmen pada Perjanjian Paris dan hasil
pertemuan COP29. Langkah ini diharapkan
dapat mempercepal pencapaian target NDC,

Dengan terbentuknya pasar karbon, maka
produk perdagangan yang akan
diperjualbelikan adalah kuota karbon dari
sektor yang memenuhi syarat yang disebut
PTBAE-PU dan kredit karbon atauw SPE-
GRK. PTBAL-PU hanya dapat
diperjualbelikan oleh sektor wajib yang
mempunyal  batas  maksimum  cmisi,
sedangkan kredit dapat diberikan dari
berbagai proyek, misalnya proyek restorasi
gambul dan cnoergi terbarukan, di mana
seluruh peserta dapal membeli kredit tersebut
untuk  menghindari emisi, Untuk
berpartisipasi dalam pertukaran karbon,
semua entitas, baik penghasil emisi atau
bukan, harus mendapatkan izin dari Standar
Registri Nasional (SRN), sebagai database
emisi nasional dan memvalidasi kredibilitas
produk dan peserta vang terlibat dalam
pertukaran karbon.

Indonesia ki1 juga sedang  gencar
membangun pasar karbon domestik dan juga
aklif dalam membangun skema perdagangan
karbon internasional, melalui Kesepakatan

H. Kisah Sukses Pelaksanaan Proklim

Proklim (Program Kampung Iklim) adalah
program dengan tujuan untuk meningkatkan
keterlibatan ~masyarakat dalam upaya
miligas: dan adaplasi lerhadap perubahan
iklim yang mulai dilaksanakan tahun 2012,
Program ini mendorong komunitas lokal
untuk berperan aktl dalam perlindungan
lingkungan, pengurangan emisi gas rumah

bersama  ataw  Mutual  Recognition
Arrangement (MRA) dengan negara-negara
luar. MRA imi berlujuan unluk membangun
kesetaraan sistem kredit karbon antara
Indonesia  dan  negara mutra,  serla
memastikan integritas perdagangan karbon
internasional sesuai dengan prinsip TACCC
(Transparent, Accurate, Consistent,
Complete, and Comparable).

MRA dibangun atas prinsip Kesetaraan antara
sistem kredit karbon Indonesia dan negara
mitra. Komponen sistem kredit karbon yang
saling diakui olch kedua negara mencakup
metodologi  aksi  mitigasi, penghitungan
pengurangan emisi sistem pemantauan,
pelaporan, dan  verifikasi (MRV)  serta

sertifikasi  kredit karbon. Di Indonesia,
sertifikasi ini  dikenal dengan nama
Serlifikasi  Pengurangan Emisi  GRK

Indonesia (SPEI). MRA ini memastikan
bahwa sistem Kredit karbon Indonesia diakui
oleh otoritas negara mitra, demi mendukung
pencapaian targel pengurangan emisi GRK
vang diamanatkan oleh Perjanjian Paris,
Penerapan MRA dengan otoritas negara
mitra akan memben dampak signifikan bagi
Indonesia  dalam  perdagangan  Karbon
internasional. Indonesia akan memperoleh
keuntungan yang lebih besar dalam upaya

mitigast  perubahan  iklim sckaligus
memperkuat  posisi  dalam perdagangan
karbon global.

kaca, serta meningkatkan ketahanan terhadap
dampak  perubahan  iklim.  Proklim
mendukung dan memfasilitasi kolaborasi dan
kerjasama  multi-stakeholders.  Kontribusi
pada pencapaian pengurangan emisi GRK
nasional dan meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap dampak perubahan
iklim, dan meningkatkan partisipasi aktif

-
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masyarakat dalam pelaksanaan aksi mitigasi
dan adaptasi.

Kegiatan Proklim terdiri dari aksi adaptasi
perubahan iklim, aksi mitigasi perubahan
iklim, dan Kombinasi Kceduanya (rmitigas:
adaptasi bersama). Beberapa contoh kegiatan
adaptasi, antara lain mengatasi tantangan
terkait  iklim, seperti  pengendalian
kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan
ketahanan pangan, penanganan/antisipasi
kenaikan  permukaan air laut. dan
pengendalian penyakit yang berhubungan

dengan iklim. Contoh kegiatan mitigasi
perubahan iklim. antara lain pengelolaan
limbah  padat/cair, pemanlaatan  cnergl
terbarukan, pengelolaan budidaya pertanian,
peningkatan  tutupan  vegelasl,  serla
pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Program ini telah memfasilitasi aksi mitigasi
iklim wvang sccara Kolekul telah  yang
berpotensi mengurangi emisi GRK sebesar
sekitar 2.5 juta ton CO2e. Perhitungan ini
mendukung clckuvitas aks: mitigasi berbasis
masyarakat dalam Kerangka Proklim.

Gambar 1-43 Peta Sebaran dan Potensi Penurunan Emisi GRK pada Proklim Tabun 2015-2023

Jumlah lokasi yang terdaltar sebagai Proklim
pada tahun 2024 meningkat 101%
dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini
jumlah Proklim lebih dari 12.688 Lokasi.
Pada Laporan Kinerja KLHK tahun 2024
untuk pendetailan partisipasi hanya tersedia
total di nasional belum didetailkan dalam
skala provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah
provinsi peseria meningkal dari 33 provinsi
{2022) menjadi 36 provinsi (2023). Selain
in, jumlah  kabupaten’kota  peserta
meningkal dari 254 kabupaten/kota (2022)
menjadi 346 kabupaten‘kota (2023), atau
sebanyak 67 persen kabupaten'kota di
Indonesia ikul serta dalam pembangunan
Proklim.

Untuk itu diperlukan memberikan apresiasi
terhadap upaya aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan  iklim  berbasis  wilayah
administrasi serta berbasis komunilas yang
terorganisir pada areal kKerja berbasis lanskap
atau unit pengelolaan dan Penguatan
kolaborasi multipihak dalam menjaga
kelestarian dan keselamatan bumi agar target
30.000 lokasi Proklim pada tahun 2030 bisa
terwujud,
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I. Keanckaragaman Hayati

Kceanckaragaman sumber daya hayvau di
Indonesia menawarkan potensi besar untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan di
berbagai  scklor, Polensi i mencakup
penggunaan sebagai sumber pangan bary,
energi biomassa, obat-obatan, bahan baku
hio-based material, peningkatan ketahanan
lerhadap perubahan iklim. alat pendidikan,
dan dava tarik paniwisata (IBSAP 20235-2045,
2025).

Kekayaan keanekaragaman hayati
memberikan kebermanfaatan milal ckonomi
untuk Indonesia. Pada tahun 2022, nilai
ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan
tumbuhan dan satwa liar sebesar UUSD 0.73
miliar dan setara dengan Rp 10,88 triliun72.
Komoditas ekspor tumbuhan dan satwa har
tersebut diperoleh sebanyak 36%  dari
penangkaran dan 64% diambil dan
pemanfaatan berkelanjutan di alam  yang
berbasis kuota.

Untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan
mempertahankan  kelestarian  ekologis,
diperlukan  prinsip  kehati-hatian  dalam
pemanfaatan sumber daya hayatl terutama
spesies vang termasuk kondisi fufly dan over
exploited (IBSAP 2025-2045, 2024).

Indonesia merupakan negara kepulavan di
dacrah tropis dengan keanekaragaman hayali
vang tinggi. Terdapat 22 tipe ekosistem di
Indonesia yang tersebar dari darat hingga laut
serta menyediakan habitat bagi berbagai
spesies, Wilayah darat Indonesia menjadi
mumah bagi populasi 9.70% tumbuhan
berbunga. 14% mamalia, 8.7% reptil, 6.3%
amfibi, 18.6% burung, dan 8.9% ikan tawar
dunia (IBSAP 2025-2045). Sclain ilu,
wilayah laut Indonesia vang terletak di
tengah Segitiga Terumbun Karang (coral

triangle) menjadi  tempatr tinggal bagi
populasi 16% ikan laut, 38,89% mamalia
laut. 56,56% replil, dan 10,54% karang
dunia.

Keanckaragaman havati Indoncsia  juga
berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai
sumber pangan, obat-obatan, energi. dan
material. Keanekaragaman hayati juga
memiliki peran sebagai jasa ekosistem wisata
alam, air, panas bumi, dan Karbon, sehingga
berperan signifikan dalam mendukung
pembangunan. Kekayaan keanekaragaman
hayati im tidak hanya bernilai ekologis, tetapi
juga memiliki potensi ekonomi yang sangat
besar.

Mengacu pada Indonesian  Biodiversity
Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-
2045, Indonesia menempati posisi Kedua di
antara negara-negara mega biodiversity di
dunia berdasarkan potensi keanekaragaman
hayati vang dimilikinya. Indonesia tercatat
memiliki 1.883 jenis burmng, 824 jenis reptil,
403 jenis amphibi, 821 jenis mamalia, 1.246
jenis ikan air tawar, 3478 jems ikan laut,
72.788 jenis invertebrate, 5.137 jenis
arthopoda, serta 66.631 jenis serangga.

Dalam duma flora, Indoncsia lercatat
memiliki 871 jenis jamur, [35 jenis

gymnospermae, serta 24,992 jenis tumbuhan
berbunga (angiospermae).

Berkaitan  dengan  perubahan  iklim,
keanckaragaman hayati Indonesia
menyimpan polensi besar dalam adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, karena Indonesia
terletak di garis ekuator sehingga memiliki
produktivitas penyerapan karbon yang sangat

tingg1 (carbon sequestration). Dengan
demikian, mempertahankan keanekaragaman
hayati Indonesia akan membantu

menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.

o
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J. Potensi Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupaken pemanfaatan
sumber daya laut secara berkelanjutan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi,
memngkalkan  Kescjahlernan  masyarakal
melalui lapangan kerja, serta menjaga
kesehatan ekosistem laut. Dalam hal ini,
ekonomi biru dirancang untuk memastikan
pembangunan di wilayah pesisir dan laut
sejalan dengan keberlanjutan lingkungan.
Kegiatan usaha yvang berpotensi
meningkatkan  ekonomi  biru  meliputi
perikanan, sumber dava mineral, energi baru
terbarukan, minyak dan gas bumi, sumber
daya pesisir dan pulau-pulau  kecil
(aquacuiture), industri  galangan Kapal,
transportasi atau logistik, pariwisata, serta
bioteknologi (Kementerian Kelautan dan
Penkanan, 2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan
17.504 pulau dan ganis pantalr sepanjang
kurang lebih 108.000 km memiliki potensi
ekonomi biru yang melimpah. World Bank
(2019) memperkirakan nilai ckonomi lautan
di Indonesia mencapai lebih dari USD 280
Miliar per tahun. Misalnya dari pariwisata
berbasis  lerumbu  karang  berpolens:
menghasilkan USD 3 Miliar dan produksi
perikanan tangkap laut menghasilkan surplus
perdagangan sebesar USD 412 Miliar
(UNDP, 2022). Peneliti CIDES Indonesia
memperkirakan melalui mangrove
diperkirakan setidaknya USD) 248 Miliar
melalui skema karbon kredit (ICCTE. 2022),
sementara potensi ekonomi biru di Indonesia
melalui blwe carbon dapat mencapai 3.4 GT
atau sekitar 17% dari cadangan di dunia
(Alongi et al, 2016).

Meskipun  berpotensi  besar, namun
pemanfaatan ekonomi lautan di Indonesia
masih  terbatas  pada  sektor-sektor
konvensional. Kontribusi  ekonomi  biru

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
dalam lima tahun terakhir masih relatif
rendah. Rala-rala hanya scbesar 3.6% dan
didominasikan dari aktivitas di  sektor
perikanan, Apabila dilihat dari
pertumbuhannya, ekonomi bimi bertumbuh
sekitar 10.5% per tahun yang berarti terjadi
peningkatan permintaan (erhadap produk
ekonomi bim. Dalam Visi Indonesia 2045,
ekonomi biru diproyeksikan dapat mencapai
12,45% dar PDB Nasional pada tahun 2045 |

Peningkatan  potensi  ekonomi  biru
membutubkan kolaborasi antar pemangku
kepentingan. Dalam  konteks  ini,
Kementerian LH'BPLH bertanggung jawab
terhadap salah satu ckosistem esensial pada
ekonomi bim, yaitu ekosistem mangrove.
Indonesia dikenal sebagai hotspot global
untuk 22,6% mangrove dunia, npamun
berpotensi kehilangan sekitar 52.000 hektar
setiap tahunnya, Hutan mangrove mampu
menyimpan karbon hingga 950 Mg C per
hektar.

Potensi ckosistern mangrove dimulai melalui
pemetaan di tahun 2021 sebelum kemudian
diperbarui  pada tahun 2024 melalui
Keputusan  Menteri LH/Kcepala BPLH
Nomor 290 Tahun 2025, Hasil pemelaan

tersebut  menunjukkan kondist  eksisting
seluas 3.440.403 hektar.

Apabila dibandingkan, maka ekosistem
mangrove pada kondisi cksisting meningkat
76.383  hcklar  atau  sckitar 2,27%
dibandingkan dengan pemetaan tahun 2021.
Hal ini menunjukkan tren positif dalam
perlindungan dan  pemulithan  ¢kosislem
mangrove di Indonesia.

Berdasarkan perscbarannya, kondisi
eksisting mangrove di tahun 2024 terbesar
secara berurutan meliputi Fkoregion Pulau
Papua seluas 1.571.035 ha: Ekoregion Pulau
Kalimantan seluas 720.800 ha; Ekoregion
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Pulau  Sumatera seluas 673.375  ha;
Ekoregion Kepulauan Maluku seluas
236.737 ha, serta Ekoregion Pulau Sulawesi
seluas 138.478 ha. Sementara yang terkecil

secara berurutan berada di  Ekoregion
Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara seluas
36.298 ha, scrta Ekorcgion Pulau Jawa scluas
63.740 ha.

Sumber: Sural Kepulusan Menleri Tingkungan TTidup Kepala BPTIT NG 290 Tihun 2025

K. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan pembangunan seklor
Lingkungan Hidup tidak hanya ditentukan
olch polensi sumber daya alam, (clapi juga
harus didukung oleh sumber daya manusia
vang mendorong pembangunan Kementerian
LHBPLH. Sumber Dava  Manusia
Lingkungan Hidup adalabh individu baik
aparatur, non aparatur dan masyarakat yang
bekerja dan berperan secara akiif pada bidang
lingkungan hidup. Untuk meningkatkan
kualitas dan produktivitas dari  SDM
Kementerian LH/BPLH  baik  aparalur
maupun non aparatur, saat ini tengah disusun
Peraturan Menteri vang mengatur tentang
Manajemen  Pengembangan  Kompetensi
Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup.
vang diharapkan dapal dimplementasikan
dengan baik, Perencanaan dan
penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM

Kementerian LH/BPLLH dilakukan melalui:
4). Perumwusan standar kompetensi untuk
jabatan fungsional binaan Kementerian
LI/BPLH dan standar kompetensi teknis
bidang LH: b). Pengembangan Assessment
Center; ¢). Pemberian rekomendasi dan
registrasi dalam rangka proses penetapan/
penambahan ruang lingkup  Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) bidang LH oleh
Badan Nasional Scriilikasi Profes: (BNSP):
dan d). Pemberian rekomendasi dalam
rangka proses penetapan [Lembaga Sertifikasi
Kompelensi (LSK) Amdal dan KLHS olch
Menteri LH/Kepala BPLH. Berdasarkan data
vang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup
(PPSDM LH) saat ini telah terdata sekitar
1.416 aparatur Kementerian LI/BPLH,
sedangkan untuk SDM non aparatur masth
belum terdata sepenuhnya. Berikut adalah
proyeksi kebutuhan aparatur SDM LH.

- -
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Tabel 1-12 Proveksi Keburuhan SDM JF Bidang Lingkungan Hidup secara Nasional

Gap
SDM LT Jalw tun Fungswonal’ Peluka Fhsisting Kebutuhan Juminh
SDM
Pejabal Pengawas ;
52 554
Vitghmis i 966 5.520 4.554
Apamamr Penyuluh Lingkungan < _
(JF Rinaan TTVRPTIY  Hidup 1R6 5520 2334
Pengendali Dampak
z 1.536 8.280 6.744
Lingkwngan
Sumbser: Dealor PPSDM LIT per tangseal 8 Maei 20235
1.2.2 Permasalahan

A. Meningkatnya Krisis Lingkungan
Hidup Global

Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman yang
serius terhadap ekosistem daratan dan
perairan. Dampak vyang terjadi adalah
meningkatnya suhu permukaan darat dan
laut, meningkalnya inlensilas cuaca ckstrem,
pengasaman air laut, penurunan Kadar
oksigen di laut dan peningkatan tinggi muka
air laul. Hal ini menycbabkan lerganggunya
ekosistem dan memicu redistribusi populasi
spesies karena memaksa spesies untuk
bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi dan
tempat dengan suhu yang sesuai dengan
karakteristik habitatnya. Redistribusi spesies
ini dapat memicu persebaran penyakit hingga
perebutan sumber daya, terlebih perubahan
iklim juga menyebabkan hilangnya populasi
spesies yang berdampak pada
ketidakseimbangan rantai makanan {(IBSAP
2025-2045, 2024). Dampak perubahan iklim
diperkirakan merugikan dunia hingga S16
juta per jam (Newman & Noy, 2023).

Dalam dokumen Kajian Perkiraan Kerugian
Ekonomi  Dampak  Perubahan  Iklim
{Bappcnas, 2020). kerugian  yang
ditimbulkan pada empat sektor prioritas

adaptasi (seklor pertanian, sumberdaya air,
Kesehatan, pesisir dan  kelautan) adalah
sebesar 96,5 trilyun Rupiah dengan perkiraan
peningkatan di tahun 2024 sebesar 12,76%.
Nilai kerugian terbesar adalah pada scktor
pesisir dan kelautan yaitu sebesar 79,9 triliun
Rupiah atau sekitar 0,68% dari PDB
Nasional.

Perubahan iklim juga memicu bencana
hidrometeorologi, berdasarkan data BNPB
dart total 3.771 bencana yang terjadi
sepanjang tahun 2023, lebih dari 98% di
antaranya adalah bencana hidrometeorolog,
scperll banjir, angin puling beliung, dan

tanah longsor, Jumlah in1  meningkat
signifikan  dibandingkan satu  dekade
scbelumnya, mencerminkan dampak

langsung perubahan iklim terhadap kondisi
cuaca elkstrem.

Data indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)
tahun 2021 menunjukkan indeks risiko banjir
kelas lnggl skan terdampak pada lahan
pertanian mencapai  angka persentase
mencakup 80% kabupaten‘kota di Indonesia.
Dalam Roadmap NDC Adaplasi (2020)
Produksi padi dapat mengalami penurunan
hingga 50% ketika suhu mengalami kenaikan
1-25°C dan Curah Hujan mengalami
penurunan hingga 5-25%. Perubahan iklim

>
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Juga meningkatkan risiko serangan hama dan
penyakit tanaman. l.aporan dari Kementerian
Pertanian (2022) menunjukkan bahwa suhu
vang lebih hangat dan pola hujan yang tidak
menentu mempercepat siklus hidup hama
seperli wereng coklat dan meningkatkan
serangan penyakit hawar daun bakteri pada
padi. Hal i menyebabkan Kerugian hasil
antara 10-40% di wilayah terdampak.

Di sektor kelautan, kenaikan suhu permukaan
laut telah menycbabkan pemutihan (erumbu
karang secara masif. Data dari COREMAP-
[.IPI (2021) mencatat bahwa lebih dari 60%
lerumbu karang di beberapa wilayah seperti
Nusa Tenggara dan Papua Barat mengalami
penutihan pada tahun-tahun Il Nifo. 1al ini
berdampak pada penurunan populasi ikan
karang dan mengganggu rantai makanan laut.
D1 dardatan, perubahan iklim menggeser
distribusi geografis berbagai spesies. Spesies
endemik seperti orangutan Kalimantan dan
hanmau Sumalera kehilangan habital akibal
pergeseran zona iklim serta konversi lahan.
Menurut IUCN Red List 2024, lebih dari 150
spesies mamalia di Indonesia  lerancam
punah, dan perubahan iklim menjadi salah
satu faktor utama selain perburuan dan alih
fungsi hutan.

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi
masalah serius di Indonesia. Pencemaran
vang berasal  dann berbagar  sumber,
merupakan ancaman yang serius terhadap
ekosistem dan spesies di dalamnya.
Penanganan pencernaran perlu ditingkatkan
secara optimal untuk mengurangi timbulnya
berbagai  dampak  lingkungan,  seperti
kerusakan habitat, kematian biota, serta
penurunan kualitas lingkungan dan degradasi
ckosistem.  Dampak pencemaran  dapat
mempengaruhi ekosistem yang saling terkait

sehingga perlu upaya penanganan secara
komprehensif (IBSAP 2025-2045, 2024).

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023
mendapat skor 54,59 poin meningkat dari
lahun 2022 dengan skor 53,88 poimn. Hasil
pemantauan terhadap kualitas air sungai pada
816 titik pantau sungai di 38 provinsi. dengan
parameler yang digunakan adalah BOD,
COD, TSS, DO, T- fosfat, fecal coli, pH dan
Nitrat, mengungkapkan bahwa secara umum
kualitas air di beberapa sungar besar di
Indonesia termasuk kategori tinggi paparan
beban pencemaran.

Berdasarkan data Direktorat PPA (2023), 66
% status mutu air sungai di Indonesia berada
pada slatus (ereemar ringan, 13 % lereemar
sedang, 1 % tercemar berat dan hanya 21 %
vang memenuhi baku mutu air kelas 2.
Apabila melihal tren lahun 2015-2023, IKA
berada di kelas sedang dengan kondisi
fluktuatif dan realisast yang sclalu di bawah
target nasional. Menumnnya kualitas air
sungai dapat disebabkan oleh beberapa
faklor, vairlu limbah domestk, indusiri,
pertanian, peternakan, maupun perikanan,
Dari seluruh faktor tersebut, pencemaran
paling besar berasal dan limbah domestk
vang terjadi peningkatan beban pencemaran
sebanyak 4,7 juta ton BOD/tahun.

Menurmmnya kualitas air sungai akibat
limbah domestik dapat dipicu oleh sistem
sanilast yang buruk serla masih banyaknya
masyarakat vang membuang sampah ke
badan air. Sementara dari kuantitas air juga
menunjukkan  kondisi yang  semakin
berkurang terutama di  wilayah Jawa,
scbagian  Sumatera, Bali-Nusa Tenggara,
serta bagian selatan Sulawesi yang
diproyeksikan akan berada pada kondisi
langka/kritis di tahun 2045,

Indeks Kualitas Udara  menunjukkan
peningkatan tahun 2018-2024 dan pada
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status “Sangat Baik”, tetapi pada beberapa
provinsi terjadi tren penurunan indeks
kualilas udara dari lahun 2020-2023, vailu
Banten, Bangka Belitung, Kepulavan Riau,
dan D.I Yogyakarta. Penurunan kualitas
udara in1 discbabkan lerjadi peningkatan
beban pencemar seperti PM:5, SO, NO,,
CO2, dan lainnya. Sumber penycbab utama
adalah dari hasil pembakaran atau buangan
dari kendaraan bermotor terlebih di kawasan
perkolaan,  asap  pabrik-pabrik  indusiri,
pembangkit listrik (PLTU seperti PLTU
Suralaya Banten, Cilacap, dan Ombilin).

Sektor industri diperkirakan menyumbang
515.206 ton/tahun emisi ke udara dari 26.132
perusahaan (PPKL, 2023). Sclain itu, scliap
tahun kita juga masih berhadapan dengan
kebakaran  hutan dan  lahan  yang
memperburuk kualitas udara. Seperti tahun
2023, Indonesia mengalami kebakaran hutan
dan lahan scluas 1,16 juta Ha yang
menyumbang 1827 CO.e ke udara.
Menurunnya kualitas udara juga berimplikasi
pada Kenaikan subu udara vang discbabkan
oleh Iimisi Gas Rumah Kaca (GRK),
perubahan penggunaan lahan, Urban Heat
Island (UHI), dan lainnya,

Salah satu pencemaran udara yang perlu
diperhatikan  adalah  di Jakarta yang
seringkali menjadi permasalahan serims
karena polutan udara sering kali melebihi
ambang batas aman yang ditctapkan olch
standar nasional maupun internasional,
sehingga termasuk kategori tidak sehat.
Polusi udara di Jakarta discbabkan olch emisi
kendaraan bermotor (67,04%), industri
{32,49%), dan pembakaran sampah (0,43%).
Polusi udara dapat menjadi ancaman serius
bagi kesehatan manusia, hewan, dan
lingkungan (UGM, 2024). Pencemaran udara
ini harus ada upaya dalam mengurangi polusi

udara Jakarta, seperti wji emisi kendaraan,
pengawasan industri, dan penghijauan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan
ukuran untuk menilai kualitas lahan suatu
wilayah, Aspck-aspek yang diukur dalam
IKL, vaitu kualitas tanah, kondisi vegetasi,
ketersediaan air, tingkat erosi dan degradasi,
scrta penggunaan dan pengelolaan lahan,
IKL Nasional belum memenuhi target tahun
2023, namun memiliki tren kenatkan positif.
Nilai IKL Nasional mengalami kenaikan 1.07
poin namun masih di bawah target dengan
selisih 2.7 poin. IKI. provinsi yang mencapai
larget 20 provinsi dan I8 provinsi lidak
mencapal target, IKL 16 provins: berada
pada kategori “sangat baik™ dan “baik™,
sedangkan 22 provinsi kategori “sedang”™ dan
“kurang™ (LKJ KLHK, 2024). Sementara
uniuk lahan kritis menunjukkan tren yang
terus menurun tetapi lahannya masih cukup
luas sekitar 14,006 juta hektar pada tahun
2018,

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Nasional
lahun 2024 mceningkat 2,83 pomn. IKAL
semua provinsi berada pada kategori “Baik™,
Berdasarkan IKAL tahun 2020-2024, Aceh,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Banlen, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Sclalan, Goronlalo, Sulawesi
Utara, Sulawes: Tengah, Sulawesi Selatan,
Mahiku, dan Maluka Utara mengalami
peningkatan (LK1 KLITK 2024). Sementara
dari IKL] {Indeks Kesehatan Laut Indonesia).
kondisi dalam 4 tahun terakhir (penode
2020-2024) mengalami perbaikan namun
tidak begitu signifikan karena hanya naik dari
73,16 poin menjadi 76,37 poin. Pencemaran
laut ini diakibatkan dari beberapa faktor
seperti 1,29 juta ton sampah plastik yang
masuk ke laut sctiap lahunnya; kasus-kasus
tumpahan minyvak (eif spili); serta beban
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pencemar timbal yang bersumber dari
aktivitas industri, pelabuhan dan lainnya
vang lidak lerkendali.

Pengelolaan ~ sampah  di  Indonesia
menghadapl tantangan scrivs dengan masth
beroperasinya 343 Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) yang menggunakan metode
open dumping dan lotal 453 TPA yang ada.
Metode ini telah terbukti menjadi kontributor
utama pencemaran lingkungan, termasuk
pencemaran air lanah melalul lindi vang tidak
terkendali dan emisi gas ramah kaca seperti
metana, yang berdampak negatif pada
keschalan masyarakal dalam radius  3-5
kilometer dari  lokasi TPA. Meskipun
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah
mengamanatkan penutupan TPA  open
dumping dalam waktu lima tahun sciclah
diberlakukan, hingga kuartal pertama 2025,
masih banyak TPA yang belum beralih ke
sistem vang lebih ramah hingkungan sepert
sanitary landfill,

Biaya pengelolaan sampah dengan metode
semitary landfill memang lebih tinggi, sekitar
Rp250.000 per ton, dibandingkan dengan
open dumping vang kurang dari Rpl00.000
per ton. Namun, investasi ini sebanding
dengan pengurangan dampak negatif
lethadap  lingkungan  dan  keschatan
masyarakat. Diperlukan komitmen kuat dari
pemerintah daerah untuk mengalokasikan
anggaran yang memadai, minimal 3 persen
dari APBD. guna mendukung transisi ini,
mengingal  saal  1ni o rala-rala  anggaran
pengelolaan sampah hanya berkisar antara
0,1 hingga 0.6 persen dari APBD.

Krisis
Hayati

Kchilangan keanckaragaman hayatl menjadi
salah satn bagian dari riple planetary crisis
(tiga krisis planet) yang dapat mengancam

Kchilangan  Keanckaragaman

pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ini
terjadi ketika suatu spesies tumbuhan,
hewan, dan ckosistem sccara bertahap atau
cepat menghilang vang akan berdampak
besar pada keseimbangan alam, kesehatan
lingkungan, dan  keschatan  manusia.
Ancaman Kkepunahan spesies di tingkat
global telah menjadi perhatian para pihak. Di
tingkat global, sedikitnya 1 (satu) juta spesies
menghadapi kepunahan akibat perubahan
fungst  lahan  dan  laul, pencemaran,
pemanfaatan berlebihan, jenis asing invasif,
dan perubahan iklim. Kerugian ekonomi
dunia akibal kchilangan kceanckaragaman
hayati dan degradasi ekosistem diperkirakan
mencapai $2 hingga $4.5 triliun (7he
Economics of Ecosystems and Biodiversitv,
2008), The Intergovernmental Science-
Policy  Platform  on
Ecosystem Services (IPBES) juga mencatat
bahwa pemicu tidak langsung yang sangat
mempengaruhi - kepunahsn,  antara  lain
demografi dan sosial budaya, ekonomi dan
teknologi. kelembagaan dan pemerintahan,
scrla konllik dan cpidemi (IBSAP 2025-
20435, 2024).

Biodiversity  and

Potensi risiko kepunahan di Indonesia
berdasarkan Red List Index semakin
meningkat, dengan nilai indeks Indonesia
pada tahun 2020 scbesar 0.75 vang lcbih
rendah dari nilai pertama yang dihitung pada
tahun 1993, yaitu sebesar 0.85. Apabila
melihal tren pada periode 2000-2020, indeks
tersebut mengalami perubahan dari 0,82
menjadi 0.75 dalam kurun waktu 20 tahun.
Pcnurunan imi berdasarkan pada kelompok
spesies vang telah ditentukan oleh kategori
keterancaman IUCN Red List of Threatened
Species. Sebanyak 15.336 jenis tumbuhan,
satwa liar dan fungi dari Indonesia tercatat di
IUCN Red List of threatened species dimana
sejumlah 1.274 satwa liar, 1.074 tumbuhan
dan 2 (dua) spesies fungi tercatat dalam

.
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kategori terancam (threatened species).
Sebanyak 200 spesies satwa liar masuk
dalam kalegorni kritis (criticaily endangered),
380 spesies kategori genting (endangered),
dan 691 spesies kategori rentan (vilnerable).
Kelompok dengan spesies lerancam punah
paling banyak adalah Actinopterygii (250
spesics), mamalia (222 spesics), anthozoal
terumbu karang (185 spesies), aves (169
spesies). dan chondrichihves’hiu (127
spesics), Boerbeda dengan salwa liar, untuk
kelompok tumbuhan terdapat 214 spesies
kritis, 392 spesies genting, dan 464 spesies
renlan,

Secara global, faktor langsung penvebab
hilangnya keanekaragaman hayati, antara
lain alih fungsi lahan, eksploitasi secara
langsung vang berlebihan, perubahan iklim,
polusi, dan jemis asing invasil. Faklor
langsung ini  terjadi  akibat  tekanan
pembangunan  dan  ekonomi  serta
peningkatan jumlah penduduk (IBSAP 2025-
2045).,  Penyebab  krisis  kehilangan
keanekaragaman  hayati, antara  lain
perburuan liar dan  perdagangan  satwa,
perubahan iklim, pelusi dan pencemaran, dan

penggunaan sumber dayva alam yang
berlebihan. Dalam satn dekade terakhir
diperkirakan sekitar satu juta spesies

tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman
kepunahan secara global. Di Indonesia,
berdasarkan skenario Business as Usual
(BaU), diprediksikan luas  habilal  akan
berkurang dart 80,30 persen pada tahun 2000
menjadi 49.70 persen pada tahun 2045
(IBSAP 2025-2045).

Indonesia baru memanfaatkan
keanckaragaman hayati scbanyak 3,00% dar1
total potensi yang ada. Sementara itu, potensi
ekonomi sumber daya genetik Indonesia
mencapal USD 1940 miliar atau 1,90%
PDB. Potensi ekonomi maritim juga dapat

mencapal USS1.338 miliar per tahun atau
lebih dari 20 triliun rupiah. Solusi untuk
mengalasi  kehilangan  keanckaragaman
hayati, vaitu pelestarian habitat, pengelolaan
sumber daya yang berkelanjutan, multipihak,
keterlibatan  pemangku  kepentingan, dan
berdasarkan keanfan lokal, serta penegakan
hukum yang kuat,

Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya,
berbagai macam isu lingkungan hidup tidak
hanya berdampak buruk bagi penghidupan
masyarakat. Melainkan juga menimbulkan
konsekuensi potensi kerugian ekonomi yang
linggi. Misalnya saja kebocoran sampah
plastik ke laut berpotensi kerugian ekonomi
mencapai Rp 235 trilmn (BRIN, 2024).
Pencemaran limbah B3 seperti pada
Kawasan Rancaekek di Kabupaten Bandung
dapal  memmmbulkan  kerugian  ckonomi
sekitar Rp 11,4 Triliun {Koalisi Melawan
Limbah, 2016). Kualitas udara yang buruk di
Jakarla  diperkirakan  berdampak  pada
kerugian ekonomi dari aspek kesehatan
masyarakat sebesar Rp 51.2 Triliun (Forum
Udara Bersth Inmdonesia, 2023). Terakhir,
kasus  yang paling terkenal seperti
penambangan timah di Bangka Belitung
vang tidak sesnai regulasi  berimplikasi
merugikan negara dari aspek kerusakan
lingkungan sckitar Rp 271 Triliun (Saharjo,
2024).

Permasalahan tata kelola yang harus
disclesaikan dalam periode perencanaan
2025-2029

Relormasi Birokrasi vang Berdampak

Tata Kelola KLHK, masih menyimpan
s¢jumlah  permasalahan,  Meskipun  nilai
Indeks  Reformasi  Birokrasi  KLHK
menunjukkan tren positif sejak terbentuk
lahun 2015 sampai tahun 2023, D1 mana pada
tahun 2013 sebesar 61,80 poin (kategori B)
pada tahun 2023 naik menjadi 76.52 poin

e\:;‘

Rencana Strategis L+

*

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025-2229

-



- 83 -

Pendahuluan

(kategori BB). Atau bertambah 14,72 poin
{23,82%), namun penguatan tetap harus
dilakukan lerulama dalam aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
(husiness process), dan sumber daya manusia
aparatur, dengan penckanan pada hal-hal
sebagai berikut.

Aspek Kelembagaan

Permasalahan  dalam  aspek  kelembagaan
vang perhatikan adalah pernbahan struktur
kelembagaan baik perubahan struktur
kemenlerian maupun perampingan pejabat
lingkup KLHK menjadi pejabat fungsional
vang tidak seiring dengan peningkatan
budaya kerja sehingga pembahan struktur
organisasi belum memberikan hasil yang
optimal dan masih diperlukan penguatan
kelembagaan untuk  mencapai  tmjuan
pembangunan [LHK secara lebih baik.
Pengualan ini mencakup berbagai hal sepertt
struktur organisasi, sumber daya manusia,
tata kelola. sistem. dan budaya kerja.
Penguatan kelembagaan ini penting untuk
memastikan  bahwa KLHK  mampu
beradaptasi dengan tuntutan perubahan
lingkungan eksternal. menghadapi tantangan
masa depan serta memberikan layanan yang
Iebih  baik  kepada  masyarakal — atau
stakeholder  yang  dilayaninya.  Tujuan
penguatan kelembagaan adalah peningkatan
Elisicnsi dengan mengoplimalkan
penggunaan  sumber dava  {manusia,
keuangan, teknologi) agar lembaga dapat
beroperast dengan lebih clisien. D1 samping
im juga untuk meningkatkan Efektivitas
lembaga dalam mencapal tujuan dan sasaran
strategisnya.  Peningkatan  Akuntabilitas
dalam  penguatan  kelembagaan  juga
memastikan bahwa lembaga berlanggung
jawab atas setiap keputusan dan tindakan
vang diambil. Peningkatan Transparansi dan

meningkatkan Keterbukaan dalam proses
pengambilan  keputusan dan pelaporan
kinerja juga merupakan salah salu lujuan
dalam penguatan kelembagaan.; sesual
dengan kebutuhan dan tuntutan publik yang
selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi
untuk keberhasilan pembangunan nasional,

Aspek Ketatalaksanaan

Peningkalan Aspek Kelalalaksannan  juga
masih perlu mendapatkan perhatian dalam
Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata
kelola wvang baik. Pengualan mckanisme
pengawasan dan Kkontrol internal untuk
memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan
kebijakan merupakan salah satu aspek yang
perlu terus ditingkatkan. Optimalisasi proses
dan sistem:, digitalisasi dan integrasi sistem
informasi  untuk  mempercepat  dan
mempermudah  proses  kerja.  Serta
penyederhanaan  proscdur  dan  birokrasi
untuk meningkatkan efisiensi operasional,
masih harus terus ditingkatkan pada periode
pembangunan 5 lahun ke depan. Peningkatan
koordinasi dan sinergi antar lembaga juga
akan menjadi hambatan dalam pencapaian
fujuan KLHK apabila tidak mendapat
perhatian dalam pencapaian target kinerja.
Mengurangt  (umpang tindih  fungsit dan
meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan
program dan kebijakan juga merupakan salah
satu aspek dalam kelatalaksanaan juga harus
dilakukan terutama pada awal periode
pembangunan Kementerian LH/BPLH tahun
2023-2029 pasca mengalami restrukturisasy’

pemisahan dari KLHK.
Sumber Dava Manusia
Permasalahan dalam Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang perlu

mendapatkan perhatian adalah masih sangat
diperlukan  peningkatan kapasitas dan
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kompetensi  SDM  melalui  pelatihan,
pendidikan. dan pengembangan karier,
penempatan SDM vang lepal sesual dengan
keahlian dan kompetensi mereka dengan
merit  sistem  dalam  jenjang  karier,
membangun budaya kerja yang produktif,
inovatif, dan beronentasi pada hasil dan
memperkuatl nilai-nilal  organisasi  seperll
integritas, kolaborasi, dan profesionalisme.

‘engua uali an dan Peliba
Publik Masih Berkaitan FErat dengan
Penguatan Tala Taksana

Hanya saja, penekanannya adalah pada
koordinasi  dan  kolaborasi  dengan
mengoptimalkan  dukungan  teknologi
informasi dan komunikasi serta layanan
perizinan dan lavanan inlormasi publik.
Hingga tahun 2023, kualitas layanan publik
KLHK menurut Komisi Informasi Publik
(KIP) sudah lermasuk kalegon sangal baik
(4,19) namun masih harus ditingkatkan agar
mencapai layanan prima dan memudahkan
bagi masyarakal vang dilayani,

Penguatan Pengendalian dan Pengawasan
Intemal vang Belum Mencapar  Tingkat

Optimum

Tingkat Maturitas SPIP KLHK pada tahun
2023 tingkat maturitas 3,7 (terdefinisi) dan
masih harus mendapat perhatian agar dapa
mencapal  tingkal  oplimum. Penguatan
pengendalian dan. ‘Tantangan vyang akan
dihadapi antara lain bagaimana
mengoplimalkan peran Inspekiorat Jenderal
KLHK sebagai evaluator dengan dukungan
kegiatan assurance (meliputi audit, review,
pemantanan). consuliing (meliputi bintek dan
pendampingan), dan kegiatan penilaian
mandiri maturitas SPIP.  Peran Eselon I
sebagai pembina penyelenggaraan SPIP
dengan pemenuhan pemyataan maturitas

SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan
pembinaan. Tim peningkatan maturitas SPIP
Esclon I harus melakukan pemantavan dan
evaluasi capaian target maturitas SPIP di
masing-masing  lingkup Eselon [ dan
Evaluasi lormal dan berkala untuk scluruh
sub unsur SPIP (terutama Kkonsistensi
implementasi Kcebyjakan SOP dan undak
lanjutnya).

Penguatan Regulasi D

Bidang LHK yang Belum Menimbulkan
Efck Jora terhadap Pelang par

Meskipun capaian Indeks Reformasi Hukum

sebesar 76,98 poin (kategori baik) namun

beberapa permasalahan yang berkenaan
dengan penguatan dan penegakan hukum

LHK masih perlu diperhatikan yaitu:

a) Peraturan perundang-undangan vang ada
masih perlu dikuatkan dan disinkronkan
unluk menghindan adanya lumpang tindih
peraturan perundang-undangan;

b) Dengan adanya perubahan paradigma dan
perkembangan serla luntutan
pembangunan LHK, maka diperlukan
perhatian  khusus  terhadap  proses
revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi
kebijakan dan peraturan di bidang LHK,
mencakup :

1) Peta peraturan perundang-undangan
vang telah diusulkan dalam kerangka
regulast tahun 2023-2029;

2) Evaluasi terhadap penataan tugas,
fungsi dan kewenangan dari setiap

dirckloral jenderal:

3) Temuan atas peraturan perundang-
undangan  vang  dimlar  belum
harmonis:

4) Penanganan bantuan hukum bidang
LHK., baik perkara perdata, TUN, uj
materi dan pendampingan perkara
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pidana yang belum terlaksana dengan
baik;
¢) Lambalnya penclapan pulusan pengadilan
atas perkara pidana dan/atau perkara
perdata. khususnya yang terkait dengan
kewajiban denda atau ganti kerugian ke
negara, sehingga berimplikasi terhadap
rendahnya  polensi  pencrimaan  negara
bukan pajak terkait dengan penegakan
hukum LHK.
Berbagal permasalahan kelembagaan yang
ada saat ini merupakan tantangan utama
dalam tata kelola KI.HK yang harus dihadapi
dalam periode pembangunan 2025-2029.
Tantangan ini harus dikelola dengan baik
untuk memastikan bahwa capaian dan target
pembangunan yang lelah diletapkan dapat
tercapai, Untuk mengatas: tantangan ini,
diperlukan upaya penguatan kelembagaan
yvang menyeluruh,  lermasuk  dalam,
peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata
kelola, serta peningkatan  clisiensi  dan
efektivitas  operasional. Hanva dengan
mengelola tantangan kelembagaan ini
dengan  stralegr yang  (cpal,  lujuan
pembangunan yang telah direncanakan bisa
terwujud sesuai harapan.

B. Terpisahnya Urusan Kehutanan dari
Kementerian LH/BPLH

Pemisahan kewenangan sektor kehutanan
dart Kementerian LH/BPLH  membawa
tantangan  tersendiri  bagi  efektivitas
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Hutan, vang sclama ini menmjadi baglan
integral  dalam  upaya  perlindungan
lingkungan, memiliki peran penting dalam
menyediakan  jasa  ekosistem  seperti
penyediaan air. penyimpanan karbon, dan
keanckaragaman hayati, Dengan berpisahnya
nrusan kehutanan, Kementerian 1L11/BPLII
perlu memastikan bahwa upaya pelestarian

lingkungan tetap berjalan tanpa kendala,
terutama  dalam  mengelola  dampak
deforestasi,  degradasi  lahan,  secrla
pencemaran akibat aktivitas induswi yang
sebelumnya terkait dengan pengelolaan
hutan.

Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi

vang lcbih  kual dengan  Kementenian
Kehutanan untuk mengintegrasikan
kebijakan  lingkungan  hidup  dengan

pengelolaan hutan, khususnyva dalam miligasi
perubahan iklim, Hutan merupakan penyerap
karbon alami yang berperan dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca, schingga
keberhasilan Indonesia dalam memenuhi
komitmen internasional, seperti Ner Zero
Emission, bergantung pada sinergi antara
kedua kementerian. Di sisi lain, perubahan
struklur kelembagaan 1ni juga berdampak
pada sumber penerimaan negara bukan pajak
{PNBP) Kementerian LH/BPLH, yang tidak
lagi memperoleh  kontnbusi  dan scklor

kehutanan, Untuk mengatasi  hal ini,
Kementerian LH/BPLH perlu  mencari
allernatil  pendanaan  baru,  seperl
pemanfaatan mekanisme pajak lingkungan,
skema  perdagangan  karbon,  serta
peningkatan investasi hijau guna mendukung
program-program keberlanjutan.

Di fengah lantangan lersebul, Kementernian
LH/BPLH juga harus memastikan bahwa
kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia tetap optimal dalam menjalankan
fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan
hukum lingkungan, Dengan kewcenangan
vang lebih terfokus pada pengendalian
pencemaran, pengelolaan limbah, serta tata
kclola lingkungan, kemenlerian imi perlu
memperkuat sistem pemantauan kualitas
lingkungan. meningkatkan daya tawar dalam
negosiast micmasional lerkail perubahan
iklim, serta memastikan bahwa aspek

¢ w e
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lingkungan tetap menjadi prioritas dalam
kebijakan pembangunan nasional.
Kementerian LHBPLH dalam menjalankan
tugasnya pasca-pemisahan ini akan sangat
bergantung pada efektivitas kerja sama lintas
sektor, movasi dalam kebijakan lingkungan,
serta komitmen semua pihak dalam menjaga
kescimbangan ckosistem bagi Keberlanjutan
hidup di masa depan.

C. Perlunya  Reorientasi  Kebijakan
terkait Koordinasi di Bawah Kemenko
Pangan

Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024
Pasal 30, Menteri Koordinator Bidang
Pangan  mengkoordinasikan  beberapa
kementerian dan instansi, salah satunya
adalah Kemenlerian Lingkungan  Hidup
dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi
vang terkait dengan isu di bidang pangan.
Tujuan yang ingin dicapa: dan kebijakan im
adalah agar memastikan kebijakan dan
program vang mendukung ketahanan
pangan, scperli diversilikasi pangan dan
pengelolaan lingkungan vang berkelanjutan,
agar tidak merusak ekosistem dan menjaga
keamanan pangan. Dari kebijakan ini maka
perlu adanya reorientasi kebijakan dalam
Kementerian LHBPLH, seperti fokus pada
pengelolaan  sumber daya alam yang
berkelanjutan (termasuk lahan pertanian),
pengendalian pencemaran dan limbah yang
dapat mengganggu produksi  pangan,
peningkatan  kualitas lingkungan untuk
mendukung pertanian yang produktil, hingga
pengawasan  terhadap  praktik-praktik
pertanian vang merusak lingkungan,

Adapun dalam pertemuan antar kementerian
tersebut, disepakati beberapa Langkah
slralegis vang mempengaruhi kebijakan pada
Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu:

a) Pentingnya upaya perlindungan dan
pengelolaan  ekosistem  mangrove,
schingga perlu  diperkual  dengan
Peraturan Pemerintah, sehingga perlu
percepatan penyelesaian oleh
Kementernian LH'BPLH dibantu
Kementerian Sekretariat Negara,

b) Penyvelenggaraan Nilan Ekonomi Karbon
melalui perdagangan karbon
internasional,  melalui  penyesuaian
lerhadap Perpres Nomor 98 Tahun 2021
dan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022
tentang Tata [aksana Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon lerkail nomenklatur dan
kewenangan Kemenkoe Bidang Pangan
serta aspek perdagangan karbon luar

neger perlu dilakukan,
¢) Upava peningkatan produksi pangan
nasional  dapat  dilakukan  dengan

revilalisasi dan pembangunan jaringan
irigasi dan peningkatan peran penyuluh
perianian

D. Keluarnya Amerika Serikat dari Paris
Agreement

Keluarnya Amerika Serikat dari  Paris
Agreement merupakan salah satu tantangan
besar bagi pendanaan upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim di Indonesia,
Amerika Serikat (AS) secara  resmi
mengumumkan akan menarik diri  dari
Perjanjion Paris pada 4 November 2020
Penarikan diri AS dari Perjanjian Paris
memiliki implikasi yang signifikan bagi
upaya global untuk mengalasi perubahan
iklim, karena AS merupakan produsen emisi
gas rumah Kaca terbesar kedua di duma
setelah China. Keluarnyva AS dari Paris
Agreement secara langsung maupun tidak
langsung berdampak pada Indonesia sepert
dapat  mempersulit pendanaan untuk
penanganan  perubahan iklim {climare
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financing), yang sangat penting bagi negara
berkembang seperti Indonesia. Dari sisi
lingkungan, Indonesia menghadapi rnisiko
meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat
penurunan insentif global untuk pengurangan
emisi, vang akan memperburuk dampak
perubahan iklim dan mengancam target
cnergl  bersith  wvang  (elah  dicanangkan.
Sementara dari sisi ekonomi, keputusan
tersebut berpotensi mempengaruhi investasi
hijau di Indoncsia, terulama karcna AS
merupakan salah safu  negara yang
berkomitmen dalam pendanaan Just Energy
Transition Partnership (JETP). Moeskipun

bukan satu-satunya negara  pendonor,
ketidakpastian ~ komitmen ~ AS  dapat
mengancam keberlangsungan JETP,

menyebabkan Indonesia kehilangan potensi
sumber pendanaan terbesar untuk transisi
energl dan membahayakan keberlangsungan
proyvek-provek  vang sedang  berjalan,
Kepulusan yvang diambil olch AS ini juga
dapat menurunkan aliran investasi hijau dari
perusahaan-perusahaan AS ke Indonesia.
vang sclama im1 menjadi  salah  salu
pendorong pengembangan energi terbarukan
dan proyek ramah lingkungan.

af
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BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian/Badan

2.1 Visi Kementerian/Badan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Nasional  Tahun  2023-2045
menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu
“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Bersatu, Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan™.

Sebagai tahap pertama implementasi RPJPN
Tahun 2025-2045, RPIMN Tahun 2025-
2029 berfokus pada perkuatan  [ondasi
transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Di  dalam RPIMN Tabun 2023-2029
dirumuskan  upaya-upaya  lransformatif
sesual dengan fokus arah kebijakan dalam
Tahap [ RPJIPN Tahun 2025-2045.

Visi Presiden dan Wakil Republik Indonesia
sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor [2 Tahun 2025 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029, yaitu:

“Bersama Indonesia
Indonesia Emas 2045

Maju, Menuju

Visi tersebul dicapal melalui 8 (delapan) Misi
Presiden vang dituangkan dalam 8 (delapan)
Asta Cita:

1. Memperkokoh  ideologi  Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Mcmantapkan sislem perlahanan
keamanan negara dan  mendorong
kemandinan bangsa melalul swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital. ekonomi hijau, dan
ckonomu biru,

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur
dan meningkatkan lapangan kerja yang

berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri  kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di
sentra  produksi melalui peran aktif
koperasi.

4. Mcemperkual pembangunan sumber daya
manusia  (SDM). sains, teknologi,
pendidikan, Keschatan, prestas: olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda (generasi milenial
dan generast  Z), dan  penyandang
disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan darn bawah
untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ckonomi, dan pemberantasan Kemiskinan,

7. Memperkuat reformasi politik, hukum,
dan  birokrasi, serta  memperkuat
pencegahan dan pemberantasan Korupsi,
narkoba, judi. dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan  kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakal vang adil dan makmur,

Asta Cita tersebut selanjutnya dirumuskan
scbagal Prioritas Nasional RPIMN Tahun
2025-2029. Asta Cita memuat 17 Program
Prioritas Presiden vang mencakup rencana
pembangunan di  berbagai sektor serta
langkah-langkah berupa § Program Hasil
Terbaik Cepat/Quick Wins.

Tujuh belas Program Prioritas Presiden
tersebut vaitu:

1. Mencapai Swasembada Pangan. lnergi.
dan Aur.

_
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10.

1.

12.

13

14.

15.

. Penyempurnaan

. Menjamin

Sistem  Penerimaan

Negara.

. Reformasi politik, Hukum, dan Birokrasi.
. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
. Pemberantasan Kemiskinan.

. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

Tersedianya  Pelayanan
Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indoensia:

Peningkatan BPJS  Kesehatan dan
Penyediaan Obat untuk Rakyal.
. Penguatan  Pendidikan, Samns, dan

‘Teknologi, serta Digitalisasi.

. Penguatan Pertahanan dan Keamanan

Negara dan [Pemeliharaan Ilubungan
Internasional yang Kondusif.
Pengnatan Kesetaraan Gender dan

Perlindungan Hak Perempuan, Anak,
serta Penyandang Disabilitas,

Menjamin  Pelestarian  Lingkungan

Hidup,

Menjamin Ketersediaan Pupuk. Benih,
dan Pestisida Langsung ke Petani.
Menjamin ~ Pembangunan  Hunian
Berkualilas Terjangkau Bersanilasi Batk
untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan
dan Rakyat yang Membutuhkan.

Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan
Penguatan UMKM melaluii Program
Kredil Usaha dan Pembangunan Ibu
Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota
Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.
Melanjutkan Hilinisasi dan
Industrialisasi  Berbasiskan ~ Sumber
Daya Alam (SDA), termasuk Sumber
Daya Alam Maritim untuk Membuka
Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya
dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi.

16. Memastikan  Kernkunan  Antarumat
Beragama, Kebebasan  Beribadah,
Pendinan, dan Perawalan  Rumah
Ibadah.

17. Pclestanan Seni Budaya, Peningkatan
Lkonomi  Kreatif, dan Peningkatan
Prestasi Olahraga.

Delapan Program 11asil Terbaik Cepat! Quick

Wins terdiri dari:

1.

. Menyelenggarakan

. Mencetak

. Membangun

Memberi makan siang dan susu gratis di
sckolah dan pesantren, serta bantuan gizi
untuk anak balita dan 1ibu hamil,

pemeriksaan
kesehatan gratis, menuntaskan kasus
TBC, dan membangun rumah sakit
lengkap berkualitas di kabupaten.

dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian dengan
lumbung pangan desa. daerah. dan
nasional.

sekolah-sekolah  unggul
terintegrasi di setiap  Kabupaten, dan
memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu
renovasi.

. Melanjutkan dan menambahkan program

kartu-kartu kesejahleraan  social  serla
kartu  usaha untuk  menhilangkan
kemiskinan absolut.

. Menaikkan gaji ASN (terutama guru,

dosen, tanaga Kesehatan, dan penyuluh),
TNIPOLRI, dan pejabal negara.

. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur

desa dan kelurahan, Banluan Langsung
Tunai (BLT), dan menjamin penvediaan
rumah murah bersanitasi baik untuk yang
membulubkan, {crulama generasi
milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan randah (MBR).

. Mendirikan Badan Penerimaan Negara

dan meningkatkan rasio penerimaan

-
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negara terhadap produk domestik bruto
(PDB) ke 23%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Stralegis dan Rencana Kerja Kementerian!
Lembaga, Kementerian LH/BPLH
merumuskan Visi yang berisi rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Selain berpedoman pada rumusan RPIMN
Tahun 2025-2029, Visi Kementerian LII/
BPLH turut menimbang komitmen Indonesia
dalam mendukung perwujudan pencapalan
lingkungan hidup global. Seperti mendukung
strategi jangka panjang rendah karbon dan

ketahanan  iklim (LI'S-1.LCCR)  yang
dituangkan ke dalam Enhanced NDC

(ENDC) dengan target mengurangi emisi gas
mmah kaca (GRK) sebesar 31,89-4320%.
Visi Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-
2029 wrut mendukung pencapalan target
Zevo Waste Zero Fmission (Z/WZ19) 2050,
Melalui berbagai upaya aksi mitigasi
perubahan iklim, emusi puncak dar scktor
limbah vang akan mencapai 240 juta ton
CO:e pada 2035 akan terus berkurang hingga
mencapal nilai 9 juta ton CO:e di tahun 2060,
Visi inl juga sejalan dengan dokumen
Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman
[layati Indonesia (fudonesion Biodiversity
Strategy and Action Plan/TBSAP) 2025-2045
terutama vang terkait dengan kelestarian
ekosistem, spesies, dan genetik.

Visi Kementerian LH/BPLH 2025-2029 juga
mengintegrasikan komitmen global dalam
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/

Sustainable  Development Goals  (TPB/
SDGs) yang akan dicapai pada tahun 2030.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,
Kementerian L1VBPLIT berperan pada Pilar
Ekonomi dan Pilar Lingkungan khususnya
pada Tujuan 6, 11, 12, 13, dan 14.

Seiring dengan langkah strategis mitigasi
perubahan  iklim, wupayva perlindungan
ekosistem gambut dan mangrove vang diatur
melalui  Rencana  Perlindungan  dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)
dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove (RPPEM) menjadi
pertiunbangan penyusunan Visi Kementenian
LHMBPLH.  Ekosistem  gambut  yang
mencakup 24,67 juta hektar, dengan
cadangan karbon scbesar 46 gigaton,
berperan vital dalam pengendalian perubahan
iklim. Melalui restorasi, rehabilitasi, dan tata
kelola berbasis kesatuan hidrologis gambut
sebagaimana lercantum dalam RPPEG,
Indonesia berkomitmen memulihkan fungsi
hidrologis gambut demi menekan emisi
karbon dan meningkatkan ketahanan
terhadap perubahan iklim,

Sementara itu, ckosistem mangrove seluas
3,44 juta hektar—yang mencakup 20% dari
total global—memperkuat perannya sebagai
penyerap  karbon utama. Rehabilitasi
mangrove yang digariskan dalam RPPEM
ditargetkan mendukung Indonesia dalam
upaya mencapal Zero Emission 2050. serta
berkontribusi pada pencapalan penurunan
emisi GRK hingga 140 MtTon CO e,
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VISI

Mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-
2029, dan mempertimbangkan isu. sasaran
dan targel pembangunan Indonesia baik di
tingkat  global dan nasional,  Visi
Kementerian LH'BPLH Tahun 2025-2029
adalah:

“Lingkungan Hidup yang Lestari untuk
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Menuju Indonesia Emas 2045™

Visi tersebut dyjelaskan sebagai berikut:

¢ Lingkungan hidup yang lestari adalah
kondisi lingkungan hidup yang terjaga
fungsi hngkungannya dan memberikan
Jasa  Lingkungan  Hidup  secara
berkelanjutan  dengan  mengendalikan
pencemaran dan/atan kerusakan
lingkungan hidup.

e Lingkungan hidup vang mendukung
pembangunan  berkelanjutan  adalah
kondisi lingkungan hidup yang mampu
memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat
menjamin - mutu  hidup generasi masa
mendatang dengan upava perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

e Lingkungan hidup yvang menuju Indonesia
Emas 2045 adalah kondisi lingkungan

hidup yang berorientasi  pada
keberlanjulan dan kescimbangan ckologi
untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui penerapan ekonomi
hijau, pengelolaan sumber daya alam
berkelanjutan, dan pembangunan sumber
daya manusia yang ramah lingkungan.

Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan
pembangunan nasional yang berkelanjutan
untuk menjamin Kescjahteraan bagi scluruh
masyarakat Indonesia.

B

e S
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2.2 Misi Kementerian/Badan

Untuk mencapar Visi Kementerian LHY
BPLI 2025-2029, dimmuskan 4 {empat)
misi sebagai gambaran umum atas upaya
vang aken dilaksanakan, Kceempat misi ini
akan menjabarkan RPIMN  20235-2029
Bidang Lingkungan Hidup, menjembatani
penjabaran visi dalam menetapkan tjuan,
serta sesual dengan tugas vang dibebankan
oleh  peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana termuat dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan
dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,
Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024
tentang Kementerian Lingkungan Hidup. dan
Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024
tentang Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup. Misi Kementerian LH/BPLH Tahun
2025-2029 tersebut adalah sebagai benkut:

I. Mewujudkan Kapasitas Lingkungan
Hidup vang Tangguh dan Terjaga.

2. Mewujudkan Lkonomi Ilijau melalui
Pengendalian Lingkungan Hidup yang
Inklusif dan Partisipatil.

3. Mewujudkan  Penegakan  Hukum
Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil.

4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup yang Baik.

Penjabaran dani musi tersebut  diyjelaskan
sebagai berikut:

2.2.1 Mewujudkan Kapasitas Lingkungan
Iidup yang Tangguh dan Terjaga

Indonesia merupakan negara yang kava akan
sumber daya alamnya, dengan
keanckaragaman  hayali  vang  lnggi
ekosistem laut vang melimpah serta hutan
tropis yang luas. Kekayaan alam sebesar ini
scharusnya mampu memberikan
kemakmuran dan  kesejahteraan  bagi
masyarakatnya.

Namun, tantangan lingkungan hidup saat ini
semakin meningkat baik dari faktor eksternal
maupun mlermnal, Faklor ckstermal dengan
adanya triple planetary crisis yang ditandai
berupa  perubshan  iklim,  kchilangan
keanekaragaman hayati (biodiversity loss)
hingga pencemaran lingkungan. Sedangkan
faklor nternal vang bersumber dan pola
konsumsi dan produksi yang tidak seimbang
terhadap ketersediaan sumber daya alam.
Scbagaimana kekavaan alam dapal menjadi
celah bagi para pelaku usaha di sektor
ekstraktif untuk membuka peluang produksi
vang over-cksploilast hingga mcelampaui
ambang batas kemampuan lingkungan.

Kcejahatan  hngkungan  hidup  seperii
pembakaran karhutla dengan sengaja serta
perburuan dan perdagangan satwa liar secara
tlegal juga memberikan dampak hilangnya
fungsi ekosistem secara berkelanjutan. Oleh
karena  itu, Kementerian LH/BPLH
mengusung upaya perencanaan lingkungan
hidup vang efektil guna mengalasi lantangan
lingkungan hidup tersebut, sekaligus tetap
mempertahankan keberlanjutan lingkungan
dalam memberikan kemanfaatan bagi
masyarakal hingga gencrasi mendatang.
Artinva,  lingkungan  hidup  secara
berkelanjutan mampu tferus memberikan
sumber daya dan jasa ngkungan hidupnya
vang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia tanpa menimbulkan degradasi
lingkungan maupun menghabiskan sumber
daya lersebul secara permanen. Ini
menunjukkan perencanaan hingkungan yang
dibutuhkan ~ harus  mampu  menjaga
keseimbangan antara kebutuhan sosial.
ckonomi dan lingkungan schingga generasi
sekarang dan mendatang mendapatkan
kehidupan yang layak dan sehat.

Perencanaan lingkungan hidup yang efektif
dimaksudkan  proses  sistemalis  dan
terstruktur dalam mengelola sumber daya
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alam  secara  berkelanjutan  dengan
mempertimbangkan  batas  kemampuan
lingkungan, Dalam  hal i, scgala

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam sccara konsisten tidak boleh melebihi
kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam
pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang
digunakan dengan bijaksana dan efisien
menyesuaikan pada kapasitas regeneratif
lingkungan. Pelestarian keanckaragaman
hayati vang perlu dipertahankan agar
kualitasnya tetap terlindungi di masa depan.
Hal ini mencakup pada upaya perlindungan
terhadap habitat alami, konservasi spesies
vang terancam punah hingga mencegah alih
fungsi lahan yang kurang ramah lingkungan.

Perencanaan lingkungan hidup yang efektif
juga termasuk pada upaya adapuf, di mana
pengelolaan lingkungan mampu
menyesuaikan diri dalam merespon dinamika
alam vyang terjadi. Dengan demikian,
perencanaan lingkungan harus mampu
mengimtegrasikan  aspek  lingkungan ke
dalam kebijakan pembangunan. Memastikan
bahwa setiap keputusan telah berbasis data
alamiah dan analisis risiko, termasuk sesuai
dengan penilaian instrumen lingkungan
hidup. Sehingga ke depan diharapkan
semakin menmngkatnya kebijakan lingkungan
hidup yang terarusutamakan dalam setiap
Kebijakan Rencana dan Program (KRP), dan
penerapan standar instrumen lingkungan
hidup serta perubahan iklim yang
berkelanjutan.

2.2.2 Mewujudkan Ekonomi 1lijau
melalui Pengendalian Lingkungan Hidup
vang Inklusif dan Partisipatif

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia
menghadapi krisis lingkungan yang semakin
kompleks dan  mendesak—mulai  dari
perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman

hayati, hingga pencemaran yang mengancam
keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem.
Isu-isu global mi tidak lagi bersilal regional
atau  sektoral; mereka telah menjadi
tantangan lintas batas yang memaksa seluruh
negara untuk merefleksikan kembali model
pembangunan mereka.

Selama ini, lingkungan hidup sering kali
diposisikan sebagai "cost center"—sebuah
beban biava dalam pembangunan. Anggapan
ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang

mengorbankan  aspek  ekologis  demi
pertumbuhan  ¢konomi  jangka pendek.
Namun, pendekatan ini terbukti tidak

berkelanjutan dan justru menghasilkan biaya
vang jauh lebih besar dalam jangka panjang,
seperti bencana ekologis, kerusakan sumber
daya alam, hingga risiko kesehatan
masyarakal. Dalam keberjalanannya  pun,
sering kali pendekatan ini  dilaksanakan
dengan pelibatan masyarakat yang sangat
terbatas, menghasilkan pengawasan akan
kegiatan ekonomi vang lemah, terutama di
bidang vang bersifat ekstraktif,

Untuk itu, paradigma ini perlu diubah.
Lingkungan hidup tidak lagi harus dilihat
scbagal beban, melainkan scbagal "porential
revenue" sumber nilai ckonomi baru yang
mendukung pertumbuhan hiyjau, Pendekatan
int menempatkan keberlanjutan sebagai
peluang, bukan hambatan. Penerapan green
economy scbagai kerangka awal ekonomi

bami dapat menjadi peluang, dimana
penerapan  kerangka im  mendorong
pembangunan yang mengedepankan

pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan
efisiensi sumber daya.

Pendekatan ini  membumhkan adanya
peningkatan kapasitas dan ruang keterlibatan
aktif masyarakat dalam 1kut mengawast dan
ikut  serta dalam  perekonomiannya.
Perubahan paradigma ini diharapkan dapat

<%,
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menurunkan potensi bencana
hidrometeorologi dan bencana lingkungan,
schingga sckior lingkungan hidup dapat (clap
menjaga keberlanjutan akan pertumbuhan
pembangunan serta mampu menjaga celah
fiskal dari pembangunan yang ada.

Indonesia saat ini masih sangat bergantung
pada kegiatan ekonomi vang bersifat
ekstraktil’  (brown  economy)  dalam
menggerakkan  perekonomian  nasional.
Karakteristik  kegiatan ekstraktif yang
mengambil  sumber daya alam dan
memanfaatkannya  semaksimal — mungkin
sering mengakibatkan pada kersakan
lingkungan. Kerusakan lingkungan yang
terjadi berdampak buruk bagt kehidupan
manusia;  menurunkan  kualitas  jasa
ekosistem lingkungan dan kualitas hidup
manusia, Sclain ilu, brown economy dinilai
belum mampu memberikan  manfaat
kesejahteraan yang merata Kepada seluruh
kalangan masyarakat. Pergeseran orientasi
perekonomian  dirasa  perlu  semakin
digalakkan untuk menuju ckonomi yang
tidak hanya berfokus pada pertumbuhan
ckonomi semata, tapi juga memastikan
kelestarian lingkungan.

Untuk  ituw.  Kementerian LHBPLH
mengusung  adanva perwujudan ekonomi
hijau dari bidang lingkungan hidup melalui
pengendalian  lingkungan hidup yang
merujuk pada model ekonomi yang mampu
mengatalis kegiatan pengendalian
pencemaran dan‘atau kerusakan lingkungan
hidup untuk semakin marak terlaksana, serta
berdampak secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. pengendalian
pencemaran dan‘atau Kerusakan lingkungan
hidup dijabarkan menjadi 3 (tiga) bentuk

kegiatan, yaitu pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang mendorong
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup menggunakan
prinsip ekonomi sirkular, di mana kegiatan
ekonomi ini bertujuan untuk meminimalkan
sampah dan limbah, mengurangi konsumsi
sumber daya baru serta memaksimalkan
pemanfaatan sumber daya alam melalui
penggunaan kembali material sumber daya.
Penerapan prinsip ekonomi sirkular dapat
membantu - mengurangi  dampak  negatif
terhadap lingkungan, seperti penurunan
kualitas tanah dan air serta emisi gas rumah
kaca. Sclamn 1lu, prinsip imi juga dapat
menciptakan peluang ekonomi baru dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber
daya.

Pengendalian Lingkungan Hidup yang
Inklusif dan partisipatif merujuk  pada
berbagai kegiatan pengendalian pencemaran
dan‘atau kerusakan lingkungan hidup yang
dapat berdampak posiif ke scluruh pihak
vang terlibat dan terdampak. Pengendalian
lingkungan hidup ini berbasis ketiga nilai
lerscbul pada lima matra lingkungan hidup
vaitu air, udara, lahan, keanckaragaman
hayati, dan laut, agar dapat terus-menerus
memberikan manfaat langsung kepada
masyarakal yang terlibal dan terdampak.
Dalam menjalankan misi ini, Kementerian
LIIBPLIT dapat memaksimalkannya melalui
pelaksanaan praktik rendah emisi karbon,
dan ckonomi sirkular hingkungan oleh badan
usaha dan berbasis masyarakat, serta
pemanfaatan mstrumen-instrumen ekonomi
lingkungan hidup telah disusun.
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2.2.3 Mewujudkan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil

Selain mewujudkan kapasitas lingkungan
hidup yang tangguh dan terjaga serta
mewujudkan  ckonomi  hyjau melalul
pengendalian lingkungan hidup, penting
untuk melakukan upaya konkret dan nyata
dalam menjamin keberlanjutan sumber daya
alam serta perlindungan hak-hak masyarakat
atas lingkungan vang schat. Dalam konteks
pembangunan nasional, upaya penegakan
hukum yang lebih adil serta kuat harus
didasarkan pada prinsip Keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan
ekologl, dan keadilan sosial. Penegakan
hukum lingkungan hidup tidak hanya bersifat
represif, tetapi juga mendorong ketaatan,
edukatif dan  berkeadilan  ekologis.
Pencgakan hukum lingkungan hidup yang
adil dan kual menjadi salah satu faktor
pengaman  dari  penguatan  pondasi
transformasi sebagaimana tahap [ (2025-
2029) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN).

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
hidup melalui kolaborasi multi-pihak yang
discrtal  dengan  upaya  lasilitasi dan
pembinaan badan usaha dan/alau kegiatan
dan pemerintah daerah agar penegakan
hukum lingkungan vang knat dan adil merata
di seluruh Indonesia dapat diwujudkan dalam
rangka memastikan Kkeseimbangan antara
pembangunan  dan  kelestarian  alam.
Pendekatan yang menyeluruh diperlukan
untuk mewujudkan pencgakan hngkungan
hidup yang kuat dan adil diantaranya mulai
dari aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas
sumber daya manusia, hingga keterlibatan
masyarakal. Kepastian dan  pencgakan
hukum yang tegas dan adil mendorong
kepatuhan. mencegah eksploitasi berlebihan,
serta memastikan pengelolaan sumber daya
vang berkelanjutan. Sehingga, berbagai asas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup seperti kehati-hatian dan pencemar
membayar (poliuter pav principle) dapal
terlaksana sebagaimana amanat undang-
undang.

2.2.4 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hlidup
vang Baik

Tata kelola yang baik. sering disebut scbagar
Good  Governance, mencakup beberapa
prinsip dan praktik vang dapat meningkatkan
kualitas pemermtahan dan pelayanan publik,
Dalam mewujudkan Misi  Kementerian
LH/BPLH 2025-2029 ini, beberapa langkah
utama untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik adalah memastikan
terlaksananya prinsip transparansi dengan
menyediakan informasi yang jelas dan
mudah diakses kepada publik tentang
kebrjakan, Keputusan, dan anggaran,

Transparansi membantu mencegah korupsi
dan memastikan bahwa masyvarakat dapat
mengawasi tindakan pemerintah.
Akuntabilitas dengan memastikan pejabat
pemerintah dan lembaga harus bertanggung
jawab atas tindakan mereka dan hasil yang
dicapai. Akuntabilitas dapat ditingkatkan
melalun mekanisme pengawasan, audit, dan
pelaporan yang efektif.

Partisipasi publik didorong agar masvarakat
dilibatkan  dalam proses  pengambilan
keputusan melalui konsultasi publik, [orum
diskusi, dan mekamsme partisipas: lainnya,
Ini  memastikan bahwa kebijakan dan

program pemerintah mencerminkan
kebutuhan dan  aspirasi  masyarakat.

Penckanan pada cfcklivilas dan efisicnsi tala
kelola Kementerian LH/BPLH dilakukan
dengan cara yang efisien dan efektif untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Ini lermasuk
perencanaan yang baik, manajemen yang

<

R o
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efektif, dan penggunaan teknologi untuk
meningkatkan pelayanan. Keadilan dalam
pelaksanaan cood  governance di
Kementerian KLH/BPLH dilakukan dengan
prinsip bahwa kebijakan dan layanan publik
diterapkan  secara  adil dan  tidak
diskriminatif. Keadilan sosial dan ekonomi
harus memadi prioritas, dengan perhatian
khusus kepada kelompok-kelompok yang
terpinggirkan.

Sistem hukum yang kuat dan independen
penting untuk melindungi hak-hak warga
negara dalam menjaga Ketertiban sosial. Tata
kelola yang menjaga integritas tinggi dan
bebas dari konflik kepentingan. Etika dan
kode etik harus dipegang feguh untuk
mencegah praktik korupsi dan
penyalahgunaan wewenang, menjadi Misi
Kementerian  LHBPLH  dengan  (erus
menjaga keterbukaan dalam pengambilan
Keputusan vang dapat dipahami oleh publik
dengan jelas.

Hal mi termasuk mendokumentasikan
keputusan dan alasan di baliknya, serta
menyediakan mekanisme bagi masyarakat
untuk memberikan masukan. Pemanfaatan
tcknologr  mformasi  dengan Sislem
Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) terus

didorong untuk  dapat  meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan partisipasi.
Penggunaan  e-Government dan  plallorm
digital dapat mempermudah akses informasi
dan pelayanan publik. D1 samping 1tu,
evaluasi  berkala dalam tata  kelola
pemerintah yang baik harus dipastikan untuk
mempertimbangkan bahwa Kebijakan dan
praktik yang ada masih relevan dan efektif.
Proses evaluasi harus melibatkan umpan
balik dari masvarakal dan melakukan
perbaikan yang diperlukan.

Implementast prinsip-prinsip int memerlukan
komitmen dari semua pihak, Dengan kerja
sama dan dedikasi, tata kelola pemerintahan
vang baik dapal lercapal serta meningkatkan
kualitas hidup masyarakar dan memperkuat
demokrasi. Pembangunan lingkungan hidup
harus dikelola dengan (ransparan, clisicn,
dan kompelitif, schingga dapat mendukung
pembangunan nasional yvang berkelanjutan
serta memberikan pelayanan publik yang
optimal. Pendekatan ini menitikberatkan
pada integritas, akuntabilitas, dan inovasi
dalam mengelola sumber dayva alam,
mengatasi tantangan lingkungan, serta
meningkatkan Kesejahteraan masyarakat,

L
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2.3 Tujuan Kementerian/Badan

Tujuan Kementerian LIVBPLH merupakan
penjabaran dart Visi dan Misi Kementerian
LH/BPLH vyang berperan penting dalam
mendukung pencapaian Prioritas Nasional
vang s¢jalan  dengan Visi dan  Misi
Kementerian LHBPLH. Adapun Prioritas
Nasional yang dimaksud adalah:

1. PN-2: Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi,  air,
ekonomi syariah, ekonomi digital,
ckonomi hijau. dan ekonomi biru

2. PN-8:  Memperkvat  penyelarasan
kchidupan  yang harmonis  dengan
lingkungan alam dan budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat
beragama unluk mencapal masyarakal
vang adil dan makmur,

I'ungsi dan peran Kementerian 1.11/BPLI
juga substantif  mendukung
pencapaian pada Prioritas Nasional berikut:

3. PN-5: Tujuan 1ni mencerminkan
harapan kondisi yang akan dicapai
secara umum dan selanjutnya dirinci ke
dalam Sasaran Strategis Kementerian
LH/BPLH.

secarda

Tujuan Kementerian LHBPLH mengacu
pada empat fungsi dan peran strategis
Kementerian  LH/BPILH  yang  akan
menenlukan lingkungan hidup Indonesia ke
depan, meliputi;

L. Environmental Safeauard dengan
mengurangi dampak negatif atan kerugian
pembangunan terhadap kondisi
lingkungan hidup dan masyarakal:

2. Maximum Protection dengan melhindungi
kondisi lingkungan hidup sebagai modal
alam dan modal sosial;

3. Corrective Action dengan memulihkan
kondisi lingkungan hidup yang rusak dan
penegakan hukum lingkungan hidup;

4. Oprimizing Value dengan meningkatkan
nilai tambah dari pengelolaan lingkungan
hidup.

Environmental Safeguard

* Perencanoan ingkungan hidup wilayah dan saktor
* Pengandallan dampak lingkungan usana & kegiatan
* Imventansasi Lingkungan Hidup

Corrective Actlon

+  Pernuiihen kualitas lingkungsn
*  Permpaksn bukomn lingkorgar Mdup

Maximum Protection

* Pengendalisn pencomaran & kerusskar

* Konsevasi Sngkungan hidup

* Pengelosnn sarmpsh, limbah, & B3

* Pangendalian peruashan ilim

+ Satern informas lingkungan hidup

* Kamparye, informaost, don edukast Lingkungan

Optimizing Value

* Ekoncmi sirkular

*+  Nilai akonami karbon
Ingtrumen akonceni Linghungan Hidup

*  Mandayagunakan soteral ekosigiem umuk penghidupen
masyankat loksl

Gambar 2-1 Fungsi dan Peramn Stralegis Kernenlerian
LH/BPLH

Dengan demikian, keempat peran strategis
tersebut akan didetailkan menjadi Tujuan
Kementerian [LH/BPLH dalam periode
pembangunan lahun 20235-2029 meliputi:
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Tujuan

Keempat peran strategis tersebut menjadi
pembentuk Tujuan Kemcenlennan LHBPLH
dalam periode pembangunan tahun 2025-
2029 sebagai berikut.

Meningkatya kapasitas lingkungan hidup yang
tangguh dan terjags 1
(Irdikator: Induks Daya Dukung dyn Deays Tampun )
Lingkungun Hidup)

Meningkatnys ekonomi hijsu dari pengendalian
lingkungan hidup yany inklusif dan partisipatif
[Indikatee: Indeks Kualitss Lingkun gan Hidup dan 2

Petumbuhan niai ekonoers dan pengelolaan
Bnpkungan hidug)

Mw mmmmm
: pengslolaan lingkungan hidup
{Indiator: Peracntase ketantan pelaki usana atau
mmmﬂmmmmwmm
mnmummmmp)

2.4 Sasaran Strategis Kementerian/

Badan

Sasaran strategis adalah kondisi vang hendak
dicapai oleh Kementerian LH/BPLLH pada
lahun 2029, yang mencenminkan pengaruh
vang ditimbulkan oleh kinerja kegiatan dan
program vang disusun dalam menciptakan
hasillowfcome.  Sasaran  strategis  juga
merupakan ukuran pencapaian Kementerian
LH/BPLH yang dirumuskan sesuan dengan
sasaran pembangunan yang termuat dalam
RPIMN 2025-2029.

Sasaran ini disusun berdasarkan tugas dan
fungsi Kementerian, serta menggambarkan
dukungan baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional, yang dirumuskan

dengan jelas dan terukur. Sasaran Strategis
Kementerian [LH/BPLH dalam periode
pembangunan  2025-2029  adalah  scbagal
bertkut:

2.4.1 Sasaran Strategis untuk Tujuan 1

Tujuan pertama i disusun
untuk menmgkatkan Kkapasitas  lingkungan
hidup yang tangguh dan terjaga, yang sejalan
dengan peran dan fungsi Kementerian LH/
BPLH pada aspck environmental safeguard
Dalam konteks ini, upaya-upaya pada
perencanaan lingkungan mengedepankan
pada melindungi dan memimmalkan dampak
negatif pembangunan terhadap lingkungan
hidup dan masyarakat, sekaligus memastikan
keberlanjutan modal alam dan modal sosial
sebagal prioritas tertinggi. Sehingga, sasaran
strategis pada tujuan 1 diarahkan pada
penguatan upaya untuk meningkatkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
melalur penguatan Kebijakan perencanaan
bidang lingkungan hidup

Manirgkatnya Daya Dukung dan Daye Tampung
Linghkungan Mickip

Incikator Kinerja Sasamn Strategs:
Indeis Dyya Dukung dsn Days Tsmpung Lingkungan Hidup

Ea.-.l:u‘nn Stratagis 1

2.4.2 Sasaran Strategis untuk Tujoan 2

Tujuan kedua ini disusun untuk mewujudkan
ekonomi hijau melalui pengendalian dampak
lingkungan yang inklusil dan partisipatif,
vang sejalan dengan peran dan fungsi
Kementerian LH/BPLLH pada aspek
maximum protecrion, dan optimizing value.
Sehingga, sasaran strategis pada misi ini
diarahkan pada pengendalian lingkungan
hidup  (pengendalian  dampak  dan
pengendalian perubahan iklim). Terdapat dua
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sasaran strategis pada tujuan in o yaitu
meningkatnya kualitas lingkungan hidup
vang adaptil lerhadap perubshan iklim dan
meningkatnya nilai tambah ekonomi dari
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Meninghstrisn Kualitas Unghurgen Hidup yang Adepti terhadap
Porubahan hllm

Inzihonze Koo Ssoane Somoga:

= ingeks Ko e Undirgan Heup

= Indekx K ners Penaslo.as s Sarrpah [IE%)

« Indekes Ingsioians Seens kot mae sl

= Penmbtais penuronen ames GHX com S anksor NUL yue g arinies
@organ pembangunan e-doh @rbon

B p—

Maningatnys Nilst Tanhsb Fincams dar Parlindungan das
Pergololoos Unglargan Hidup

ndikaner Kinerja Gosony uategs

+ Portumbuhan nilai e koo dar pengelolay inghungan hidup

< Niwi P atimasn Nagioo Bubsn Puak (PSP Fugsio wl
KLUHUBPLA

Sasaran Strategis 2

2.4.3 Sasaran Strategis untuk Tujuan 3

Tujuan ketiga disusun untuk mewujudkan
penegakan hukum lingkungan hidup yang
kuat dan adil yang sejalan dengan peran dan
fungsi Kementerian LIIBPLIT pada aspek
corrective action. Schingga, sasaran siralegis
pada mis1 im diarahkan pada penguatan
penegakan hukum lingkungan hidup yang
melibatkan lintas sektor, termasuk melalui
upaya fasilitasi dan pembinaan badan usaha
dan/atau kegiatan dan pemerintah daerah

™ » wkan Huk Ling

Sektor

Hidup Lintas

Indikator Kineda Sssarar Strataga:

Porsentase ketastsn pelaku usahs sau kegacan aslam
perznan dan paratu-al perundang-andangan tica g
Usgkungan hidup

Sasaran Strategis 3

2.4.4 Sasaran Strategis untuk Tujuan 4

Tujuan keempat disusun untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan di  bidang
Lingkungan Hidup yang bersih. efektif, dan
berdaya saing yang scjalan dengan peran dan
fungsi Kementerian LH/BPLH pada aspek
environmental safeguard, corrective action,
maximyum protection, dan, oprimizing valie,
Untuk i, diperlukan sebuah tata kelola
Kementerian LH/BPLH yang efektif, lincah,
kolaboranf, profesional, dan berdampak
melalui sejumlah upaya kunci, antara lain
SDM LH yang memenuhi SKKNI Bidang
LH, pengembangan SPBI Satu Data LI, dan
pelaksanaan layanan perkantoran secara
Umum.

Manrghotyyo Tata Kelolo Pemerintahan Dighal yong
Efaktir, Livcan, Kotaborati, Profesionn, can Bardampak

Inaikaree Kinaeja SREamn SEenagis
Indeka Ax'cemasi Bicohrag

Sn:ernn Strategis &4
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2.4.5 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Renstra Kementerian  LH/BPLH - Tahun
2025-2029 menerapkan sebagian cakupan
manajemen  kinerja yaitu perencanaan
slralegis, serta pemantauan dan cvaluast.
Perencanaan strategis vang dimuat dalam
Renstra ini terdiri atas perencanaan kinerja
dan perencanaan pengelolaan sumber daya.

Perencanaan kinerja dalam Renstra memuat

struktur Kinerja meliputi Sasaran Strategis,

Sasaran  Program, Sasaran  Kegiatan,

Indikator Kinerja. dan Target Kinerja, yang

sclanjulnya akan dijabarkan pada Bab-bab

berikutnya, Sedangkan perencanaan
pengelolaan sumber daya terdiri atas 5 hal
vaitu:

1) Pencantuman indikator kinerja atas
prioritas  pembangunan  dalam RPIMN
Nasional yang mencakup arahan Presiden
dan‘atau pelaksanaan tugas dan fungsi
K/I., sebagai indikator kinerja dalam
Renstra;

2) Peningkatan Kualitas desain pelaksanaan

Program, serta kesiapan dukungan K/L
dalam melaksanakan arahan Presiden;

3) Penyusunan identifikasi risiko pencapaian
Sasaran Strategis;

4) Kesesnaian target dengan ketersediaan
anggaran bailk yang bersumber dari
pemenntah APBN maupun
nonpemerintah sumber pendanaan lainnya
yang sah  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan; dan

5) Pengelolaan organisasi dan sumber daya
manusia,

Identifikasi  risiko  Sasaran  Strategis
merupakan proses yang bertujuan untuk
mengenali dan mencentukan nisiko  yang
berpengaruh terhadap pencapalan Sasaran
Strategis K/L. Risiko Sasaran Strategis
mempakan efek dari ketidakpastian terhadap
pencapaian Sasaran Stralegis.

Beberapa indikasi risiko Sasaran Strategis
yang merupakan penugasan RPTMN Tahun
2025-2029 kepada Kementerian LH/BPLH
adalah terkait dengan Sistem Persampahan.

Tabel 2-1 Tdentifikasi Indikasi Risiko Penugasan RPTMN Tabun 2025.2029 kepada Kementerian LTTRPILH

1 I2.5881
Meningkatnys kualitas lingkungan
hidup yang adaptif terthadap perubahan

Ketidaksinkronan antar K/1. dalam
program/‘kegiatan pengelolaan sampah sesuai
kondisi “darurat sampah™

tklim

Rendahnya peningkatan kesadaran masvarakat
dalam memilah sampah Rumah Tangga

TPS3R tidak beroperasi optimal jauh dibawah
kapasitas yang direncanakan

Tingkat layanan Pemda dalam pengelolaan sampah
untuk masyarakat masih rendah

Semakin banyaknya bank sampah yang sudsh
berdiri, mengurangi operasionalnya atau tidak
beroperasi lagi
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BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan

3.1 Arah  Kebijakan dan Strategi
Nasional

3.1.1 Rencana  Pembangunan
Menengah Nasional 2025-2029

Jangka

Memasuki periode pembangunan pertama
dart RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN
Tahun 2025-2029 berfokus pada penguatan
transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Vis1 Presiden dan Wakil Republik Indoncsia
sebagaunana tertuang dalam  Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembuangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029 vaitu “Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas
2045".

Dengan mempertimbangkan modal dasar
vailu jumlah penduduk, sosial budaya,
kekayaan alam, kekuatan maritim, serta
capaian pembangunan yang sudah dilakukan
pada periode pembangunan sebelumnya serla
faktor eksternal megatren global, perubahan
iklim, daya tampung. dan daya dukung seta
pencapaian pembangunan. Visi Presiden dan
Wakil Presiden tersebut dicerminkan
kedalam  delapan musi Asta Cita, yang
memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8
Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins.

Dclapan Misi Asta Cita tersebut yaitu:

I. Memperkokoh  ideologi  Pancasila,
demokrasi, dan hak asas: manusia (HAM),

2. Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ckonomi digital, ¢konomu hijau, dan
ekonomi bin.

3. Mclanjutkan pengembangan mfrastrukiur
dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di
sentra  produksi melalun  peran  aktif
koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya
manusia  (SDM). sains.  (cknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda (gencrasi mulenial
dan generast Z), dan penyandang
disabilitas,

5. Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai
lambah di dalam neger.

6. Membangun dari desa dan dar1 bawah
untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi. dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum,
dan  birokrasi, serta  memperkual
pencegahan dan pemberantasan Korupst,
narkoba, judi. dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan  kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya., serla peningkalan loleransi
antarumat  beragama untuk mencapai
masyarakat vang adil dan makmur.

Asta Cita tersebur selanjutnya dirnmuskan
sebagai Prioritas Nasional RPIMN Tahun
2025-2029, Asta Cita memual 17 Program
Prioritas Presiden yang mencakup rencana
pembangunan di berbagai sektor serta
langkah-langkah berupa 8 PHTC/Quick

D
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Wins. Tujuh belas Program Prioritas Presiden
tersebut yaitu:

6.

10.

1L

13.

14.

Mencapai Swasembada Pangan, Iinergi,
dan Air.

Penyempurnaan  Sistem  Penerimaan
Negara.

Relormast  poliik, Hukum, dan
Birokrasi.

Pencegahan dan Pemberantasan
Kompsi.

Pemberantasan Kemiskinan,
Pencegahan dan PPemberantasan
Narkoba.

Menjamin  ‘Tersedianya  Pelayanan
Keschatan  bagi  Seluruh  Rakyat

Indonesia: Peningkatan BPIS Kesehatan
dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.

Penguatan Pendidikan, Sams, dan

Teknologi, serta Digitalisasi.

Penguatan Pertahanan dan Keamanan
Negara dan Pemeliharaan Hubungan
Inlcrnasional yang Kondusil,

Penguatan Kesetaraan Gender dan
Perlindungan 1lak Perempuan, Anak,
serta Penyandang Disabilitas.

Menjamin  Pelestarian  Lingkungan

Hidup.

. Menjamin Ketersediaan Pupuk. Benih,

dan Pestisida Langsung ke Petani,
Menjamin ~ Pembangunan  Hunian
Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik
unluk Masyarakat PerdesaanPerkolaan
dan Rakyat yang Membutuhkan.

Meclanjutkan Pemcerataan Ekonomi dan
Penguatan UMKM melalui Program
Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu
Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota
Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.

15.

16.

17.

Melanjutkan Hilirisasi dan
Industrialisasi  Berbasiskan ~ Sumber
Daya Alam (SDA), termasuk Sumber
Daya Alam Maritim untuk Membuka
Lapangan Kerja yang Secluas-luasnya
dalam Mewujudkan Keadilan I’konomi.

Memastikan Kerukunan  Antarumat
Beragama, Kebebasan  Beribadah,
Pendinan, dan Perawalan Rumah
Ibadah.

Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan
Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan
Prestast Olahraga,

Delapan PHTC/Quick Wins lerdin dari:

1.

r

Mcemberi makan siang dan susu gratis di
sckolah dan pesantren, serta banluan gizi
untuk anak balita dan ibu hamal.

Menyelenggarakan pemeriksaan
kesehatan gratis, menuntaskan kasus
TBC, dan membangun rumah sakit
lengkap berkualilas di kabupalen.

Mencetak dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian dengan
lumbung pangan desa, daerah. dan
nasional.

Membangun  sckolah-sckolah unggul
terintegrasi di setiap kabupaten, dan
memperbaiki  sekolah-sekolah  yang
perlu renovasi.

Melanjutkan ~ dan  menambahkan
program kartu-kartu kesejahleraan sosial
serta kartu nsaha untuk menghilangkan
kemiskinan absolut.

Menaikkan gaji ASN (terutama guru,
dosen. tenaga Kesehatan. dan penyuluh),
TNLPOLRI, dan pejabal negara.

Melanjutkan Pembangunan infrastruktur
desa dan kelurahan, Bantuan Langsung
Tunai (BLT). dan menjamin penyediaan
rumah murah bersanitasi baik untuk

-
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yang membutuhkan, terutama generasi
milenial. generasi 7, dan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara
dan menmgkalkan rasio  penerimasan
negara terhadap produk domestik bruto
(PDB) ke 23%.

RIPIMN Tahun 2025-2029 telah menetapkan
sasaran pembangunan nasional yang terukur
vang  menggambarkan  Kondisi  yang
diharapkan dalam mencapai penurunan
kemiskinan. peningkatan sumber daya
manusia, dan periwmbuhan ckonomi tinggl
berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan
tersebut juga diperkuat dengan sasaran pada
aspek politik uar negeri dan lingkungan.

Untuk mengoptimalkan pencapalan target
terscbul, pemngkatan partisipast  seklor
swasta menjadi kunci, baik dalam bentuk

pendanaan, inovasi teknologi, maupun
penerapan praktik industri yang
berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah
dan dunia usaha akan memperkuat transisi
menuju pembangunan rendah emisi yang
tetap mendorong pertumbuban ekonomi.
Dengan demikian, integrasi indikator GRK
dan IKLH dalam RPIMN menjadh fondasi
kebijakan yang menegaskan bahwa bidang
lingkungan hidup dapat dan harus menjadi
penggerak ulama  pertumbuhan  ckonomi
nasional.

Kinerja-Kementerian  LH/BPLH  disusun
berdasarkan agenda pembangunan yang
tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029,
dan mandat tugas dan lungs: scbagaimana
Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024,
Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024,
dan Peraturan Mcentenn LH/Kcpala BPLH
Nomor | Tahun 2024,

-
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Kebijakan Nasional Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals (TPB/ SDGs) 2030

Selain  RPJMN  sebagai  dokumen
perencanaan  jangkah mencngah, penting
untuk melihat komitmen Indonesia terhadap
pencapaian TPB/SDGs. Pelaksanaan
Pencapaian I'ujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia pertama kali
diatur melalul Peraturan Presiden Nomor 59
‘Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada
dasarnya RPIMN Tahun 2025-2029 sudah
mengamsutamakan  TPI/SDGs  dalam
dokumennya. dan bahkan sudah
dumplementasikan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,
vang lebih lanjut mengharuskan pemerintah
untuk  terus  mendorong  translormasi
pembangunan dan menyeimbangkan dimensi
sostal, ekonomi, Kesehatan, dan lingkungan
agar keberlanjutan pembangunan dan
kesejahteraan dapat terwujud, serta tidak saja
unfuk generasi saal ini DAMUN Juga generast
mendatang.

Pelaksanaan TPB/SDGs menegaskan prinsip
5P, yallu Planet (mencegah bumi  dari
degradasi lingkungan). People
(penanggulangan kemiskinan, kelaparan, dan
kesenjangan), (menciptakan
kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan
hidup), Peace (menciptakan kedamaian dan
pelibatan sosial bebas dari rasa bahaya dan
takut), dan Partnership (kemitraan untuk
pencapalan tujuan pembangunan
berkelanjutan).

Prosperity

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan
nasional dalam upaya untuk
menyejahterakan masyarakal yang terbagi
dalam 4 (empat) pilar meliputi  Pilar
Lingkungan. Pilar I’konomi, Pilar Sosial. dan
Pilar Tata Kelola, serta mencakup 17 Tujuan

(lihat Gambar 3-6). Kementerian LH/BPLH
sebagai kementerian‘lembaga yang
membidangl  urusan  perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup berperan
strategis dalam pencapaian TPB/SDGs. Hal
ini dimnjukkan pada keterkaitan beberapa
tujuan  tersebut vang diampuh oleh
Kementerian LH/BPLH, seperti musalnya
Tupan 6 terkait kualitas air, Tupan 11
terkait kualitas udara, dan Tujuan 15 terkait
keanckaragaman hayati (lebih lengkap lihat
Sub Bab 3.2). Pelaksanaan TPB/SDGs di
Kementerian LH/BPLH pada prinsipnya
ialah upaya pencapalan kinena dari scluruh
program vang ada, karena nilai yang diusung
dalam pembangunan lingkungan hidup 1alah
pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.2 Prioritas Nasional 2025-2029

Terpilihnya Presiden baru dan terbentuknya
kabinet baru, mencgaskan bahwa arah
pembangunan nasional 5 tahun ke depan
untuk dilakukan secara transparan, terukur
dalam  mencapai  Indonesia Emas 1945
dengan internalisasi Asta Cita ke dalam
Prioritas Nasional:

1) Memperkokoh  ideologi  Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia.

2) Memantapkan  sistem  pertahanan
keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul
swasembada pangan, energi, air
ekonomi syariah, ekonomi digital,
ckonomu hijau, dan eckonomi biru,

3) Melanjutkan pengembangan
infrastruktur dan meningkatkan
lapangan  kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan,

mengembangkan ndustri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di
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sentra  produksi melalui peran aktif
koperasi.

4) Memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM). sains, teknologi,
pendidikan, keschatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda (generasi milenial

dan generasi /), dan penyandang
disabilitas.

5) Meclanjutkan hilinsas: dan
mengembangkan  industri  berbasis

sumber daya alam untuk meningkatkan
nila tambah di dalam negen.

6) Membangun dari desa dan dari bawah
untuk  pemerataan ckonomu  dan
pemberantasan kemiskinan.

7) Memperkuvat reformasi politik, hukum,
dan  birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi,
narkoba, judi, dan penvelundupan.

8) Moemperkual penyelarasan  kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan alam

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan Keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air,
ckonomi syariah, ckonomi digital, ckonomi
hijau, dan ekonomi biru.

Sasaran Utama

RPIMN Tahun 2025-2029 telah merumuskan
enam Sasaran Utama dan total 26 Indikator
pada Prioritas Nasional 2, sebagai berikut:

1) Terjaganya kedaulatan negara dan
penguatan stabilitas keamanan nasional
scbagal londa: pelaksanaan
pembangunan, Keberhasilan pencapaian
Sasaran ini diukur melalui 5 indikator
yailu (1) Asia Power Index (Miiirary
Capability), (2) Asia Power Index

dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
muasvarakal vang adil dan makmur.

Kementerian ~ LH/BPLH mendukung
Prioritas Nastonal pada poin 2 Memantapkan
sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
¢konomi biru dan pada poin 8 Memperkuat
penyelarasan  kehidupan vyang harmonis
dengan lingkungan, alam, dan budaya. serta
peningkatan tolerans: antarumat beragama
untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur. Selain itu. Kementerian LHBPLH
juga memberikan dukungan substanul pada
pencapaian Prioritas Nasional pada poin 5
Melanjutkan  hilirisasi dan  membangun
industrl berbasis sumber dayva alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

(Diplomatic  Influence), (3) Proporsi
penduduk yvang merasa aman benalan
sendirian di are tempat tinggalnya, (4)
Global Cybersecurity Index, dan (5)
Indeks Keamanan [.aut Nasional.

2) Meningkatnya  kemandinian  bangsa
dalam memenuhi kebutuhan pangan
vang berknalitas secara berkelanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan,
Energi, dan  Air (FEW  Nexus).
Keberhasilan pencapaian Sasaran ini
divkur melalui 2 indikator yaitu (1)
Indeks Ketahanan Pangan, dan (2)
Permmbuhan DB PPertanian,
Kehutanan, dan Perikanan.

3) Meningkatnya kemandirian  bangsa
dalam memenuhi  kebutuhan  energi
secara berkelanjutan dengan pendekatan
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4)

6)

Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW
Nexus).  Keberhasilan  pencapaian
Sasaran 1m divkur melalui 2 indikatlor
yaitu (1) Indeks Ketahanan Energi. dan
(2) Porsi EBT dalam Bauran Encrgi
Primer.

Meningkatnya  kemandirian  bangsa
dalam memenuhi kebutuhan air secara
berkelanjutan dengan pendekatan Nexus
Pangan, Energi. dan Ar (FEW Nexus).
Kcberhasilan pencapalan  Sasaran ini
diukur melalni 4 indikator vaitu (1)
Indeks Ketahanan Air Nasional. (2)
Kapasitas lampungan air, (3) Akscs
ramah tangga perkotaan terhadap air
stap minum perpipaan, dan (4) Rumah
tangga dengan akses sanitasi aman.
Terwujudnya perekonomian nasional
yang  progresif, mklusif,  dan
berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian
Sasaran ini diukur melalui 3 indikator
yartu (1) Posist  ckonomi syariah
Indonesia di  tingkat global, (2)
Indonesia Biue Economy Index (IBEI),
dan (3) Indcks Daya Saing Digital di
Tingkat Global.

Terwujudnya Transformasi Ekonomi
[Tijau. Keberhasilan pencapaian Sasaran

ini diukur melahui 10 indikator yaitu (1)
Indeks Ekonomi Hijau, (2) Timbulan
sampah lerolah di fasililas pengolahan
sampah, (3} Persentase penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulauf, (4)
Persentase penurunan emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) Tahunan, (5) Indeks
Pengelolaan Keanckaragaman Hayaty,
(6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
(7) Indeks Kualitas Udara, (8) Indeks
Kualitas Aur, (9) Indeks Kualitas Lahan,
dan (10) Indeks Kualitas Air Lant.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran utama
pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah
kebijakan sebagaimana pada Gambar 3-1 di
bawah mi.

Intervensi Kebijakan

Scbagal upaya pencapaian sasaran ulama
pada Prioritas Nasional 2, dilakukan
serangkaian intervensi pada masing-masing
arah kebijakan. Inlervensi kebijakan yang
terkait dengan Kementerian LH/BPLH
dijelaskan pada Sub Bah 3.2

-
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Sesaran Utama 1

¢ postr pe: . Pambanguesn den
PANEaMBAEa INOLATY Dariahanan. Korngores
Codengsn den koMEonen pendukurg, el jen den
hanrmaan dalem negart Keamansn sbar, sand, den
wnysl. Kesmanan st dan hedro-osssnog sl Kesmanss
dan sutert ban masynaket, Profasonslame peleyans s
knpolinisn; Diglomani Asts Cits dar diplomas skonce s

.
Sasaran Utama 3 n
Swasembads Lrey)
v
Sasacan Utnma 4
n Sasasmioacs Ar
Sasaran Utama § “—
i,
Fhonaims sysdaky Fhonon digtal: Pengembangan
ekonomi bru sebagal sumder pertumbuhar bans
v
Sasaren Utame §

€ wriouiar; Pang =L
Nayuti sdowatem, spesies, den gerel i Pernghatan susttas
Ungeungan Mdup den tits ruseg Raformans pengsloann
sagah tarmtegras: dar 'ilu ke hite; Parmbangunan Rendah
Knbon, Pebacasn hos (reen jobsl. Pengeiolaan hutan wete

Gambar 3-1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penvelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan alam dan
budaya, peningkatan toleransi antar umat
beragama untuk mencapal masyarakal yang
adil dan makmur,

Sasaran Utama

RPIMN Tahun 2025-2029 telah merumuskan
dua Sasaran Utama dengan 4 Indikator pada
Prioritas Nasional 8, sebagai berikul:

1) Beragama maslahat dan berkebudayaan
maju. Kcberhasilan pencapaian Sasaran
ini diukur melalui 3 indikator vaitu (1)

Indeks  Pembangunan  Masyarakat
(IPMas), (2) Indcks Pembangunan
Kebudayaan (IPK), (3) Indeks

Kerukunan [Umat Beragama (IKURB).

2) Resiliensi  terhadap bencana  dan
perubahan iklim. Keberhasilan
pencapaian Sasaran ini diukur melalui |
indikator  vaitu  Proporsi  Kerugian
ekonomi langsung akibat bencana relatif
terhadap PDB.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran utama
pada Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah
kebijakan scbagaimana pada Gambar 3-2 di
bawah ini.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran utama
pada Prioritas Nasional 8, dilakukan
scrangkalan inlervensi pada masing-masing
arah kebijakan. Intervensi kebijakan yang
terkait dengan Kementerian [LII/BPLI
dijelaskan pada Sub Bab 3.2,
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

Sasaran Utama 1

Panguatan kerukunan umat beragama dan
layanan keagamaan transformatif untuk
mew ujudkan kehidupan beragama maslahat;
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta
pengustan karakter bangsa

@H

Sasaran Utama 2

Pembangunan Berketahanan lklimy
Pengelolsnn risiko bencans yang
efisien dan tepat guna

Catnber 3-2 Sasaran Tams pads Prioriles Nasional &

3.2 Arah  Kebijakan dan Strategi
Kementerian/Badan

Dalam mendukung pembangunan Nasional
menuju Indonesia Emas 2024, Kementenian
LH/BPLH berupava untuk menjamin entitas
sumber daya yang menuntun transformasi
ckonomi menuju Indoncsia Emas 2045
dengan pesan pemaknaan bahwa ragam
hayati akan terus dijaga dalam scbaran yang
proporsional di seluruh wilayah Indonesia.
Produk barang dan jasa lingkungan hidup
dimanfaalkan  sccara  opumal  dengan
memperhatikan daya dukung dan daya
tampung untuk menjaga peradaban dengan
letap menjaga identitas bangsa.

Dalam rangka mendukung pencapaian
kedaulatan  sumber  dava  alam  dan
lingkungan  hidup 2045, Kementerian
LH/BPLH membaginya menjadi 2 (dua)
tahapan dengan tahapan pertama pada tahun
2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) milestone
pembangunan yakni Ekonomi Hijau, Transisi
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, scrla
Aktualisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi
Biru. Tahapan kedua pada tahun 2030-2045

merupakan Kedaulatan Sumber Dayva Alam
dan Lingkungan [Tidup.

Ekonomi hijau dicapai melalui Indonesia’s
Net-Zera Emission, termasuk sektor limbah,
serta pengembangan ekonomi hijau berbasis
lingkungan hidup dan ekonomi sirkular
lingkungan. Milestone Transisi likonomi
Hijau dan Ekonomi Biru diwujudkan melalui
Penmngkatan  ckonomi  hijau  berbasis
lingkungan hidup, dukungan lingkungan
hidup termasuk pesisir dan laut untuk
ketahanan pangan, air, dan cnergl, serla
pengnatan pengawasan dan penegakan
hukum. Aktualisasi Ekonomi Hijau dan
Ekonomi Biru merupakan Implementasi
ckonomi hijau dan c¢konomi biru yang
komprehensif, pengurangan pencemaran
lingkungan. penanganan limbah (padat dan
cair) vang baik di perkotaan. Arahan
Pembangunan pada periode pembangunan
2030-2045  adalah  menjadi  negara
percontohan  penerapan ekonomi  hijau,
lingkungan hidup berkualitas baik, menuju

Net-Zero Famission.

-
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

20252029

mAnetare e mosnse | N

panzameeanlirgesnza s, fananzatanlimiwh(padatdan calq

AR Al NN yRng SSmp s Acnt. DAnSUINCCAD
yrrgba kol padiotaan

2030 - 2045

Kodaulutun SOA

Oan Lingkungan Hidup

AR T T T
Enno IR, INGRgren ik seraisiine
Lok mansjuiver-Zoo o

Gawbar 3-3 Mikesrone Linglungan Hidup 1ahun 2025-2045

Pembangunan ekonomi hijau dalam tahapan
2025-2029 menjadi dasar penting untuk
memenuhi skenario pertfumbuhan ekonomi
Indoncsia scbesar 8% sceara berkelanjulan.
Sehingga, diperlukan transformasi ekonomi
dan stabilisasi makro ekonomi yang baik dan
ramah lingkungan unluk menjaga slabililas
lingkungan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi tersebut. ‘Transformasi ekonomi
didorong dengan  menciplakan  sumber
pertumbuhan baru, melalui aktualisasi dan
komitmen tinggi terhadap perdagangan
karbon, perwujudan ckonomi sirkular dalam
pengelolaan lingkungan, perwujudan
investasi dalam pemulihan dan pengelolaan
lingkungan  hidup, dan  perwujudan
kemudahan perizinan lingkungan untuk
mendorong  pengembangan ckonomi hijau
dan ekonomi biru,

Selain  im. stabilisasi makro ekonomi
didorong dengan menciptakan pertumbuhan
vang efektif dan efisien, melalui penguatan
pelaksanaan ckonomi sirkuler (revilalisas:
TPA, optimalisasi ~ bank  sampah,

pemanfaatan [y ash botiom ash (FABA). dan
sebagainya), pembangunan infrastruktur
hijau (revitalisasi dan penghijauan pada
IPAL, APO. jalan lingkungan, sumur
resapan, termasuk pemulihan ekosistem
mangrove, gambut, dan sebagainya), serta
penyvempurnaan  lata kelola  perizinan
lingkungan hidup,

Dalam menghadapi tantangan perubahan
iklim, degradasi lingkungan pesisir, serta
kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan
vang inklusil, ckonomi biru (blie economy)
menjadi  salah satu  arah  kebijakan
Kementerian. Pendekatan ekonomi bim
menckankan pada pemanlaatan sumber daya
kelautan dan pesisir berkelanjutan, dengan
menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan
ckonomi, serfa memperkual daya dukung dan
daya tampung lingkungan. Konservasi
mangrove dan ekosistem pesisir termasuk
rehabilitasi dan restlorasi, menjadi salah satu
solusi berbasis alam dalam memperkuat
fondasi pencerapan ckonoma biru,

-
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

SKENARID MENCAPAIFERTUMBUHAN EKONOCMI B35
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° Mzrber] zumisargsin ryata poda
sonaml Indonasia

Rewoltsisosl TPA, Optimalisas Bank
Sampah, FemartastanFALA dan Limbah
L Rekse, feb

Pembenguonn nfrastrdkiue s IPAL,
o TombetKoansl, APC, Jaka Unghungar,
Sumur Resapan, Margrove, Gambit, dsh|

STABILISASI
MAKRO EKONOMI

° Tl akmbobon poricoa i g gan fuzip

Gamber 3-4 Skeaario Scktor Lingkungan Hidup untuk Mendukuang Perumbuhan Ekopomi Tahon 2025-2029

Secara  kelembagaan, arah  kebijakan
ckonomi biru dalam Renstra Kementerian
LIVBPLH mendorong penguatan unit-unit
tekms,  termasuk  UPT  mangrove,
pengendalian  pencemaran  laut,  dan
instrumen pengawasan kualitas lingkungan
pesisir. Kebpakan ini juga berkontribusi
langsung terhadap pencapaian target-target
nasional seperti Net Zero Emussion,
pengurangan emusi dari sektor Kelautan, dan
komitmen internasional dalam perlindungan
biodiversitas laut. Dengan menjadikan
ckonomi biru scbagar salah satu  arah
kebijakan, Kementerian LIFBPLH
menempatkan pembangunan pesisir dan laut
sebagai ruang intervensi prioritas yang tidak
hanya menjanjikan pertumbuban ekonomi,
tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis

dan  kesejahteraan  masyarakat  secara
berkelanutan.

Arah kebijakan lainnya adalah terkait dengan
upaya penanganan dan  pengendalian
pencemaran udara khususnya di kawasan
perkotaan Jabodetabek. Konsentrasi PM: s di
kawasan terscbut (elah melebihi ambang
batas, dan diperkirakan kerugian dari polusi
udara mencapai 52.1 Triliun Rupiah. Maka
kerangka pengaturan upava penanganan dan
pengendalian pencemaran udara tersebut
menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan
visi dari Renstra ini. Dalam rangka
penyusunan lersebut akan ditetapkan strategi.
program, dan kegiatan lintas sektor termasuk
rencana aksi pengendalian pencemaran udara
melalui Tim  Koordinasi  Nasional
Penanganan Kualitas Udara.
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

Selain im terdapat juga arahan untuk
menyelesaikan permasalahan darurat sampah
melaln Gerakan Nasional  (GerNas)
Indonesia Bersih Asri. Kebijakan ini sebagai
bagian  dan  percepatan  penanganan
pengelolaan  sampah  yang selama ini
dianggap belum terkelola dengan baik dan
memberikan  dampak  lingkungan  yang
negatif. Arahan ini diterapkan untuk
penanganan sampah darti level rumah tangga,
desa, higga ke level nasional, Kebijakan ini
adalah salah satu bagian pendukung dari
capaian kinerja indeks kinerja pengelolaan
sampah. Kemenlerian LH/BPLH menjadi
koordinator dalam pelaksanaan GerNas
Indonesia Bersth Asri di tingkat tapak,

Periode pembangunan  2025-2029  ini
menjadi  landasan  dalam  menentukan
Visi Kementernian LHBPLH 2025-2029
yvang dilerjemabhkan ke dalam misi-misi
pembangunan lingkungan hidup,

PRCRTASNASIONAL

mengarahkan fjuan pembangunan
lingkungan hidup serta penetapan Sasaran
Stralcgis, Sasaran Program, dan Sasaran
Kegiatan Kementerian LH/BPLH, yang
kemudian secara cascading menentukan
kinerja-kinerja yang akan dikerjakan dalam
rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pada
level kementerian Kinenja-Kinerja  tersebut
disebut dengan Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS) atan Indikator Kinerja
Utama (IKU), di level Program discbut
dengan Indikator Kinerja Program ([KP), dan
di level Kegiatan disebut dengan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK).

Caseading kinerja vyang telah disusun
diarahkan kepada pencapaian  Sasaran
Strategis Kementerian LI/BPLIH,
diharapkan mampu menjawab permasalahan
pembangunan LH, baik di tingkat pusat
sampai dengan level lapak, dalam mencapai
target vang telah ditetapkan,

PENGAMPU
PENCAPNAN

38

INDIKATOR
KEGIATAN PRIORITAS

Gambar 3-5 Peran dan Kinerja Kementerian LH'BPLH dalam RPJMN Talun 2025-2029

Penugasan RPTMN Tahun 2025-2029 kepada
Kementerian LIIFBPLII pada [Prioritas
Nasional, Program Prioritas, Kegiatan
Prioritas, dan Proyek Prioritas Nastonal yang

menjadi  acvan dalam penyusunan dan
pelaksanaan Renstra Kementerian L1I/BPLII
Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Rencana Strategis IZ;S'
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

Tabel 3-1 Peran Ketenterian LH'BPLH pada Prioritas Nasional RPJMN Tabun 2025-2029

No Priorities Nasionnl Program Priorilns Kegiatan Prioritus Proyck Prioritas Ny
I | 02 - Memanlapkan sistem | 12 - Swasembada Air | 08 - Penyedinan dan 004 - Pemanbawn dan
pertahanan keamanan Pengawasan Sanitast Inspeksi Kualitas Sisten
negara dan mendorong Anan, Berkelanjutan, Pengelolaan Alr Limbah
kemandirian bang:za dan Berketabanan Iklim | Domiestike
mielalui swasembada Berbasis CWIS
pangan, _“’e‘g'j air, | 15 - Ekosistem 01 - Penerapan Efisiensi | 01 - Pengembangan Kapasitas
ckoaomi kreatif, ckonoms | pyiaumi Sickular Stmber Daya dan Industni Manufakiur dalam
hijau, dan ekanomi biru Peningkatan Daur Ulang | Pencrapan Ekonomi Sikular
03 - Pengermbangan 01 - Pengembangan
Produk Ramah Labelisasi. Standarizasi, dan
T.ingkungan Ris=l Produk Ramah
Lingkungan
04 - Penguatan 01 - Pengembangan kebijakan,
Fkosistem Daur Ulang teknologi dan lasilitas
pengelolaan sampah deagan
prinsip sivkular
02 - Pengembangan kapasitas
pelaku usiahia, bank <ampaly,
dan kelowpok masyarakat
dalam penerapan ekonomi
sirkular
16 - Pengelolaan 01 - Perlindungan dan 03 - Pengclolaan Arcal
Keanekaragaman Pengelolaan Ekosistemn Preservasi
Hayati Fkesistem, secta Areal Bemilal 0% - Pemulihan Ekosistem
Spesies, dan Genetik | Remnekarganan aytll | puey vang Terdegndasi
linggs 06 - Pemlihan Ekosistem
Perairan Darat, Pesisir, dan
Laut yang Terdegradasi
03 - Pengualan Tala 02 - Tnlegrasi Dala dan
Kelola Keanekaragaman | Pengayaan IPTEK
Hayati Keanckaragaman Hayati
03 - Penmaatan Perencanaan
dan Pengarusutinaan
Keanekaraganman Havati
05 - Peningleatan 01 - Pengembangan
Rioprospeksi, Bioprospeksi. Bioleknologi,
Bioteknologl, Keamanan | serta Akses dan Pembagian
Hayati, serta Akses dan Keuntungan Sumber Daya
Pembagian Kevnnungan | Genetik
Sumber Daya Genelik 02 - Pengelolaan Keamanan
Hayati {Bivsafety and
Biosecurity)
7 - Peningkalan 01 - Peningkalan 01 - Pembangunan
Kualitas Lingkungan | peagelolaan kualitas air infrastruluy pemantauan
Hidup dan Tata sungai dan danan kualitas air sungai dan danau
Ruzng 03 - Peningkatan zarana
prasarn pengujinn kualitas
alr
04 - Pengendalian pencemaran
ir ¢l seklor industri

¢ -
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,

dan Keranzka Kelembagaan

No Prioritas Nasional

Program Prioritas

Keglatan Prioritas

02 - Pensngharan
peagelolaan kualitas
udara di kab'kot

Provek Prioritas Nasional

01 « Pemantavan kualitas
udara di kab/kota

02 - Pengeadalian pencemaran
udara di kab'kota serta sektor
industoy, peasarans, dan jasa

03 - Peningkatan 01 - Penyelalzan kualitas air

pengelolaan kualitas dan | lawt

keseharan aiv laut 02 - Rehabilitasi ekosistem
Lt clan pesisic

02 - Penimghatan kualitas | 01 - Pemulilian ekosisiem

lahan mangrove dan lahan msak
02 - Implecnentas: Program
Tndonesia TTijau dan PROPTR
Sektor Laban

05 - Penunglatan 01 - Pengelolaan data dan

Kualitas Ekosistem informasi ckosistemn gambut

Giunbul 02 - Penwlihan lahan gambut

06 - Pengelolaan B3, 01 - Peningkatan pengelolaan

Limbab B3, dar Linbah | B3

Radioaktif 02 - Pening kistan Peayelolaan
Limbah 133 dan non B3

07 - Penguatan 01 - Pembentakan dan

Kelembagaan, Peninglkatan kapasitas aparatur

Pengencalian, Penertiban | negar, apansd pengiowas,

dan Penegakan Hukum penyidik dan penegak bukum

LHK dan Penataan lingkungan bidup, kebtntanan

Ruang dan tata tang
02 - ongawasan
UsahaKegiatan tethadap izin
lingkungan dan Peraturan
Perundang Undangan Ridang
LHK
04 - Penanganan perkara
bidang LHK yang disclesaikan
0% - Layvanan pengujian
laboratorivm dan standand
pengelolaan SDA dan
lingkungan

08 - Pengualn insltrumen
peacegahan dampak
lingkungan hidup

01 - Penerapan dan penyssian
RPPLH

03 - Pepingkatan kualitas KRP
dalam ranghka perlindungan
dan peagelolaan lingkungan
hidup

04 - Peningkatan upaya
pencegabian dampak
lingkungan hidup usaha dan

kegiatan

18 - Refoanasi
Pengelolaan Sampab
Terintegrasi dari
Hulu ke Hilu

01 -« Perubahian Penlaku
dan Peoguatan Tata
Kelola Persampaban

01 - Penguatan Regulasi g
Kebijakan Pengelolaan
Sampah

03 - Pengembangan Data dan
Sistem Tnloresi Persampahan
04 - Pembinzan dan
Pengawasan Sistem
Pengelolaan Sampal

-

Rencana Strategis 1
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

No Prioritas Nasional Program Prioritas Keglatan Priorvitas Provek Prioritas Nasional

06 « Perubalsn Perilaku untuk

- - Pemilahan Sampah
19 - Pembangunan 05 - Penguatan aksi 01 - Penmarangan Emisi GRK
Rendah Karboa peaurupan emisi GRK di | Sektor Pengelolaan Sampah
seklor pengelolaan oleh Pecerintah Pusat
limbah
06 - Penguatan lata 01 - Pemutakhiran
kelols dan fakroe inventarisasi, verifikasi, serta

peadukung pencapaan registrasi cauisi GRK
largel penurunan emisi 02 - Peningkatan Kapasitas

GRK serta Nilai Sumberdaya

Ekonomi Karbon 03 - Pengembangan Regulast
dan mekanisme perdagangan
karbon {termasuk bursa
karbon) di tingkar
internasicaal, nasional dan
daerah}

2 | 08- 03 - Pemnbangunan 05 - Penguatan Tata 01 - Penyediaan Informnasi
Meaperkuat peayelamsan | Berketahanan klim | Kelola dan Kapasitas Pendukung Peninglkatan
keludupin yang hamnonis untuk Perpbang unan Ketshanan Tklim
dengan linglungan, alam, Berketabanan [klim
dan badaya, serta 04 - Peningkatan Tata Kelola
peningkatan toleransi Pemerintah
anlar wmal becyguna
unruk mencapal
masyamkat vang adil
dan makmur

Pada Prioritas Nasional 2 dan Prioritas  ekonomi langsung akibat bencana relatif
Nasional 8 terscebut, Kementerian LH BPLH - terhadap PDB.

berperan sebagai (i) koordinator pencapaian Pada penugasan pencapaian indikator dalam

2 (dua) indikator Prioritas Nasional, (ii) RPIMN Tahun 2025-2029 tersebut, terdapat
Foo.rdmalor pcnca?m@ 1 _._(SCbCIf’S) 3 (tiga) indikator kinerja ’rogram Prioritas
indikator Program Prioritas, dan (ii1) 38 (liga RPIMN Tahun 2025-2029 yang tidak
pul}lh dclapag) pcngf.umpu pada pencapaian menjadi indikator kinerja dalam Renstra
indikatot; Kegiatan'Priontas; Kementerian LIVBPLI Tahun 2025-2029
Kinerja Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-  karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2029  diarabkan  untuk mendukung 8 yaitu:

Indikator Utama Pembangunan Nasional s Pasaisig
2025-2029 yaitu: Indeks Ekonomi Hijau,
Indcks Pengelolaan Keanckaragaman Hayati,
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2 Jumlah model pengelolaan sumber daya
Timbulan Sampah Terolah di  Fasilitas genetik  termasuk  digital  sequence
Pengolahan Sampah, Persentase Penurunan information pada sumber daya genetik
Emisi GRK  (Kumulauf), Persentase  3) Persentase penurunan potensi kerugian
Penurunan Emisi GRK (Tahunan), Kapasitas ckonomi akibat perubahan iklim terhadap

Keanekaragaman
Hayau Sccara Berkelanjutan

‘Tampungan Air, dan Proporsi kemgian PDB (%) pada cmpat scklor priorilas
Rencana Strategis |g]}"
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

(kelautan dan pesisir, air, pertanian dan
kesehatan).
Selain itu, terdapat 3 (tiga) indikator
Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029
vang tidak menjadi indikator Kinerja Rensira
Kementerian LH/BPLH ‘Tahun 2023-2029
karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi,
vaitu:
1) Reduksi emisi GRK sektor hutan.

2) Reduksi emisi GRK sektor pertanian.

Timbulan sampah i
dengan kolsbozss:

bem:al can nemah tngga
saupel rvensh dapat Gokab
dm meopurmn peeormaran hugk oo

Fota: Humas KLHEPLH

Prioritas Nasional 2 lebih lanjut dijabarkan
kedalam Program Kerja Asta Cita.
Keterkaitan antara Prioritas Nasional 2 pada

3) Reduksi
pesisir.

emisi GRK sektor kelautan

1 (sam) indikator Kegiatan Prioritas RPIMN
Tahun 2025-2029 yaitu Tingkat Daur Ulang,
tidak menjadi indikator kinena  Renstra
Kementerian LH/BPLH ‘Tahun 2025-2029
karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi
berkenaan dengan Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas terkait lebih mengarah ke
industri,

Program Kerja Asta Cita dan Internalisasi
kegiatan lingkup Kementerian 1.11/BPLII
dapat dilihat pada Tabel 3-1 berikut.

Rencana Strategis ”iv'_

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Hidup
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Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

2.
3.

1=

9.

Tabel 3-2 Priocitas Nasional 2 pada Program Asta Cita dan Intemnalisasi KLH'BPLH

Asta Cita

Menghentikan scmua rencana yang tidak scsuai dengan
tata aturan, memsak kualitas ekosistem dan lingkungan
hidup, serta kebidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat

Melakukan pembersihan sungai-sungal

Memngkatkan program resapan air dan membantu
embung-embung air sebagai bagian dari pengelolaan air
sehingpa idak menjud: bencana pada saal musim hujun
dan kekurangan pada saat musim kemarau

Mencepah dan menmdak 1esas pelaku penvemaran,
perusak lingkungan. dan pembakaran hutan

Melindungi keanckaragaman hayati flora dan fauna
berdasarkan kearifan lokal schagai bagian dari aset
bangsa.

Menindak tegas praktik pertambangan yang merisak
lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi,
dan pemulihan lingkungan terdegradast untuk
mengembalikan fungsi ckologis lahan produktif.

Memberikan hukuman scherat-beramya kepada pemilik
perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar,
kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang
dilindungi.

Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti
mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan
vang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.

Meningkatkan perlindungan satwa dan mmbuhan
langka, endemik, dan terancam punah melalui
penghentian perdagangan satwa liar dan tambuhan
langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik,
habitat, serta ckosistemnya.

Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk
vang dihasilkan dar prakik pengelolaan sumber daya
ramah lingkungan.

Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target
net Zero emission,

Mengembangkan ekosistem yang lerus mengakselerast
pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam
vang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset
untuk mengakselerasi large! nel zero emission dan
memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijan,

Internanlisasi
Kementeriau LI/BPLH

I. Perlindungan dan
pengelolaan ckosistem
perairan darat

2. Perhindungan dan
pengelolaan ekosistem
perairan gambur

1. Penpuaten kebijukan dan
iklim ekonomi hijau serta
peningkatan PDB dari
sekior L11

2. Peningkatan sarana dan
prasarana pengelolaan
sampah, penegakon hukum
LH dan pemberian insentif,
penyediaan standar dan
penyuluban pengelolaan
sampah

3. Pengelolaan B3, limbah B3
dan non B3

4. Peningkatan upaya akst
mitigasi perubahan iklim
sekior limbal. perhitungan
emist GRK sektor laban dan
non lahan, mobilisasi
sumber dava pengendalian
perubabin iklim

5. Pengelolaan konservasi
keanekaragaman hayati

6. Pemantavan kualilas
lingkungan, pengendalian
pencemaran, dan pemulihan
kerusakan linpkungan

Rencana Strategis
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Asta Cita

10. Mengembangkan sumber energi hijau alternatif,

lerulama energi air, angin, malahari, dan panas bumi.

Priorilas Nasional 8 lebih lanjul dijabarkan
kedalam Program Kerja Asta Cita,
Keterkaitan antara Prioritas Nasional 8 pada

Internalisasi
Kementervian LH/BPLH

Unit Kerja
Eselon 1

Program Kerja Asla Cila dan Infernalisasi
kegiatan lingkup Kementerian LH/BPLH
dapat dilihat pada Tabel 3-2 berikut.

Tabel 3-3 Priocitas Nasional 8 pada Program Asta Cita dan Intemalisasi KLH/BPLH

Program Kerja Asta Cita

1. Membangun infrastruktur vang berorientast pada
kestapun din kefabanan unfuk menghadapt situasi
bencana.

Menata koordinast antar lembaga terkait untuk
mempercepat penanggulangan dan penanganan
bencana.

3. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta,

=]
i

kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam

pemanganan dan penanggulangan bencama

PENJELASAN
DALAM SDGs

DETAIL POSISI KLI

Selain mewujudkan visi Kementerian 1.11
2025-2029, arah kebijakan dan strategi
Kementerian  LH/BPLH  harus  dapat
memenuhi Pelaksanaan Pencapaian TPB/
SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030. Hal
il menuntut perumusan Kebijakan  yang
tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan
pelestarian lingkungan hidup secara nasional,
tetapi juga memperhatikan keterkaitan lintas
scklor seperti pengentasan kemiskinan,
ketahanan pangan, energi  bersih, aksi
terhadap perubahan iklim, serta
keberlanjutan ekosistem daratan dan lautan.

Dalam periode ini, Kementerian LI/BPLH
diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan
teknologi hyjau dan inovasi digital untuk
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan
sumber daya alam. memperkual sislem
pemantavan lingkungan, serta mendorong

Internalisasi Unit Kerja

Kementerian LH/BPLH Eselon 1

1. Menurunnya indeks 1. Deputi
kerentanan (erhadap risiko Bidang
1klim PPITKNEK:

2. Menunmnya persentase luas 2. Deputi
kehakaran lahan Bidang

3. Meningkamya kescsuaian THILH.:
penerapan standar instumen 3, SESTAMA
bidang ketalanan bencana
dan perubaban iklim

partisipasi aktif masyarakat dan sektor
swasta dalam praktik ekonomi hijau dan
ckonomi sirkular serla pembangunan rendah
karbon. Strategi ini perlu dimuat dalam
kebijakan vang responsif terhadap perubahan
iklim, krisis keanekaragaman hayati, dan

lantangan lingkungan global lainnya yang
semakin Kompleks di paruh akhir dekade i,

Dalam dokumen Potret Capaian TPB/SDGs
KLHK Tahun 2021, terdapat beberapa
kebijakan strategis dalam rangka pencapaian
SDGs Indonesia oleh KLHK dalam periode
2020-2024  vang meliputi  kebijakan
Multiusaha kehutanan; kebijakan perhutanan
sosial serta dukungan usaha produktf:
kebyjakan  wisata  alam  berkelanjutan;
kebijakan nilai ekonomi karbon: Program
Pemulithan Ekonomi Nasional oleh KLHK:
kebnjakan waste to energy dan bank sampah;

pengendalian kebakaran hutan: restorasi
gambut dan  rehabilitasi  mangrove:
Rencana Strategis |$j
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rehabilitasi hutan dan lahan; serta FoLU
Netsink, dll.

Selain im, pada tahun 2023 telah disusun
pemutakhiran Peta Jalan TPB/SDGs 2023-
2030 dalam rangka aksclerasi pencapalan
SDGs dalam kurun waktu 7 tahun ke depan
tentunya memerlukan elaborasi strategis
vang dapat menjadi acuan dan referensi
berbagai pemangku kepentingan. Peta Jalan
i merupakan: 1) Kkesepakatan global
TPB/SDGs yang diterjemahkan di tingkat
Nasional: ii) Sasaran dan Strategi Nasional
pencapaian TPB/SGDs sampai dengan tahun
2030; dan i) Acuan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional dan
Dacrah.

TUJUAN 1. Meningkatnya
Kapasitas Lingkungan Hidup
yang Tangguh dan Terjaga

= ()
v [kelcolo
b
A

Lingkungan
4/ ¢

TUJUAN 3.
Meningkatnya ketaatan
terhadap perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup

Pilar Sosial

Tupan Kementerian LH/BPLH selaras
dengan pilar-pilar TPB/SDGs (lihat Gambar
3-6)., dengan Tujuan [ dan Tujuan 2
melingkupi Pilar Lingkungan, Tujuan 2 juga
melingkupt  Pilar  Ekonomi, Tujuan 3
melinglupi  Pilar  Sosial. dan ‘lTujuan 4
melingkupi Pilar Tata Kelola. Dengan
struklur - tujuan  yang — mencerminkan
keterpaduan keempat pilar TPB/SDGs ini,
Kementerian LH/BPLH memperlihatkan
arah pembangunan lingkungan yang holistik,
terintegrasi, dan mendukung pencapaian
agenda global secara nasional hingga tahun
2030, Schingga, kesclarasan ini memastikan
bahwa kebijakan lingkungan tidak berjalan
sendiri, melamkan menjadi bagian penting
dari pembangunan berkelanjutan Indonesia.

TUJUAN 2, Meningkatnya
ekonomi hijou dari
pengendallan |

hidup yang inklusif dan

partisipatif

(Bl | Lo PSS
a4 ) {
id | &) (=

TUJUAN 4, Tata kelola
pemerintahan bidang LH yang
bersih, efektlf, dan berdaya
saing me|

pembangunan naslonal dan
pelayanan publik

Pilar Tata
Keloka

Gambar 3-6 Tujuan Kementerian LHBPLH dalam Pilar TPB/SDGs

Sejalan  dan  relevan  dengan  potret
pencapaian TPB/SDGs pada periode
scbelumnya, peran-peran pembangunan LH
menjadi penting dalam upaya mencapai
tujuan nasional, yang mencakup: sebagai
entry point ulama dalam penenluan penalaan
mang wilayah Indonesia; bagian penting dari

pembangunan rendah karbon, penyokong
ketahanan air, pangan dan energi; habitat
keanckaragaman  hayati:  sarana  dalam
pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan
aset publik lingkungan hidup nasional
bahkan inlernasional. Dengan  demikian,
sinergi antara visi nasional dan agenda global

= -
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dalam  kerangka TPB/SDGs menjadi
landasan utama dalam menyusun arah
pembangunan lingkungan hidup Indoncsia

Hubungan antara Prioritas Nasional

dengan  Indikator Kinerja Sasaran
Strategis/Indikator Kinerja Utama
Indikator  Kinerja  Sasaran  Strategis

Kementerian LH 2025-2029 disusun untuk
menjawab Sasaran Strategis Kementerian LH
tahun 2025-2029, di mana sasaran ini disusun
selaras dengan kebutuhan pemenuhan Asta
Cila/Prionitas Nasional.

Penjabaran  Prioritas Nasional terhadap
Sasaran Strategis dan IKSS/IKU tahun 2025-
2029 adalah sebagaimana pada Tabel 3-3.
Dani delapan PN, Kementerian LH/BPLH
mendukung pada 2 {dua) PN utama, yaitu PN
2 dan PN 8. Selain itu juga mendukung PN 5
khususnya terkait dengan sumber dava alam
vang menjadi basis dalam hilirisasi industri
untuk memastikan bahwa prosesnya akan
dilakukan secara berkelanjutan dan ramah
lingkungan.

Dalam mendukung program dan kegiatan
vang dilaksanakan guna mencapai Indikator
Kinerja  Sasaran  Strategis, Kemenlerian
LH/BPLH telah menyusun suatu arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis [lilektronik
(SPBE). Penyusunan arsitcklur SPBE ini
bertujuan untuk mendukung efisiensi dan
efektivitas dari tata kelola Kementerian

vang berkelanjutan, mklusif, dan adaptif
terhadap dinamika global hingga tahun 2030.

LH/BPLH dalam urusannya, scsual dengan
arah transformasi digital vang diinginkan
dalam RPJPN 2025-2045 dan Prioritas
Nasional. Integrasi SPBI! menjadi kunci
penting dalam menghadirkan perencanaan
pembangunan  lingkungan vyang berbasis
data, terbuka. dan responsif terhadap
dinamika lingkungan serta perkembangan
teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi
memungkinkan pengumpulan dan analisis
data lingkungan secara real-time, termasuk
data kualitas udara, air, emisi, dan limbah,
vang  kemudian  digunakan  untuk
mermmuskan arah kebijakan, target kinerja,
dan program prioritas. Skema SPBE juga
mendorong Kolaborast lintas sektor dan lintas
level pemerintahan melahi interoperabilitas
sistem, sehingga Rencana  Strategis
Kementerian LH'BPLH tidak disusun secara
sektoral-terpisah, melainkan selaras dengan
kebijakan nasional seperti RPJPN, RPJMN,
SDGs, dan kebyjakan lainnya. Dalam proses
perumusan, monitoring, hingga evaluasi
kebrjakan Kementerian LH/BPLH, SPBE
memungkinkan pelibatan siekeholder secara
digital, meningkatkan partisipasi publik serta
pengawasan  sosial  terhadap  Kinerja
pengelolaan lingkungan.

Tabel 34 Penjuharan Prioritas Nasional, Sasuran Strategis, TRSSTKL din Progrun lingkup Kecrenterian LTIRPTIT

PRIORITAS SASARAN A =
YGRAN
NASIONAL STRATEGIS i e i
1 PN 2. Memantapkan Meningkataya daya Indcks Daya Dukang dan | Kualitas lingkuagan
sistem pertahanan dukung dan daya tampung | Daya Tampung hidup
lkeamanan negara dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup
mendaoreng k dirian - - :
3 Meningkalnya kualitas Tenteks Kualitas Kualitas
Ul it lingkungan hidup van Tingkungan TTxiy Tingkungan TTidy
swasembada pangan, BRung upyang DESImg P ngkungs P

> o
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SASARAN

NASIONAL STRATEGIS iy it
eaecgi. wir, ekonoms adaptif terhadsp Inteks Kinegs Kualitas
krestil, ekonormi hijau, perubabian iklim Pengelolaan Surpah Tingkungan TTidup
28 D i Indeks Pengelolann Kualitas
Keanckamgaman Hayati | Lingkungan Hidup
Nazional
Persentase penuninan Kualitas
eaust GRE dars 5 sektor Lingkungan Hidup;
NDC yang sclaras deagan | Rejalssran
pembanguaan rendah Beacana dan
karboa Perubahan Iklim
Meningkataya nilai Pertumbuban nilai Kualilas
taumbith ekanomi dari ekonomi dari pengelolaan Linpkungan Hidup
pedindungan dan lingkuagan hidup
S, laan linglung Niliti Penerinen Negars  Kualitas
hidup z S
Bukan Pajak (PNBP) Lingkungan Hidup;
Fungsional KLH'BPLH | gagopn e
Bencana dan
perubahan iklim
Menguatnya pensgakan Perseatase ketaatan Kualitas
bukuwmn lingkungan hidup | pelaku usaha danatau Lingkungan Hidup
lintas scktor kegiaran dalam perizinan
dan peranwan perundang-
undangan bidang
lingkungan hidup
2 PN & Meningkatnya kualitas Persentase penuninan Ketahanan
Mempecknar penyelarasan | lingkungan hidup vang eausi GRK dari 5 sektor | Bencapa dan
kehidupan vang hannonis | adaptif terthadap NDC yang sclaras deagan | pembahan Tklim
dengan lingkungan, alum, | perubaban iklon pembangunan renidd
dan budaya, serta karbon
peaingkatan rolesanst
antar nmat beragama
unluk m=ncapai
masyarakat yang adil
dan makmur
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1. Tartangss untuk rerirgiathan kualitas Uingkungan Nous
2. Pellurya ddorong peldatan Yook serla pe
deerah delam pengelotsan sampoh dengsn meninghatkan
indeks Kinerjs Pengstolsan Sampah IKPS)
3. Peningkatan konservas! kranakaragnman hayati
& Peni rilal akor Gari peny *

gan Noup

1. Pengustan pengatusutamann daiam peocapsien target ermesl
GRE & barbaga snkior

2. Peninghatsn wilayah yang
parahen [m

1 Peningkatan rilai skonemi dacl perdagangan karbon

1. Pedunys mendorong spias yang torkoneksi delam sstu
sistem

2. Peroepetan penysmpoisn Geta informasl yang tdek tumpeang
tndih pada lokasi tenentu dengan menggunakan dats
informas| yang bergectag

3 Periunya  mendcrong  penermasn  PNEP  dengan
meangintagrasikan sistam online balk pembaysan, sstem
booking. days tampung’ kuots

4. Menderong SDM yang masih  mecgumpud & pulsy laws dan
pulac Sumasters age e h mersats

wn mkibar

Gambar 3-7 Sinergi Antar Program dalam Pelakzanaan Arah Kebijakan Kementerian LHBPLH

Arah  kebijakan Kementerian LH/BPLH
tahun  2025-2029  dilaksanakan melalui
Program yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan, Terdapat tiga Program yang
dilaksanakan oleh Kementerian 1.1FBPLII
vaifu Program Kualilas Lingkungan Hidup,
Program Ketahanan Bencana dan Perubahan
tklim, serta Program Dukungan Manajemen,
dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah  program ini  adalah mencapai
lingkungan hidup yang berkelanjutan,
menerapkan standar pengelolaan lingkungan
hidup serta memanfaatkan potensi sampah,
B3, dan limbah B3 untuk kesejahteraan
masyarakal.

2. Program Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim

adalabh mewujudkan
untuk  berkontribusi

Arah program ini
komitmen nasional

dalam penanganan perubahan iklim global
melalui peningkatan peran serta masyarakat
dalam upaya pembangunan rendah karbon
dan peningkatan ketahanan iklim.

3. Program Dukungan Manajemen

Arah program i adalah tata kelola
pemerintahan yang baik dan trasnformasi
pelayanan publik sebagal upaya peningkatan
reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan
hidup.

Dari ketiga Program tersebut, terdapat dua
Program dengan intervensi anggaran yang
besar, schingga harus dilakukan upaya
pengawasan dan pengendalian yang lebih
menyeluruh agar capaian Program tersebut
terealisasi dengan baik. Tabel 3-5 di bawah
ini  menunjukkan penjabaran  Program
lingkup Kementerian LIFBPLIT tahun 2025-
2029 dengan Sasaran Program (ourcomnie) dan
Indikator Kinerja Program.

-
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Tabel 3-5 Peajabaran Program Linglawp Kemeaterian LHBPLH dengan Sasaran Program dan Indikator Kineria Program

NO PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. | Kualitas Meningkainya pengustan kebijakan | 1. Perseafase KRP vung menerapkan
linpkungan di bidang lingkungan hidup perlindungan LH untuk mendukng
hidup permumbuhan ekonomii (hijau)

Meningkatoya kualitas air 1. Indeks Kualitss Adr
Meningkamya knalitas udara I. Indeks Kualitas Udara
Meningkamya kualitas lahan |. Tndeks Kualitas L.ahan
Meningkatnya kualitas tompan |. Tndeks Kualitas Tutupan Lahan

laban

Meningkatnya kualitas air lant

. Indeks Kualitas Air Taut

Meningkatnya lavanan laboratorium

. Layanan laboratorm lingkungan hidup

lingkungan hidup unmk pengujian untuk pengujian kualitas lingkungan
kualitas lingkungan hidup hidup
Meningkainya Kualitas Lkosistem 1. Indeks Kesehatan Lkosislem Perairan
Esensial Darat
2. Indcks Keschatan Ekosistem Mangrove
3. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
(IKEG)
Meningkatnya pengcelolaan bahan I. Jumlah B3 yang dikclola
berbahaya dan beracun
Meningkatnya pengelolaan limbah 1. Jumlah limbah B3 dan non B3 vang
B2 dan non B3 dikelola
Meningkatnya penerbitan perizinan | | Persentasc penerbitan perizinan berusaha
berusaha terkati persetujuan terkait persetujuan lingkungan di bidang
lingkungan di bidang lingkungan lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
hidup dan SDA berkelanjutan
Meningkalnya penerapan standar 1. Jumlah penerapan standar instrumen
mstrumen lingkungan hidup dan lingkungan hidup
m";“‘,"”i perubahan iklim yang 2. Jumlah pencrapan standar dan
Cha rekomendasi kebijakan perubahan iklim
vang berkelanjutan
Meningkatnya penyclenggaraan 1. Indcks Peduli dan Berbudaya Lingkungan
gerakan peduli dan berbudaya Hidup
lingkungan hidup di saman
pendidikan formal, komunitas,
wirausaha dan pengembangan
kemilraan lingkungan
Meningkatnya pengelolaan sampah | 1. Persentase sampah vang dikelola
Menuminnya ancaman kehilangan I. Indcks Pengurangan Ancaman

keanckaragaman hayati Kcehilangan Keanckaragaman Hayati
Menumnnya emisi GRK dari sub 1. Persentase penurunan emisi GRK dari
sektor limbah padat domestik sub sektor limbah padat domestik
Meningkatnya nilai ckonomi dari |. Nilai ckonomi dari kegiatan pengelolaan
pengelolaan lingkungan hidup sampah
2. Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah
B3 dunnon B2
3. Nila ekonomi dart pengolahan dan
pemanfaatan kembalt air limbah

0 -
119

Rencana Strategis

Kementeran Ungkurgan Hidup/8adan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025-2029




- 124 -

Arah Kebijakan, Strategl, Kerangka Regulasi,
dan Keranzka Kelembagaan

NO PROCGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya PNBP dan pendapatan | 1. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa

Jasadi bidang lingkungan hidup laboratorium lingkungan

2. Nilai PNBP dari penerbitan perizinan
bidang pengelolaan limbah B3 dan non
B3

3. Nilai PNBP dari penerbitan perizinan
bidang pengendalian pencemaran
lingkungan

2 | Ketshanan Menurunnya #mist GRK dari 5 sekior | 1. Penurunan emisi GRK dari 5 seklor NDC

Bencana dan NDC yang terverifikas: yang tervenfikasi

Povntismn Tilis 2. Persentaase penurunan luas kebakaran
Iahan di lokasi usaha dan/atau kegiatan
vang memiliki kesiapsiagaan
pengendalian kebakaran lahan

Menurmnnya tingkat kerenmanan iklim| 1. Persentase penumnan tingkat kerentanan
di lokasi prioritas iklim di lokasi prioritas

Meningkatnya PNBP dari ekonomi 1. Nilai PNBP dari ekonomi karbon
Karbon

3 | Dukungan Meningkamya kinerja pelayanan . Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Manajemen birokrasi KLH vang agile, efektif, dan Instansi Pemerintah KLH

efisien . Nilai Keterbukaan Informasi Publik
. Indeks Sistem Merit
. Indeks Reformasi Hukum
. Indeks Sistem Pemerinlah Berbasts
Llekiromk (SPBL)
6. Indeks Pelayanan Publik rerkait dengan
Perizinan Lingkungan

Meningkatnya luporan kevangan KL 1. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan
yang transparan dan akuntabel Perizinan Lingkungan

2. Nilai Maturitas SPIP Terintcgrasi
KIHBIMH

3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) KLH/BPLH

W & W ka

-
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Proyek Strategis Nasional 2025-2029

RPIMN Tahun 2025-2029 telah menctapkan
Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai
sebuah langkah konkret teknis yang
utamanya mendukung dan  memastikan
pelaksanaan  Kegiatan Prioritas  Utama
(KPU). PSN dirancang sebagai proyek atau
program (kumpulan proyek) yang bersifat
strategis, terukur dan berdampak signifikan
pada pencapalan sasaran RPIMN Tahun
2025-2029 khususnya Program Prioritas
Presiden termasuk Program Hasil Terbaik
Cepat (PHTC) terutama untuk menigkatkan
kualitas sumber daya manusia, mengurangi
kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan
ckonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,
serta  vang  mendorong  pemerataan
pembangunan.

Salah sam PSN dalam RPIMN Tahun 2025-
2029 adalah Pengelolaan Sampah

dengan Koordinator Kementerian LH/BPLH.
PSN tersebut dibagi menjadi 3 kelompok
vaitu (1) Tata Kelola Persampahan, dengan
penanggungjawab Kementerian LHBPLH:
(2) Pembangunan dan Operasionalisasi
Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi
Listrik (PSEL)., dengan penanggungjawab
Kementerian LH/BPLH; dan (3)
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (1PST), dengan penanggungjawab
Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat
sepuluh lokasi prioritas pada PSN Kelompok
Kedua Pembangunan dan Operasionalisasi
Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi
Listrik (PSEL) vang terdiri dart DKI Jakarta,
Tangerang, ‘l'angerang Selatan, Bekasi,
Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar,
Palembang, dan Manado.

.
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Akst Bersih 'antal
Bersama menjaga

J  alam Indooesia,

¢ Kementerion LH
relibestkan salural
elemen daliun

menjaga lingkungan

Fato: Iumaos
KLH/BPLH

Melibal Tapak

Menleri T T/ Kepala
BPLH meainjau langsang
pengelolaan sampal di
Boyolal

Fota: Humas KL/ BPLIT
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Perubahan Paradigma
Pemerintah Digital

Memasuki era Society 5.0, Industry 5.0, dan
Governance 5.0, terjadi  pergeseran
paradigma dalam pengembangan  lavanan
pemerintahan digital, yang menekankan pada
pendekatan berbasis kebutuhan pengguna
kebijakan  yang
berorientasi pada manusia (fuman-based
policy). Arah Kebyakan i disampaikan
Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna
pada 5 Mei 2025 sebagai bagian dari strategi
pencapaian  Visi Indonesia Emas 20435,
sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan
dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2025 tentang RPIMN 2025-2029.

Menuju

(user-cenlric) dan

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat
perubahan paradigma dalam penerapan
kebijukan  Sistem  Pemcerinlahan  Borbasis
Elektronik (SPBE) yang merupakan amanat
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
‘Tentang SPBIY, menjadi penerapan kebijakan
Pemerintah  Digital.  Paradigma  yang
mengulamakan  perubahan nilan  dalam
memberikan layvanan pemerintah kepada
masyarakat yakni berbasis  kebutuhan
masyarakal dan dilakukan sccara aman serla
kolaboratf lintas  sektor.  Selanjutnya
pemahaman penerapan Pemerintah Digital,
lidak hanya lagi scbalas proscs digitasi
ataupun digitalisasi, tapi sudah menjadi
transformasi digital, scbagaimana ilustrasi
pada gambar di bawah.

t+——— Digital Transformation ——————3

Pomavaniie b wiet) el do b bavod susk
Vuars vasti prasis sl it oy bt vaigson

TOPTIMASR PROSES”

03 Automote Processes
Proses olomasi

Organize Information

Meryasun In‘ormast

01 Digitize Information
Digtas| informay

Transformasi Digital

Transform the [nstitution
Transdornasi kelembagaan

Streamline Processes T
Penyederkanaar proses
Digitalization
Digitalisasi

Gambar 3-8 Fase Pemanfaatan Teknologi Digital
Sumber KenienPanRB

Dalam hal ini, Kementerian [.LH/BPLH, turut
serta memanlaatkan weknologi digital scbagal
bagian dari pengambilan kebijakan ataupun
prioritas  pelayanan kepada masyarakat.
dengan  mekanisme metodologi  yang
digunakan berbasis Arsitektur Pemerintah
Digital scbagaimana terlihal pada gambar
Arsitektur Pemerintah Digital di bawah, yang
akan mengutamakan identifikasi layanan

vang dibutuhkan masyarakat, selanjutnya
akan disclaraskan dengan largel  kinerja
nasional, dukungan tata kelola dan
manajemen  pemerintah  digital  dan
pemanfaalan eknologi digital wujudkan
kenyamanan layanan secara berbagi pakai
serta Keamanan siber, untuk aman menjadi
lavanan digital terpercaya.

-
I
T
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Gambar 3-9 Avsiteknur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elekirontk (SPBE)

Dalam arsitektur SPBE, terdapat 6 domain
arsitektur yang saling terintegrasi antar
domainnya dalam menjalankan layanan yang
diberikan oleh Kementerian LH/BPLH.
SPBE disusun melalui kerangka arsitektur
vang menveluruh, mencakup aspek layvanan,
keamanan, aplikasi, infrastruktur, data, dan
bisnis. Keenam arsitektur ini menjadi fondasi
dalam mengembangkan sislem pengelolaan
lingkungan  vang  berbasis  digital,
terintegrasi, dan responsif terhadap tantangan
lingkungan hidup. Berikut adalah penjabaran
terkait dengan enam arsitektur tersebut:

a). Arsitckiur Lavanan SPBE

Arsitektur layanan merupakan peta struktur
lavanan vang diberikan  olch  instansi
pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha,
maupun instansi lain. Dalam konteks
Kementerian  LH/BPLH,  arsitecklur  im
mencakup digitalisasi berbagai lavanan
publik sepertt perizinan lingkungan (UKL-
UPL, Persetyjuan  ‘l'eknis), pelayanan
informasi kualitas udara dan air, pengaduan
pencemaran,  serta  konsultast  dokumen
lingkungan  secara daring.  Digitalisasi
layanan ini bertujuan mempercepat proses

birokrasi. meningkatkan transparansi, serta
memperluas akses masyarakat terhadap
pelayanan lingkungan yang berkualitas.

b). Arsitektur Keamanan SPBE

Arsitckiur keamanan SPBE mengatur sclurub
aspek perlindungan terhadap sistem, data,
dan transaksi elektronik dari nsiko
kebocoran, manipulasi, maupun scrangan
siber, Dalam sektor lingkungan hidup,
keamanan data menjadi sangat penting
karena berkaitan dengan dokumen sensitif
seperti laporan emisi, peta pencemaran. data
kualitas  amw, dan hasil pengawasan
lingkungan.

c). Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur ini mengatur pengembangan dan
integrasi aplikasi agar sistem-sistem yang
dibangun tidak (umpang tindih, dapat saling
berkomunikasi  (interoperabilitas),  serta
efisien dalam penggunaan sumber daya.
Arsitektur aplikasi mendorong agar semua
aplikasi lersebut dapat terhubung satu sama
lain, berbagi data, dan mendukung proses
bisnis secara terintegrasi. Misalnya, hasil dari
aplikasi pemantauan kualitas udara dapat
digunakan langsung dalam sistem pelaporan

S -
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emisi atau dalam perencanaan program
pemulihan kualitas lingkungan.

d). Arsitelktur Infrastruktur SPBLE

Infrastrukiur  SPBE  mencakup perangkat
keras, jaringan komunikasi, pusat data, dan
sumber daya komputasi vang digunakan
dalam penvelenggaraan sistem  elektronik.
Dalam lingkup Kementerian LIFBPLIIL,
arsitektur ini meliputi pengelolaan server
pemantavan lingkungan, instalasi perangkat
sensor kualitas udara dan air, serta jaringan
komunikasi antara laboratorium, kantor
pusal, dan unit lcknis lapangan,

¢). Arsitektur Data SPBE

Arsttektur data mengatur pengelolaan data
yang lerstruktur, terbuka, konsislen, dan
dapat dipertukarkan antar aplikasi atau
instansi. DI sektor lingkungan hidup, data
menjad: elemen kritikal karena menyangkut
pengambilan  kebijakan  berbasis  bukti

(evidence-based policy).

f). Arsitektur Bismis SPBE

Arsitektur  bisnis menggambarkan proses
bisnis utama instansi, hubungan antar proses,

dan dukungan sistem digital terhadap proses
tersebut. Di lingkup Kementerian LH/BPLH,
proscs  bismis  ulama scperll  perizinan
lingkungan, pengawasan dan penegakan
hukum, pengelolaan data lingkungan, serta
pelaporan  kinerja menjadi bagian yang
didigitalisasi. Digitalisasi proses bisnis mi
memungkinkan clisiens: waktu dan sumber
daya, peningkatan akurasi, serta keterlacakan
proses secara menyeluruh.

Penerapan  arsitektur-arsitektur ini bukan
hanya soal peningkatan  efisiensi
administrasi, tetap: juga tentang memperkuat
kapasitas kelembagaan dalam menjaga
keberlanjutan ~ sumber  daya  alam,
meningkatkan  Kuvalitas  lingkungan, dan
menjamin hak masyarakat atas lingkungan
vang sehat. Dengan dukungan SPBE,
implementasi Renstra  Kementerion  LHY
BPLH menjadi lebih adaptil, kolaboralif, dan
berbasis  teknologi, sehingga  mampu
merespons tantangan lingkungan hidup masa
kini dan mempercepal pencapaian target
pembangunan berkelanjutan,
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Penganggaran Kegiatan dengan
Memperhatikan “Value for Money™

Penganggaran kegiatan dengan
memperhatikan “Falue for Money” adalah
pendekatan dalam perencansan dan
pengelolaan anggaran vang fokus pada
penciptaan  nilai  maksimum  dengan
mengalokasikan sumber daya sesuai dengan
hasil atau manfaat yang diharapkan.
Pendekatan 1 menckankan pentingnya
mengukur dan  mengelola nilai  yang
dihasilkan oleh setiap aktivitas atau proyek,
bukan hanya mengontrol biava atau
anggaran. Dalam penganggaran berbasis
value, keputusan alokasi anggaran didorong
olch bagaimana sctiap Investast  atau
pengeluaran berkontribusi pada pencapaian
tujuan strategis dan manfaat organisasi.
Sceara lcknis, penganggaran didasarkan pada
penilaian manfaat, yaitu dengan
menganalisis nilal vang akan dihasilkan dari
program/kegiatan  yang  dilaksanakan,
prioritas dengan mengulamakan alokasi
anggaran pada program/kegiatan  yang
memberikan  manfaat  terbesar,  dan
pengukuran kinerja dengan memantau dan
mengevaluast  hasil yang  dicapal  untuk
memastikan bahwa nilai yang diharapkan
benar-benar terwujud.

114353 119,945

107,822
202¢

2018 215

2 PDB IHK {sosia hargo berkabu)

Dengan pendekatan ini, Kementerian LII/
BPLH memastikan bahwa setiap rupiah
dikeluarkan memberikan  tambahan  nilal
kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB)
vang positif dan signifikan serta sejalan
dengan  pencapaian  tijuan  strategis
Kementerian LHBPLH. Dari tahun 2018
sampai dengan 2023, alokasi anggaran
KI.IIK relatif sama, namun sumbangan PDB3
sektor lingkungan hidup dan kehutanan
meningKat dari tahun ke tahun, Setiap rupiah
alokasi anggaran KLIIK vang dibelanjakan
pada tahun 2023, memberikan sumbangan
sebesar 20,01 kali lipat terhadap PDB Sckior
[.LHK. Angka pembentukan PDB sektor LK
tahun 2023 meningkat 9.53% dibanding
tahun scbelumnya (YoY), Hal uu dapat
menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun,
perencanaan  penganggaran  memberikan
hasil yang positif dari nilai anggaran yang
dibelanjakan terhadap PDB Sektor LHK
vang semakin meningkat,

Catatan:
membandingkan besarnya sumbangan LHK
dalam PDB terhadap realisasi anggaran
Kementerian LHK pada tahun vang sama.

angka  dipevoleh  dengan

143,401

L

021

124015

L

2021

2022

® RPecisos! onggoran

Gambar 3-10 PDB Seltor LHK Tahun 2018-2023
Sumber: Laporan Kinegja KLHK, 2024
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3.3 Kerangka Regulasi

Dalam  rangka penataan  organisasi,
diperlukan juga penataan regulasi dengan
penyesuaian peraturan, baik pada Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah maupun
Peraturan  Menleri.  Penataan  regulasi,
dilakukan dengan semangat mempermudah
pelaksanaan kegiatan dan diharapkan mampu
mengantarkan peran Kementerian LH'BPLH
untuk mendorong transformasi ekonomi, dan
transformasi sosial menuju Indonesia Maju
dan  Berkedaulatan. Pasca pemisahan
kelembagaan antara Lingkungan Hidup dan
Kchulanan, Kemenlerian LHBPLH perlu
membangun kembali kerangka tata kelola
internal yang solid, efektif, dan sesuai dengan
mandal barunya. Pemisahan ini menandai
transisi kelembagaan vyang tidak hanya
bersifat struktural, tetapi juga menyentuh
aspek strategis dalam perumusan kebijakan,
pelaksanaan program, dan koordinasi antar
unit. Dalam konteks ini, perencanaan yang
integratif menjadi kunci utama untuk
membangun kembali fondasi kelembagaan
vang responsil, clekil, dan sclaras dengan
dukungan terhadap kebijakan nasional dan
prioritas vang terkait dengan lingkungan
hidup. Penataan Ulang lungsi lata kelola
internal difokuskan pada penguatan peran
Kementerian  dalam  aspek  regulasi,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan,
seiring tidak lagi memegang fungsi teknis
kehutanan. Untuk memastikan keselarasan
internal, Kementerian mengembangkan dan
menyelaraskan  regulasi  internal  seperti

Peraturan Menteri, Keputusan Menteri,
hingga pedoman pelaksanaan bidang
lingkungan hidup.

Kerangka regulasi imi  dirancang untuk
memastikan  bahwa  selurubh  unit  kerja

memiliki arah vang jelas, mang lingkup
kewenangan yang tegas. serta landasan
hukum vang kual dalam menjalankan mandat
kelembagaannya.  Penetapan  Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2025 tentang
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (P3LH) menjadi tonggak
penting dalam pembaruan kerangka regulasi
lingkungan di Indonesia. PP ini memberikan
arah yang lebih operasional. komprehensif,
dan responsif  terhadap lantangan
pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks
kelembagaan, PP P3LH menjadi panduan
normalil dan (cknis yang memperkual tugas
dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup,
khususnya  dalam  peran  Koordinatif,
fasilitatif. dan  pengawasan terhadap
penyusunan RPPLH di tingkal nasional
maupun  dacrah. Hal 1  mendorong
penyesuaian struktur organisasi kementerian,
termasuk penguatan unit yang menangani
perencanaan lingkungan, pemantavan daya
dukung, serta integrasi kebijakan sektoral
berbasis lingkungan.

Kerangka PP Perencanaan PPLH
BAB | Ketentuan Umum

BAE V Rencana
Parindung
Pengetolaan L

BAB IV Daya Dukung dan
Days Tampung
Urgkungan Hidup

Mdup {D3TLH;}

%

BAR VI Bemantsunn can BAN VI Pumbinean dan
Evahias) Peran Serta Macyarakat

FrgTaT - ™y

PAR VI Sistem Informasd

Gambar 3-11 Kerangka PP 26/2025 tentang PIPLH
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PP P3LH tersebut diarahkan untuk :

a) Menjamin keberlamutan proses, fungsi,
dan produktivitas lingkungan hidup serta
keselamatan, mutu hidup  dan
kescjahleraan masyarakal lerutama pada
kelima sumber daya alam vaitu air, lahan,
udara, laut, dan keanekaragaman hayati
dalam kumn waktu 30 (tiga puluh) tahun

b) Berfungsi sebagai enabling environment
terhadap agenda pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan ('TP13) 2030,
NDC 2030, Indonesia’s FOLU Net Sink
2030 , dan target Kunming-Monireal
Global Biodiversity Framework;

¢) Mendukung  dan mewarnai  agenda
strategis pembangunan nasional jangka
panjang (RPJPN) dan Indonesia Emas
2045 serta keluar dar1 maddle income trap
(MITY;

d) Memberikan landasan  bagi  agenda
Indonesia Long-lerm Stralegy for Low
Carbon and Climate Change Resilience
(LTS-LCCR) 2050 dan Net Zero
I'mission 2060

¢) Berperan sebagai referensi penvusunan
dokumen  perencanaan daerah dan
penyelenggaraan  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
dan

f) Mengarahkan  sistem  tata  kelola
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di tingkal nasional maupun dacrah,
termasuk perizinan berusaha berbasis
risiko.

Selain PP P3LH, penetapan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosislem

Mangrove (PPEM) menjadi  krusial

mengingat ekosistem mangrove memiliki

peran penting dalam miligasi perubahan
iklim, menjaga Kkeanekaragaman hayati

pesisir, serta memberikan manfaat ekonomi
bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya PP
PPEM, siralcgr perlindungan  mangrove
dapat lebih terarah, termasuk penguatan
peran pemenniah dacrah dan masvarakat
dalam restorasi ekosistem mangrove.

Penetapan PP ini mendukung mandat
Kementerian LIBPLI dalam
melaksanakan kebijakan perubahan iklim
melalun  pendekatan  biwe carbon, dan
pengunatan peran Indonesia dalam forum
internasional terkait pengendalian emisi serta
perlindungan keanckaragaman hayati pesisir,
Sebagai bagian dari kerangka regulasi
kelembagaan, PP ini tidak hanya
memperkuat tugas teknis dan koordinatil
Kementerian LIFBPLIL tetapi juga menjadi
instrumen penting dalam  sinkronisasi
kebrjakan sckloral antara pusat dan dacrah.
Dengan demikian, pengelolaan mangrove
menjadi bagian integral dari sistem tata
kelola lingkungan yang herbasis hukum,
data, dan kolaborasi multipihak.

Dokumen  Stratcgt  dan  Rencana  Aksi
Pengelolaan  Keanekaragaman  Ilayati
Indonesia/Indonesian Biodiversity Strategy
and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 tclah
diselaraskan dengan RPIPN Tahun 2025
2045 dan RPIMN Tahun 2025-2029. Hal
tersebut bherarti dokumen tersebut akan
menjadi salah satu landasan dalam upaya
pengelolaan keanckaragaman havati yang
bermuara  pada  kegiatan  konservasi
keanekaragaman hayati. Dokumen ini, juga
menjadi rujukan normatif dan operasional
dalam penyusunan kebijakan, program, serta
penguatan tugas dan fungsi unit kerja yang
menangani konservasi spesies, ekosistem,
dan sumber daya genetik.

Regulasi-regulasi tersebut, berperan sebagai
fondasi dalam menciptakan sistem tata kelola
Kementerian LH'BPLH vang lebih adaptif,
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memastikan keberlanjutan ekosistem, serta
mendukung target nasional dalam transisi
menuju pembangunan yang lebih hijau dan
berkelanjutan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pentingnya  Penataan  Kelembagaan
sebagai Media untuk Mengantarkan
Perubahan Cara Kerja Kementerian/
Badan

Penataan kelembagaan, menjadi hal yang
menentukan dalam mencapai tujuan dari
dibenluknya  sualu  organmisasi,.  Tujuan
penataan kelembagaan tersebut adalah untuk
mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi
dan ukuran (righr sizingt, menjadi wadah
vang menangani atau mengimplementasikan
visi, misi, program dan kegiatan yang telah
direncanakan.  Wujud  dari  penalaan
kelembagaan tersebut berupa pembentukan
kelembagaan bam, penggabungan atau

penyempurnaan  nomenklatur.  Penalaan
kelembagaan  juga  kemudian  dikuti
kcbijakan pengurangan besaran
organisasi/jabatan  kementerian/ lembaga

dengan harapan dapat berdampak pada
besaran belanja publik, khususnya belanja
pegawai,

Kementerian LTHBPLH dengan visi, musi,
dan sasaran strategisnya diharapkan menjadi
kementerian portofolio yang tegas dan

memberikan . dampak nvala dalam
menjalankan tugas dan fungsi bidang
lingkungan hidup.

Selain itu juga akan menjadi dasar dalam
penyusunan  peraturan  turunan  yang
dimandatkan pada scliap regulasi lerscbut.

Tugas dan fungsi Kementerian LH/BPLH
sebagai kementerian portofolio ini tidak
hanya bherfokus di tingkat pusat, namun justru
kuat implementasinya di daerah melalui
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal
ini mendorong herbagai langkah taktis

seperti  pembentukan UPT Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan UPT
Pengelolaan  likosistem  Gambut  dan
Mangrove.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah
juga melakukan penyesuaian kebijakan,
debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan
untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih
efektif, efisien dan mampu bersaing.
Kebijakan ini berupa penyederhanaan proses
bisnis vang dalam perbaikan tata kelola, SOP
(Standard Operation dan Prosedure), serta

pemanfaatan  eknologr  nformas:  untuk
menciptakan  inovasi  baitk  dengan
penggunaan  sistem  aplikasi  ataupun

penclapan standar waktu pelayanan yang
membawa kepada perbaikan layanan secara
umum dan berdampak pada efisiens: biaya,
mempetrkecil ekonomi biayva tinggi (high coss
econony). dan penyederhanaan peraturan
dan regulast. Upava ini dilakukan untuk
mendukung pembangunan lingkungan hidup
dan kehutanan tahun 2025-2029.
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Gambar 3-12 Upaya Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

3.4.1 Aksi Korektif dalam Perencanaan
dan Mengawal Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka mengemban tugas mengawal
keberadaan hutan dan menjaga lingkungan,
Kementerian LH/BPLH memiliki beberapa
tugas den peran khusus, misalnya sebagai
PointNIP  (pimpinan
kegiatan). Beberapa tugas dan peran tersebut
di antaranya fasilitasi Kesckretariatan dan
kehadiran pada forum-forum internasional
bidang perubahan iklim  (persiapan-
pelaksanaan-paska),  berupa  subslantf,
administratif, dan logistik. Keputusan yang
disepakati pada forum internasional
sclanjuinya diindaklanjuti schagar kerangka
kebijakan pengendalian perubahan iklim di
tingkat nasional. Selama lima tahun terakhur,
Kementerian LIFBPLII  telah  berhasil
melakukan beberapa perbaikan dan hasilnya
dapat dilihat darn data-data vang dituliskan
dalam buku ini.

Nationa!  VFocal

Hulu dari semua perbaikan itu adalah adanya
semangat bersama yang ditumbuhkan
kembali untuk menjawab persoalan tapak,
memompa kebanggaan dan militansi sebagai
aparatur Kementerian 1LI1IFBPLIT  dalam
menjaga kedaulatan pengelolaan sumberdaya
alam Indonesia. Kementerian LH/BPLH

menycbutnya sebagai semangat
pembangunan [11, yaitu aksi korektif LII
vang telah menyuratkan kerja birokrasi yang
mampu  menumbuhkan  harapan  dan
kepercayaan  publik, dan  mendukung
penerimaan negara. Kementerian LH/BPLH
juga melakukan berbagel  upaya  untuk
mengurangi  beban linglkungan. Langkah-
langkahnya antara lain penghapusan merkuri,
pembasahan  arcal gambul, pengurangan
timbulan dan penanganan sampab, serta
pencegahan kebakaran lahan,

Secara garis besar, langkah-langkah korektif
Kementerian LH/BPLH dimulai dan
debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan
melakukan identifikasi isu permasalahan
yvang terjadi, menganalisis dan kemudian
menetapkan upaya transformatif yang akan
dilaksanakan setidaknya dalam $§ tahun
mendatang sesuar dengan tugas dan fungsi
serta mandat dalam RPJMN ‘Tahun 2025-
2029.

Serapan Tenaga Kerja dari Pelibatan
Masyarakat

Serapan  tenaga  kema  dan pelibatan
masyarakat dilalkukan melalui pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga
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kerja lokal masyarakat setempat dengan
Padat Karya. misalnya pengelolaan sampah,
pembangunan IPAL, dan lain scbagainya.
Dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat
padat Kkarya akan menghasilkan dua hal
dalam waktu bersamaan yaimu menciptakan
lapangan kerja sekaligus menjaga kelestarian
alam. Pengembangan Komunitas masvarakat
dilakukan melalui  pengelolaan  sampah
berbasis masyarakat (bank sampah) yang
diharapkan dapal menciplakan lapangan
kerja  dan transfer pengetahuan dan
peningkatan kapasitas masyarakat setempat,
yang pada saatnya nanti dapal meningkatkan
kesejahteraan.

Kampung Berketahanan Iklim

Kampung Berketahanan Iklim dengan
konsep pemukiman atau Komunitas yang
dikelola dengan mempertimbangkan dampak
perubahan  iklim  agar  mempunyai
kemampuan  untuk  beradaptast  dan
mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh
perubahan tersebut. Tujuannya adalah untuk
menciplakan masyarakal vang lebih tangguh
terhadap perubahan cuaca ekstrem, banjir,
kekeringan. dan bencana terkait iklim lainnya
melalun pelaksanaan upaya Kegiatan adaptas:
dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
Karakterisuk dan komponen utama dari
kampung berketahanan iklim ini yang utama
adalah pengelolaan sumber daya air yang
efektif dengan penggunaan sistem drainase
berkelanjutan yang baik untmuk mencegah
banjir, seperti sumur resapan. Pengelolaan air
hwan vang efisien juga merupakan karakter
kampung  berketahanan iklim  dengan
menggunakan air hwan kembali untuk
keperluan irigasi atau kebersihan.

Mengembangkan ruang terbuka hijau yang
dapat menyerap air dan mengurangi suhu
lingkungan, seperti taman komunitas, hutan
kota, atau atap hijau. juga menjadi cin

kampung berketahanan iklim. Karakter
kampung berketahanan iklim lainnya dalam
pengelolaan  sampah  dan lingkungan
dilakukan dengan sistem  pengelolaan
sampah terpadu yang efckul melalu daur
ulang, kompos, dan pengurangan sampah
plastik. Pelibatan masyarakat dalam upaya
konservas:  lingkungan juga merupakan
komponen utama dalam pengembangan
kampung berketahanan iklim dengan
meningkalkan kesadaran masyarakal akan
pentingnya menjaga lingkungan dalam
beradaptasi dengan perubahan iklim. Melatth
masyarakal dalam kelerampilan baru yang
relevan  dengan adaptasi  iklim  dan
peningkatan ckonomi lokal menjadi hal yang
utama dalam pengembangan kampung
berketahanan iklim. Demikian juga upaya
bekerja  sama  dengan  berbagar  untuk
mendapatkan  dukungan dalam  bentuk
sumber daya, pengetahuan. atau teknologi
vang membantu Ketahanan iklim.

Memastikan akses masyarakat terhadap
informasi terbaru dan teknologi yvang dapat
membantu masyarakat memumu  kampung
vang mampu beradaptasi dengan perubahan
iklim, Dengan menerapkan prinsip-proinsip
ini, kampung berketahanan iklim dapat
menghadapi tantangan perubahan iklim
dengan Iebih bailk, melindungl kehidupan
warga, dan  menjaga  keberlanjutan
lingkungan. Dalam periode pembangunan
lima tahun ke depan, hal ini akan terus
didorong dan menjadi game changer dalam
menilai keberhasilan pembangunan
lingkungan  hidup. Kedepan, Kampung
Berketahanan Iklim ini akan lebih sermg
disebut dengan Komunitas untuk Iklim,

QO
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Penurunan Kejadian bencana ckologis
(banjir dan tanah longsor) di 15 DAS
prioritas

Penurunan kejadian bencana ekologis seperti
banjir dan longsor memerlukan pendekatan
terpadu dan berkelanjutan dan melibatkan
berbagai aspek lingkungan, tata ruang. serta
partisipasi masyarakat. Strategi yang dapat
dilakukan untuk mengurangi risiko dan
kejadian bencana ekologis adalah dengan
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
melalui rehabilitasi dan konservasi dengan
memperbaiki dan memelihara kondist DAS
dengan reboisasi, penanaman pohon, dan
pengendalian erosi. Vegetasi yang baik di
DAS membaniu menahan air hujan dan
mengurangi  aliran  permukaan  yang
menyebabkan banjir. Penerapan teknologi
Konservast  lanah  dan  arr  dengan
menggunakan lerasering, saluran
pembuangan air, dan teknik Konservasi
lainnya untuk mengurangi erosi  dan
memperlambal  aliran air menjadi  upaya
utama dalam penurunan kejadian bencana,
Pembangunan infrastruktur hijau  dengan
penanaman vegetasi di daerah rawan,
membangun  infrastruktur  hyau  seperti
taman-taman kota, mang terbuka hijau, dan
penanaman pohon di daerah rawan banjir dan
longsor untuk menyerap air dan mengurangi
risiko longsor.

Pembuatan tanggul dan sistem  drainase
dengan membangun tanggul. kanal. dan
sistem drainase yang efektif untuk
mengendalikan aliran air dan  mencegah
banjir. Perencanaan tata ruang yang
memperhatikan daya dukung lingkungan,
seperti  menggunakan material ramah
lingkungan dan desain bangunan yang
adaptif terhadap perubahan iklim, terus
didorong dalam penurunan kejadian bencana
ckologis. Koordinasi dengan pihak lerkait
dalam pemanfaatan rvang juga dilakukan

seiring  dengan upaya  meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
konscrvasi  lingkungan  dan upaya

pencegahan bencana ekologis. Membangun
dan memanfaatkan sistem peringatan dini
untuk banjir dan longsor. yang dapat
memberikan peringatan kepada penduduk di
dacrah  rawan  bencana,  Pemanfaatan
teknologi dilakukan dengan berkoordinasi
dengan  pithak-pthak  terkait  dalam
pemantavan  salelit  dan  sensor  untuk
mengawasi perubahan lingkungan yang
dapat memicu bencana ekologis.

Demikian juga dengan Mitigasi Bencana
Berbasis Ekosistem dilakukan dengan
berkoordinas: dengan  pihak-pibak  terkant
dengan  memperkuat  ekosistem  yang
berperan dalam mitigasi bencana, seperti
mangrove di pesisir unfuk mencegah banjir
rob. Mengembalikan fungsi ekosistem yang
telah rusak melalul restorasi juga dilakukan
dengan sumberdaya dan sumber dana yang
didorong untuk mengurangi risiko bencana di
masa depan, Dengan pendekatan-pendekatan
tersebut, risiko bencana ekologis seperti
banjir dan longsor dapat dikurangi secara
signifikan, sckaligus menjaga keseimbangan
ekosistem.

3.4.2 Kerangka  Kelembagaan  Bidang
Lingkungan Hidup dalam RPJMN
Tahun 2025-2029

RPIMN Tahun 2025-2029 secara cksplisit
mencantumkan  Kerangka Kelembagaan
vang didesain  untuk mendukung
ketercapaian sasaran-sasaran dalam Prionitas
Nasional. Kerangka kelembagaan yang telah
ditugaskan kepada Kementerian LHBPLH
untuk Prioritas Nasional 2 Memantapkan
Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air, EKonomi
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Syvariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau,
dan Ekonomi Biru, dijabarkan sebagai
berikul:

1. Penataan Kelembagaan Pengelolaan
Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah
sesuai dengan Platform Transformasi
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Scjenis Sampah Rumah
Tangga

Tata kelola persampahan telah  diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 ‘Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemerintah bertugas Menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah
yang baik dan berwawasan lingkungan.
Lebih lanjut, pengaturan kelembagaan
pengelolaan sampah juga diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81
‘Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga. Dalam rangka
mendukung tata kelola persampahan yang
partisipatif, fterintegrasi, serta tidak
lumpang  tindih, maka  diperlukan
penataan kelembagaan di tingkat pusat
dan daerah. Penataan kelembagaan ini
Iebih lanjut akan diatur pada Peraturan
Presiden lenlang Translormasi
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Pembentukan kelembagaan operator
layanan persampahan yang terpisah
dari regulator

Saat i, baru terdapat 3 dan 38
pemerintah provinsi dan 3 dari 514
pemerintah kabupaten'kota yang
mempunyai  Badan lLavanan Umum
Dacrah  Persampahan.  Lebih  lanjul,
operator layanan swasta dan berbasis
masyarakat yang berupa kelompok
swadaya masvarakal dan Badan Usaha
Milik Desa masih terbatas secara kuantitas

dan kualitas. Pembinaan dan pengawasan
terhadap berbagai jenis operator tersebut
juga masith belum  oplimal, lermasuk
pendataan, registrasi, dan sistem perizinan
operasi. Selain itu, potensi kerja sama
antarpemerintah daerah, antara
pemerintah  daerah  dengan  swasta,
alaupun antara Badan Layvanan Umum
Daerah dengan swasta juga belum digali
sehingga ke depan diperlukan penguatan
kebyjakan dan ckosistem bagi operator dan
kerja sama dalam layanan persampahan.

Kceberadaan  umt  khusus  {(operator)
layanan persampahan dan kerja sama ini
Juga telah diamanatkan di dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 dan akan
lebih lanjut diatur pada Peraturan Presiden
tentang  Transformasi  Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga. Standar
Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia,
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
berikut Peta Okupasi perlu untuk
dilegalkan schingga pembinaan dan
pengembangan standar kompetensi untuk
sumber daya manusia persampahan dapat
dimplementasikan,

. Penataan dan pengelolaan aset sarana

dan prasarana persampahan

Penataan dan pengelolaan aset diperlukan
untuk melindungi jaminan kepemilikan
dan pengelolaan  asel  sesual  dengan
kelentuan peraluran perundang-undangan
yang mengatur  mengenal  sektor
persampahan dan tata kelola aset. 1.ebih
lanjut, penataan dan pengelolaan aset ini
juga diatur pada Peraturan Presiden
tentang  Iransformasi  PPengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
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3.4.3 Membangun Struktur Organisasi

Kementerian LH/BPLH harus didukung olch
perangkat organisasi, proses bisnis'tata
laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat
baik sccara kualilas maupun Kuantitas di
tingkat pusat maupun tingkat wilayah. Untuk
itu kegiatan pengembangan dan penataan
kelembagaan vang meliputi organisasi dan
proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan
sumber dava aparatur mutlak dilaksanakan
secara efektif, tensif, dan
berkesinambungan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
182 ‘Tahun 2024 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden
Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup, telah
ditetapkan Unit Kena Eselon I lingkup
Kementerian [IFBPLIL  Desain  Utama
Kelembagaan Kementerian LH/ BPLH
terdin atas 7 Unit Eselon 1, meliputi:

a) Seckretariat Ulama

b) Inspektorat Utama

¢) Depuli Bidang Tata Lingkungan dan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan

d) Dcepuli Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

e) Deputi Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Bahan Berbahaya dan
Beracun

{) Depuli Bidang Pengendalian Perubahan
Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi

Karbon

g) Deputi Bidang Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup

Kerangka kelembagaan merupakan

perangkat Kementerian/Lembaga (struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan
aparatur sipil negara) yang digunakan untuk
mencapai visi dan misi Kementerian I.H/

BPLH sesuai dengan kewenangan serta tugas
dan fungsi Kementerian LH/ BPLH.

Berkenaan dengan kerangka kelembagaan,
maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan di
anlaranya adalah:

1) Sejalan dengan kebijakan pembangunan
nasional dan perkembangan lingkungan
strategis;

2) Sejalan dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

3) Memperhatikan pembagian kewenangan
dalav  urusan  pemenntahan  antara
pemerintah  pusat dan  pemerintah
daerah. terutama urusan konkuren

4) Memperhatikan asas  manfaat  dan
mendukung pencapaian hasil (outcome)
dari program pembangunan

5) Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang
transparan, partisipatif, dan akuntabel,
serta  memperhatikan  efisiensi  dan
elektivilas anggaran

6) Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang
(ransparan, parlisipalif, dan akuntabel,
serta memperhatikan  efisiensi  dan
efektivitas anggaran

7) Menjalin kerjasama dengan multi pihak

atau  pihak-pihak  terkait  yang
kolaboratil:

8) Sedapat mungkin untuk dilakukan
pembatasan pembentukan lembaga barm
dan/alau perombakan  organisasi
terkecuali  ditentukan  lain  oleh
pemerinlah, maka kerangka

kelembagaan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Lebih  lengkap,  struktur  organisasi
Kementerian LH/BPLH didukung oleh 7
Unit Kerja Esclon I, 4 Stal Ahli Menleri, dan
11 Pusat yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. yang bersiap menggawangi

I -
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pembangunan LH dalam 5 tahun ke depan.
Gambar 3-8 adalah bagan struktur organisasi
Kementerian LH/BPLH  scsuair  dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan
[lidup Nomor 1 ‘lahun 2024 tentang

KERANGKA KELEMBAGAAN

{Bextdasarban Peraio LH i) Talw 2022)

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Limgkungan Hidup, scbagai lurunan dari
Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024
dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun
2024,
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Gambar 3-13 Struknur Organisasi Kemearerian LH BPLH

Selanjutnya adalah melakukan analisis beban
kerja  (ABK) yang digunakan unluk
menentukan  kebutuhan  sumber  daya
manusia, efisiensi, dan efektivitas kerja.
Berdasarkan ABK yang telah  dilakukan
dalam lingkup Kementerian LH/BPLH,
diperoleh informasi bahwa jumlah SIDM saat

ini adalah 1.900 orang dengan jumlah yang
scharusnya dari ukuran beban kerpja adalah
sekitar 3.152 orang, sehingga masih terdapat
gap sekitar 1.252 orang. T'abel di bawah ini
menunjukkan rekapitulasi ABK Kementerian
LH/BPLH.

Tabe! 3.6 Rekap Analisis Beban Kerja Kemeaterian LH'BPLH

Unit Kerja Eselon I

Eksisting

Keterisian

1. | Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama 854 1.873 | 1.019 45,60
2. | Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam 170 206 36 82,52
Berkelanjutan
3. | Deputi Pengendalian dan Pencemaran 206 206 0 100,00
Lingkungan
-
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104 B ] / 1 %
Unit Kerja Eselon I Eksisting ABK - Kotertoi
4. | Deputi Pengelolaan Sampah, 1imbah dan B3 | 222 206 -16 107,77
5. | Deputi Pengendalian Perubahan 1klim dan Tala 143 206 63 69,42
Kelola Nilai Ekonomi Karbon
6. | Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 232 326 94 71,17
7. | Inspektoral Ulama 73 129 56 56,59

3152 1252
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Jajaran Pimpinan Tingsl
Madya Kementerian
LWBPLH yeny dilantik
oleh Menteri U4/ Kepala
BPLH padatanggal §
Jarnaari 2025

Fota: Humos KLH/BPIH

Semangat Baru
Mengawal Kinerja
Kementerian

Mernter LH/Kepabs LH
melantik Komissris
Jenderal Winarto sebagal
Inspektur Utama
Kementarlan Unghungan
Hidup/Badan
pengendalian Lingkungan
Hidup mengantikan Ir.
Laksrmi Cheveanthi, MLA
yang memasuki mass
puma tugas,
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Melengkapi penataan organisasi dan tata
kerja lingkup Kemcenterian LHH/BPLH,
telah disusun tata hubungan kerja antar Unit
Kerja Eselon I dan antara Unit Kerja Eselon
I dengan Pusal Pengendalian Lingkungan
Hidup lingkup Kementerian LHBPLH yang
ditetapkan  melalui  Keputusan  Menteri
LII/Kepala BPLIT Nomor 1365 Tahun 2025.
Bahwa antar Unit Kerja Eselon I
melaksanakan tala hubungan kerja yang
bersifat:

1. Koordinauf:

a) Dimaksudkan unfuk mengembang-kan
hubungan kerja secara struktural
dengan menumbuhkembangkan
semangat kolegial yang sinergis dan
terpadu  dalam penanganan dan
penyelesatan lugas dan fungsi sesual
dengan kewenangan masing-masing
unit kerja; dan

b) Dilaksanakan  unwk  menghindari
fumpang tindih atau duplikasi program
dan kegiatan secara substansial dan
menjamin Keselarasan  program  dan
kegiatan.

dan
2. Kolegial:

a) Dimaksudkan untuk menumbuhkan
rasa kebersamaan dan kemitraan dalam
melaksanakan  beban  kerja  dan
tanggung jawab bagi peningkatan
produktivitas  dan  kinerja,  serla
mengembangkan semangat
kebersamaan; dan

b) Diwujudkan dalam bentuk kontribusi
indikator kinerja masing-masing unit
kerja terhadap target indikator kinerja
Kementerian LTI BPLIL

Selanjutnya, antara Unit Kerja Eselon I
dengan  Pusat  Pengendalian  Lingkungan

Hidup melaksanakan tata hubungan kerja
vang bersilat:
1. Konsultatif:

a) Dimaksudkan untuk menyamakan
persepst dalam  melaksanakan (ugas
dan fungsi sesuai dengan kewenangan
Umit Kerja Esclon I dengan Pusat
Pengendalian Lingkungan Hidup: dan

b) Dilakukan dengan mengikutsertakan
dan memnta pendapal, data  dan

informasi mengenai bidang kerja
Eselon I di wilayah kerja Pusat
Pengendalian Lingkungan Hidup.,

2. Struktural:

a) Dimaksudkan untuk mengembang-kan
kepemimpinan  secara  berjenjang

dengan tetap melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenangnya —secara
bertanggung jawab; dan

b) Dilakukan dengan tetap
memperhatikan  Kerja sama  yang
terpadu, harmonis, selaras
komprehensif, dan tidak

mementingkan Kepentingan wewenang
pada unit organisasi.
3. Fungsional:

a) Dimaksudkan  untuk  mcemberikan
peran substansial secara fungsional
dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Unit Kerja liselon [ kepada Pusat
Pengendalian Lingkungan Hidup: dan

b) Dilakukan sesvar dengan Kompetensi
dan kemandirian dalam melaksanakan
tugas dan fungsi jabatan pimpinan
linggi dan jabatan administras: dengan
Jjabatan fungsional.

Lebih lanjut, bagan alur tata hubungan kerja
dalam  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh
Kementerian LHBPLH adalah sebagaimana
gambar berikut.

-
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Gambar 3-14 Bagan Al Tata Hobunam Kerja dalam Perdindungan dan Pengelolaan Linglamgan Hidup

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/§92/M.KT.01/2025 tanggal 18 Juli
2025 tentang Penataan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Kementerian  Lingkungan  Hidup/Badan
Pengendalian  Lingkungan Hidup, pada
prinsipnya telah disetujui Unit Pelaksana
Teknis (UPT) lingkup Deputi Bidang Tata
Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Berkelanjutan sebanyak 3 unit kerja dan

lingkup Deputi Bidang P'enegakan [Tukum
Lingkungan Hidup sebanyak 5 unit kerja.
dengan rincian sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan:
a) Balai Pengelolaan Ekosistem Gambul
dan Mangrove Sumatera;
b) Balai Pengelolaan Iikosistem Gambut
dan Mangrove Kalimantan;
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¢) Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut
dan Mangrove Papua.

2. Deputi  Bidang [ukum

Lingkungan Hidup

Penegakan

a) BBalai Penegakan Ilukum lLingkungan
Hidup Sumatera;

b) Balai Penegakan Hukum Lingkungan
ITidup Jawa, Bali. dan Nusa Tenggara;

c) Balai Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Sulawesi:

d) Balai Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Kalimantan:

¢) Balal Pencgakan Hukum Lingkungan
Hidup Maluku dan Papua.

Secara paralel, Rancangan Peraturan Menteri
Lingkungan 1idup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup mengenai
organisasi dan lata kerja unit pelaksana teknis
di lingkungan Kementerian LIFBPLII telah
disempurnakan sesuai dengan pola yang
berlaku, untuk selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan  Menleri  Lingkungan
Hidup/Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan IHidup.

Selain itu, usulan penataan organisasi dan
tata kerja di lingkungan  Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup secara prinsip telah
disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
surat nomor B/962/M.KT.01/2025 tanggal 28
Juli 2025, Beberapa penyesuaian yang
disetujui yaitu:

I. Penyesuaian  fungsi  pada  Pusat
Pengendalian Lingkungan Hidup, Pusal
Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup,
dan Pusat Standardisasi lingkungan
Hidup;

2. Pemindahan lokasi dan kedudukan kantor
Pusat Pengendalian lingkungan 1lidup
wilayah Papua: dan

3. Reposisi susunan organisasi direktorat di
lingkungan  Deputi  Bidang  Tata
Lingkungan dan Sumber Dava Alam
Berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup/Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup mengenai organisasi dan
tata kerja di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lmgkungan Hidup telah disesuaikan sesual
dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya
ditetapkan menjadi  Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan 11idup.

Di dalam perencanaan yang komprehensif,
penyusunan perencanaan program
pembangunan juga harus memperhatikan
pengarustamaan  pembangunan  dalam
RIPIMN ‘Tahun 2025-2029  yaim
pengarustamaan gender dan inklusi sosial,

ckonomi  hijau, wansformasi  digital,
Sustaimable Development Croals,
pembangunan  rendah  karbon,  dan

pembangunan berketahanan iklim,

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi
Sosial

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
merupakan pendekatan  strategis  dalam
pembangunan nasional untuk memastikan
kesetaraan akses dan partisipasi bagi seluruh
lapisan masyarakat, termasuk kelompok
rentan dan terpinggirkan. [fal ini dilakukan
melalul integrasi prinsip keselaraan gender
dalam Kebyakan, program, dan Kkegiatan
pembangunan, serta peningkatan akses
terhadap layanan dasar bagi kelompok
masyarakat yang kurang berdaya. Dengan
mengarusutamakan gender dan inklusi sosial,
diharapkan tercipta masyarakat yang lebih
adil, setara, dan inklusif. serta mampn
mengoplimalkan  polensi  seluruh  warga

¢ S
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negara dalam mencapai kesejahteraan yang
berkelanjutan.

2. Pengarusutamaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals

Pengarusutamaan Sustainable Development
Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ('I'13) mempakan langkah
strategis  dalam  memastikan  bahwa
pembangunan  nasional  sclaras  dengan
agenda global SDGs. Kebijakan dan program
pembangunan harus secara  sistematis
mengintegrasikan aspek ckonomi, sosial, dan
lingkungan guna menciptakan keseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan
sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan
demikian, pembangunan yang berkelanjutan
dapat diwujudkan melalun sinergi antar-
sektor. pendekatan berbasis bukti., serta
optimalisasi sumber daya yang mendukung
kesejahteraan masyarakat secara mklusil dan
berkeadilan.

3. Pengarusutamaan Transformasi

Digital

Transformasi digital merupakan elemen
kunci dalam peningkatan cfektivitas dan
clisicnsi  penyelenggaraan  pemerintahan
serta percepatan pembangunan nasional.
Pengarusutamaan  transformasi  digital
dilakukan melalui  integrasi teknologi
informasi dan komunikasi dalam tata kelola
pemerintahan, pelayanan publik, serta
berbagai sektor stralegis seperti ekonomi,
pendidikan, dan  keschatan., Pemanfaatan
teknologi  digital vang  inklusif dan
berorientasi pada pelayanan masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, scrla akscsibililas  layvanan
publik, sehingga mendorong akselerasi

pembangunan vang lebih responsif dan
adaptif terhadap dinamika global.

4. Pengarusutamaan
Rendah Karbon

Pembangunan

Pembangunan rendah karbon merupakan
strategi utama dalam mitigasi perubahan
iklim dan pencapalan largel pengurangan
emisi gas mmah kaca. Pengarusutamaan
pembangunan rendah karbon dilakukan
melalun penguatan kebijakan dan program
vang berorientasi pada efisiensi energi,
penggunaan  energi  terbarukan, serta
penerapan lcknologi ramah lingkungan di
berbagai  sektor. Dengan  mendorong
transformasi menmuju ekonomi hijau dan
praktik pembangunan vang berkelanjutan,
diharapkan dapat tercipla keseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian
lingkungan. guna meningkatkan ketahanan
ckosistem serta kesejahteraan masyarakat
dalam jangka panjang.

5. Pengarusutamaan
Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas adaptasi
masyarakat, ckosistem, dan scklor ckonomi
lerhadap  dampak  perubahan  iklim.
Pengarusutamaan pembangunan
berketahanan iklim dilakukan melalui
integrasi  aspek nstko  iklim  dalam
perencanaan  pembangunan,  penguatan
sistem  mitigasi dan  adaptasi, serta
pengembangan infrastruktur yang tangguh
terthadap bencana, Dengan memperkuat
ketahanan terhadap perubahan  iklim,
diharapkan pembangunan nasional dapat
berjalan secara lebih berkelanjutan, serta
mampu  melindungt kehidupan  dan
kesejahteraan masyarakat dari ancaman
perubahan lingkungan global.

Pembangunan
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BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

RPIMN Tahun 2025-2025 adalah periode
pertama dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
Berbagai langkah strategis nasional telah
dicanangkan dalam kerangka menuju Visi
Indonesia Emas 2045 di mana Indonesia
menjadi Negara nusantara vang berdaulat,
maju dan berkelanjutan, Dalam upaya
menuju visi tersebut, Indonesia diharapkan
bisa terlepas dari middle income trap.
Sebagai titik dorong, pelaksanaan RPJMN
Tahun 2025-2029 ditandai oleh perkuatan
reformasi regulasi dan kelembagaan. Salah
satunya difokuskan untuk mengarahkan
pembentukan  regulasi  dan  penalaan
organisasi  pemerintah  sesuai  dengan
kebutuhan dan target-target pembangunan,

Terdapat tiga PP yang ditctapkan bersamaan
pada tanggal 5 Juni 2023 terkait dengan
bidang lingkungan hidup yaitu:

1. PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Ilidup (P3LII),
vang menjadi tonggak penting dalam
pembaruan kerangka regulasi lingkungan
di Tndonesia. PP in1 memberikan arah
vang lebih operasional, komprehensif, dan
responsif terhadap tantangan
pembangunan  berkelanjutan. Dalam
konteks kelembagaan, PP P3LH menjadi
panduan normatif dan teknis yang
memperkual lugas dan [ungs:
Kementerian  LH/BPLH,  khususnya
dalam peran koordinatif, fasilitatif, dan
pengawasan terhadap penyusunan RPPLH
di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini
mendorong penyesuaian struktur
organisasi Kementerian LIIY BPLII,
termasuk penguatan unit yang menangani
perencanaan  lingkungan, pemantauan

daya dukung, scrta integrasi kebijakan
sektoral berbasis lingkungan.

2. PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove (PPEM), yang menjadi krusial
mengingat ekosistem mangrove memiliki
peran penting dalam mitigasi perubahan
iklim, menjaga keanekaragaman hayati
pesisir, serla memberikan  manfaat
ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan
adanya PP PPLEM, strategi perlindungan
mangrove dapat lebih terarah, termasuk
penguatan peran pemerintah daerah dan
masyarakat dalam restorasi ekosistem
mangrove.

3. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyclenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor
3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sebagal peraturan turunan dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, PP ini adalah penyempurnaan
untuk semakin memberikan kepastian
hukum kepada pelaku usaha terutama
mengenai proses bisnis dan jaminan
kualitas lavanan, untuk mewujudkan
kemudahan  dalam  memulai dan
menjalankan usaha guna mendukung cipta
kerja.

Selain ifu, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-
2029 ditajamkan dengan Prioritas Nasional,
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan
Provck Prioritas Agenda Pembangunan,
Dalam perkembangannya, Asta Cita yang
selanjutnya  diwujudkan dalam Prioritas
Nasional menjadi acvan bagi Kementerian
LIIBPLII dalam memperkuat fokus dan
pengendalian program (delivery mechanism).

Ha
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Struktur Informasi Kinerja dalam Renstra
Kementerian LH/BPLH ‘Tahun 2025-2029
meliputi:

1. Satu Visi

2. Empat Misi

3. Empal Tujuan dengan lima Indikator
Tujuan

4. Lima Sasaran Strategis di bawah
rumusan Tujuan, dengan Sepuluh (10)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama:

5. 25 (dua puluh lima) Sasaran Program
dengan 42 (empat puluh dua) Indikator

il Il @
H s .
SK & IKK SP & IKP Sastrs & IXU
110 Sesaran 28 Sasaran S Sssaran
Kegistan Program Strategis
dengan 150 dengan 42 dengan 10
InSkator Indikator Indikator
Kineria Keglatan Kinera Program Kinerja Sasaran
Strategie/IKU

Kinerja Program sebagai transformasi
dari Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja  Sasaran  Strategis/Indikator
Kinerja Utama. Setiap Indikator Kinerja
Program  diintervensi  pemenuhan
kinerjanya oleh UKE 1 yang
bersinggungan baik sccara kuantitatif
maupun kuahtatif.

6. 110 (seratus sepuluh) Sasaran Kegiatan
dengan 150 (seratus lima puluh)
Indikator Kinerja Kegiatan yang
dilaksanakan oleh semua Unit Kerja
Eselon Il sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

o

+ .

Tujuan & Misl

indikator & Ml 1 Visi
Tujuan

4 Tujuan

dengan &

Incsikator Tujuan

Gambar 4-1 Struktur Informasi Kinerja Reastra Kementerian TH/BPLH Tahun 2025-202¢

4.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikatlor
Kinerja Utama (IKSSIKU) Kementerian
LH/BPLH adalah indikator vang disusun
sebagai alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian LH/BPLH. Target pada
Indikator Kinerja Utama ini disusun
berdasarkan baseline capaian dari kinerja

yvang sudah dilakukan pada periode
sebelumnva, dengan target per tahun yang
dihitung dengan proycksi dan disesuaikan
dengan  kondisi terkini, sehingga target
tersebut rasional untuk dicapai pada periode
2025-2029. Target TKSS/IKU Kementerian
LH/BPLH Tahun 2025-2029 dapat dilihat
pada Tabel 4-1.

-
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Tabel 4-1 Targes pada Indikator Kinera Utama Kemearerian LEBPLH 2025-2029

Satunn

Indeks Daya Dukung
| | Dan Daya Tampung Poin 0,567 0,569 0571 0,573 0,576 TL.SDAB
Linpkungan Hidup
PPKL,
Indeks Kualitas 2 TLSDAB,
2
2 Finghusan Hidin Poin 7649 76.67 76,85 77.03 77.20 PSTR3,
Settama
Indeks Kinetja J
5 -
3 Pengelolaan Sampah. Poin 3 61 64 67 70 PSLB3
Tndeks Pengelolaan X y -
4 ¥ ke Pom 0.44 0.47 0.49 0.52 0,55 PPKL
Persentase Penurunan
Emiszi GRK Dari § Sckror PSIB3,
5 | NDC Yang Selaras Persen | 26,67 | 2735 | 28,18 | 29,16 | 30,11 | PPITKNEK,
Dengan Pembangunan PHLH
Rendah Karbon
Pertumbuhan Nilat
Ekonomi Dari PSLB3,
ersen 5.3 5. 5 5.3 B
° Pengelolsan Linpkungan R ol 2 22 2 4 PPKL
Hidup
Nilai Pencrimaan Negara Miliar :;l:;
7 | Bukan Pajak (PNBP) Rexiah 937 441 499 537 57935 PPl'.lK‘N LL
Fuagsional KLIVBPLH |~ 7
Settama
Persentase Ketaatan
Pelaku Tlsaha Atan
Kemiatan Dajem ) . PHLH.
£ | Penizinan Dan Peraturan Persen 30 40 45 50 55
Scttama
Perundang-Undangan
Bidang Lingkungan
Hidup
Nilai Kinerja Reformasi ) Scluruh
9 Rirokrasi Poin &7.18 |R.00 90.00 91.00 92.00 UKET
Opini Terbadap Laporan Poin/ 3 : ; Seluruh
10 | ReuanganKLEBPLH | wrp | W | WIP | WIP | WIP [ WIP | Gppy

Tabel 4-2 berikut  ini  menunjukkan  Program. Lebih rinci, Sasaran Program dan
penjabaran Program lingkup Kementerian  Indikator Kinerja Program  dijabarkan
LIV/BPLI tahun 2025-2029 dengan Sasaran  kedalam Sasaran Kegiatan dan Indikator
Program (owutcome) dan Indikator Kinerja  Kinerja Kegiatan.
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Tabel 4-2 Penjabaran Program lingkup Kementenan LHBPLH deagan Sasaran Progran dan Indikator Kinerja Progrumn

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN PROGRAM

Kualitas Meningkatnya penguatan kebijakan di | Persentase KRP yang menerapkan

lingkungan bidang lingkungan hicup perlindungan LH unmuk mendukng

hicup pertumbuhan ckonomii (hijau)
Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air
Meningkatnya kualitas udara Indeks Kualitas Udara
Meningkatnya kualitas lahan Indcks Kualitas Lahan
Meningkatnya kualitas tutupan lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Mcﬁinékatnya kualitas air laut

ln&ks Kualiﬁs Air Laut

Meningkatnya layanan laboratorium Layanan laboratorium lingkungan hidup
lingkungan hidup vatuk pengujian untuk pengujian kualitas lingkungan hidup
kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya Kualitas Ekosistem 1. Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan
Lsensial Darat
2. Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove
3. Indcks Kualitas Fkosistem Gambut
(IKEG)
Meningkamya pengelolaan bahan Jumlah B3 vang dikelola
berbahaya dan beracun
Meningkamya pengelolaan limbah B3 Jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola
dan non B3
Meningkamya penerbitan perizinan Persentase penerbitan perizinan berusaha
berusaha terkati persetujuan lingkungan | terkait persetjuan lingkungan di bidang
di bidang lingkungan hidup dan SDA lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
berkelanjutan
Meningkatnya penerapan standar 1. Jumlah penerapan standar instrumen
instrumen lingkungan hidup dan lingkungan hidup
rekomendasi perubahan iklim yang
berkelanjutan 2. Jumlah penerapan standar dan

rekomendasi kebijakan perubahan iklim
yvang berkelanjutan

Menngkatnya penyelenggaraan gerakan
peduli dan berbudava lingkungan hidup
di satuan pendidikan formal, komunitas,
wirausaha dan pengembangan Kemitraan
lingkungan

Indeks Peduli dan Berbudaya Lingkungan
Hidup

Meningkatnya pengelolaan sampah

Persentase sampah yang dikelola

Memmunnya ancaman kehilangan Indeks Pengurangan Ancaman Kelilangan
keanekaragaman hayati Keanekaragaman Hayati

Menurunnya emisi GRK dari sub sektor | Persentase penurunan emisi GRK dari sub
limbah padat domestik sektor limbah padat domestik

Meningkamya nilai ekonomi dari 1. Nilai ekonomi dari kegiatan pengelolaan
pengelolaan lingkungan hidup sampah

2. Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah
B3 dan non B3

3. Nilai ekonomi dari pengolahan dan
pemanfaatan kembali air limbah

. ® -
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NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya PNBP dan pendapatan
Jjasa di bidang lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa
sberseaaio: gk g :

Nilai PNBP dari penerbitan perizinan

bidang penpelolaan limbah B3 dan non

B3

bidang pengelolaan limbah B3 dan non
B3

Meningkatnya penegakan hukum di
bidang lingkungan hidup

Jumlah pelaku usaha atan kegiatan yang
meningkal Ketaatannya dalam perizinan
dan peraturan perundang-undangan
bidang lingkangan hicup

Jumlah tindak pidana dan perdata. dan

sengketa lingkunagn hidup yang
ditangani

Jumlah lembaga vang dibina dan
difasilitasi terkait penataan bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup wilayah

Meningkatnya indeks produktifitas dan
daya saing SDM lingkungan hidup

Indeks produktifitas dan daya saing SDM
lingkungan hidup

2 | Ketahanan Menurunnya emisi GRK dari 5 scktor | 1. Penurupan emisi GRK dari 5 scktor NDC
Bencana dan NIC yang terverifikasi yang terverifikasi
Perubatmn Tkim 2. TPersentaasc penurunan luas kebakaran
lahan di lokasi usaha dan‘atau kegiatan
yang memiliki kesiapsiagaan
pengendalian kebakaran lahan
Menurunnya tingkat kerentanan iklim di | Persentase penurunan tingkat Kerentanan
lokasi prioritas iklim di lokasi prioritas
Mcningkatnya PNBP dari ckonomi Nilai PNBP dari ckonomi karbon
karbon
3 | Dukungan Meningkatnya kinerja pelayanan 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Manajemen birokrasi KLH yang agile, efektit. dan Instansi Pemerintah KLH
el 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
3. Indcks Sistem Merit
4. Indeks Reformasi Hukum
5. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE)
6. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan
: ) Penixicus Liogktugen,. 2
Meningkatnya laporan keuangan KILH | 1. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan
yang ransparan dan akuntabel Perizinan Lingkungan
2. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
KLIVBPLIL
3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) KLH/BPLH

s
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4.1.1 Metode Perhitungan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis

Arsilektur kinerja Kementerian [LH/BPLH
tahun 2025-2029 memual visi, misi, tujuan,
Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
(IKSS/IKU), beserta target kinerja yang akan
dicapai selama tahun 2025-2029. Indikator
Kinerja Utama adalah ukuran kinerja yvang
akan  digunakan menyusun laporan
akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian.
Indikator ini disusun dengan tujuan: (a) untuk
memperoleh informasi kinerja yang penting
dan diperlukan dalam rangka tata kelola
pemerintah yang baik (good governance) dan
(b) untuk memperoleh ukuran keberhasilan
pencapaian targel kinenja yang
mencerminkan  pencapaian  fujuan dan
sasaran strategis Kementerian LII/BPLII
yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja
dan pemingkatan akuntabilitas kinerja.

IKU 1. Indeks Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan Hidup

Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup pada tahun 2029 berada
di 0,576 poin.

Deskripsi

Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup (D3TLH) adalah
indikator yang mencerminkan sejauh mana
kapasitas  lingkungan dapal mendukung
kehidupan manusia secara berkelanjutan.
Indeks D3TLH memberikan informasi
strategis mengenai kemampuan lingkungan
hidup svatu wilayah dalam menghadapi
tekanan antropogenik sekaligus menilai
kontribusi  perilaku  manusia terhadap
keberlanjutan ekosistem.

Indeks D3TLH dirancang untuk memberikan
gambaran kuantitatif mengenai kapasitas
lingkungan  hidup dalam  mendukung

kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi
berbasis lahan. Pendekatan in1 menggunakan
konsep D3TLH yang muncul sebagai upaya
untuk  menjaga keseimbangan antara
penyediaan (supply) sumber daya alam dan
pemanfaalannya (demand) oleh masyarakat.

Perhitungan indeks dilakukan sccara terpisah
untuk lima sumber daya alam utama, yaitu
air, lahan, udara, laul dan keanekaragaman
hayati. Untuk setiap sumber daya alam,
indeks dihitung dengan membandingkan
kapasitas lingkungan dengan kebutuhan
manusia. Setelah indeks dihitung, nilai-nilai
lersebut dnntegrasikan ke dalam sebuah
Indeks Komposit Kemampuan Pemanfaatan
Lingkungan ITidup (IKPLII). Selanjutnya,
IKPLII diintegrasikan dengan Indeks
Perilaku  Ramah Lingkungan  Hidup
(IPRLH). Integrasi antara kedua indeks ini
menghasilkan Indeks D3TLH. Sumber data
yang diperlukan.

Interpretasi: Lingkungan hidup di wilayah im
memiliki kapasitas yang sangat baik untuk
memenvhi  kebutuhan manusia secara
berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya
alam masith mencukupi untuk kebutuhan
masyarakat, dengan Kkeseinbangan vyang
optimal antara supply dan demand. Perilaku
masyarakat di wilayah ini tergolong sangat
ramah lingkungan, dengan pengetahuan yang
baik tentang pengelolaan sumber daya, sikap
positif terhadap pelestarian lingkungan, serta
praktik vang mendukung keberlanjutan.
Wilayah mi menjadi contoh ideal untuk
pengelolaan  sumber daya alam  yang
berkelanjutan.

Berdasarkan interpretasi tersebut, maka
Indeks D3TLH dapat digunakan dalam
berbagai aspek perencanaan, seperti tata
ruang wilayah, pengelolaan sumber dava

-
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alam, serta kebijakan pembangunan
berkelanjutan. Dengan mengukur Indeks
D3TLH, pemerintah dapat melihat tingkat
keberlanjutan lingkungan hidup pada suatu
wilayah.  Berdasarkan  mformasi  imi,
pemerintah  dapat menetapkan kebijakan
pelestarian fungsi lingkungan hidup vang
tepat dengan merumuskan rangkaian upaya
untuk  memelihara kelangsungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
seperti  menentukan  batas  optimal
penggunaan lahan, menetapkan regulasi
terhadap aktivitas industri, mengembangkan
strategi adaptasi terhadap perubahan iklim,
alau pemmgkatan kapasitas  masyarakal
terkait pengetahuan, sikap, dan praktik ramah
lingkungan.

Klasifikasi data terhadap:

Penerapan kebijakan pelestarian  fungsi
lingkungan hidup berdasarkan Indeks
D3TLH yang efektif memerlukan kerja sama
antara pemerintah, sektor swasla, dan
masyarakal dalam menjaga keseimbangan
antara kebutuhan ckonomi dan pelestarian
lingkungan. Upaya konservasi sumber daya
alam, penggunaan teknologi ramah
lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi
sirkular dapat memmgkatkan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan
demikian, indeks ini menjadi alat penting
dalam mewujudkan pembangunan vang
berkelanjutan dan memastikan kualitas hidup
manusia lelap lerjaga di masa depan.

Indeks D3T Kehati

| Jasa Linghungen
Pengatur Ar

Jaza Unghkurgan

.| Jass Unghkungan
Pandukung Kahati

Juss Linghungan
Fanyerap Xarbon

4

PR
| Crotagon }_

Ekoregion Darat

. Sub noess
Kantriousi Kahat

b nceds D3T Kehat

Sub ndexs
Kondist Kehati

CGambar 2.2 Alur perhitungan kemampuan pemanfaatan keanekaragaman hayati
Sumber: Moditikasi dari Miltidimensional Biodiversity Index, 2020

Data yang dibutuhkan:
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= Penutupan lahan

= Ekoregion

= Sebaran gambut dan karst
= Keberadaan spesies RTE
= Tipe Habitat

Indeks D3T Air
Sapply
e e e e e e R R R S R SR e e e e e -
Erorvaien ey Curshs tijom i, Tengab Halr)
|, |
Preeipitast Evapornsi - mm- uhr ;,:;.);,}\.:
comy’ !l‘: yotrs l_l
e Hidup ,::g:?w Vo o T
0 S SR =
ETMA CARYEL G mm
wermahan w
B i it ma-uu-n—muﬁ-
Peaceear yang Tidsk Mermesshi Baku Huty
| B a-n-u:vm
]
g
Oamand
o i
! | Kebutaban A py [) Kebutuhan Air Eksnomi
Supply | Dormestik Berbasis Laban
=N | |
T— T
\“7'“‘!""" )l [ Kebutuhan Kie
|

Gambar 4-3 Ahw operasional pethmgm aspek supph d: H\P All' tlan perhitungan aspek demaong, indeks.
dan status kemampuan pemanfaatan air
Sumber: Tim Penyusun, 2024

Data yang dibutuhkan:
= Penulupan lahan
= Tkoregion
= Neraca air
= TIndeks Pencemaran
= Standar kebutuhan pemanfaatan air

Indeks D3T Lahan

-~
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Ketersediaan Lahan
Teeregon
i )
Lahan l‘. M Ml /i
auou-u—— Kebutuhan Lahan
m,‘.;._ Pangan & Tempat Tinggal
= ’ - Standar Pola SN Harvan Tadak
- - Pengan Bertingkat
Kelas Sangat Redas Sedang Tiogy' P 2l
o gt Tinpal uqm:n 2 '.r?-q P Orung
Ll
T | | 3 +
RO, Knbutuhsn Lahan Pee Brang
Hestar D]
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Gambar 4-4 Alur metode kemampuan pemanfaatan lahan
Sumber: Modifikasi D3TLH Tabun 2023

Data yang dibutuhkan:
= Penutupan lahan
= [Ekoregion

= Standar kebutuhan pemanfaatan lahan

Indeks D3T Udara

Ekoragion g = Proyeksi Kenalkan Suhu
(KBA & KVA) Konsentrisl iy Thhrian Udara Tahunan RCP4S

T
i
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JASA LINGKUNGAN HIDU INDEKS PM2.5

PENGCATUR KUALITAS UDARA

INDEKS KEMAMPUAN

PEMANFAATAN UDARA

Gambar 4-3 Alur perhitungan indeks kemampuan pemanfaatan udara
Sumber: Tim Penyusun, 2024
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Dala yang dibutuhkan:

= Penutupan lahan

= FEkoregion

=  Konsentrasi PM: s

= Proyeksi kenaikan suhu udara RCP 4.5

Indeks D3T Laut

Tabel 4-3 Kebuluban Dala Indeks D3T Laul

L‘::m; Jasa Data yang Digunakan Variabel Jasa Lingkungan Sumber Data
Produksi rumput laut | Rumpul laut penyedia pangan
Produksi budidaya Budidaya pembesaran ikan
pembesaran ikan laut penvedia pangan KKP
yres Produksi perikanan Perikanan tangkap penyedia
Provisioning .
(Penyedia Pangan) tanglap pangan
4 Produksi garam Garam penyedia pangan
Luas mangrove eksisting Mangrove penyedia pangan KLHBPLH
Luas lamun eksisting Lamun penyedia pangan EPS P e .(DKP
% Provinsi)

Indeks Perilaku Ramah Lingkungan (TPRL.H)

Indeks ini adalah alat ukur untuk mengetahui
perilaku manusia dalam relasi dengan
lingkungannya pada kurun waktu tertentu.
Sehingga melalui indeks ini dapat
mengetahui  pola perilaku dan proses
transformasi manusia Indonesia terhadap

lingkungan.

Sehubungan dengan peran strategis Indeks
D3TLII sebagai indikator utama dalam
pengukuran kapasitas lingkungan hidup
nasional, memerlukan dukungan menyeluruh
dari seluruh Unit Eselon T di lingkungan
Kementerian LII'BPLII.

Cara Menghitung Indeks D3TLH

KP Last 0P Getati

-

2 e KR Lahan

Secara khusus, Deputi Bidang PPKL
memegang peran penting dalam penyediaan
dan pengelolaan data pencemaran yang
secara langsung mempengaruhi komponen
daya tampung lingkungan, seperti kualitas
air, udara, dan tanah. Data-data tersebut
merupakan bagian integral dalam proses
penghitungan dan interpretasi  Indeks
D3TLH., yang harus mencerminkan kondisi
lingkungan secara komprehensif dan lintas
sektor.

Indeks ini menjadi alat penting untuk

mendukung  pengambilan  Keputusan
berbasis  data dalam upaya menjaga
pengelolaan  sumber daya alam  dan

perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Rencana Strategis
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Indeks D3TLH = (0,655 x IKPLH) + (0,345 X IPRLH)

Nilai 0,655 merupakan bobot IKPLH dan nilai 0,343 merupakan bobot IPRLH. Kemudian
dinormalisasikan menjadi rentang 0-1 dan diklasifikasikan menjadi tiga kelas Indeks D3TLH.

Berikut rumusan normalisasinya.

(Indeks D3TLH — Nilai Minimum)

Normalisasi Indeks D3TLH =

Range

0,00.0,33
0,33-0,66
0.66-1,00

Periode Data IKU

Penilaian Indeks D3TLH dilakukan per
tahun.

Unit yang Terlibat

Deputi Bidang TL.SDAB bertanggungjawab
sebagai koordinator untuk perhitungan nilai
dan pelaporan Indeks Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional.

Target IKU

Rendah
Sedang
Tinggi

Selain itu, Deputi Bidang PPKL melakukan
penghitungan komponen Indeks Penyusun
D3TLII wvaitu Indeks Pencemaran, Deputi
Bidang PSLB3 melakukan perhitungan
Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah, dan
Sekretaris Utama (Pusat Pengembangan
Generasi Lingkungan Ilidup) melakukan
perthitungan Indeks Peduli DBerbudaya
Lingkungan Hidup.

Tabel 4-4 Turgel IKU Indeks Daya Dukung dan Daya Tanpung Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis/

Satuan 2025

Indikator Kinerja Utama

2026

Meningkamya daya dukung dan daya tampang lingicungan hidup

1 Indeks Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan
Hidup

Poin 0.567

0.569 | 0,571 0,573 0,576 | Deputi

Ridang
TLSDAR
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Bentuk Singgungan Pencapaian TKU

Tabel 4-5 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indcks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kode dun  Indikator Kode dan Indikutor
Susuran Kinerjn Susarun Kinerjn Sufusn 2025 2026 2027 PIC
Strategis Utainn Program Program
Program: Kualitas Lingkungan Hidup
T1.551 T1.5S1.1 | TLSSLSP1  T1.S551.5P11 Persen 100 100 100 100 100 | Depali
Meningkatn | Indcks Mecaingkataya Persentasc KRP Bidang
va daya Daya peaguatan 'yeng mencrapkan TLSDAB
dukung dan | Dukung kebijakan di  pevlindungan [LH
daya dan Daya | bidang untuk mendukung
tampung Tampung | lingkungan | pectumbuhan
lingkungan | Lingkungan | hidup ekonomi (hijau)
hidup Hidup
IKU 2. Indcks Kualitas Lingkungan  seringkali diakibatkan oleh aktivitas industri,
Hidup transportast, serta kebakaran hutan dan lahan.
Indeks Kualitas Linglkungan ITidup tahun Selain itu, TKA yang menggambarkan
2029 berada di 77.20 poin. kondisi kualtas air yang merupakan nilai
— komposit parameter kualitas air dalam suatu
Deskripsi

Indcks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
adalah adalah nilai vang menggambarkan
kualitas lingkungan hidup dalam suatu
wilayah pada waktu tertentu. TKLH
merupakan mlai komposit yang terdin dari
Indcks Kualitas Air (IKA), Indcks Kualitas
Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL).
dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) . Indeks
ini memberikan gambaran mengenai scjauh
mana lingkungan svatu daerah masih dalam
kondisi sehat atau mengalami degradasi
akibat aktivitas manusia dan faktor alam.

Komponen pertama dalam IKLH adalah
IKU, ukuran yang menggambarkan kualitas
udara yang merupakan nilai  komposil
parameter-parameter kualitas udara dalam
suatu wilayah tertentu dengan parameter
PM:s, SO dan NO:. Semakin linggi
kandungan polutan dalam udara, semakin
rendah nilai indeksnya, vang
mengindikasikan bahwa udara di wilayah
tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia
dan lingkungan. Kualitas udara yang buruk

wilayah pada waktu tertentu. Kualitas air
diukur berdasarkan berbagai parameler yaitu
pH, kebutuhan oksigen biologis (BOD),
kebutuhan oksigen kimia (COD), kandungan
oksigen terlarut (DO), total zat padat
tersuspensi  (TSS), fecal coliform, Total
foslal, dan Nitrat (NOs-N). Sumber
pencemaran air biasanya berasal dari limbah
domestik, industri, dan pertanian vang tidak
terkelola dengan baik. Jika air svatu daerah
memiliki nilai indeks yang rendah, maka
ckosistem perairan serta ketersediaan air
bersih bagi manusia dan makhluk hidup
lainnya berada dalam kondisi yang
mengkhawatirkan.

Komponen berikutnya yaitu IKL, nilai yang
menggambarkan kualitas tutupan lahan
(indcks  kualitas ttupan lahan), yang
dipengaruhi fungsi kualitas ekosistem baik
vang berada pada lungsi lindung maupuh
fungsi budidaya, dengan parameter 22 kelas
tutupan lahan, ruang terbuka hijau (R1TH),
dan rehabilitasi hutan dan lahan (RIIL).
Konversi lahan hijau menjadi kawasan
industri, pemukiman. dan inlrastruktur dapat

‘\A' 4
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menyebabkan penurunan indeks ini, yang
berdampak  pada  peningkatan  suhu,
berkurangnya keanekaragaman havati, serta
meningkatnya risiko bencana seperti banjir
dan tanah longsor. Oleh karena itu,
pelestarian hutan, penghijavan kota, dan
pengelolaan tata ruang yang bijak menjadi
kunci  dalam  menjaga  kescimbangan
ekosistem dan meningkatkan nilai IKL.

Komponen lerakhir  yaitu TKAL, yang
menggambarkan kondisi kualitas air laut
yvang merupakan nilai  komposit dari
beberapa parameter kualitas air laut dalam
suatu wilayah tertentu, dengan parameter
kandungan DO, lotal TSS, minyak dan
lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.
Indeks ini menunjukan sejauh mana sumber
pencemar berdampak pada ckosistem laut
vang menjadi perhatian vaitu area rekreasi,
terumbu karang, area perikanan, area wisata,
dan sebagainya.

TIKI.H memiliki peran strategis dalam
perencanaan  pembangunan  berkelanjutan
dan  kebijakan  lingkungan.  Dengan
mengetahui nila indeks im, pemerintah dapat
mengidentifikasi wilavah vang mengalami
penurunan  kualitas  lingkungan  dan
merancang strategi mitigasi yvang efektif.
Sclain 1tu. IKLH juga berfungsi scbagar alat
edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli
lerhadap lingkungan serta mendorong
mndustri untuk menerapkan praktik ramah
lingkungan. Upaya kolektif dari berbagai
pthak dalam menjaga dan meningkatkan
kualitas lingkungan akan berdampak pada
kesejahleraan manusia serta keberlanjutan
ekosistem di masa depan.

Nilai TKI.H bukan semata-mata memberikan
peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi
juga dapat menjadi indikasi adanya upaya
perbaikan  kualilas lmgkungan hidup di
wilayah provinsi dan nasional. 1KLH

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1)
nilai IKIH bersifat komparatif, artinya nilai
satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya
dan (2) masing-masing provinsi memberi
kontribusi terhadap TKILH nasional secara
proporsional berdasarkan jumlah penduduk
dan luas wilayahnya terhadap total penduduk
dan luas wilayah Indonesia. Olch karena 1tu,
IKLII dapat digunakan untuk menilai kinerja
program perbaikan kualitas lingkungan hidup
serta dapat juga digunakan sebagai bahan
informasi  dalam  mendukung  proses
pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan
dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Dalam konteks ini para pithak di tingkat
provinsi. terutama pemerintah provinsi dapat
menjadikan IKLH scbagai titik referensi
untuk menuju angka ideal vaitu 100. Rentang
nilai IKLH berkisar dari 0 sampai dengan
100.  Semakin  tinggi milai  TKLH
menunjukkan kondisi kualitas lingkungan
hidup suatu wilayah semakin baik, dan
sebahknya semakin rendah mlai IKLH suatu
wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan
hidupnya semakin buruk. Apabila nilai TKI.H
provinst di bawah nilai rata-rata IKLH
nasional (atau lebih kecil) berarti provinsi
bersangkulan harus berusaha keras untuk
mengakselerasi dan memperkuat perbaikan
kualitas lingkungan hidupnya.

Sumber Data

Sumber data untuk menghitung nilai TKILH
adalah berasal dari  data-data  kualitas
lingkungan hidup yang dikumpulkan secara
nasional baik berupa dala pnmer melalu
pengambilan sampel maupun pengolahan
data sekunder. Sehingga, TKI.H merupakan
generalisasi darl indeks kualitas lingkungan
hidup seluruh provinsi di  Indonesia.
Sementara 1lu, IKLH provinsi merupakan
indeks kinerja pengelolaan lingkungan

-
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terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup
seluruh kabupaten/kola di provinsi tersebul.

Pengambilan dan Pengolahan Data

Pengambilan dan pengolahan data dilakukan
melalui pengambilan sampel (data primer)
dan pengolahan data sekunder. Pengambilan
sampel (data primer) dilakukan untuk
memperolech  IKU,  IKA, dan IKAL.
Sedangkan  IKL  diperoleh  melalui

pengolahan data sekunder antara lain: luas
wilayah adaministrast (BIG), 22 data kelas
tutupan lahan (Kemenhut), tutupan lahan
(BRIN), laman keanekaragaman hayati
(Pemerintah  Dacrah), dan data RHL
(Kemenhut). Perhitungan IKLH dilakukan
jika semua komponen indeks (IKA, IKU,
IKL dan TKAL) telah dihitung dan diketahui
nilainya.

Adapun perhitungan TKLH secara nasional adalah sebagai berikut:

IKLH — (0,3400 X TKA) + (0,4280 x IKU) + (0,1040 x IKTL) + (0,0209 x
IKEG) + (0,099 x IKAL)

Angka Rentang

Sangat baik
Baik
Sedang
Kurang
Sangat Kurang

Periode Data IKU
Penilaian IKLII dilakukan per tahun.
Unit yang Terlibat

Deputi Bidang PPKL bertanggung jawab
sebagal koordinator untuk perhitungan nilai
dan pelaporan IKLIT nasional. Selain itu,
Deputi Bidang  PPKL melakukan
penghitungan komponen indeks penyusun
IKLH, vaitu TKA, TKU, IKL, dan TKAL.

Target IKU

90 =x <100
70=x-<90
S0=x=70
25<x <50

0<x<25

Pemenuhan  kinerja TKLH dilaksanakan
dalam berbagai bentuk intervensi, baik
melalui program dan kegiatan pembangunan
maupun melalui kerangka regulasi menjadi
tanggung jawab dari Unmit Kerja Eselon T
terkait, di antaranya Deputi Bidang PPKIL.,
Deputi  Bidang PSLB3, Deputi Bidang
TLSDAB, Pusat Sarana Pengendalian
Lingkungan Ilidup, dan Pusat Standarisasi
Instrumen LH.

Tabel 4-6 Target TKU Indeks Kualitas Lingkungan TTidup

Sasaran Steategls!

Indikator Kincrja Utama

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup vang adaptif terhadap perubahan iklim

2 Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Poin 7649

76,67 76,85 77.03 7720 | Deputi
Didang PPKL _
Q‘ F 4
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Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

dan

Sasaran
Strategls

Tabel 4-7 Benruk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator
Kinerja
Utama

Kode dan
Sasaran
Proguram

Program: Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator
Kinerja
Program

Satuan

2026

Kementerian Lingkungan Hidup/8adan Pengendalan Lingkungan Hidugp

Tahun 2025-2029

T2.881 T25S1.1  [T2.5S1.5P1 T2.551.5P1.1 |Poin 7202 | 7221 | 72,39 72,58 | 72,77 |Deputi
Meningkatnya | Indcks Meningkatnya | Indcks Bidang
lualitas Kualitas kualitas air Kualitas Air PPKL
l’ﬂ'ﬁ:‘g’; i‘,‘iﬁm’g“ T2.8S1.5P2 | T2.881SP21 |Poin 7853 | 7877 | 001 7035 | 7040 |Deputi
adaprif Meningkatnya Indeks Bidang
techadap Kualitas udara | Kualitas Udara PPKL
perubahan T2.581.8P3 T2.5581.8P3.1 |Poin 7797 78,04 78,10 7816 | 78,19 |Dcputi
ikdim Meningkatnya | Indcks Bidang
kualitas Jahan | Kualitas Laban PPKL
T2.551.5P4 T2.551.5P4.1 |Poin 7798 7803 | 78,09 78,14 | 7820 |Deputi
Meningkatnya | Indeks Bidang
kualitas tutupan | Kualitas PPKL
lahan Tutupan Lahan
T2.5S1.5P5 T2.551.5SP5.1 (Poin 8102 | 8107 | 81,12 8117 | 8122 |Deputi
Meningkatmya | Indeks Bidang
kualitas air Jaut | Kualitas Air PPKL
Laut
T2.551.5P6 T2.551.5P6.1 |Poin 15 16 17 18 19 | Pusarped
Meningkatnya | Lavanan al
layanan laboratorium
laboratormm lingkungan
lingkungan hidup untuk
hidup untuk pengujian
pengujian kualitas
kualitas lingkungan
lingkungan hidup
hidup
T2.5S1.5P7 T2.851.SP7.1 |Poin 7184 73,20 73,56 73,93 7429 | Deputi
Meningkamya | Indeks Bidang
Kualitas Keschatan TLSDAB
Ekosistem Ekosistem
Esensial Perairan 1arat
T2.851.5P7.2 |Poin 7262 7288 73,13 73,39 73,64 | Deputi
Indeks Bidang
Keschatan TLSDAB
Ekosistem
Mangrove
T2851.5P73 |Poin 64,15 64,19 64,23 64,26 64,30 | Deputi
Indcks Bidang
Keschatan TLSDAB
Fkosistem
Gambut
UKEG)
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Kode dan  Indikator Kode dan Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran Kinerja Satuan 2025 2026
Strategis Utama Program Program

T2.851.8P8 T2.851.58P8.1 |Toa 6.002.00 | 6.303.0 1 7.003.0 7.201.5| 7.500.2 | Deputi
Jumlah B3 Jumlah B3 5 06 07 08 31 Bidang
vang dikelola  vang dikelola PSLB3
T2.551.5P% T2.581.5P9.1 |Toea 65.503.5 | 70.206. | 75.256. 80.306. | 85.356. | Deputi
Meningkatnya  Junlah 00 500 500 500 500 |Bidang
pengelolaan Lunbak B3 PSLB3
Limbah B3 dan  dan Noa B3
Noa B3 vang dikelola
T2.SS1L.SP10  T2.S5S1.5P10. |Pesen 65 70 78 0 85 Deputy
Meningkataya 1 Ridang
penerbitan Persentase TLSDAB
perizinan peaerbitan
berusahia lerkal | periznan
persetajuan berusaha
linglangan di  terkait
bidang peesenujuan
lingkungan lingkungan di
hidup dan SDA  bidung
berkelanjutan  lingkungan

hidup dan

SDA

berkelanjutan
TLSSLSP11 T2.8S1.SP11. |Lembaga 73 263 270 281 302 | PSILH
Meningkatya 1
penerapan Jumlah
standar peasrapan
instruimen standar
linglamngan nstrumen
hidup dan lingkungan
rekomendasi hidup
pénthafase T2.881.8P11. |Lemb 2 2 2 27 2 5
iklit yang . |Lembaga 23 27 27 2 27 PSILH
berkelanjutan Jumbah

peacrapan

standar dan

rekomendasi

kebijakan

perubahan

iklim yang

beskelanjutan
T2.851.8P12  T2.SS51.5P12. |Poin D60 0,63 0,66 0,69 0,72 | PPGLH
Meningkatnya 1
penyelenggaraa  Indeks Peduli
n gerakan dan Berbudaya
peduli dan Lingkungan
berbudaya Hidup
lingkungan
hidup di satvan
pendidikan
formal,
komunitas,
wirausaha dan
pengembangan
kemitraan
lingkungan
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IKU 3. Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada
lahun 2029 berada di 70 poin

Deskripsi

Semring dengan delinisi sampah yang
memiliki sifat membahayakan lingkungan,
maka salah satu tugas dan fungsi
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan adalah mengelola sampah supaya
tidak membahayakan lingkungan. Deput
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan
unsur pelaksana vang mengemban tugas dan
fungsi dalam  pengelolaan  sampah.
Pemenntah pusal dalam konteks pengelolaan
sampah  berperan  dalam  perumusan,
penctapan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebyjakan, dan pelaksanaan bimbingan tekms
dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan.
Dalam rangka tugas dan fungsi tersebut di
atas, diperlukan scbuah instrumen standar
penilaian pengelolaan sampah dari pusat
hingga daerah schingga hasil penilaian dapat
dengan mudah dibandingkan dan digunakan

sebagai instrumen untuk memberikan
msentif (reward) dan dismsentif
(pumishment) bagi daerah dan pusat.

Instrumen ini juga dapat digunakan sebagai
kontrol kendali pusat terhadap daerah dan
kontrol pada setiap pemerintahan daerah dan
pusat. Dengan adanya instrumen kendali
yang standar i, maka semua mstansi atau
lembaga pengelola persampahan akan terpicu
untuk selalu melakukan perbaikan secara
berkesinambungan guna meningkatan nilai
kinerja pengelolaan sampah.

Penggunaan TKPS  sebagal  instrumen
penilaian pengelolaan sampah dimulai sejak
tahun 2020, dengan komponen-komponen
kinerja vang dinilai adalah mulai dari
perencanaan hingga hasil dan luaran akhir
dari pengelolaan sampah. Komponen utama
pengelolaan sampah adalah (1) governance
Aata kelola dan (2) efekuvitas dan cfisiens:
dalam pengelolaan sampah. Penggunaan
TKPS untuk penilaian kinerja pengelolaan
sampah dengan komponen kinerja tersebut
masih berlanjut sampai dengan tahun 2025.

Sedangkan  untuk  penilaian  Kinerja
Pengelolaan  Sampah tabhun 2026-2029
menggunakan formulasi TKPS 2025 yang
merupakan penyempurnaan perhitungan
indeks dengan menambah dan mengurangi
mdikator serta mengintegrasikan dengan
indikator lain yvang digunakan Bappenas
dalam Waste Management Ladder (WML).
Hasil integrasi ini menghasil indikator yang
terbagi dalam beberapa aspek scbagai
berikut: aspek kebijakan, sumberdaya
manusia  dan  kelembagaan,  sarana
pengangkutan, pembiayaan, komunikasi
informasi dan edukasi, penerimaan dan
implementasi, capaian owufput, layanan
operasi, outcome, dan dampak.

Sumber Data

Pelaporan Pemerintah Daerah melalui Sistem
Inlormast Pengelolaan Sampah Nasional
(SIPSN) pada P1 tahun berjalan.

Pengambilan dan Pengolahan Data

Penilaian IKPS 2020 unmk kinerja
pengelolaan sampah Tahun 2025.

- .
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Pembobotan

Tabel 4-8 Pembobotan komponen menurut parameter dan Indikator

Bobet

. Nilai Nilai
Komponen Parameter Indikator Malksimal tuh:\d ap Akhir
Nilai Total
Kebijakan 100 15% 15
Sumber Dava Manusia 100 5% S
Indeks Input Sarana dan Prasarana
Pengelolaan/ (Pengangkutan dan Pengolahan 5 5% 5
Pemerintahan Sampah)
(Governarnce) Anggaran 100 5% 5
Proscs Snsialisas.i dan Pemahaman 5 5% 5
Acceptability dan Implementasi 5 5% S
Rasio Capaian terhadap Target
o Km’!"m P 100 20% 20
Output Efisiensi Anggaran (Rasio
Indeks Efektivitas Incremental Capaian dan Target 100 20%% 20
dan Efisiensi per Kclas Anggaran)
Outcome Kota Bersih 100 1074 10
Dam, Indeks Kualitas Air sebagai bagian
o kimptaed Gart IREEE. 100 10% 10

*Cara perhitungan diperfarakan akan berubah pada akhir tahun 2025 mengingat adanya permintaan dayi Bappenas untuk
mengintegrasikan konsep Waste Management Ladder (WAL)

Penilaian IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029

Tabel 4-9 Penilajan IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolsan Sampah Tahun 2026-2029

Komponen Parameter Indikator A l':\:ﬁl;‘linl
Kebijakan 10
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 10
Indeks Pengungkit Tata | Input Sarana dan pengumpulan dan pengelolaan c
kelola sampah 2
(governance levers) Keberlanjutan pembiayaan 12
Komunikasi informasi dan edukasi 8
Proscs : . . =
Penerimaan dan implementasi 5
Indeks Implementasi. Output Rasio Capallan 15
Efektivitas dan Ffisiensi Pengoperasian layanan 15
(implementation, Outcome Residu 10
efectivity & Efficiency) | Dampak Adipura dan Indeks Kualitas Air 10
Total Indcks 100
Periode Data IKU nasional, sedangkan pemenuhan Kkinerja
Peiiilains TIPS dilakidiiipei tabin. dalam . berbagai bcnmk. ntervensi, baik
melalui program dan kegiatan pembangunan
Unit yang Terlibat maupun melalui kerangka regulasi adalah

menjadi tanggung jawab dan Unit Kerja
Deputi Bidang PSLB3 bertanggung jawab  peajon | terkait, Pemerintah Provinsi/
sebagai  koordinator untuk  pencalalan/  Kahupaten/Kota dan lain-lain.
pelaporan hingga perhitungan nilai IKPS

s =
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Target IKU

No
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Tabel 4-10 Pembobotan komponen menuut parameter dan Indikator IKPS

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama

Saluan

2025

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yvang adaptif terhadap perubahan iklim

2026 2027 2028 2029

3 Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah

Poin

38

61 64 70

Deputi
Bidang

PSLB3

Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Kode dan
Sasaran
Straulegis

Tabel 4-11 Penlaian TKPS 2025 untuk kinerja Pengelolsan Sunpah Tabun 2026-2029

Indikator

Kinerja
Utama

Kode dan
Sasaran
Program

Program: Kualitas Lingkungan Hidup

Indikalor
Kinerja
Program

2025

2026

Saluan 2027 2028 2029

T2.881
Meningkatnya
kualiras
lingkungan
hidup yang
adaptif
rechadap
perubaban
ikl

T12.5881.2
Indcks
Kinerja
Pengelolaan
Sampah

TLSSL8P13
Meaingkamya
pengelolaan
sampah

T2.88.5P13.1
Perzentase
sampah  yang
dikelola

|Persen | 51.21 | 6341 | 76,61 | 8781 100 | Depuri

Bidang
PSL.B3

TKU 4. Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

Target Indeks Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati KLII/BPLII pada tahun 2029 adalah

0,55 poin
Deskripsi

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Nasional
keseluruhan

(IPKN)

capaian

akst dan

adalah ukuran atas

kinerja

pengelolaan keanckaragaman hayati yang
dilakukan wuntuk mengurangi ancaman
terhadap kehilangan keanekaragaman hayati
pemanfaatan

dan

berkelanjutan.

meningkatkan
TPKN  dirancang untuk

menjadi instrumen evaluatif yang dapat
pengelolaan
keanekaragaman hayali di tingkat nasional,

memantau

kinerja

lintas scktor, dan lintas skala, serta menjadi
rujukan dalam pelaporan capaian IBSAP,
Konvensi Keanekaragaman IHayati (CBD),
dan target-target globalnya.

Sebagai kerangka evaluatif yang berbasis
data dan indikator, TPKN tidak hanya
memberikan gambaran umum tentang kinerja
pengelolaan  keanekaragaman — hayati
nasional, tetapi juga berfungsi sebagai alat
bantu dalam penetapan prioritas kebijakan,
pengalokasian sumber daya, serla penguatan
akuntabilitas  publik dalam  konservasi
biodiversitas. Dengan demikian, IPKN
dibarapkan menjadi komponen penting
dalam memperkuat implementasi IBSAP
secara terstruktur, adaptif, dan berbasis bukti.

IPKN dikembangkan berdasarkan tujuh pilar
utama yang mencerminkan dimensi strategis

-_ -
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Target Kinerta dan Kerangka Pendanaan

dalam pengelolaan keanekaragaman hayati,
yaitu:

|. Bentang Alam -  mencerminkan
representasi ekosistem dan konektivitas
spasial habitat penting;

2. Pengelolaan menilai  efektivitas
perlindungan dan pengelolaan kawasan
konservast serta  sistem  pengelolaan
berbasis masyarakat;

3. Spesies dan Genetlk — mengevaluasi
status perlindungan spesies prioritas dan
konservasi sumber daya genetik;

4. Ancaman — mengukur tekanan dan
aktivitas manusia dan [aktor eksternal
terhadap keanekaragaman hayati;

5. Pemulihan — menilai cakupan dan hasil
dari intervensi pemulihan ekosistem dan
populasi spesies:

6. Pemanfaatan Berkelanjutan - mengkaji
keberlanjutan dan  distribust  manfaat
pemanfaatan sumber daya havati: serta

7. Tata Kelola - mengukur kapasitas
kelembagaan, kebijakan,
integrasi lintas sektor, dan ketersediaan
sistem informasi.

efektivitas

Sumber Data

Sumber data IPKN berasal dari berbagai
kementerian, lembaga, dan organisasi
pendukung yang memiliki otoritas  dan
kapasitas dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu:

Cara Perhitungan IPKN

7

» Kementerian LH/BPLH:

» Kementerian Kehutanan:

» Kementerian Kelautan dan Perikanan:

» Kementerian Pertanian;

» Kementerian ATR/BPN:

» Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mincral;

» Kementenan Keuangan (DJPB);

» Kemenlenan PPN/Bappenas:

» Badan Riset Inovasi Nasional;

» Badan Karantina Indonesia;

> Burung Indonesia;

# Global Biodiversity Information Facilitv,

» Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;

» Badan Registrasi Wilayah Adat;

» Lembaga Ckolabel Indonesia;

» Yayasan Konservasi Alam Nusantara:

¥ Forest Stewardship Council;

» IUCN

Dalam penghitungan 1IKPN. Deputi PPKL
bertanggungjawab scbagai koordinator untuk
perhitungan nilai dan pelaporan Indeks
Pengelolaan  Keanekaragaman ~ Hayal
Nasional, sedangkan pemenuhan Kkinerja
dalam berbagai bentuk intervensi, baik
melalui program dan kegiatan pembangunan
maupun melalm kerangka regulasi adalah
menjadi langgung jawab dar Kementenan/
Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi/
KabupatenKota dan lain-lain

IPKN = Z wyi IK)

Wi : bobot pilar ke-k (Misal antars Atou berbobot tematik]

TRy nilai indeics kom ponen ka-k
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Periode Data IKU
Penilaian IPKN dilakukan per tahun.

Unit yang Terlibat

Dalam penghitungan IPKN, Deputi PPKL
bertanggungjawab sebagai koordinator untuk
perhitungan nilai dan pelaporan IPKN,

Target IKU

sedangkan pemenuhan kinerja dalam
berbagai bentuk intervensi, baik melalui
program dan kegiatan pembangunan maupun
melalui kerangka regulasi adalah menjadi
tanggung jawab dari Kementerian/ Lembaga
terkait, Pemerintah Provinsi’ Kabupaten/
Kota dan lain-lain.

Tabel 2412 Target IKU Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional

Sasarun Stralegis/

Saluan

Indtkator Kinerja Utama

Meningkatya kualitas linglkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim

4 Indcks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Nasional

Poin

044

0.47 0,49 0,52 0,55 Deputi

Bidang
PPKL

Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

“Tabel 4.13 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Peagelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional

Kode dan Indikator Kode dan Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran Kinerja Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 PIC
Strategis Utama Program Program
Program: Kualitas Lingkungan Hidup
T2.581 T2.551.3 T2.551.5P14 T1.SS.SP14.1  Poin 0,51 | 055 | 0,58 | 0,61 | 0.64 'Depuli
Meningkalnya | Indeks Menurunoya Indeks Bidang
lalitas Pengelolaan ancaman pengurangan | PPKL
lingkungan Keanekaragaman | kehilangan ancaman
hidup yang Hayari Nasional |keanekaragaman | kehilangan
adaptf hayati keanckaragaman
techadap hayati
perubahan
iklim
TKU 5. Persentase Penurunan Emisi GRK ~ Deskripsi

dari 5§ Scktor NDC yang Sclaras dengan
Pembangunan Rendah Karbon

Persentase Penurunan Emisi GRK dari 5
Sektor NDC vang Selaras  dengan
Pembangunan Rendah Karbon pada tahun
2029 berada pada nilai 30,11%.

Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya
GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu
dalam jangka waktu tertentu. Gas Rumah
Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung

dalam atmosfer, baik alami maupun
antropogenik,  vang  menyerap  dan
Rencana Strategis 1%'
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Target Kinerja dan Kerangks Pendansan

memancarkan kembali radiasi inframerah.
Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan
unfuk memperoleh data dan informasi
mengenai tingkat, status, dan keeenderungan
perubahan emisi GRK secara berkala dari
berbagai sumber emisi dan penyerapnya
Penurunan emisi GRK dihasilkan dari
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara
langsung dan tidak langsung menurunkan
emisi gas rumah kaca sesuai dengan target
pembangunan nasional maupun
pembangunan daerah. Data Aklivitas adalah
besaran kuantitatil kegialan alau akuvitas
manusia yang dapat melepaskan dan/atau
menyerap GRK. Faktor Emisi GRK adalah
besaran Emisi GRK vyang dilepaskan ke
atmosfer per satuan aktivitas lertentu.

Baseline Business as Usnal Ketahanan Iklim
adalah proyeksi potensi Dampak Perubahan
Iklim terhadap suatu wilayah pada bidang
dan kegiatan vang telah teridentifikasi dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa
intervensi kebijakan dan atau teknologi
adaptasi perubahan iklim. Target CMI
(Counter  Measures 1) adalah target
unconditional, Sektor adalah sektor NDC
yang memiliki bidang kegiatan terkait emisi
GRK, tidak merwuk pada pengertian
administrast alau mstansi yang secara umum
membina atau mengatur kegiatan, Persentase
penurunan  cmisi GRK  tahunan adalah
perbandingan angka penurunan emisi GRK
dititik tahun tertentu terhadap angka baseline
emisi di tink tahun yang sama. Persenlase
penurunan emisi GRK  kumulatif adalah

Pengambilan dan Pengolahan Data

perbandingan akumulasi penurunan emisi
GRK selama periode base year hingga tahun
tertentu terhadap akumulasi emisi GRK
baseline untuk periode yang sama.

Sumber Data

Direktorat  Mitigasi  Perubahan  Tklim,
Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV.

Koordinator Sektor Energi :

+ Direktorat Konservasi Energi,
Kementerian ESDM

+ DPusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan  (PPTB), Kementerian
Perhubungan

» Pusat Industri Hijau, Kementerian
Perindustrian

Koordimator Sektor IPPU

+ Pusat Indusin Kementerian

Perindustrian

Hijau,

+ Koordmator Sektor Pertaman
+ Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian

Koordmator Sektor Kehutanan dan
Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU)

+ Kementenan I.H/ BPT.H
« Kementerian Kehutanan
Koordmaltor Sektor T.imbah

» Direktorat Mitigasi Perubahan Tklim,

Kementerian I.H/BPLLH

+ Direktorat Sanitasi, Kementerian
Pekerjaan Umum

« Pusat Industri TTijau, Kementerian
Perindustrian.

‘Terdapat dua tahap perhitungan penurunan emisi GRK sebagai berikut.

1. Persentase Penurunan Emist GRK Tahunan

- e
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

%PE,- PE,/EB,

Y%PE, Persentase penurunan emisi GRK total sektoval tahun ¢
PE, Pentirunan emisi GRK total sektorval tahun

EB.  Emisi GRK total sekioral baseline tahun

¢ titik tahen perhinungan

2. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Perhitungan Persentase Penurunan Emist GRK terhadap Target Baseline BAU

BAU—-Emisi Inventor
Y x100%

%PE BAU = AT

Perhitungan Persentasi Penurunan Emisi GRK terhadap Target CM1
CM1-Emisi Inventory

x 100%

%PECM1=

M1

Periode Data IKU

Penilaian penurunan emisi GRK dilakukan
per tahun,

Unit vang Terlibat

Depuli Bidang PPITKNEK berlanggung-
jawab sebagai koordinator untuk pencatatan/
pelaporan  hingga perhitungan secara

Target IKU

nasional, scdangkan pemenuhan kinerja
dalam berbagai benwk intervens:, baik
melalui program dan kegiatan pembangunan
maupun melalu kerangka regulasi adalah
menjadi tanggung jawab dari Kementerian/
Lembaga terkait, Unit Kerja Eselon I terkait,
Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota dan
lain-lain.

Tabel £-14 Target IKU Persentase penununan enisi GRK dari 5 sektor NDC vang selaras dengan pembangunan rendah
karbon

Sasaran Strategis/

No Satuan

Indikator Kinerja Uthma

2025

2029 PIC

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup vang adaptif terhadap perubahan iklim

5. Persentase penurunan cmisi Persen
GRK dari 5 sckror NDC yang
selaras dengan pernbangunan

rendah karbon

26,67

2735 2818 29.16 30,11 Deputi

Bidang

PPITKNEK

5 -_
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Targel Kinerja dan Kerangka Pendansan

Bentuk Singgungan Pencapaian 1KU

Tabel 4-15 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NIDC yang selaras dengan
pembangunan rendah karbon

Kode dan
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama

Kode dan
Sasaran
Program

Indikator
Kinerja
Program

Program: Kualitas Lingkangan Hidup

Satuan

2028

2029

[ (0

12881 128814 T2.551.8P15 T2.55L8SP15.1 | Persen 12,74 | 12,14 10,84 9,99 9.47  Deputi
Meningkatnya | Persentase | Menurunnya ‘Persenmse Bidang
kualitas penunnan emisi GRK  penurunan PSLB3
lingkungan emisi GRK | dari sub emisi GRK
hidup yang dari 5 scktor | scktor limbah | dan sub scktor
adaprif NDC yang padat limbah padat
terhadap sclaras domestik | domestik
dengan
iklim pembangunan
rendah
karbon
Program: Ketahanan Bencana dan Perubahan Tklim
T2.551 T2.5514 T2.551.5P16 T2.551.SP16.1 |Juta ton 620 665 717 772 830 | Depuli
Meningkatnya | Persentase Meoumnnya  Peaurunan CO2-cq Bidang
kualitas peauninan emisi GRK emisi GRK PPITKNEK
lingkungan enusi GRK | dari 5 seklor ‘dau' 3 sektor
hidup yang dari S scktor | NDC yang NDC yang
adapuf NDC yang tervenfikasi  terverifikasi
terhadap selaras |
perubahan dengan T2.551.8P16.2 | Persen 2 3 4 5 6 PHILH
iklim pranbangunan  Persentase
rendah penurunan luas
karbon kebakaran
lahan di lokasi
usaha dan/atau
kegiatan yang
memiliki
kesiapsiagaan
pengendalian
kebakaran
lahan
T2.851.8P17 T2.SS1.8P17.1 |Persen 10 10 10 10 10 Deputi
Menununnya | Persentase Bidang
tingkat penurunan PPITKNEK
kerentanan  tingkat
ikdim di kerentanan
lokasi iklim di lokasi
prioritas }priorilas
: -
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

TKU 6. Pertumbuhan Nilai Ekonomi dari
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan
lingkungan hidup pada tahun 2029 berada
pada target 5,34%.

Deskripsi
Pengelolaan  lingkungan  hidup  sering
dianggap sebagal cost ceater Karena

memerfukan sumber daya vang tidak sedikit
dalam pelaksanaannya dan termasuk salah
satu bidang vang padat modal. Namun
demikian, beberapa aspek pelaksanaannya
saat ini telah dilakukan melalui upaya-upaya
transformatif dan padat karya, melibatkan
masyarakat dalam rangka pelestarian alam
sekaligus peningkatan kesejahteraan. Ketika
lingkungan dikelola dengan baik maka dapat
memberikan manfaat baik dalam bentuk
langsung (rangible) maupun tidak langsung
(intangible). Nilai ckonomi dari pengelolaan
lingkungan hidup tidak hanya berupa
pendapatan baru, tetapi juga penghematan
biaya atau pengeluaran, penciptaan lapangan
kerja, peningkatan daya saing. serfa
perlindungan investasi masa depan berupa
modal alam (natural capital).

Nilai ckonomi dari pengelolaan lingkungan
hidup pada indikator ini adalah manfaat
finansial, sosial, dan ckologis yvang dihitung
dalam bentuk moncter dani praktik-praktik
pengelolaan  lingkungan  hidup  sccara

Target IKU

berkelanjutan, yang mendapatkan intervensi
langsung dari  Kementerian T.H/BPL.H.
Ruang lingkup pengelolaan lhingkungan
hidup vang dimaksud pada indikator ini
adalah kegiatan pengelolaan sampah vang
dilaksanakan  oleh  bank  sampah,
pemanfaatan limbah B3 dan non B3 oleh
badan usaha yang dipantau, serta pengolahan
dan pemanfaatan kembali air limbah oleh
badan usaha vang dipantau. Nilai ekonomi
ini berasal dari perhitungan (1) manfaat
finansial, sosial, dan lingkungan yang timbul
dari aktivitas pengumpulan, pemilahan, dan
pemanfaatan  kembali  sampah  oleh
masyarakat secara terorganisir: (2) potensi
pengurangan biaya, penghemalan sumber
daya, dan penciptaan nilai tambah melalui
proses daur ulang, substitusi bahan baku,
serta movasi produk; dan (3) efisiensi sumber
daya, penghematan biaya, peluang industn,
dan ketahanan air.

Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan
lingkungan hidup adalah besaran persentase
kenaikan nilai ekonomi dan pengelolaan
lingkungan hidup pada tahun berjalan (t)
terhadap nilai ekonomi dari pengelolaan
lingkungan hidup pada tahun sebelumnya (t-
1).

Sumber Data

Sumber data dari Deputi Bidang PSLB3 dan
Deputi Bidang PPKL.

Tabel 4-16 Target IKU Pertumbuban nilai ckonomi dari pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran Strategis/

Satusn 2025

Indikator Kinerja
Utnma

2026 2027 2028 2029

Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

6. Pertumbuban nilai
ekonomi dari pengelolaan

lingkungan hidup

Persen 534

s34 | 534 | s34 534 | SETTAMA

(Biro
Perencanaan dan
Keuangan)

- -
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Bentuk Singgungan Pencapaian IKU
Tabel 4-17 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Permumbuhan nilai ekkononmi dari pengelolaan lingkungan hidup

Kodedan Indikator Kodedan  Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran Kinerja  Satuan 2025
Strategis Utama Program Program
Program: Kualitas Lingkungan Hidup
T2.882 T2.85821 T2.55825P1 |T2.852.SP1.1 |Miliar 100 105 L10 116 120 |Decputi
Meningkatnya | Perivmbuban | Meningkatnya | Nilai ekonowmi | Rupial Bidang
nilai tambah | nilai nilai ckopomi | dari kegiatan PSLB3
ekonomi dari | ekonomi dari | dari pengelolaan
perlindungan | pengelolaan | pengelolaan | sampah
ﬂ:ﬁgdohm :;:ﬁmgm ::;:ﬁmgm T2.5525PL2 |Trilivn | 85 9 | 95 [ 10 | 105 |Depui
lingkungan Mh‘alelaonmm Rupiah Bidang
hidup dari PSLB3
pamanfaatan
limbah B3 dan
non B3
T2.8S2.SP1.3 | Miliar 16 1625 | 16.5 | 1675 17 | Deput
Nilai ckonomi | Rupiah Bidang
dari PPKL
pengolahan
dan
pemanfaatan
kembali air
limbah
Periode Data IKU capalan IKU ini, sedangkan pemenuhan
Penilaian dilakukan per tahun. kinerja dalam berbagai bentuk intervensi,

Unit yang Terlibat

Biro  Perencanaan dan  Keuvangan
bertanggungjawab dalam menghimpun data
dari Unit Kerja Eselon I dan menghitung

IKU 7. Nilai Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH

Nilai PNBP Fungsional KLH pada tahun
2029 berada pada target angka Rp379.34
Miliar Rupiah.

Deskripsi

Indikator Nilai Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Tungsional KLIIBPLH
mengukur total PNBP yang diperoleh dari
kegiatan atau jenis layanan yang menjadi

baik melalui program dan kegiatan
pembangunan maupun melalui  kerangka
regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari
Deputi Bidang PSILB3 dan Deputi Bidang
PPKL.

kewenangan [ungsional Kementerian serta
dikelola oleh instansi pengelola PNBP
Kementerian [LH/BPLH sesuair ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang lingkup dari nilai PNBP in1 adalah
PNBP fungsional vyang berlaku pada
Kementerian LH/BPLH, tidak termasuk
PNBP “umum” yang dipungul berdasarkan
PP Nomor 47 Tahun 2023. Nilai ini
mencerminkan kontribusi Kementerian 1LH/
BPLII terhadap pendapatan negara melalui
layanan  perizinan, layanan pengujian
-
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dan‘atau kalibrasi, pemanfaatan BMN/aset,
pelaksanaan perdagangan karbon, pengenaan
denda‘kompensasi bidang lingkungan hidup,
serta objek PNBP lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Kementerian LIIBPLII memiliki peran
strategis dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan melalm optimalisasi PNBP
berbasis prinsip keadilan ekologis dan
ekonomi  hijau.  Optimalisasi PNBP
Kementerian LII'BPLII sejalan dengan arah
kebijakan tersebut melahui:

+ Intensifikasi PNBP dari izin, jasa,
sertifikasi lingkungan untuk
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan
lingkungan;

» Ekstensifikasi PNBP berbasis inovasi,
seperti mekanisme karbon dan jasa
lingkungan hidup lainnya:

* Valuasi ckonomi sumber daya alam
sebagai perumusan tarif yang berkeadilan
dan berwawasan lingkungan.

Nilai PNBP [ungsional lingkungan hidup

terus  berkembang seiring  dengan

Cara Menghitung
Nilai PNBP Fungsional KLH/BPLH

meningkatnva kesadaran akan pentingnya
kelestarian lingkungan dan implementasi
kebijakan  ckonomi  hijau.  Pemerintah
berupaya mengoptimalkan penerimaan dari
sektor ini dengan memperbaiki tata kelola
lingkungan, meningkatkan transparansi
dalam mckanisme perizinan, penegakan
hukum, serta  memperluas skema
pembavaran jasa lingkungan  maupun
ekstensifikasi lainnya. Dengan pengelolaan
yang baik, PNBP Fungsional Kementerian
LIIBPLII tidak hanya menjadi sumber
pendapatan negara, tetapl juga instrumen
penting dalam menjaga keseimbangan
ckosistem dari keberlanjutan pembangunan.

Sumber Data

Sumber data adalah nilai PNBP fungsional
Kementerian LH/BPLLH vyang diterbitkan
secara resmi oleh Biro Perencanaan dan
Kcuangan scsuai dengan realisasi PNBP
fungsional pada aplikasi OMSPAN di tahun
berjalan.

> Realisasi PNBP Fungsional KLH/BPLH

Keterangan:

= Seluruh PNBP fungsional Kementerian LH/BPL.H vang dipungut berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur jenis dan tanf atas jenis PNBP vang berlaku pada

Kementerian LII'BPLII

» Ditenima dar1 seluruh unit penagih (intern unit vertikal Kementerian LH/BPLLH maupun
pemerintah daerah yang bertugas memungut PNBP atas nama Kementenan LH/BPLH)
= Disetorkan ke kas negara sebagal pendapatan yang sah sesuai prosedur dan batas waktu

yang ditetapkan

=
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Periode Data TKU
Penilaian PNBP dilakukan per tahun.

sama dengan seluruh unit penagih pada
miernal unit kerja vertikal Kementerian
LHBPLH maupun pemenntah daerah
{provinsi, kabupaten, kota) yang secara

Unit yang Terlibat (R
Biro Perencanaan dan Keuangan pada kewenangannya m,em,lhkl mgas_ melaklilkatn
Sekretariat Kementerian 1H/Sekretariat P emungutan atas jenis dan tanf atas jenis

PNBP vang berlaku pada Kementerian
LH/BPLH. Selain itu, Biro Perencanaan dan
Kevangan juga berkolaborasi dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
internal atau Inspektorat Utama dalam
rangka menjamin  akuntabilitas  dan
kepatuhan pengelolaan PNBP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara.

Utama BPLH bertanggungjawab sebagai
koordinator dan fasilitator dalam perhitungan
IKU  PNBP Fungsional Kementerian
LH/BPLH untuk melakukan perencanaan,
pencatatan, dan pelaporan serta fasilitasi
tindak lanjut di tingkat Kementerian/
Lembaga. Dalam rangka pengelolaan PNBP
dan pelaporannya di tingkat tapak, bekerja

Target TKU
Tabel 4-18 Target IKU Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHBPLH

Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja
Utama

2025

No Satuan 2026 2027 2028 2029

Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

7 Nilai Pencrimaan Miliar 93,7 | 45502 49959 | 53758 | 57934 | SETTAMA
Negara Bukan Pajak Rupiah (Biro Perencanaan
(PNBP) Fungsicnal dan Keuangan)
KLH/BPLH

Bentuk Singgungan Pencapaian 1IKU
Tabel 4-19 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Nilai Pencrimasn Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHBPLH

Indikator
Kinerja

Kode dan
Sasaran
Program

Kode dan
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama

Satuan 2025 2026 2027 2028

Program

Program: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
T2882 T2.5882.2 T2.852.5P2 T2.582.5P2. | Miliar 59,85 | 50.28 | 61.0 | 72,62 | 85,24 | Deputi
Meningkataya | Nilai Meningkatnya |1 Rupiah 6 Bidang
nilai tambah | Pencrimaan | PNBP dari Nilai PNBP PPITKNEK
ckonomu dari | Negara Ekonomi dari Ekonomi
perlindungan | Bukan Pajak | Karbon Karbon
dan (PNBP)
pengelolsan | Fungsional
lingkungan KLH/BPLH
tudup
Program: Kualitas Lingkungan Hidup
T2582 T2.582.2 T2.852.5P3 T2.552.5P3, | Miliar 1L.on | 1,2 14 1.6 L8 |SETTTAMA
Meningkataya | Nilai Meningkarnya |1 Rupiah (Pusarpedal)
nilai tambah | Penerimaan | PNBP dari Nilai PNBP
ckonomi dari | Negara Pendapatan dari
perlindungan | Bukan Pajak | Jasa di Bidang |pemanfaatan
. -
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Kode dan  Indikator Kode dan Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran Kiner ja Satuan 2025 2027 2028 2029 PIC
Strategis Utama Program Program
dan [PNBP) Lingkungan  |jasa
pengelolaan | Fungsiomal | Hidup laboratorium
lingkungan  KLH/BPLH lingkungan
e T2.882.8P3 T2.8S2.8P3.  Miliar 0.958 | 1.979 | 2360 | 2,741 | 3,121 | Deputi
Meningkamnya |2 Rupiah 5 4 2 1 9 | Bidang
PNBP dari Nilai PNBP PSLE3
Pendapatan dari
Jasa di Bidang | penerbitan
Lingkungan perizinan
Hidup bidang
pengelolaan
lunbah B3
dan Non B3
T2.S82.8P3, Miliar 1,102 | LIST | 1,216 1,275 | 1,341 |Deputi
3 Rupiali |5 6 4 2 4 Bidang
Nilai PNBP PPKL
dar:
penerbitan
perizinan
bidang
pengendalian
pencemaran
lingkungan

IKU 8. Persentase IKetaatan Pelaku Usaha
atau Kegiatan dalam Perizinan dan
Peraturan Perundang-undangan Bidang
Lingkungan Hidup

Persentase  Ketaatan Pclaku Usaha atau
Kegiatan dalam Perizinan dan Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Lingkungan
Hidup pada tahun 2029 berada pada angka
55%.

Deskripsi

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup
merupakan salah satu indikator penting yang
mendukung program prioritas pemerintah
dalam sektor ketahanan pangan, ketahanan
energl, dan investasi. Untuk memastikan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan, perlu dilakukan pengawasan
sebagal upaya untuk mencegah terjadinya

pencemaran dan‘/atau kerusakan lingkungan
hidup.

Persentase ketaatan penanggung jawab usaha
dan‘atau  kegiatan  terhadap  peraturan
perundang-undangan bidang lingkungan
hidup adalah perbandingan jumlah usaha
danfatau kegiatan yang taal dibandingkan
dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
diawasi dikali seratus persen vang ditetapkan
sebagal Indikator Kinerja Utama Menteri
LH/Kepala BPLH.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati
peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup akan diberikan sanksi
hukum  sebagaimana  diatur  dalam
perundang-undangan  bidang Lingkungan
hidup. Pemberian hukuman dilakukan
dengan menerapkan instrumen-instrumen
penegakan  hukum  berupa sanksi
administrasi, perdata, dan‘atau pidana.
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Cara Menghitung

Komponen atau variabel pembentuk persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam

perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

« Jumlah pelaku usaha atau kegiatan dengan status ketaatan “taat™ dalam perizinan dan
peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup; dan

* Jumlah pelaku usaha dan‘atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perizinan
peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan ITidup.

Rumus perhitungan persentasenya adalah sebagai benkut:

_ YUKt 100
L T

UKt = jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat
UKd = jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan vang diawasi

Periode Data IKU Unit yang Terlibat

Penilaian  ketaatan pelaku  usaha atau  Kedeputian Penegakan Hukum Lingkungan
kegiatan dalam perizinan dan peraturan  Hidup bertanggungjawab sebagai
perundang-undangan  bidang  lingkungan  koordinator untuk perhitungan dan pelaporan

hidup dilakukan per tahun. IKU ini.

Target IKU

Tabel 4-20 Target IKU Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan
bidang lingkungan hidup

Susitran Stralegis’

Indikator Kinerja Satuan 2025 2026 2027 2028 2029
Utama

Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor

8, Persentase ketaatan Persen 30 40 45 50 55 Deputi
pclaku usaha atau Bidang
kegiatan dalam PHLH
pecizinan dan peraturan
perundang-undangan
bidang lingkungan hidup

Bentuk Singgungan Pencapaian IKU
Tabel 4-21 Beatuk Singgungan Peacapaian IKU Persentase kelaatan pelaku usaba atau kegiaton dalam perizinan dan
peraruran perundang-undangan bidang lingkungan hidup

Kodc dan Indikator Kode dan Indikator

Sasaran Kinerjn Sasaran Kinerjn Satuan

Strategis Utama Program Program
Program: Kualitas Lingkungan Hidup
Ta.ss T3.88.1 T3.SS.5P1 T3.8S.SP1.1 | Badan 129 188 230 275 325 | Deputi
Menguatnya | Persentase Meningkatava | Jumlah Usaha Bidang
penegakan | keraatan penegakan pelaku usaha PHLH

. -
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator
Kinerja
Utama

Kode dan
Sasaran
Progr'am

Indikator
Kinerja
Program

Kode dan
Sasaran

Strategis

| hukum
| linglkungan
hidup lintas
sektor

pelaku usaha
atau kegiatan
dalamn
perizinan dan
peraturan
perundang-
undangan
bidang
lingkungan
hudup

atau kegiatan
yang
meningkal
ketaatannya
dalam
perizinan dan
peraturan
perundang-
undangan
bidang
lingkungan
hidup

Satnan 2025 2029

ric

T3.88.58P1.2

pidana dan
perdata, dan
sengketa
lingkungan
hidup yang
ditangani

Jumlah rindak

Perkara 39 43 46 56

Deputi
Bidang

T3.5S5.SP1.2
Jumlah

dibina dan
difasilitasi
tercait
penaatan
bidang
perlindungan
dan

pangelolaan
lingkungan
hidup
wilayah

lembaga vang

Lembaga| 107 208

Deputi
Bidang
PHILH

IKU 9. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada
tahun 2029 adalah 92 poin.

Deskripsi

Penilaian reformasi birokrasi pada instansi
pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan
RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi  Birokrasi  Instansi
Pemermlah. Penilaian Relormasi Birokrasi
pada Instansi Pemerintah dilakukan oleh
Kementerian PAN dan RB. Kementerian
PAN dan RB dengan melakukan

validasi/verifikasi  terhadap  informasi
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
vang terdapat pada laporan hasil penilaian
mandiri yang dilakukan nstansi pemerintah.
Entitas  pengukuran indeks reformasi
birokrasi ditujukan pada: pertama adalah 8
(delapan) komponen pengungkit (proses)
vakni manajemen perubahan, penataan
peraturan  perundang-undangan, penataan
dan pengualan organisasi, penalaan lata
laksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik dan kedua adalah 3 (tiga)
komponen hasil (sasaran) yakni kapasitas
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

dan  akuntabilitas  kinerja  organisasi,
pemerintahan yang bersith dan bebas KKN,
serta kualitas pelayanan publik.

Sumber Data

Data dan bukti dukung pelaksanaan
reformasi birokrasi Kementerian LH/BPLH
dihimpun  dar1  penanggung  jawab
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-
masing Eselon I.

Pengambilan dan Pengolahan Data

Sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa
Kementerian  LH/BPLH  berkewajiban
menyampaikan data dan bukti dukung
kepada Tim Evalvator Reformasi Birokrasi
Kementerian PAN dan RB terkait dengan
penilaian reformasi birokrasi. Selanjutnya
dengan data dan bukti tersebut dilakukan
pengolahan dan verifikasi data oleh Tim
Evaluator Kementerian PAN dan RB secara
tertutup. Adapun Penilaian Reformasi
Birokrasi dilakukan terhadap dua komponen,
yaitu: (1) Komponen Pengungkit dengan
proporsi 60%, dan (2) Komponen Hasil
dengan proporsi 40%. Indikator penilaian
tertuang dalam lembar kerja penilaian (ILKP)
reformasi  birokrasi  dengan  rincian
komponen penilaian sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit (60%)

Komponen pengungkil terdin dan 3 aspek
yang mempengaruhinva. Metodologi vang
digunakan untuk melakukan penilaian pada
komponen pengungkit, adalah tekmk
“eriteria referrenced tesf” dengan cara
menilai setiap komponen dengan indikator
penilaian dari masing-masing komponen
yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2020,
dengan masing-masing aspek penilaian
meliputi:

a) Aspek Pemenuhan (20 %); Manajemen
Perubahan (2%), Deregulasi Kebijakan

(2%), Penataan Organisasi (3%). Penataan
Tatalaksana (2,53%), Penataan Manajemen
SDM (3%). Penguatan Akuntabilitas
(2,5%), Penguatan Pengawasan (2,5%),
dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik (2,5%).

b) Aspek Ilasil Antara (10%); Kualitas
Pengelolaan  Arsip  (1%), Kualitas
Pengelolaan Pengadaan Barang (1%),
Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%),
Kualitas Pengelolaan Aset (1%), Merit
System (1%), ASN Profesional (1%),
Kualitas Perencanaan (1%), Maturitas
SPIP (1%), Kapabilitas APIP (1%),
Tingkat Kepaluhan Standar Pelayvanan
(1%).

c) Aspek Reform (30%); Manajemen
Perubahan (3%)., Deregulasi Kebijakan
(3%), Penataan Organisasi (4,5%),
Penataan Tatalaksana (3.75%), Penataan
Manajemen SDM (4,5%), Penguatan
Akuntabilitas  (3,75%), Penguatan
Pengawasan (3.75%), dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).

2. Komponen Hasil (40%)

Komponen hasil terdiri dari 4 area: 1)
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, 2)
Kualitas Pelayanan Publik, 3) Pemerintah
yang Bersih dan Bebas KKN, dan 4) Kinerja
Organisasi. Hasil penilaian komponen pada
setiap sub komponen adalah sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
(10%), terdirn dari nilai akuntabilitas
kinerja (7%) dan opini BPK atas laporan
keuangan (3%).

b) Kualitas  Pelayanan Publik (10%)

berdasarkan Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan (10%).

¢) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
(10%) berdasarkan Indeks Persepsi Anti
Korupsi (10%).

o=
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d) Kinerja Organisasi (10%), tererdiri dari  Penilaian kinerja  reformasi  birokrasi
Capaian Kinetja (5%), kinerja Lainnya  dilakukan per tahun.
(2%), dan Survey Internal Organisasi

Unit vang Terlibat
(3%). yang

Seluruh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja
Lselon IT Lingkup Kementerian LITBPLIL
Periode Data IKU

Penilaian indeks reformasi birokrasi dilakukan per tahun.
Target IKU
Tabel 4-22 Target IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Sutusn 2025
Utama

Meningkamva tata kelola pemerinrahan digital yvang efektif, lincah. kolaboratif, profesional, dan berdampak

9. Nilai Kinetja Refonmasi Poin 8718 28 90 91 92 SETTAMA
Birokrasi (Biro Sumber Daya
Manusia dan
Organisasi}

Bentuk Singgungan Pencapaian IKU
Tabel 4-23 Bentuk Singgungan Pencapaian IKIT Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Kode dan Indikator Kode dan Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran Kinerja Saman 28 2026
Strutegis Ulama Progium Program

Program: Kualitas Lingkungan Hidup

T4.55 T4.58.1 i T4.S8.5P1 T4.55.5P1.1 Poin 87,18 88 20 91 92 |SETTAMA

Meningkatnya | Nilai [ Meningkalnya |Indeks (PPSDMLII)

tata kelola Kinerja  Indekes Produktifitas

pamerintahan | Reformasi | Produktifitas | dan Daya

digital yang | Birokrasi | dan Daya Saing SDM

efekuf, lincah, | Saing SDM Lingkungan

kolaboratif, |Lingkungan  |Hidup

profesional, Hidup

dan

berdampak

T4.88 T4.88.1 T4.88.8P2 T4.85.5P2.1 Poin 74 4.5 75 75,5 76 [SETTAMA

Meningkamya | Nilai Meningkatnya | Nilai Sistem {Birorenken,

tata kelola Kinerja kinerja Akuntabilitas Pusdal LH,

pemerintahan | Reformasi | pelayanan Kinerja PPSDMLH,

digital yang | Birokrasi | birokrasi KLH |Instansi PPGLH,

efekrif, lincah, vang agile, Pamerintal Pusarpedal,

kolaboratif, cfektif. dan KLH PSILH),

profesional. cfisien Deputi

dan Bidang

berdampak TLSDAR,
Deputi
Bidang
PPKI.. Depuri
Bidang
PSLB3,
Deputi
Bidang
PPITKNEE.

. - -
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Kode dan Indikator Kode dan Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran Kinerja Satuan 2027
Strategis LUtama Program Program

T4.S8.5P2.2 Pomn 80 82 84 36 88 |SETTAMA

Nilai (Biro Humas)

Keterbukaan

Informasi

Publik

T4.88.5P2.3 Poin 330 360 370 380 400 | SETTAMA

Indeks Sistem | (Biro SDMO}

Merit

T4.88.5P2.4 Poin 70 72 74 76 78 SETTAMA

Indeks (Biro HKS)

Refonmasi

Hukum

T4.88.SP2.8 Pom 3.70 375 320 385 390 |SETTAMA

Indeks Sistem (Pusdatin)

Pemerintal

Berbasis

Elcktronik

(SPBL)

T4.8S8.SP2.6 Pomn 351 357 365 imn2 3,80 |SETTAMA

Indeks (Biro Umm]),

Pelayanan Deputi

Publik rerikait Bidang

dengan TLSDAR,

Perizinan Deputi

Lingkungan Bidang
PPKL, Deputi
Bidang
PSLB3

IKU 10. Opini terhadap Laporan
Keuangan KLH/BPLH

Target opimi terhadap laporan keuangan
KLH/BPLH pada tahun 2029 adalah Opim
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Deskripsi

Opini Laporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  adalah
pernyataan profesional yang diberikan oleh
auditor BPK setelah melakukan pemeriksaan
atas laporan kevangan suatu entitas, baik
pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,
maupun badan usaha milik ncgara‘dacrah.
Opini ini menjadi salah satu indikator utama

dalam menilai kualitas tata kelola keuangan
suafu instansi, serta mencerminkan tingkat
kepatuhan lerhadap standar akuntansi yang
berlaku.

Terdapat empal jemis opimi yang dapal
diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian  (WTP), Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW),
dan Disclaimer (TMP — Tidak Memberikan
Pendapat). Opini WTP menunjukkan bahwa
laporan kcuangan telah disajikan secara
wajar sesual dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), tanpa adanya kesalahan
material. WDP diberikan jika terdapat
beberapa kesalahan dalam laporan keuangan,

-

-
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tetapi  kesalahan tersebut tidak
signifikan mempengaruhi kewajaran laporan
secara keseluruhan.

Opini Tidak Wajar (TW) diberikan ketika
auditor menemukan banyak kesalahan atau
penyimpangan material yang menyebabkan
laporan keuangan tidak dapat diandalkan.
Sementara itu, opini Diselaimer atau Tidak
Memberikan Pendapat diberikan jika auditor
tidak dapat memperoleh bukti yang cukup
untuk membentuk opini, misalnya karena
keterbatasan akses terhadap data atau kondisi
yang tidak memungkinkan untuk dilakukan
pemeriksaan secara menyeluruh,

secara

Proses pemberian opini dilakukan melalui
serangkaian  prosedur  audil.  seperli
pemeriksaan dokumen keuangan, wawancara
dengan pihak terkait, serta analisis terhadap
sistem pengendalian internal. BPK juga
mengevaluasi apakah laporan keuangan telah
sesuai  dengan  prinsip  lransparansi,
akuntabilitas, dan  efektivitas  dalam
pengelolaan  kevangan negara. Dalam
beberapa kasus, BPK juga memberikan
rckomendasi untuk perbaikan tata kelola
keuangan kepada entilas vang dipernksa.

Opini vang diberikan oleh BPK memiliki
dampak yang signifikan terhadap reputasi
dan kredibilitas instansi pemerintah  atau
badan usaha. Opmi WTP senng dijadikan
sebagai indikator keberhasilan dalam
pengelolaan keuvangan, sementara opini
selaim WTP dapat mendorong perbaikan
sistem kevangan agar lebih transparan dan
akuntabel. Dengan demikian, pemeriksaan

oleh BPK tidak hanya bertyjuan untuk
menilai  kepatuhan  terhadap  standar
akuntansi, tetapi juga untuk mendorong
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
negara.

Sumber Data

Penilaian opini laporan keuangan oleh BPK
didasarkan pada berbagai sumber data,

termasuk  laporan  keuangan  audilan,
dokumen transaksi, laporan hasil
pemeriksaan sebelumnya, sistem

pengendalian internal, regulasi keuangan,
serta hasil wawancara dengan pihak terkait.
Semua sumber 1m  digunakan untuk
menentukan apakah laporan keuangan telah
disajikan secara wajar sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku.

Pengambilan dan Pengolahan Data

Penentuan opini laporan keuangan oleh BPK
dilakukan melalui audit mendalam yang
mencakup  kesesuaian  dengan  standar
akuntansi, elektivilas pengendalian internal,
kepatuhan terhadap regulasi, serta tingkat
materialitas kesalahan. Tidak ada rumus
khusus untuk menghitung opini ini, tetapi
keputusan  didasarkan  pada  analisis
profesional auditor terhadap bukti yang
diperoleh selama pemeriksaan.

Periode Data IKU

Penilaian opini terhadap laporan keuangan
Kementerian LH/BPLH dilakukan per tahun.

Unit yang Terlibat

Seluruh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja
Eselon I Lingkup Kementerian LH/BPLH.

<
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Target IKU
Tabel 4-24 Target IKU Opini terhadap Laporan Kevangan KLIT'BPLIL

Sasaran Strategls/

Indikalor Kinerja 2028 2029
Utama
Meningkatnya tata kelola pemenintaban digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak
10. | Opini terhadap Laporan | PoinWTP | WTP WIP WIP WIP WTP | SETTAMA
Kevangan KTH'BPLH {Biro Perencanaan
dan Keuangan)

Bentuk Singgungan Pencapaian TKU
‘Tabel 4-25 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Opini terhadap Lapovan Kevangan KILH/BPLH

Kode dan Indikator

Kincrja

Kode dan
Sasaran

Indikator

Kincrja Satuan

Sasaran

Utama

Strategis

Program: Kualitas Lingkungan Hidup

Program

Program

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025 2029

T458 T4.588.2 T4SS.SP3 | T4.85.5P3.1 | Poin 1 4 4 4 4 |SETTAMA
Meningkatnya | Opini Meningkatny | Indeks opini (Birorenkeu)
tata kelola terhadap a laporan BPK terhadap
pemerintahan | Laporan keuangan Laporan
digital yang Keuangan |KILH yang Keuangan
efektit, lincah, ! transparan KLHBPLH
kolaboratif, BPLH dan alantabel | : IS
; 14.55.8P3.2 | Poin 3,79 3,85 390 | 395 [ 4.00 [SETTAMA
profesional, L 2ot ;
dan berdampak Nilai ] (Birorenkeu,
Manuritas Pusdal [H,
SPIP PPSDM,
Terintegrasi PPGLH.
KLHBPLH Pusarpedal,
PSILH),
Deputi
Bidang
TLSDAB,
Deputi
Bidang
PPKL,
Depuli
Bidang
PSLB3,
Depuli
Bidang
PPITKNEEK,
Deputi
Bidang
PHLIL.
ITTAMA
T4.SS.5P3.3 | Poin 3.80 3.85 390 | 395 | 400 |[ITTAMA
Nilai
Kapabilitas
Aparat
Pengawas
Inlem
Pemcrintah
(APIP)
KLHBPLH
: - -
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4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi
dan program pembangunan Kementerian
LIIBPLII serta untuk mencapai target
kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
dari  masing-masing sasaran  strategis,
kerangka pendanaan merupakan salah satu
komponen kunci. Sebagai salah satu Urusan
Konkuren, keberhasilan program dan
kegiatan  Urusan  Lingkungan  Hidup
merupakan agregat dari pelaksanaan di
tingkat nasional maupun dacrah provinsi/
kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan
program strategis bidang lingkungan hidup
tahun  2025-2029 dibutuhkan kerangka
pendanaan yang tidak hanya mengandalkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tetapi juga bersumber dari alternatif
pembiayaan vang movatif dan berkelanjutan.
Diversifikasi sumber pendanaan ini penting
untuk mengatasi keterbatasan fiscal sekaligus
memperkuat pelibatan sektor swasta dan
lembaga ivestasi dalam pembangunan
lingkungan hidup.

Kerangka pendanaan di tingkat nasional
mencakup indikasi kebutuhan sumber dana
dari APBN (Rupiah Murni dan ITibah Luar
Negeri Terencana) Kementerian LH/BPLH
untuk periode pembangunan 2025-2029 dan
alternatif  sumber  pendanaan  untuk
pelaksanaan program dan kegiatan prioritas
seperti pengelolaan sampah, pemulihan
lingkungan hidup, pengolahan limbah B3
terpadu, keanekaragaman hayati, mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim, dan lain
sebagainya.

Beberapa alternatif sumber pendanaan selain
selain RM dan HLN Terencana untuk
Kementerian LH/BPLH, diantaranya:

1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan
Pajak)

Sumber dana ini diperoleh dari layanan
terhadap objek yang dikenai PNBP, hak
negara, atau pengelolaan BMN vyaitu : (i)
Perizinan Bidang Lingkungan Hidup berupa

penerbitan  persetujuan  teknis  Surat
Kelayakan Operasi, dll: (1) Pengujian
Sertifikasi dan  Standardisasi Bidang
Lingkungan Hidup; (m) Jasa Bidang

Lingkungan Hidup; (iv) Denda/ Kompensasi
Bidang [Lingkungan Hidup); (v) Jasa
Penggunaan Sarana Prasarana Sesuai Tugas
dan Fungsi; dan (vi) Pelatihan Bidang
Lingkungan ITidup.

PNBP Fungsional Kementerian LH/BPLH
dapat menjadi salah satu sumber pendanaan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan
masuk kedalam APBN setelah mendapatkan
persetwjuan pemanfaatan sebagian PNBP.
Persetujuan pemanfaatan tersebut untuk
PNBP vang bersifat jasa maksimal 80%.

2. Dana Lingkungan Hidup

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
(BPDIL.H) adalah unit organisasi non-Esclon
di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup
yang berada di  bawah Kementerian
Keuangan. Badan in1 mengelola pendanaan
lingkungan hidup yang berasal dari dana
penanggulangan  pencemaran  dan/atau
kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup
dan dana amanah/bantuan konservasi,
sebagaimana amanalt Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2017. Saat mi, BPDLH
dapat memfasilitasi pembiayaan program-
program lintas kementerian/lembaga yang
berfokus pada diantaranya penurunan emisi
GRK, perlindungan dan peningkatan kualitas
ekosistem dan lingkungan, peningkatan
ketahanan  iklim  dan  bencana.  serta
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat
berkelanjutan.
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3. KBPU (Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha)

KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah
dan Badan Usaha dalam penyvediaan
infrastruktur dan‘atau layanannya untuk
kepentingan umum mengacu pada spesifikasi
vang telah ditetapkan sebelumnya oleh
pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya badan usaha
dengan memperhatikan pembagian risiko di
antara para pihak.

Skema pendanaan ini pernah dalam proses
digunakan untuk pembangunan fasilitas
pengolahan limbah B3 terpadu di regional
Sumatera. Namun demikian, proses tersehut
belum berhasil karena tidak ditemukan lokasi
vang tepat untuk pembangunan fasilitas
dimaksud. Kedepan skema ini masih dapat
dijadikan alternatif sumber pendanaan untuk
pembangunan  mfrastruktur  lingkungan
hidup.

4. Skema Investasi melalui Badan
Pengelola Investasi Daya Anagata
Nusantara (Danantara)

Skema investasi melalur Danantara mi
merupakan salah satu sumber dana alternatif
Non APBN dimana dana investasi bukan
berasal dari APBN atau Penvertaan Modal
Negara (PMN) melainkan dan dividen Badan
Umum Milik Negara (BUMN) vyang
sebelumnya masuk ke kas negara. Dengan
mekanisme reinvestasi, Danantara digunakan
untuk menciptakan imbal hasil ekonomi
minimal 10%. Pendanaan melalui Danantara
difokuskan pada beberapa sektor potensial
diantaranya energi terbarukan (Pembangkit
Listrik Tenaga Surya, angin, bioenergi),
hilirisasi industri dan manutaktur canggih,
teknologi digital (SG, Artificial Intelligence),
intrastruktur  sosial-ekonomi: kesehatan,

pengeolahan sampah menjadi energi (waste-
to-energy), dan lainnya.

Saal ini, salah salu upaya yang akan diambil
untuk mencapai target pengelolaan sampah
100% pada tahun 2029 adalah menggunakan
teknologi  insinerator untuk  Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang
kapasitasnya melebihi 1.000 ton sampah per
hari. Terdapat 33 lokasi yang telah
diidentifikasi akan menggunakan teknologi
pengolahan sampah menjadi energi listrik
(PSEL) tersebut. Dalam proses implementasi
kebijakan tersebut,
pengembangan PSEL diserahkan kepada
Danantara.

Selain infrastruktur PSEL, perlu dilakukan
kajlan  pemanfaatan skema investasi
Danantara untuk program dan kegiatan
prioritas  Kementerian LH/BPLH lainnya
seperti infrastruktur pengolahan air limbah,
perlindungan dan pengelolaan ekosistem
prioritas (gambut, perairan darat, mangrove
serta pesisir dan laut), serta penguatan sistem
pemantauan kualitas lingkungan hidup dan
pengendalian pencemaran berbasis digital.

waste-to-e nergy

Selain pelaksanaan program dan kegiatan
oleh Kementerian LH/BPLH, urusan
lingkungan hidup juga dilaksanakan secara
konkuren olch Pemerintah Dacrah Provinsi/
Kabupaten/Kota, Beberapa alternatif sumber
pendanaan urusan lingkungan hidup yang
dapat diakses oleh Pemerintah Daerah
diantaranya:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor |
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (UU HKPD). Dana Alokasi Khusus
(DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah lertentu, sebagal
bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). untuk
membantu mendanai program, kegialan,

-
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dan/atau kebijakan tertentu yang merupakan
urusan daerah dan menjadi priontas nasional.
Tujuan DAK waitu: mencapal prioritas

nasional,  mempercepat  pembangunan
daerah, mengurangi kesenjangan layanan
publik, mendorong pertumbuhan

perekonomian daerah, dan/atau mendukung
operasionalisasi layanan publik. Jenis DAK
vang dapat menjadi alternatif sumber
pendanaan pelaksanaan urusan lingkungan
hidup yvaitu DAK Tisik dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik digunakan untuk mendukung
pembangunan atau pengadaan sarana dan
prasarana publik daerah. DAK Fisik pada
urusan lingkungan hidup diantaranya untuk
pembangunan fasilitas pengelolaan sampah,
instalasi pengolahan air limbah, sarana
penghijauan, sarana laboratorium
Iingkungan, dan infrastruktur pemulihan
lingkungan.

DAK Non Fisik digunakan operasionalisasi
layanan publik daerah. DAK Non Fisik pada
urusan lingkungan hidup diantaranya untuk
mendukung peningkatan kapasitas dacrah
seperti pelatihan SDM pengelola lingkungan
hidup, kegiatan edukasi masyarakat,
penvusunan  dokumen  perencanaan  atau
kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi
kinerja pengelolaan Iingkungan hidup.

2. Dana Insektif Fiskal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91 Tahun 2024, Insentif Fiskal adalah
insentif vang diberikan kepada daerah atas
pencapaian  kinerja berdasarkan kriteria
tertentu  berupa  perbaikan  dan/atau
pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat
berupa pengelolaan kevangan daerah,
pelayanan  umum  pemerintahan,  dan
pelayanan dasar yang mendukung kebijakan
strategis nasional danatau pelaksanaan
kebijakan fiskal nasional, Dana insentif fiskal

adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diberikan kepada Daerah dalam rangka
pemberian Insentif T'iskal.

Dana insentif fiskal dapat diberikan untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya,
dan/atau penghargaan kinerja tahun berjalan.

Penilaian kinerja meliputi indikator seperti
kemandirian keuangan daerah, interkoneksi
sistem informast keuangan, penurunan
prevalensi srunting, akses sanitasi dan air
minum layak, inovasi daerah, pengendalian
inflasi, pengelolaan linglkungan hidup, serta
peningkatan indeks pembangunan manusia
dan penurunan angka kemiskinan maupun

pengangguran.

3. Dana Lingkungan Hidup

Dana Lingkungan Hidup dikelola oleh
BPDIH, yaitu unit organisasi non-Eselon
vang berada di bawah Kementerian
Keuangan. Badan ini mengelola pendanaan
lingkungan hidup yang berasal dari dana
penanggulangan  pencemaran  dan‘atau
kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup
dan dana amanah/bantuan konservasi.

Saat ini, BPDLII dapat memfasilitasi
pembiayaan  program-program lintas
kementerian/lembaga yang berlokus pada
diantaranya  penurunan  emisi  GRK,
perlindungan dan peningkatan kualitas
ekosistem dan  lingkungan, penmngkatan
ketahanan iklim dan bencana, serta
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat
berkelanjutan.

4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(DBH SDA)

DBH adalah bagian dari TKD vang
dialokasikan berdasarkan persentase atas
pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja
tertentu, vang dibagikan kepada Daerah
19

Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2025 2029



- 201 -

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

penghasil dengan tujuan untuk mengurangi
ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan
Daerah, serta kepada Daerah lain non
penghasil dalam rangka menanggulangi
eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan
pemerataan dalam satu wilayah.

DBH SDA berasal dari penerimaan negara
atas pemanfaatan sumber daya alam seperti
kehutanan, mineral dan batu bara, minyak
bumi dan gas bumi, panas bumi, dan
perikanan.

5. Dana Desa

Berdasarkan UTJ HKPD, Dana Desa adalah
bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
desa dengan ftujuan untuk mendukung
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
masyarakal, dan kemasyarakatan. Dana Desa
dialokasikan dengan memper-timbangkan
pemerataan dan keadilan yang dihitung
berdasarkan kinerja desa, jumlah desa,
Jjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Pemerintah Pusat dapat mencntukan fokus
penggunaan Dana Desa setiap tahunnya
sesuai dengan prioritas nasional yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai perencana-an nhasional
dan alokasi TKD.

Mengacu pada Permendesa PPDT Nomor 7
Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

Dana im bertujuan memberikan kompensasi
kepada daerah atas dampak eksternalitas
negatif pemanfaatan SDA di wilavahnya
sekaligus mendukung pembiayaan program
strategis, termasuk pengelolaan lingkungan
hidup, rehabilitasi lahan, konservasi sumber
daya, serta pembangunan berkelanjutan yang
meminimalkan dampak eksploitasi terhadap
ekosistem.

Penggunaan Dana Desa, bahwa priontas
penggunaan desa untuk pembangunan desa
diantaranya untuk pemantaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan
yang  meliputi  pemanfaatan  cnergi
terbarukan, pengelolaan lmgkungan desa,
dan pelestarian sumber daya desa. Sedangkan
dalam hal pemberdayaan masyarakat,
prioritas  dana desa diantaranya untuk
pengembangan kapasitas ekonomi produktif
dan kewirausahaan masyarakat desa.

Pada pelaksanaan urusan lingkungan hidup,
dana desa merupakan potensi sumber dana
untuk pelaksanaan konservasi lingkungan
hidup, penghijanan, program kampung iklim,
pengelolaan sampah, pengembangan desa
mandin peduli gambul, desa peduli sumber
air, dan desa peduli mangrove,

-_
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Gambar 4-6 Alremarif Sumber Pendanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi
dan program pembangunan Kemenlerian
LIIBPLII serta untuk mencapai target
kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja
Utama dari masing-masing sasaran strategis,
dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan
yang memadai. Kerangka pendanaan
Kementerian LH/BPLH  bersumber  dari
APBN (Rupiah Murmi dan Hibah TLuar
Negeri Terencana) dan PNBP, dan Hibah
Luar Negeri Langsung. Selain i, juga
diupayakan langkah-langkah mendorong
movasi skema pembiayaan (innovative
financing), anlara lam seperti Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
Corporate  Social Responsibility  (CSR),
biended finance, green finance serta output-
based ftransfer dan hibah ke daerah.
Pendanaan yang berasal dari APBN akan
diprioritaskan  pada tercapainya sasaran
Program dan Kegiatan yang memberikan

hasil/dampak untuk
kesejahteraan masyarakal.

Di  dalam  pelaksanaannya,  indikasi
pendanaan Kementerian LH/BPLH dapat
dimutakhirkan melalui Renja yang mengacu
pada RKP Tahunan dengan
mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan,
termasuk pemutakhiran besaran dan sumber
pendanaan sesuai dengan arahan Presiden.
ITal ini untuk memastikan bahwa proyek
Kementerian LH/BPLH yang mendukung
Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-
2029 dan program proritas Kemenlerian
LH/BPLH dapat terlaksana dengan lebih

peningkatan

efektif dan efisien sesvai dengan
perkembangan pembangunan.

Kerangka  Pendanaan pada Renstra
Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029
disusun  dengan  skenario  moderat

berdasarkan Program sebagaimana pada
tabel di bawah ini.
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Tabel 4-26 Kerangka Pendanaan Kementerian LTHBPLH Tahun 2025-2029 Berdasarkan Program

Anggaran (dalam ribu rupiah)

Progiram
2027 2028

1 ﬁ;‘:lu;)‘“ Lingkungan 411441690 | 774.038.667 866.094226| 917.301.019 | 974.430.063

5 | Ketahanan Bencana dan 57.790.177 | 124.504.733 116.901.683 | 121216585 |  126.177.723
Perubahan Iklim

3 | Dukungan Manajemen 610.551.077 | 990.276.795 | 1.009.769.398 | 1.041.247.088 | 1.081.617.151

Total 1.079.782.944 1.079.782.944  1.888.820.196 1.992.765.307 2.079.764.692

Selain itu, Renstra Kementerian LH/BPLH Kerja Eselon I, sebagaimana pada tabel di
Tahun 2025-2029 juga memuat kerangka bawah in1.

pendanaan berdasarkan kebutuhan Unit

Tabel 4-27 Kerangka Peadansan Kementerian LIVBPLH Tahun 2025-2029 Berdasarkan Unil Kegja Eselon 1

INDIKAST ANGGARAN (datam ribn Rupiah)

2026 2027 2028 2029

I | Sekretariat Utama 555.761.767 776.904.396 785.046.880 814.103.067 854.796.971

Deputi Bidang R

2 s 68.284.989 234.260.669 252.752.323 261.513.292 270.201 854
3 ",)lf‘p(‘;" Bidang 109.725.327 262.100.879 304.954.765 321.180.489 337.288.549
4 :,’;"L‘;; Bidag 112.896.211 247.445 498 268.570.522 276.492.289 284.789.953

Deputi Bidang

S | SR 43.665.910 133.746.656 123.998.884 125.176.780 126.660.014
6 I?I"'"I’_“I'I' Bidang 177.468.078 198.844.660 218.728.224 241.091.352 266.756.918
7 | Inspektorat Utama | 11.980.662 35517438 38.713.710 40.207.423 41.730.678

JUMLAH 1.079.782.944 1.079.782.944 1.888.820.196 1.992.765307 2.079.764.692

»

; -
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BAB 5 Penutup

5.1 Kerangka dan

Evaluasi

Pengendalian

5.1.1 Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Nasional

RPIMN adalah komitmen nasional berjangka
wakiu lima tahun yang diterjemahkan secara
sektoral ke dalam Renstra K/I. dan
dituangkan secara tahunan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Renstra KT
selanjutnya dijabarkan secara tahunan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) K/L.

Dalam rangka mengawal implementasi
RPIMN Tahun 2025-2029, dilaksanakan
pengendalian dan evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan. Pada tabap perencanaan,
pengendalian dan evaluasi ex-ante dilakukan
untuk meningkatkan kualitas perencanaan
dan  memastikan  kecukupan  desain
kebyjakan. Pengendalian dan evaluvasi
perencanaan mencakup penelaahan
konsistensi dokumen perencanaan,
pemenuhan  kaidah kerangka kerja logis,
kesiapan  pelaksanaan  kebijakan, dan
identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi
pada tahan perencanaan ini dilaksanakan
dengan memperhatikan kedudukan RPIMN
sebagai (1) instrumen operasionalisasi dari
RPIPN; (2) pedoman bagi penyusunan
Renstra K/T., RKP, dan RPIMD; serta (3)
pedoman perumusan rencana pembangunan
sektoral (pusat/daerah) seperti rencana induk/
masterplan/grand  design  atau  sebutan
lainnya.

Sementara  pada  tahap  pelaksanaan,
pengendalian dilakukan untuk memastikan
pelaksanaan intervenst dan  kelercapaian
targel pembangunan vang telah ditetapkan.
Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat

dilakukan sepanjang periode pelaksanaan,
sedangkan evaluasi dilakukan pada saat
periode  pelaksanaan rencana dan  tahun
terakhir  periode pelaksanaan rencana
pembangunan. Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMN menjadi penckanan
dalam mengawal pelaksanaan RPTMN Tahun
2025-2029 secara mtensif.

Transformasi pengendalian dan evaluasi
pembangunan  didukung dengan sistem
informasi  terpadu, Manajemen  Risiko
Pembangunan Nasional (MRPN), dan tata
kelola data pembangunan. Transformasi
pengendalian diharapkan dapat
meningkatkan kualitas akuntabilitas
pembangunan, schingga pembangunan yang
dijalankan tdak hanya
lerselenggaranya Program dan Kegiatan
(sent), tetapi harus dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat (delivered).

5.1.2 Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Lingkungan Hidup
Tahun 2025-2029

sebatas

Pengendahan dan  evaluasi pelaksanaan
pembangunan lingkungan hidup dalam
Renstra Kementerian LIIVBPLII Tahun
2025-2029 sangat krusial dalam upava
pencapaian sasaran pembangunan nasional
bidang lingkungan hidup.

Pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan
Renstra  Kementerian LLH/BPLH  Tahun
2025-2029 dilakukan untuk (a) menjamn
dan menilai tercapainya setiap sasaran, setiap
indikator kinerja, dan target; (b) menilai
efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan
keberlanjutan dari suvatu Program yang
ditugaskan kepada Kementerian LH/BPLH
yang mencakup arahan Presiden dan/atau
standar pclaksanaan tugas dan fungsi yang

- e
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wajib dipenuhi sebagaimana dimuat dalam
RPIMN Tahun 2025-2029; dan (¢) menilal
penerapan manajemen risiko pembangunan
nasional lingkup Kementerian LH/BPLH.

Untuk menjamin tercapainya sasaran
pembangunan nasional bidang lingkungan
hidup  diperlukan  pengendalian  yang
berkesinambungan dan partisipatif melalui
mekanisme korektif berkelanjutan
(corrective improvement) dan penyesuaian
sepanjang masa implementasi, dengan
memanfaatkan sistem informasi terpadu.
Sistem informasi terpadu juga diintegrasikan
dengan tata kelola data pembangunan vang
mendorong kebijakan pembangunan berbasis
bukti (evidence-based policy). Selain itu,
pengendalian pelaksanaan Renstra
Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029
dilakukan dengan berbasis Manajemen
Risiko Pembangunan Nasional pada proses
pengendalian tahunan,

Evaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian
LH/BPLH Tahun 20252-2029 dilakukan
pada tahun ke-3 dan tahun ke-5 periode
pelaksanaan Renstra.

5.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan
Nasional

Sasaran pembangunan dicapai  melalm
berbagai Program/Kegiatan prioritas yang
dijalankan oleh lintas instansi dan antar
Jjenjang pemerintahan. Kompleksitas
pelaksanaan Program/Kegiatan  prioritas
duringi  dengan  ketidakpastian  dan
konektivitas global yang semakin tinggi akan
berdampak pada meningkatnya intensitas
risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan
Program/Kegiatan prioritas selalu bersifat
lintas instansi dan kewenangan, maka risiko
Program/  Kegiatan  prioritas  sudah
scharusnya dikelola dan dikendalikan sccara
kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023
tentang Manajemen Risiko Pembangunan
Nasional menjadi  bentuk  komitmen
pemerintah  dalam  mengelola  risiko
pembangunan nasional secara kolaboratif.
MRP merupakan kegiatan terkoordinasi
untuk mengarabhkan dan mengendalikan
kementerian/lembaga/daerah/badan  usaha/
badan lainnya schubungan dengan adanya
risiko pembangunan nasional. Penerapan
MRPN diwujudkan melalui pembentukan
Komite MRPN dan penyusunan kebijakan
MRPN.

Kebijakan MRPN terdiri atas Kebijakan
MRPN Lintas Sektor (LS) dan Kebijakan
MRPN Organisasl. Sebagai upava untuk
mengawal kelercapaian sasaran RPJMN,
kebijakan MRPN LS diterapkan dan menjadi
acuan bagi kementerian/ lembaga/ daerah/
badan usaha/ badan lainnya dalam mengelola
risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan
risiko tersebut menjadi unsur penting dalam
meningkatkan keyakinan yang memadai oleh
semua pihak dalam pencapaian sasaran
RPIMN.

Untuk mengakselerasi implementasi MRPN
LS, terdapat beberapa kunci penerapan
MRPN yang perlu dilakukan vaitu (a)
integrasi proses bisnis MRPN dalam siklus
perencanaan pembangunan; (b) sistem
informasi MRPN vang terkoneksi dengan
sistem  informasi  perencanaan  dan
pengendalian pembangunan; (¢) peningkatan
kapasitas sumber daya manusia seccara
berkelanjutan  melalui  pelatihan  dan
sertifikasi; (d) penyusunan regulasi sistem
insentif untuk mendorong partisipasi aktif
dari semua pihak dalam pengelolaan risiko;
serta (e) penguatan kelembagaan utamanya
bagi kementerian/lembaga/daerah pengelola
risiko pembangunan nasional. Secara khusus,
penguatan kelembagaan MRPN lintas sektor
diwujudkan dengan penunjukan kementerian
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yang menjadi pengampu utama. serta
kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha/
badan lainnya vang berkontnbusi terhadap
pencapaian prioritas pembangunan.

Pada RPIMN Tahun 2025-2029, penunjukan
kementerian yang menjadi pengampu utama
dan pendukung (berkontribusi)
memperlimbangkan Topitk MRPN LS yang
difokuskan pada Kegiatan Prioritas Utama
(KPU) yang meliputi Program Hasil Terbaik
Cepat (PIITC), Program Prioritas Presiden,
Proves Stratcgis Nasional, dan isu strategis
lainnya. Salah satu Topik MRPN LS dalam
periode pembangunan ini adalah Sistem
Persampahan yang lerdin dan 2 Kegiatan
Prioritas (KP) yaitu (1) Perubahan Perilaku
dan Penguatan Tata Kelola Persampahan,
dan (2) Peningkatan Pengumpulan dan
Pengolahan  Sampah  serta  Pemrosesan
Residu di TPA/LUR.

Pada  Topik  Sistem  Persampahan,
Kementerian LIIBPLII telah ditunjuk
scbagai Entitas MRPN Scktor Utama untuk
objek MRPN LS pada KP | Perubahan
Perilaku dan Penguatan Tata Kelola
Persampahan,  dengan  indikator  (a)
persentase sampah  vang  dikelola
(penanggungjawab  Kementerian  LIL
BPLH); dan (b) jumlah kabupaten’kota
dengan kepala kelvarga yang melakukan

------

\edbestre
Fasertas surngsh rerg dheoe

PP 18: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

pengelolaan sampah secara terstandar (Pilar
4 STBM) (penanggungjawab Kemenkes).

Selanjutnya, MRPN LS tersebut
ditindaklanjuti  di  internal Kementerian
LHBPLH sebagai MRPN Organisasi.

Terdapat 3 (tiga) RO Prioritas MRPN
lingkup Kementernian LH/BPLH yaitu:

1. Fasilitasi dan pembinaan bank sampah &
kelompok masyarakat pengelola sampah;
. Pembinaan penanganan sampah di
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Nasional (SIPSN).

[

Pelaksanaan MRPN Organisasi Kementerian
I.LH/BPLH secara khusus oleh Deputi Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 selaku
pelaksana RO Prioritas MRPN. Dalam hal
pelaksanaannya, Inspektorat Utama
mempunyai peran sebagai Pengawas dalam
MRPN Organisasi terhadap RO Prioritas
MRPN.

Selain sebagai Entitas MRPN Sektor Utama,
Kementerian LH/BPLH dapat berperan atau
berkontribusi sebagai Entitas Pendukung
pada Topik MRPN LS lainnya sesuai
penugasan RPIMN Tahun 2025-2029.

.....

Gambar 5-1 MRPN Lintas Sektor Topik Sistem Persampahan

"
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5.2 Penutup

Rencana Strategis Kementerian LH/BPLH
Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan
penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029
dan bersifat indikatif. Penyusunan dokumen
ini juga mencerminkan keselarasan dan
mendukung pencapaian visi dan misi
Presiden dan Wakil Presiden, vaitu “Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
2045", Mengacu pada tugas. fungsi dan
kewenangan  Kementerian  LII'BPLH
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, visi  Kementerian
LIBPLH  tahun  2025-2029  adalah
“Lingkungan Hidup vyang [.estari untuk
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Menuju Indonesia Emas 2045",

Visi tersehbut dirumuskan untuk mencapai
empat tujuan pencapaian lingkungan hidup
dalam lima tahun ke depan, vaitu
Mewujudkan kapasitas lingkungan hidup
vang tangguh dan terjaga: Mewujudkan
ekonomi hpau melalui  pengendalian
lingkungan hidup vang inklusif dan
partisipatif; Penegakan hukum lingkungan
hidup yang kuat dan adil; dan Mewujudkan
tata kelola pemerintahan bidang lingkungan
hidup yang baik. Kinerja dari pencapaian
tersebut tercermin pada tiga pilar perwujudan
sasaran strategis Kementerian LIIBPLIL,
yvaitu:  1). Pilar Lingkungan yailu
Meningkatnya daya dukung dan dava
tampung lingkungan hidup, Meningkatnya
kualitas lingkungan hidup vang adaptif
terhadap perubahan iklim, dan menguatkan

penegakan hukum lingkungan hidup lintas
sektor;  2). Pilar Ekonomi yaitu
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup: dan 3). Pilar Tata Kelola yaitu Tata
kelola pemerintahan Bidang LH yang bersih,
efektif, dan berdaya saing mendorong
pembangunan nasional dan pelayanan
publik.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis
i divkur secara secara tahunan dan
kumulatif terhadap setiap Indikator Kinerja
Utama beserta sctiap targetnya. Agar
pencapaian tetap berada dalam koridor,
dilakukan pemantauan, evaluasi,
pengendalian, dan  pengawasan  serla
pelaksanaan audit kinerja secara berkala. Hal
tersebut juga diharapkan dapat semakin
meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja
seluruh jajaran pelaksana unit kerja lingkup
Kementerian LIIBPLII. Sesuvai dengan
ketentuan yang berlaku, Renstra
Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029
dapat dilakukan perubahan dengan tetap
menjaga konsistensi terhadap kebijakan
sektor yang tertuang dalam dokumen
RPIMN.

Dengan memohon Rahmat Allah SWT,
semoga seluruh rencana, upaya, dan harapan
yvang diamanatkan pada Kementerian LIT/
BPLH pada periode 2025-2029, dapal
tercalisasi  dengan optimal dan penuh
tanggung jawab, sehingga dapat memberikan
kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan
lingkungan hidup di masa mendatang.

A N
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LAMPIRAN l.c: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

ARAH PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

Hasil pembangunan bidang lingkungan hidup di
tingkat nasional merupakan agregasi dan hasil
kerja bersama pembangunan bidang lingkungan
hidup wilavah di tingkat tapak.

Pembangunan lingkungan hidup di tingkat tapak
dilaksanakan  sesuai  dengan  pembagian
kewenangan Urusan Pemerintahan, Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Urusan Lingkungan
Hidup merupakan urusan  pemerintahan
konkuren vaitu urusan pemernntahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi dan  Dacrah  Kabupaten/Kota.
Pembagian kewenangan urusan lingkungan
hidup selanjutnya didetilkan pada Lampiran LK
dalam undang-undang tersebut.

Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri
melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Dacrah, Kementerian LH/BPLH mengikuti
proses perencanaan daerah provinsi dan
kabupaten/kota, baik jangka panjang, jangka
menengah, maupun jangka pendek (tahunan).

Kementerian LIIBPLII memastikan
terwujudnya perencanaan pembangunan dacrah
jangka panjang yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan melalui bimbingan
teknis penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah (KLHS RPJIPD) dan Kajian
Lingkungan  Hidup  Strategis  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLIIS
RPIMD), asistensi validasi terhadap KLHS
RPJPD dan KLHS RPIMD, serta moniloring
dan evalvasi proses penyelenggaraan KLIIS
RPJPD dan RPJMD. Selain itu, Kementerian
[LH/BPLH juga mengikuti pembahasan draf
penvusunan pedoman umum RPJPD, konsultasi

dan penyelarasan Rancangan Awal RPIPD
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
RPIPD Pemerintah Dacrah Provinsi.

Dalam hal perencanaan jangka menengah,
Kementerian LH/BPLH mengikuti  proses
evaluasi Raperda RPJMD Pemerintah Daerah
Provinsi. Sedangkan untuk perencanaan daerah

jangka  pendek (tahunan), Kementerian
LLH/BPLLH mengikuli proses Rapal Koordinasi
Teknis Perencanaan Pembangunan

(Rakortekrenbang) dalam rangka penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD),
penyusunan pedoman RKPD, dan memberikan
masukan  ferkait  dengan  pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan daerah Urusan Bidang Lingkungan
Hidup dengan memperhatikan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pada tahap evaluasi dan pelaporan di tingkat
wilayah, Kementerian LH/BPLH terlibat dalam
penyusunan  Rancangan Revisi  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan FEvaluasi  Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah, vang dikawal oleh
Kementerian Dalam Negeri melalul Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah. Masukan vang
diberikan yaitu berupa Indikator Kinerja Kunci
(IKK) Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
Urusan Lingkungan Hidup. Indikator-indikator
yang diusulkan selaras dengan indikator kinerja
Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 dan
makro ekonomi lingkungan hidup yaitu nilai
PDB scktor lingkungan hidup (atas dasar harga
berlaku) dan penurunan beban lingkungan.

Rencana Strategis 26.'] g

Kementenan Ungkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
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IKK Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah
Daerah Provinsi dalam lima tahun kedepan yaitu
(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi, (2) Ketaatan penanggung jawab usaha
dan‘atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah, dan (3) Indeks Kinena
Pengelolaan Sampah (TKPS) Provinsi.

Dengan adanya keselarasan indikator kinerja
tersebut, diharapkan ada keselarasan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan mulai darn
Pusat sampai dengan Daerah dalam rangka
pencapaian masing-masing target.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut,
Renstra Kementerian LIIBPLII Tahun 2025-
2029 dilengkapi dengan arah pembangunan
kewilayahan yang memuat kondisi eksisting
bidang lingkungan hidup tahun 2024 di setiap

provinsi meliputi luas wilayah, populasi
penduduk, nilai IKLH, nilai IKPS, volume
timbulan sampah, dan jumlah bank sampah.
Arah pembangunan kewilayahan juga memuat
indikator kinerja kunci pemerintah daerah
provinsi urusan lingkungan hidup beserta
indikasi targetnya untuk setiap provinsi.
Indikator dan indikasi target tersebul merupakan
acuan dalam pembahasan RKPD seliap
tahunnya.

Arah pembangunan kewilayahan juga memuat
tentang penjelasan hubungan antara investasi
dan pertumbuhan ekonomi sektor lingkungan
hidup, serta dukungan Kementerian LH/BPLH
pada rencana aksi pembangunan kewilayahan
tingkat nasional. Informasi lebih rinci dijabarkan
pada halaman-halaman berikutnya.

=
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Luas Daerah
56.834,75 Km"

Populasi
5.482,5 Ribu Jiwa

IKLH
79,66 Poin

Bank Sampah

11 Bank Sampah Induk
74 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
¥ 940.267,23 ton

Sektor
Lingkungan Hidup

&
&

IKPS
55,46 Poin

<
&
]

:.‘ ?

i

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH] 7 l H

Provinsi Poin £2.89 83,06 | 8323 A3,39 83,56
Parsentase l(,-.tnnlnn pennngfp;!n np'giuwnh usaha | i

o PP daPUOLyeng dtoraancien | Pen | B0 B s 7 ”
Pamerintah Daerah '

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Poin =458 5558 58,58 50,58 61,58

Provingl

Rencana Strategis ;2@'
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Luas Daerah
72.460,75 Km’

Populasi
15.386,6 ribu jiwa

IKLH
73,96 Poin

Bank Sampah

6 Bank Sampah Induk
113 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
1.093.646,76 Ton

Sektor
Lingkungan Hidup _ . IKPS
1.001 Miliar 39,74 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kuglitas Lingkungan | | dup (IKLIH] Fein 2289
Peovinsi .

83,06 63,23 83.39

Parsantase ketastan penanggung jawsh usah-i
danfatasu kegiatan ter=adap izin lingkungan,
[izin PPLH dan PUU LH yang dite-bitkan oleh

Pamsnntal Dagrah

Persen 50 75

Indeks Kinerjz Pengelolaan Szmpah (IKPS) ! Pein 5458 ! 56,58 58.53 60.58

Provinsi : | 61,58

Rencana Strategis ;ﬁ'
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Luas Daerah
42.119,54 Km®
Populasi
5.757,2 RibuJiwa
IKLH
74,76 Poin
Bank Sampah
13 Bank Sampah Induk
289 Bank Sampah Unit
Timbulan Sampah
798.430,66 Ton
oi e Sektor §w .
Y9 |ingkungan Hidu LNg g
9 = e P 59,09 Poin
292 Miliar a ’
Incinks Kualits s Lingkungan Hidup (IKLH) i e E SiE o e s
Provinsi i ! ' ' A ’ ! 2
Parsentase kelaalan penangdgung jawab usa '|IE E E
dan/atau kegiatan terbadap izin lingkungan, | H |
izin PPLH da1 PUU LH yang diterbitkanoleh o 0" 0 s 1 6o Ll
Pemerintar Daerah ' i i
Ind=ks Kinerja Pengelclaan Sampah (IKPS] | Fein €5.64 57.64 | 68,64 71,64 ‘ 12,64

Prowinsi

Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Tahun 2025-2209
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.E‘?o Sektor
oVe
Lingkungan Hidup

108 Miliax

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indexs Kualitas Lingkungan 1lidup (IKLID)|
Provinsi

Persenzase ketaazan penanggung jawab
asaha dan'atay kegwatan terhadap wzin
lingkungan, 1zin I'L1I dan I'UU L11 yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Indess Kinerja Pengelolaan Sampah
(IKP3) Provins:

Poin

Perien

Poin

Luas Daerah
89.935,90Km’
Populasi
6.642,9 Ribu Jiwa
IKLH
70,77 Poin
Bank Sampah
8 Bank Sampah Induk
20 Bank Sampah Unit
Timbulan Sampah
752.982,80 Ten
R 4 “'”_ IKPS
N -' .
Ya @  “888Poin
71,85 72,06 72,27 72,48 7269
50 55 &0 70 75
58,27 59,60 61,09 62,73 43,86
i -
Rencana Strategis 266
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Luas Daerah
49.026,58 Km"

Populasi
8.743,5 Ribu Jiwa

IKLH
73,97 Poin

Bank Sampah

1 Bank Sampah Induk
16 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah

233.450,87 ton

) . sektor
o

279 lingkungan Hidup
401 Milar

&W ks
V- & 49,79 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

g’rﬂfﬁf‘“‘m‘"‘ Lingkungan idup (IKLID Poin 73,71 73,92 74,13 74,34 74,56

Perseniase ketaulan penauggung jawib

usaha dan/atan kegiatan terhadap izin

ling} ar., izin PPLH dan PUU LH yang Person 50 55 50 7C 75
diterbitkan oleh Pemerintah Dasraly

Indeks Kinera Pengelelaan Sampah -
(IKPS) Provins: Pain 55,67 57 .4 59,67 61,67 &2,67

Rencana Strategis .265'
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
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Luas Daerah
86.771,68Km"

Populasi
2.086 Ribu Jiwa

IKLH
72,69 Poin

Bank Sampan

6 Bank Sampah Induk
61 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
642.748,64 Ton

° ","". Sektor —

SY.? tingkungan Hidup {'u —
. 1:. . w >

__________ SO ] Ya@  4es0Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Incelks Ruabitas Linglkungan Hidup (IKLH)E
Provinsi |
Persencase ketaatan penanggung jawah i
usaha danfatau kegiatan terhadap zim ;
lmgkungan, 1zin 'I'LI] dan I'UU LIl vang | !
diterbitkan oleh Pemerintah Dasrah !

]

Inceles Binera Pengelolaan Sampai

(1KPS) Provinsi Pain 50,00

52,00 52,00 5500 | 57,00

Rencana Strategis ,'2%-’
Kementerisn Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
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Lampéran 1

Luas Daerah
20.128,34 Km”

Populasi
1.5611,9 Ribu Jiwa

IKLH
73.45 Poin
Bank Sampah
6 Bank Sampah Induk
9 Bang Sampah Unit
Timbulan Ssampah
245.220,59 Ton
Sektor
Lingkungan Hidup ;"g”;._ IKPS
188 Miliar a " 33,04 Poin
Indeks Kuahtas Lingkungan Hidup (IKLH) . 7127 71.48 5 7170 7101 i 7212
Lk S (NG S L i St S | M
Persentase ketaatan penanggung jawab : .
usaha danfatau kegiatan terhadap izin | |
lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang =~ 07" o = w2 ooy 2
diterbitkan oleh Pemerintah Dasrah ! !
Indeks Kinerja Pengelolaan Sumpai Poin 27,81 10,8 E 1,0 43,81 E 481

(IKPS) Provinsi

Rencana Strategis ‘2593'
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Bidup
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5] ¢ o Sektor
e ® "
Lingkungan Hidup
465 Miliar

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kunhtas Laingkungan Hidup (IKLH)
sus st
Persentase kelaatan ponanggung jawak

usaha danatau kegiatan terhadap izin
lingkungar, izin PILEH dan 'UU LI yang
diterbitkan olch 'emerintah Dacrah

Indeks Ki.nelja.Pengelolmn Sampah

{IKPS) Provinsi e

Luas Daerah
33.570,26 Km’

Populasi
2.152,6 Ribu Jiwa

IKLH
73,11 Poin

Bank Sampah

4 Bank Sampah Induk
64 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah

720.583,30 Ton

IKPS
48,67 Poin

70,09 7120 | 7141 71,63

gt RARRSEEIN L A L It AU

71.84
s | s | e | 70 75

nas 53,15 55,18 57,15 58,15

T
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Luas Daerah
16.690,13Km"
Populasi
9.314 Ribu Jiwa
IKLH
72,80 Poin
Bank Sampah
5 Bank Sampah Induk
21 Bank Sampah Unit
Timbulan Sampah
143.596,09Ton
Sektor
lingkungan Hidup o - KPS
21 h.ﬁhar 48,13 Poin
Inceks Eualitas Lingloungan Hidup (KLH), o, 7886 7683 | 7659 7706 | 77,32
Provinsi T e S e el S )
Percentase ketastan pznanggung jawab |
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin ; '
hngkungan, 1zin PPLH dan PUU LH vang Roww 0 a3 | 9 » ' 4]
diterbithan olel Pemeranlal Dasral |
Inéeke Kinerja Pengelolaan S8ampah ' ! 1
(IKPS) Provinsi j Fain 4713 4913 51,13 53,13 54,13

. P
Rencana Strategis (27],
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Luas Daerah
8.269,71Km’

Populasi
3.679,2 Ribu Jiwa

IKLH
75,05 Poin

Bank Sampah

3 Bank Sampah Induk
58 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
152.634,87 Ton

Sektor
Lingkungan Hidup : IKPS
343 Miliar 49,70 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indecs Kualitas Langkungan Hiiup (lKLH)i

R Faln 73,28 7349 731 73,92 E 74,13
Provins: | ‘
Persertase ketaatan penanggung Jawab i |
usa i dinndfala kegatan techadap v : E
lingkungsn_ izin PPLH dan PUU LHyang | 7% 0 as “ i P8
diterbitkan olek Pemerintah Daerah | !

| 1
Indess Kinerja Pengelolaan S8ampalk E Foin 5109 53,19 2519 57,19 ‘ 5819

(IKP3! Provinsi

Rencana Strategis 2%_'
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(IKPS) Proviusi

Luas Daerah
660,98 Km'
Populasi
10.672,1 Ribu Jiwa
IKLH
56,39 Poin
Bank Sampah
1 Bank Sampah Induk
924 Bank Sampah Unit
R :g;ffo Sektor Timbulan Sampah
ST4? Lingkungan Hidup 3.  3.171.247,60Ton
1.121 Miliar |
=
R J *" KPS
y w
Ya 70,22 Poin
Indez: Kualitas Lingkungan 1hidup (IKLLD! E
Provinsi O U E ”Pfln “51;34 5‘.50 , -?1.66 fi32 “vm-ﬂﬁtA
Persenzase ketastan pananggung jawab 5
usaha dan/atau kegiatan terhadap 1zin \ |
lingkungar, izin P'PLIT dan PUU Lilyang | oo 0s F = e -
‘diterbitkan oleh Pemerintah Dacrah 5 !
Indexs Kinerja Pengelolaan Sampah L pem 69,38 ' 71,38 73,38 75,38 76,38

Rencana Strategis \75'
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
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Luas Daarah
37.044,86 Km'

Populasi
49.860,3 Ribu Jiwa

IKLH
66,09 Poin

Bank Sampah

26 Bank Sampah Induk
1.231 Bank Sampah Unit

Sektor .
Lingkungan Hidup Timbutan Sampah
2.872 Miliar 6.153.346,94 ton
b-:4
‘,' W S IKPS
53,98 Poin

@
H

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indekz Kualtas Lingkungan Hidup (IKLH)!

64,06 4431 | &2,5 64,82

Provinsa E Pain E 43,07
T A R SEEEEE
Percentase ketaatan penanggung jawab | i
usalus danfalas kegatan terhadap wzn i I E -
lingkungan, i2in PPLH dan PUU LHyasig | o0 o a3 el 7 :
diterbitkan olel Pemerirtah Daerah | !

t 1
Indeits Kinerja Pengelolaan Sampah | Peln 55,55 57,55 29,55 61,55 | 62,55

{IKP3) Provinsi

Rencana Strategis :Zﬁ’
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{IKP3) Provinsi

Luas Daerah

34.337,49Km’

Populasi

3.736,5 Ribu Jiwa

IKLH

69,46 Poin

Bank Sampah

&5 9 Bank Sampah Induk
o ’9 Sektor 1.754 Bank Sampah Unit
sYy/e Lingkungan Hidup
1,065 Miliar Timbulan Sampah
"""""""""""""" ) B 3.306.899,79 Ton
% kps
VY% sas7p0
a ,57 Poin

Indoles Kualitas Lingkungan Iidup (KLU, 75,48 7573 7578 75,83 7387
Proviosi =~ - A N (AN | S AR
Pereerilase kelaasan penanggung jawab '
usaha dan‘atau kegiatan terhadap izin H |
lingkungan, izin PTLH dan PUU Lilyang | o7 » o2 w W o
diterbitkan olch Pemcrintah Dacrah : |
e SsmelicTen e lolaer Sampely L fom 38,96 60,96 62,96 s496 | &89

. 7
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Luas Daerah
3.170,65Km’

Populasi
41.527 9 Ribu liwa

IKLH
68,44 Poin

Bank Sampah

5 Bank Sampah Induk
1.968 Bank Sampah Unit

Sektor
Lingkungan Hidup
174 Miliar

Timbulan Sampah
702.140,01 Ton

IKPS
57,51 Poin
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
{and;k; sli{ualitai Lingkungan Hidup (IKLH)é Poin 7049 | BEE s i T

Persentase ketaatan penanggung jawab

sl dionfalan kegatan echadap e

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang | 070" © el ° =
diterbitkan olel Pemerintah Dasrah i |

I
1

Indeles Kinerja Porgeloloon Sampal ! =
RS Proviees | Pom 44,54 6666 | 6866 0,66 71,66

. W
Rencana Strategis (276
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Lumpiran 1

{IKP3) Provinsi

Luas Daerah
48.036,84 Km"
Populasi
12.307,7 Ribu Jiwa
IKLH
71,24 Poin
Bank Sampah
23 Bank Sampah Induk
2.497 Bank Sampah Unit
Sektor
Lingkungan Hidup Timbulan Sampah
2.626 Miliar K 4.165.874,91 ten
IKPS
58,05 Poin
Indeks Kualitas Lingkungan Iidup (IKLID. e I e ik | s
Provinsi 9 i o ! S |
Persentase ketaatan penangguang jawab E i
usais dinfiatau kegaatan lerhadap wan 5 :
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang | oot A - o
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ‘ | |
Lndeks Kinorja Pergelolaan Sumpak Foin 6400 | 810 | &80 7000 | 71,00

Rencana Strategis ﬁ
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Penpendalian Lingkungan Hidup ’
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Luas Daerah
9.362,77 Km'

Populasi
37.541 Ribu Jiwa

IKLH
62,54 Poin

Bank Sampah

16 Bank Sampah Induk
379 Bank Sampah Unit

Sektor

Lingkungan Hidup
JrEadi

Timbulan Sampah
2.159.859,19Ten

IKPS
44,15 Pain

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Linskungan Hidup (IKLH)

. Puln £5,92 77 &7 .42 57,68 &7,93
Provinsi |
Persentase ketaatm penanggung jawal t i
usiha dan/stau kegutan terbadap wan 1
Ingkungar, can PPLH dan PUU LH yang Pars = ! oo ! b 2 i
diterbitkan oleh Pemerintal Dasral ; ;
1 !
Indeks Kinerja Pengelolaan S8ampah !

. e P 4826 | 5026 | 522 4 7
(IKPS) Proviusi o 826 | 5026 | 52,26 54,26 55,26

Rencana Strategis ;2%’
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PROVINS|I BALI

Luas Daerah
5.590,15Km"

Populasi
2.749 Ribu Jiwa

IKLH
75,02 Poin

Bank Sampah

28 Bank Sampah Induk
472 Bank Sampah Unit

PDRB 2024

Timbulan Sampah
Sektor AV = 1.167.451,76 Ton
Lingkungan Hidup
159 Miliar

IKPS

55,12 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target
Indikator Kinerja Kuncl

2027 2028 2028
Indeks Kuahtas Lingkungan Hidup (IKLID Foin 7519 76,37 1 76,54 7671 76,35
Provinsi ) ! ‘ ' !
Persentase Ketaatan penanggung jawah
s chaanfatau keguatan terhadap zn »

s 50 55 &0 70 75
himgkungan. 1zin PPLH dan PUU LH vang il
diterbitkan olch Pemermtah Dacrah
{eks Kineria Pernrelolaan Samp: '

Indeks Kinerja Pergelolaan Sampak Poin 5582 57,82 ‘ 29,32 61,82 62,82

(IKPS) Provinsi

Rencana Strategis /279
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PROVINSINTB

Luas Daerah
19.675,89 Km'

Populasi
1.213,2 Ribu Jiwa

IKLH
73,18 Poin

Bank Sampah

11 Bank Sampah Induk
39 Bank Sampah Unit

PDRB 2024

' Sektor e S e L
N @ ‘'ingkungan Hidup A
31 Miliar

626.286,71 Ton

w IKPS
Vo das 36,17 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target

Indlkator Kinerja Kuncl

2027 2028

Indecs Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Fcin 7519 76,40 78,61 76,82 7703
Provins:
Persertase ketaatan penanggung jawab
usalia dagvatau kegratan techadap zan P

< - Porsen 50 535 60 70 75

lhngkungan, izin 'PLIH dan PUU LH yang ’
diterbitkan olch Pemerintah Dacrah
[nde<s Kinerja Pergelolaan Sampai Pomn 41,42 43,42 2542 47,42 48,42

(IKP3! Provinsi

®
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lampiran 1

PROVINSINTT

Luas Daerah
46.446,64 Km'

G Populasi
‘ - 1.481,1 Ribu Jiwa

IKLH
75,00 Pain

Bank Sampah

1 Bank Sampah Induk
13 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
627.983,42 Ton

- @ Sektor
‘f' Lingkungan Hidup

76 Miliar

& KPS
¥ 31,92Poin
&/

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikas| Target

Indikator Kinerja Kunci
2027

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

PR Poin 30,02 80,19 80,36 80,52 80,69
Provinsi
Persentace ketaa an penanggung jawab
usaha dan‘atau Eegiatan terhadap izin
X 2 Parsen 50 55 40 70 75
lingkungar, izin 'I'LII dan I'UU LII yvang
diterbitkan ¢lch 'emerintah Dacrah
e K e Doage =g Ty R 0
Indeks Kinera Pergelolaan Sampah Por 3417 26,17 38,17 40,17 0,17

(IKPS) Provinsi

Rencana Strategis 28]
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Larmpiran 1

PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

Luas Daerah
147.037,04Km’

Populasi
4.404,3 Ribu Jiwa

IKLH
74,05 Poin

Bank Sampah

2 Bank Sampah Induk
25 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
790.470,33Ton

0. a Sektor

w Lingkungan Hidup ™
AAAAAAAAAA 343 Mibiar eve o
& ay 56,85 Poin

Indlkasl Target

Indikator Kinerja Kunci Satuan

Indexs Kualitas Lingkungan Hidup (IKLI)

Provinsi . Poin 77,51 7765 77,79 77,93 78,07
Persenzase ketaatan penanggung jJawab :

usaha dan’atau keguatan terhadap wzan { Pl 50 55 &0 70 75
lingkungar, zn PPLH dan PUU LH yang |

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah |

[nclaks Kiusya temgelolnn Sarapet | poin 5401 | 6600 68,01 70,01 71,01

(IKPS) Proviusi '

Rencana Strategis 285?
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lampiran 1

PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

Luas Daerah
153.443,91 Km"

Populasi
5.560,3 Ribu Jiwa

IKLH
74,80 Poin

Bank Sampah

7 Bank Sampah Induk
48 Bank Sampah Unit

/ Timbulan Sampah
PDRB 2024 | 263.358,57Ton
X Sektor

o
D&’ Lingkungan Hidup 0;? IKPS

218 Miliar Yu ' 62,91Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikas| Target
Indlkator Kinerja Kunci

2027

Indeks Kualitas Lingkungen Hidup (IKLH) o 74,34 | 76,5 26,48 T6.84 2701
Provinsi y ! 4 L / g
Persemtase ketaazan penanggung jawakb

wsaha dan/stan kegiatan techadap i i

5 X i e} 7 7
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang P o ! 2 o 9 2
diterbitkan oleh Pemerintah Dacrah !

Indeks Kinerju Pergeloloan Sampah
(IKPS) Provinsi ol 5857 | 6057 62,57 54,57 65,57

Rencana Strategis 2%’
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Lampiran 1

PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

Luas Daarah
37.135,05Km’

Populasi
5.569,1 Ribu Jiwa

IKLH
75,59 Poin

Bank Sampah

11 Bank Sampah Induk
458 Bank Sampah Unit

P D R B 2 U 2 4 / ‘ Timbulan Sampah

798.570,41 Ton

0@ ‘o Sektor
"V~ Lingkungan Hidup L 2 KPS
1.061 Miliar v v )

Vua 70,09 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target

Indlkator Kinerja Kuncl Satuan
2027

Indeks I.(uahf.ns Lamgkungan Hidup (KLID Poin 7219 72,5 E 7271 72,90 7310
Provinsi i

Perseulase ketuatan penanggung jawab |

usaha danfatau kegiatan texhadap izin |

£ S P 50 85 1 0 70 75
lingkungan, izin I'PLI dan I'UU L1 vang eren ' “

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah !

Indeks Kinerja Pengelolaan S8ampah Poin S4.41 66,41 L es 70,41 7140

(IKP3) Prusiusi

\ s -
Rencana Strategis 28
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Lampiran 1

PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

Luas Daerah
126.981,28 Km~

Populasi
5.623,3 Ribu Jiwa

IKLH
76,63 Poin

Bank Sampah

7 Bank Sampah Induk
271 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah

835.108,87 Ton

9 Sektor
0

Lingkungan Hidup o W
472 Mihar 2 IKPS

....... - ﬁ;' 66,87 Poin

Indikasi Target

Indikator Kinerja Kunci satuan

Indexs Kualbtas Lingkungan 1hdup lll\'Lll};

ey Poin 8020 | 80,36 80,53 80,70 80,87
Provinsi ! i
Persenzase ketaatan penanggung jawab .
usali danfatas kegratan terhadap wan | ! 7
limgkungan, win PPLH dan PUU LH yang | Recen G | 2 ° 0 3
diterbitkan olel Pemerinlah Dasrah i
Indexs Kinerja Pengelolaan Sumpah | :

1 P 71,54 7 7 77,54 78,54
(IKPS) Provinsi K o) T e - o
By g

Rencana Strategis 285
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Lamgiran 1

PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

Luas Daerah
70.101,18 Km"

Populasi
2.773,7 Ribu Jiwa

IKLH
79,95 Poin

Bank Sampah

2 Bank Sampah Induk
6 Bank Sampah Unit

P D R B 2 0 2 4 ' | Timbulan Sampah

51.567,58 Ton

Sektor
Lingkungan Hidup ; / IKPS
86 Miliar : 44,60 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikas! Target
Indikator Kinetja Kunci

2027

Indeks Kualitas Langkungan Hwdup (LKLH)

el Pcin 7777 | 77T 78,17 78,37 78,57
Peraen;ase' ketaalal_z pananggung jg'.v.'ab

lnghungan. s PTLI dan PUU Ll sang 7™ % - “ s =
diterbitkan olck Pemerintah Dacrah

Indeks Kinerja Pengelokan Sampal

I P - | " v
(IKPS) Provins: o 4942 | 5142 ! 53,42 55,42 56,42

) Ve
Rencana Strategis 286
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Lampiran 1

Luas Daerah
14.500,28 Km”

Populasi
4,222,3 Ribu Jiwa

IKLH
76,26 Poin

Bank Sampah

7 Bank Sampah Induk
42 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
505,276,77 Ton

&
€

IKPS
53,76 Poin

<
*.6
€

? Sektor
o’
Lingkungan Hidup
Oy 179 Miliar )

Indeks Kualitas Langkymgan Hidup (IKLID

s Poin 7871 ! 78,80 i 79,05 79,22 7939
l’oruculaae’ knw.ulaq PEOARRAOY Swal ! !

-;‘Fa‘“‘ "'“‘;’ i‘l::‘n mfza?l‘}ff'gﬁf;m Perien o | s Lo CO
diterbitkan oleh Pemerintah Dacrah | I

{udske Kinerja Fengelolaan Nampal Poin 43,08 45,08 47,08 49,08 50,08

(IKP3) Proviusi

Rencana Strategis .%'
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Larnpiran 1

Luas Daerah
61.605,72 Km~

Populasi
730 Ribu Jiwa

IKLH
79,74 Poin

Bank Sampah

3 Bank Sampah induk
15 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
249.978,30 Ton

Sektor

Lingkungan Hidup
253 Miliar ‘ Wy

e KPS
6- .‘i 56,28 Poin

Inceks Kuahtas Lingkungan Hidup (IKLH) E
Proving Poln 81,75 81,97 82,18 82,39 : 82,60C

Perzerlase kelaalan penanggung juwakt ! !
usaha danfatau kegiatan terhadap izin { :

lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang =~ "o" = ® ] % Mo R
diterbitkan cleh Pemerintah Daerah | ; |

Inéeks Kinerja Pengelolaan Sampal : i

(IKPS) Provinei : Foln 51,20 53,20 ‘ 55,20 57,20 i 58,20

Rencana Strategis .23&'
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Lampiran 1

Luas Daerah
45.330,55Km’

Populasi
2.681,5 Ribu Jiwa

IKLH
75,70 Poin

Bank Sampah

15 Bank Sampah Induk
490 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
Sekiar ! 1.210.074,35Ton

Lingkungan Hidup
646 Miliar

IKPS
52,00 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),

Provinsi : Poln 77,60 77,81 78,02 7823 78,44
______________________________________ U EPPLPU Aoty gL, CUCIEY Ry oy (e
Perseniase ketaalan peoanggung jawalb ! i

‘uzaha dan‘atau kegiatan terhadap izin | f

br izin PPLH dan PUU LH yang | "% = = ® N
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah E ;

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | : i

{IKPS) Provinsi : Pain 56,39 58,39 : 0,39 62,23 ! 63,06

. W,
Rencana Strategis 289
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Lampiren 1

Luas Daerah
36.159,71 Km’

Populasi
9.362,3 Ribu Jiwa

(smSE  IKLH
80,14 Poin

Bank Sampah

2 Bank Sampah Induk
21 Bank Sampah Unit

Y Timbulan Sampah
. 246.137,69Ton

’w‘-& IKPS
w
Yo &  5085Poin

Sektor
Lingkungan Hidup
256 Miliar

Indexs Kuabitas Langkusgen Hidup (IKLH)

eiaonin Poin 82,39 82,56 8272 82,89 83,06
Perserlase kramm} RS TRNITIT jay{ab ! i

L‘i“t‘u:;“f':‘:‘"ﬂ‘,‘:: ::f:};‘ﬁﬁf‘;‘u‘ Persen 50 55 40 70 75
ST ot ool ol e D
indexs Kinerja Pengelolaan Sampah b o : S i ik s || Sa

(LKPS! Proviusi

Rencana Strategis 'ﬁ.'
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Lampiran 1

Luas Daerah
12.025,15Km"

Populasi
3.909,7 Ribu Jiwa

IKLH
78,50 Poin

Bank Sampah

1 Bank Sampah Induk
4 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
72.827,63Ton

0 Sektor ‘
Lingkungan Hidup G' ’, IKPS
B S @  5223Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

ndeles Kualitas Linghkungan Hidup (KLH),

Provinsi [, P 81,48 81,64 8181 BLes | 8215

[ ) { ! ! 4 4

Persertase ketaatan penanggung jawab e i

(usalus danfalau ke teriudap 1z H ‘ :
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang | 707" 0 55 60 70 | 7
diterbitkan olch Pemcrintah Dacrah : ;

, ! |

Ludelss Kinerju Pergelolaan Sampad ! ;

{IKPS) Provinsi f: fm 38,25 60,25 62,25 s428 | 652

Py g

Rencana Strategis [29]°
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Larmpiran 1

Luas Daerah
16.594,75 Km"

Populasi
3.086,8 Ribu Jiwa

IKLH
76,33 Poin

Bank Sampah
3 Bank Sempah Unit

Timbulan Sampah
v ? 5 108.656,19 Ton

) Sektor
Lingkungan Hidup
¥ E 81 Miliar Y  kes

J G *i 33,14 Poin

Persentase kelaalan peoanggung jawab
assha danfatan kegatan terhadap wvan Patsiin 50 55

lingkungan, van PPLH dan PUU LH yang "o 0 -
diterbitkan oleh Pemerintaly Daerah !
Indeks Kinexja Pengelolaan Sampah | —

(IKPS) Provinsi Pol 40,00 42,00 44,00 46,00

Rencana Strategis .;ﬁ'.'
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Lampiran 1

PROVINSI MALUKU

Luas Daerah
46.158,27 Km'

Populasi
1.920,5 Ribu Jiwa

74

. . IKLH
. -
» -:’ 78,59 Poin
pip- : @
-~ - »
Bank Sampah
2 Bank Sampah Induk

1 Bank Sampah Unit

Timbulan Sampah
.. 169.087,23Ton
Sektor
Lingkungan Hidup & KPS
236 Miliar vY v
Lrtyld Vc 44,28 Poin

i
!

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indlkator Kinerja Kunci

Indikas| Target

2027 2028

Indeks Kuahtas Langkungan Thdup (IKLID

: 2cin 8243 | 825 | 8274 82,93 LR
Provins: H H
Persenzase ketaatan pananggung jawab
azaha dan/ataw kegiatan terhadap izin B it o
lingkungan, izin PPLAT dan PUU Lilvang oo = i B 0 s
diterbitkan olek Pemermtah Daerah !
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah |

( i P ®s0 | 49| A7 59 49
(IKPS) Provinsi oo B9 | 504 : 524 54,5 554

Rencana Strategis :295'
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Lampiran 1

PROVINSI

MALUKU UTARA

Luas Daerah
32.998,70Km"

Populasi
1.337,1 Ribu Jiwa

IKLH
79,94 Poin

Bank Sampah
1 Bank Sampah Induk

P D R B 2 0 24 / . Timbulan Sampah

121.288,44Ton

LR Sektor
> Lingkungan Hidup : KPS

41 Miliar 42,78 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target

indikator Kinerja Kunci Satuan

2027

lnde.ks Kauahtas Langhungan Hidup (IKLH) Poln §0,36 80,53 . 50,69 50,86 E 81,03
Proviosi | i
Persentase ketaalan penanggung jawith | |

asihia dhanfalau keguatan lerladap | H

5 o P | 7 \ 7
lingkungan, tzin PPLH dan PUU LII vang aren = = | o0 0 s
diterbitkan cleh Pemerintah Daerah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

(IKPS) Provinsi b

Faln 49,76 51,76 H 23,76 5576

Y
Rencana Strategis 294"
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Tahun 2025 2209



-271 -

Lampiran 1

HNOMINN
PAPUA BARAT

Luas Daerah
60.275,31 Km"

Populasi
1.187,3 RibuJiwa

IKLH
83,75 Poin

Bank Sampah
2 Bank Sampah Induk

Timbulan Sampah
106.048,56 Ton

Sektor
Lingkungan Hidup

52 Miliar

IKPS
31,65 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target
Indikator Kinerja Kuncl

2026 2027 2028
[ndexs Kualitas Lingkungan Hidup (H\'.LH'E cein 32,69 83,05 83.21 83,37 ! 83,53
Provinsi | ; 2 ‘ !
Persentase ketaazan pananggung jawab
usalig danfalau kegiatan teehadap zau ! i
3 ; o 7 i 7
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH vang | i 0 - " 1 ' o
diterbitkan cleh Pemerintah Daerah i
Indess Kinerja Pengelolaan Sampan ' 3 1
(IKPS) Provinei | Pen 35,00 37,00 39,00 41,00 42,00
Py g

Rencana Strategis (205
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Lampiran 1

PROVINSI
PAPUA

PDRB 2024

Sektor
Lingkungan Hidup
89 Miliar

- 272 -

Luas Daerah
82.680,96 Km~

Populasi
4.482,7 Ribu Jiwa

IKLH
80,32 Pain

Bank Sampah
1 Bank Sampah Induk

Timbulan Sampah
82.009,66 Ton
R At IKPS
V.\.¥  4353P0i
a e ; n

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci

Indikasi Target

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLID
Provinsi

Persentase ketaatan penanggung Jawab
usaha danfatau kegiatan terhadap o
Imgkungan. 1zin I'’LI dan P'UU L1 vang
diterbitkan olch Pemerintah Dacrah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampal:
(IKPS3) Prosvinsi

2027 2028
Foln 8219 82,35 i 82,51 B2,67 82,33
Persen 50 55 | 50 70 75
Pain 43,76 50,96 ' 32,986 54,96 55946
"

Rencana Strategis /296
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lampiran 1

HNOAINN]

PAPUA TENGAH

Luas Daerah

61.072,91 Km®

Populasi
N/A

IKLH
81,62 Poin

Bank Sampah
1 Bank Sampah Induk

Timbulan Sampah
99.793,19Ton
@ :a Sektor
oy e . 3 -
ngkgngan Hidup &§w o
11 Miliar V L X
ay 28,52 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target
Indikator Kinerja Kunci

2026 2027 2028

Indeks Eualitas Lingkungan Ilidup (UKLID

yreos Poin 82,56 82,72 82,88 83,04 83,2C
Provinsi
Persenlase kelaa.an penanggung jawak
usaha dan/atau kegiatan terhadap iz

P 70 7.

Imgkungar, 1zin PPLH dan PUU LH yang rn o ! - A A
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah P 2419 3610 3319 40,19 4119

(LK PS) Provins

Rencana Strategis ;9%;
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Lamgiran 1

PROVINSI

PAPUA PEGUNUNGAN

Luas Daerah

51.213,33Km’

Populasi
N/A

IKLH

81,91 Poin

Bank Sampah
N/A

Timbulan Sampah
41.244,56 Ton

PDRB 2024

Sektor
Lingkungan Hidup
2 Miliar

A
9.

,.0 bd KPS
 / & 29,31 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikas| Target

Indikator Kinerja Kunci

2027

Indeks Kuahtas Langkungan Hadup (IKLH)

i Pon 83,53 83,68 83484 84,00 84,15
Provinsi i t
Persenzase ketaatan pananggung jawab
tzaha danalaw kegiatan terhadap izin
C I¥ - Persen 50 L1 60 7a 75
lingkungan, izin PPLH dan PUU LIl vang
diterbitkan olck Pemerintah Dacrah
oke R " 1 salas 2 -t \
Indeks Kinerja Pengulolaan Sampal Pk 2000 | 12,00 i 2400 36,00 a7.00

(KPS) Pravins:

A N T
Rencana Strategis 298
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Lampiran 1

PROVINSI

PAPUA SELATAN

Luas Daerah

117.849,96 Km"

Populasi
N/A

IKLH
79,78 Poin

Bank Sampah
N/A

Timbulan Sampah
26.823,56 Ton

Sektor
Lingkungan Hidup
19 Miliar

N -

W ks
J 29,49 Poin

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikasi Target
Indikator Kinerja Kunci

2027

Indeks Kualitas Langkungan Hedup (LKLH) Pomn £0,63 ! 80,80 80,94 5113 81,30
Provinsl ) i 1 2 7 1,

Persen-ase ketwatlan penanggang jawab
wsaha danfatau kegiatan terhadap izin

P L 7
ngkungan, zin PPLH dan PUL LH yang 3 » ! 3 ! s i A
diterbitkan olel: Pemerintal Dasrals
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampak pem 2500 37,00 39,00 41,00 42,00

(IKPS) Provinsi

. -
Rencana Strategis /299
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Lampiran 1

PROVINSI

PAPUA BARAT DAYA

Luas Daerah

39.122,95Km’

Populasi
N/A

IKLH
83,07 Poin

Bank Sampah
4 Bank Sampah Unit

PDRB 2024 Ay s

36.713,60 Ton

R Sektor
® Ve Lingkungan Hidup g KPS

62 Miliar v o v 32,91 Poin

Indlkas! Target

Indikator Kinerja Kunci Satuan
2027 2028

Indeks Ecalitas Lingkangan Hidup (IKLID' 82,59 8305 | 832l 8336 | 8352

Provinsi i

Persenlas: kelaalan penanggung jawah '
kel gt el g B | ® | s | W | om |
diterbitkan cleh Pemerintah Daerah i

Indeks Rinerga Pengvlolan Sampah Poka 36,21 38,21 | 40,2) 42,2 . 4321

(IKP3) Provins i

Rencana Strategis ;5\6"
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e

LAMPIRAN 2 : MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN
LAINNYA YANG SAII TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
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lomgwen 1

LAMPIRAN 3 : KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN 1

HIDUP

1.

loaguan s

Rancangan Perdturan Memerintah
tentang Ferencanaan Ferlindurgan
dan Fergriclaan Lirghungan Hiduo

Narwangan Pecsturan Pemesintah
tentang Petlindorgan dan
Pergeiclaan Exosstem Mangrove

fanfatau

Arah Sxtanghs &

Colntuhie

- 283 -

Menabinkan setentuas Pasal 20 avat (1)
Fraruf 3, Fasal 31, can #asal 12 Undang
Urcang Nomor 32 Tahun 2009 lentang
Pl ndungan danPengeiolaan L egeungan
Widup

Maagatsf subsfansi mengens (wendanass
pecledungan, dan pengelolsan Ingeungan
Fvdup yang deelerggaratan melalu! tahapan:
1) inventareas Linghargar Hdup, 7|
otapan wiliyah Fkoregion, can 3)
wanan Rencana Perindungan dan
Pengelolian Legkungsn Hiduo

- mcjaiankan betentusn Pasd 11 Pasl 12
Pazal 21, Paeal 56, Pasal 57, dan Pasal 83
UrcangUrcang Nomo 32 [ahun 20089
tentang Peelndungan danbergecisan
Lirghurgan kcup

mergatur substans mergonal perindargan
dan pergeodaan ckasstem mangronve sebagal
Tatanan uieat Mangione yang meraoakan
sl kenaliian Ll rsergsbiuh yang salog
miepengarats dalam membersoc
kesumbargan, stablta, dan

g ingimall

Deputs Bidang Tata Lingku~gan
din Samber Dava Alam
Borke'anjutan, Direksorat
Peacegabuan Darpat linghaga
Usabg dan Kegiaten

Deputi Bidang Purgrncdalian
Pemcemaran can Cerusskan
Ungkorgan, Direktorat
Pelndungan dan Pergeolian
Erositem Feraran Darae

PeranEurglawab

NGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN

12 buran

Rencany
v e B § g Rl D g bl

Tegis
Aoy b

Toar 22253000

Parcangan Peraturan Pemes ntah
Lentang fens dan Tanlalys Jores
PNBP yary bericu poda Kemes
Lnghungan diup/adan
Pregeodalan Leghungs Hdup

Rancangan Feraturan Pemsr ntsh
tentang Pengeloban Bahan
ety et R acun

Hancangan Feraturan Fresiden
tentang Dot Mkan Sunga: Citarum

R angzan Peraturan Fresden
Lentang Duwat Alrwn Sungs Climung

produktiviazo. yarg dlakdkan pada 1)
kawdzan ftam; can 2) dl lwar kysasan hutan

Prelyksanaan smanat PAK Nomoe SO/2024
don PME Nomuor 113 Tahun 2023 dimna
instare pengelaa PR [KUWVERL0 untok
menetaphan jere can tarf s peces FNUP
yang bechibu pada Kementenan | AP IH
pasce acavys reotgarisesi Kabinst MNerah
Futh & medio TW 3 T4 2024, sekalgus untuk
membenkan casar tukLm yang [oas tercait
peres, Larif Aty peres can progskolass PNRP di
Teggkup KM, swkaiguns unt ok
manggantikan 2P Nomor 36,7024

Fasal 58 ayat {2) JU Nomor 32 Tahan 2009
tentang Peckndusgan dan Pengeldain
Lingkuargan Hiduo

Gro Perencansan gan Kewngan

Doputi Pergalaan Sampah,
Lmbad, dan A3han Serhahava
G Reracun

Doputl Bidang Pengendalian
Fencomaran dan Kzrusskan
Lngeungan

Oeputs Bidang Pengendalian
FPuncomaran dan Ketuskan
L ngurga

12 butan

12 baan

12 buan

L2 buan

Ne~zans Siralagin

Kowontaran Lrgh angan I Dt e Fongee Salicr, Unekargen 133
s NS

s




Lowmpran d

Arah Kerangka Regu
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| Pembentuka

Fuskting, Kais

init Penanggingiawal

7 Sancangen Pergturan Pesden
entang Waste to Energy

8 ZLancangan Peraturan Presiden
entang Jakstranas dan Sampah [aat

9 ancangan Peraturan Presden
entang Penanganan can
Zengendaizn Pencemaran Udsa ci
Jakarta, Bogor, Dopok, Tangerang,
an Dekasi

10. Lancangan Peraturan Presiden
wntang Keanecaragaman Hayats

11. Fancangan Feraturan Presidon
wenlang Penpelengaras Nils
=horvami Kardon untuk Penzapalan

Lamprav §

Perangsran kedansslan perangiran
samrpah perkotaar dan Memperbaib
mekansye peliksanaan Pongoiahan Sampah
Moenjac Lneeg! Lstnk pada Peraturan
Prasiden Nomor 35 Tatwun 7018 tentay
Percepatan Pembzngunan instalas
Pergaliran Sampah Menjadi Frergl Listrik
Berbasis Teknclog Ramah Ungkurgan yaog
tidat berjaan efektt

mempebarg Perataran Presiden Someor 97
Tahun 2017 rentang Kebiakan Dan Serategl
Nasional Pengelolean Sampes Rumash Taeggs
dan Sampah Sejenis Sampah Ruman langgas
dar Perataran Presiden Noenoe 83 Tahun
2018 tertang Penarganan Sarpah Lo

Deputi 3xdang Pengeolaan
Samrgah, Limbzh, dan Bahan
Berbabaya dan Reraoun

Deputi 3idang Pengeciasn
Samgah, Himdah, dan Bahan
Derbabaya dan Derscun

Direkrarat Perlec
Pergelclaan Muty Udara/Daputi
Diderg Pergendaian
Pencemaran dan Kerasakan
lingtunga

Direkiorat Sorservasi
Kenesaagaman HanatyDepai
Biderg Pergendatan
Pencemaran dan Kerasakan
Lngtungen

Diraksorat Mitigasl dan

Prrubaghan &lmyDesati Boang
Pengendalan Perubanan IKIm

ANGEUNGIWA

12 bulen

12 bubin

12 bulen

12 bulin

Raccana Strategis ?IE“

Eae wtmn o 0 s Rk P gerdabon L ri org v Hdus
Takar X300

Target Kantribusi yang Ditetapian
Secara Nasional dan Pengendalian
Ervsi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional

12, Rancangan Peraturan Menter
LH/BPLH tentang Organisasi can Tata
Kerja Lementonan Lingkungan
Hdup/Badan Pengerdalian
Lingkungan Hidup

13 Ravcargan Perataran Mantar
LH/8PLH tertang Pengolzhan Air
Limbah Peetamiakan Udang

14, Rarvargan Peraturar Menter
LH/BPLH tantang Pengembangan
Sistern Pemoayaran Jasa Unghkungan
Hdup

untuk mevaarckar organisasi can tasa kerja
¥ang efertif dan efisier: guna mesnghatcan
wner@ pelaksinaan tugas can fungsl
Coensntecan Lnghorgan M dup Sadan
Pargendalan Linguungan Hdup, peru
melskukan penstass organ sasi can tata berja
Lementarian Linghorgan B dupySacan
Pargendalar Ungsungan Hdup

untase menjaein perlocungan da
pengelolazn lingeungar hidup, satiap waba
dieyata kagiatan oeTambikan wlacg vang
manghasilcan sir imbah, wa)ib mengclah air
imtah yang deasilaannygs terlebo cabuly
sebetum cibuang e media i sehingga perla
o akukan s ail dengan standar tekroiogi
Tertenty, seta merujuk Kepach baku mety air
imbah untuk menurunkan keban parcemar
31 dan tidak merpebabkan terjadiny:
DENCEMarsn ar

meliksanakan ketentuzn Pasal a8 ayar |5)
Pecaturan Pemernsan Nomar 46 Tahen 2017
tentang Instrumen thonomi Lingcungan Hidup

can Tata Kelola Nili Exanomi
Karbon

Bro Sumber Dayz Manusa dan
Crgansasi

Direktocat Porgenddian
Fencernaran dan Kerusakan
Wilivab 2esisic dan Lot

Deput Bogang Tata Lingsungan
dan Sumber Daya Alam
Berkean)stan

Kementenan 2bulan
Perciayagunaan Aparatur

Nogara dan Reformasl

Brokrasl, Bacan

Kepegaasan Nogara dan

Kemrentenan Keusrgan

Kemanterian Keautan dan 4 bulan

Perikanan

Kemrente=nan Kenutanan, 4 oulin
Kemantenan Keuangan,

Kementeran Dalam

Negeri, dor Semenieran

Perencanain

Pembargunan

Bencenas Strategis
Somenieran Unghangen $idua Maden Pergenduins Lngiurgan Hdap
Tetun X220
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enargRrglawat

Lareg

W

Aancargan Peratures Menter
LH/BPLH terzarg Penvaluran Bantuan
Femerintah o Lirghungan
HicupyBadan Pengendalan
Lingkongan Hidupn

Hancorgan Feraluras Menler
LH/RPLH tectang Podoman Tata
Nk s Dinas

corgan Pergluras Menler
LIBPLH testang Progrom Adwtyala

melzksanakar ketentuan Pasal 6 Feraturan
Menzed Seuangan Nomor 168FMCD5/201Y
sebagamana tol:h diubah beberapa kal
tevakhic dergan Faraturan Monteri Keuingan
Nomar K A0 T tentang Perubiadan
Kedus alas Peraluran Menter Kesangan
Nomor T6EPMK O6/Z01% tentang
Mekanisme Pelaksanzan Anggaran Bantuar
Pemodntah pada Kemaoterian
Negars/Lembsgs, perla mengatur peealuran
bantuan pemesintah @ lngkungan
Kemanizriar Ungsungan Hidup/Basan
Pengendalian Unghuogan Houp

melaksanakae ketenluar Pasal 32 awol 4]
Paraturan Pemerintah Nocmor 28 Tahun 2012
torarng Pelalcsanaan Uacang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 L ey Snarsipan sotts unluk
membeiban keeraadabur, keledibm,
kepastian, dor efektytas atae
penyeknpgaraan tata nazceh dings, periu
MeNyuUsLN padoman tentang tata naskan
dinas di linghungan Kementerian Lrghungan
HidupPader Pargenaban Loghungan Hidup

Meratahan nomeskbitur Keeenteran;

Biro Perenzanaan dan Keuangar

o Umum

Pusit Pengembargin Gumerayd
Lingkungar Hidp

NasioralBadar
Perwrac ganPemiargaran
Naswewl

Lemrenteran Ceuangen

Arsp Nasional Bepubbk
Inccnesis

Lerentenan “eodidban
Dasar dan Menerga®

dbdan

4 bulan

b odan

Rescamas Strazsegis
e e miovian Laghangnt I d o1 fve gordiius Ly cagan i

Teber 022008

71

Peraturan Monkerl L=/BPILH tentarg
Peta Jdan Pomtatisan dan Perankan
Yerraali Sampeth yang Mergondurg
B3 can/atau Umbah B3

Peraturan Mentesi | =K tentang
Sisterm Tangaap Danurat Mengeclaan
Barun Berbanays don Beraoun,
Limbsh Banan Berbahaya dan
Berazun dir/ataa Umbah ran.Bahar
Rertahaygs dan Beraces

Pevaturan Monteri LYK tentang
Peadorzan Peradiue Laban
Teckontaminai Limiash Ba-an
Herbahaya dan Beracon dan/atau

Pengratungan substans: Peraturan Merser|
LHE Nomer P.52 Tahun 2019 dan Peraturan
Menteri | #K Norwore P 53 Tahun 2019;

Perbatun sisiematks Penetegun
Perghargaan Adrwiyaty

Perdbahan persyaratan daam Penetapan
Parghargaan Adwvivata

melksanskan kntentuan Pasal 13 ayat (7)
Pavaturan Pererintah Koo 27 Tahun 7020
tentang Pengeloban Serpuh Spesdi

melksandkan setertuan Pasal 78 Pesaturan
Pearerionan Noeod 74 Tahun 2007 tentand
Pergelasan Baran Berbatays dan Beraoun

- melbsanaden eertuan Pasal 449 can Pasad
A0 Peraturan Premerintah Noowr 77 Tabun
2021 tentang Penyelenggaraan Perbndungan
dan Prngekoias Linghangan Hidup

melksanakan betentuan Pasal 443 Persturan
Pearwrinlahi Noroe 22 Tabun J00 1 tenlang
Prowelenggaaer Perlinvdurgan dan
Pargelaaan Lingkungan Hiduo

Deputt Biding Pengelobian
Samaaly, Limtah, dan Bahan
Berbahaye dar Berawn

Deput! Bidang Fengelobian
Sampahy, Limdah, dan Baban
Serbatava dar Beraoun

Deputi Biding Fangsiolan
Sampaly | ah, cdan Rabran
Berbahays dar Beratun

Nencars

Stratmgin

Gorsereeran Ungbagan Wdup Daten Pergandaler Unghanges Hdaz

Tawn XU 20

a»..
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Urgensi Pambentukan Berdasarksn

o X

2. Kajlan can

wnanggungiawal

limbah roe Bakan Herbahayacan
Berswoun

2 Peraturan Menterl L =K tontang
Pengetolsan Lerbah B3 dari Fandlias
Pelayanan Leschatan

PES Hanzongan Pecaturan Menten
LHBPLH tentang Ponghagaan
Kepatary

b2} Rancargan Peeaturas Meriei

LH/BPIH tentang Informas! Gecspasal
Tematie Lingkup Kementerian
Ungkungar Houp/BPLY

Menpzantt Peraturan Menten |HK Nomar
P SE M elhik-Setn 2015 wentang Tata Cars
dan Persyaratan Teknis Pargelotaon Lmbah
Raban Rorbahaya Dan Baracun Dar Fasiiras
Pelapanan Kesttalan

Ferubaran nomenclatur Xementerizn,

Peruhsran sktamatica Penatapan
Perghargaan Kepatang

Perubanan tugas dan wewenang Tim
Sekrataral Kabspatang

Perubotian persyaratan defemn Perelapen
Perghargaan Kalpataru

= Perubatise nomenklstur Kermeptesian

Perubahan sistematika perwekenggaraan
Alormasi Gecspasial Tematik

Deputt Bidang Porgoiciaan
Samaahy, Limbah, dan Sahan
Berbahaya dan Beracun

Puzat Pengembangan Gorerss
Linghurgan Hidup

Ditekiora Perrpeienpzar san
Sumber Daya Aam Barkelan utan

nit Penanggungisws

bbolon

Batan Irformasi 6 bodan

Geospazal

Rencana Strateg s :?9
Leveviorin Lrgumgon sibaBote s Pogredaies Usibanns Heve
e 0052308

25 Rarwcsngon Peratuf o Menter
LH/8”.H tontang lata Cara
Peewrbitan Rexomendas Parsetujuan
tmpor Bahan Perusak Lapsan Qzon
tan Hidrothaov ok hon

26 Rarcangan Pecaturan Mente
LH/S7LH t2ntang Program Pendaian
Peringtat Kinija Perusiramn Dalam
Poergelolan Unghurgan Hdup

-

Rancangan Peraturan Mantar
LH/GPLH tentang Rercana Srategis
Formertoran Lingoungan

Vg Pacden Prngierclalion
Lingkungan Houp Tahun 2025 20249

o

28 Rarw angan Pecaluran Menter
LH/BPLH tentang Kriera Haku
Ewrusaban Laan Moinsl
danyatau Keglatan Pertambangan

salia

29 Rancangan Poraturan Mantar
LH/BPLH tentang Mensjemen
Pergembangan Sumoer Doy
Manusis Ungkungas Hidup

an. Rancangan Poraturan Mentor
LH/BPLH tentang Tats Cara
Pemderian Tunjangan Sinens Bag

Perubaran nomenklatur Kemeieran;

Porubahan substarst

molatsanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Prescien Nomor 35 Tabwan 2025 tentarg

Drektorat Wi
IHim

i Perubahin

Deputi Pecgendaian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingturga

Biro Perencanaan dan Keuargan

Direkrorat Pergendaien
Kensakan LahanyDeput
Porgeritalan Pesxsme an dyn
Kenzakan Lingkungan

Biro Sumber Daya Manusa dan
Urganisas

Biro Sumber Daya Manusa dan
Organisey

Kemetenan Pecdagangen 6 bulin
dan XKementerian
Keusrgans
6 bulan
€ bukin

6 bulan

£ bulin

Kemantonan & bulan
Prndsyagunsan Apstatyr

Nogara dan Reformas!

Strategis
Lh g ~ahas
Totwn N2-0029

Asncany
Lagh s b g ¥inda s Pragy
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Jkan Berdasarkan bvalupsd

£330 dan Peneltia

N Penaegningawet

Pegawan Paca Camenterian

Lirgtungon Huiup/Byden

Pengendaiin Legeungan Hdup
3l Rancargo Pewiutan Menter
LHAPLH tentang Pe Wi
Sebagion Wewenang Penggunasn
Barang ¢ Ungoumgan Kemenlengn
Lingkungan Hsup can Xebuaiaran
dalam pelaksanzan Hibah Barang
Miik Negara darl Awal Drencanakan
untue Diserabkan

32 Ranvarger Peewsuran Menbe
LIVOPLH e Lang Incekes Kagloas

Lingkungan Houp

Rantarger Po aiuran Meols
LIUDPLH b tang Tats Csbora Setu
Data Indomesis Legkup Kementeran
Lingtungan Hup/Badan
Penpendalian Lngeungan Hdup

14 Rancargar Pericuran Monter
I HAPLH tentang Pecdoman
Penyehezaan Sengecto Ungh
Kidup

Rancargae Paciuran Meater
LHMAPLH tentang Peegeioliar Mun,
Lelara

Lavgwan &

Arah Kerangka

Kebutuhan Regulssi

Rancangan Peraturan Merten
LH/BPLH tartang Tata Cara
Fenwrbetan Perselujuan Tekris dan
Sorat Xelayakan Operaiional Boang
Pengercalizn Pencemaran
Lingkungen

Rancangan Pecataran Meeien
LH/BPLH tortang Baku Mutu Ar
Lirrbah Dormstic

Rancangan Foraturan Moatar

LW/BPLA tertang Sstem Pepgendaian
Intern Pamanintsh Lingiup
Kementian cnghurgan Houp

Rancangan Persturan Merier
| 5/RPL H tortang Manajemen Sslko

a0 Rancangan Feratuan Mecoiedi

LH/RPL tertang Pengawasan Intern

Tunjangan Cinsejs Pogawa di Lingkourgan
Kemesienm Legbungan Houp/BRH

hontukan SBordasarkan b

Regulasi Eksisting. Kajian dan Pene
Perubaban terkalt dengan nomenkiatur
Komanteran subatans dan Lampran
Pueraturan Menlern yang dituangkan dalam
penyusuan Rancangan Peraturan Meots
LH/EPLM tentang PeneroRan Persetujusn
Teknis Dun Scvat Kelayskan Opsr el

Birokeas: dae Kemaerian

Kewangan

Fvo Umum 6 bulan
Duputi Pergrrsiaban

Pencemaran can Cerpgcsn

Lopkunzss

Aarat Dataden Infinmas 6 bulen
D kroran enwksaan Sengeeta & bulan

rgtunge Hdup

Deputi Pargandakan
Pencemaran dan Kerusaikin

rgkungan

= -
Kevcanas Strategis 320
Sorveriet ar Legh ang i Wta g Bamley “or gor e Urghamay o
Tavan 20250006

Target

Unit Penanggungawab

Petrgelesaian
Deputti Pengendalian

Poncemaran dan Karusakin

Cingkungan

Bidang Pengecdalizn Fencemaran Lingkurgan

P
Kementerian, subslana, danLampran
Prratursn Merter yang ditusngksn dalsm

Ahan leckail dengan nomenklatur

penyusunan Rancangan Peraturan Menten
LH/BSLH temang Saka Muty Ar Limbas can

Standar Teknclog! Fengaichan Alr Lmdsh
Damestik

D putti Pengendaliee
Pencemaran dan Kerasakan
Lingkungan

Irpektorat Utama Badan Pangawasan & bulan
Keuangan can
Pambargunan,
Kemesilersn
Pandyagunaan Apaata
Negara dan Reformas
Riroksasi
Irnspektorat Utamas Dochan Pengawesan & bolan
Keuasgan dan

Pembangunan

hsosktonat Utara Rackar Prngawasan & bulan
Veuamgan dan
Pambangunan, Radan

Pemeriksaan Keuangan

Me=canw Stralw
fandn Peegmidnan Linghongan g
Tabun 2005 209

Lrgorgwn 163,



avgaanl

aulal danyatau

uhan Regulasi

- 288 -

Urgensl Pembontukan Bardasarkan Bvauas)

wlasi ERsisting, Kagian don Peneitian

Une. Penanggungrawab

UniY retares

Terkan

Targen

Pompelesaian

44

RANCANEAN Pavaturas Merzeel
WUPL lentang Penanganan

Sengaduan Apsratur Spll Negara

sancangan Peraturan M
HEBPLH 1entang Pedoman

enanganan Penb
"gkungan Kementeran Lngkungan
idup

V Kepreritingan o

ancangan Pergluran Merlen

BPLY tentang Jabsatan dan Kelss

Jebatan di Ungkungan Komenterian
grungan Houp/s
engercalan Lrghungan Heup

wancangan Peaturan Me
LIWEPLY tentang Penye
gontribn

Nasural

yarg Ditetapkan Secara
Le

Pensrgaoan

erubizhan dam

meninckak bl basil weaiuas jatatan t
lrghurgen Kementeran Loghurgen
Hidup/Eadan Pengerdatan Linghurgan Houp,
pork; digkGe peargatan toas jaba

untus abatan admin
turgsional sarta pa
smenklatur (9

AOTkTONr |
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